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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  --  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  -berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiba'n  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


TATANAN  Informasi  Internasional  Baru  (TUB)  menginginkan  terbentuknya  pertu- 
karan  informasi,  yang  memungkinkan  negara  dan  warganya  memilih  dari  komunika- 
si  nasional  maupun  internasional  apa  yang  memajukan  pembangunan  yang  dapat 
mengandalkan  diri.  John  Tondowidjojo  mengemukakan  bahwa  cita-cita  tadi  berpangkal 
dari  ketidakpuasan  pada  mantapnya  dominasi  sistem  komunikasi  oleh  negara  industri  maju 
terhadap  negara  berkembang  dan  oleh  kaum  elit  tradisional  di  negara  berkembang  terhadap 
penduduknya,  sehingga  menghalangi  mayoritas  masyarakat  untuk  mengembangkan  partisi- 
pasinya  dalam  pembuatan  keputusan.  Sejauh  ini  politik  komunikasi  nasional  ataupun  inter- 
nasional ditandai  sistem  monopoli  dalam  berbagai  bentuknya  yang  bercirikan  vertikalisme 
dan  otoriterianisme.  Menghadapi  kendala  tersebut,  maka  fase  baru  tatanan  informasi  hams 
mencari  alternatif  komunikasi  yang  mengandung  demokratisasi,  akses  publik  yang  murni, 
dan  partisipasi  sosial  di  tingkat  lokal,  regional,  nasional,  dan  internasional. 

Anwar  Nasution  membahas  kecenderungan  pengaliran  arus  dana  internasional  yang  di- 
perlukan  bagi  pembangunan  negara  yang  sedang  membangun  selama  dasawarsa  1990-an. 
Sejalan  dengan  itu  dibahas  pula  strategi  yang  diperlukan  untuk  mengupayakan  pemasukan 
modal  asing  bagi  pembangunan  nasional  Indonesia  tanpa  meningkatkan  beban  pembayaran 
utang  luar  negeri.  Dalam  rangka  itu,  ia  mengemukakan  bahwa  tindakan  pemerintah  mela- 
kukan  deregulasi  perekonomian  nasional  sejak  akhir  tahun  1987  merupakan  strategi  yang 
tepat  untuk  tetap  merangsang  pemasukan  modal  resmi  dan  swasta  asing  yang  diperlukan 
bagi  pembiayaan  pembangunan  nasional.  Deregulasi  semacam  itu  seharusnya  terus  dilan- 
jutkan,  diperluas  dan  dipercepat,  terutama  di  sektor  riel.  Deregulasi  yang  lebih  maju  di 
sektor  finansil  tanpa  diimbangi  sektor  rieT  dapat  menimbulkan  distorsi  yang  mengganggu 
stabilitas  perekonomian,  menghambat  tingkat  laju  pertumbuhan  dan  anti  pemerataan. 

Gagasan  segi  tiga  pertumbuhan  Singapura- Johor-Riau  dibahas  oleh  Man  Pangestu  seba- 
gai  model  untuk  kerja  sama  ekonomi  ASEAN.  Yaitu,  pada  intinya  memanfaatkan  keadaan 
saling  melengkapi  di  antara  wilayah-wilayah  berdekatan,  karena  tingkat  perkembangannya 
yang  berbeda.  Dipaparkan  bahwa  proses  dari  gagasan  menuju  pelaksanaan  tidak  hanya 
menghadapi  kendala  ekonomi,  tetapi  juga  mendatangkan  akibat  sosial  dan  politik.  Banyak 
hambatan  birokrasi  dan  pertanahan  menjadi  faktor  disinsentif  bagi  investasi.  Masalah  sosial 
timbul  dari  berkonsentrasinya  penduduk  buruh  wanita  muda,  serta  berkembangnya  peru- 
mahan  kumuh,  dan  mengalirnya  penduduk  ilegal.  Sedangkan  akibat  politisnya  terungkap 
dalam  anggapan  bahwa  hanya  sekelompok  kecil  kalangan  bisnis  Jakarta  yang  banyak  diun- 
tungkan,  hal  mana  banyak  berkaitan  dengan  isu  keadilan  dan  pemerataan. 

Tinjauan  Jusuf  Wanandi  atas  politik  dalam  negeri  akibat  globalisasi  menekankan  bahwa 
masyarakat  Indonesia  menjadi  terbuka,  sehingga  semakin  dirasakan  keperluan  rule  of  law, 
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hak-hak  asasi  manusia,  proses  demokrasi  yang  lebih  cepat,  dan  keterbukaan  politik  meng- 
hadapi  keterbatasan  lembaga/organisasi  politik  maupun  organisasi  massa.  Dalam  bidang 
sosial  ekonomi  disoroti  keberhasilan  strategi  pertumbuhan  berorientasi  ekspor  dan  deregu- 
lasi,  namun  kurang  memperhatikan  berbagai  akibatnya  seperti  kesenjangan  meningkat, 
tiada  fairness  dalam  persaingan,  belum  dikembangkannya  kebijaksanaan-kebijaksanaan 
sosial  dan  masalah  pengusaha  pribumi-nonpribumi.  Sementara  mengenai  peluang  interna- 
sional  dikemukakan  pentingnya  membina  hubungan  baik  dan  saling  menguntungkan  di 
kawasan:  mulai  dari  ASEAN,  Asia  Tenggara  sampai  Asia  Pasifik,  baik  dalam  kerangka  ker- 
ja  sama  ekonomi,  maupun  untuk  dialog  politik-keamanan. 

Dalam  pengamatan  H.A.  Mattulada,  Indonesia  memiliki  keragaman  potensi  pola  kepe- 
mimpinan  tradisional  dengan  coraknya  masing-masing,  yang  merupakan  kekayaan  nasional 
kita  yang  masih  terpendam.  Berlawanan  dengan  kondisi  keragaman  tadi,  selama  ini  telah  di- 
berlakukan  dan  dibakukan  suatu  pola  yang  seragam  bagi  seluruh  masyarakat  dan  wilayah, 
yang  mematikan  kebhinekaan  sebagai  potensi  kebesaran  dan  kekuatan  bangsa.  Ditunjukkan 
adanya  UU  tentang  Pemerintahan  Desa  yang  memberlakukan  penyeragaman  pembangunan 
desa  di  seluruh  tanah  air  yang  menghilangkan  kekukuhan  tradisi  kerakyatan  maupun  se- 
mangat  kebersamaan  yang  merupakan  ciri  khas  hidup  pedesaan  sebelumnya.  Dan  sekarang 
ditonjolkan  pemukiman  desa  dengan  administrasi  dan  birokrasi  kepejabatan  yang  lesu.  Ma- 
salah selanjutnya,  ialah  bagaimana  menggali  kembali  pelbagai  potensi  pola  kepemimpinan 
tradisional  sehingga  dapat  memberi  sumbangan  kepemimpinan  yang  disesuaikan  dengan  ke- 
butuhan  dalam  masyarakat. 

Pembangunan  Indonesia  membutuhkan  perubahan  sosial  yang  semakin  cepat  di  mana 
percepatan  ini  menuntut  kita  lebih  sigap  lagi  mempersiapkan  diri.  Disoroti  oleh  B.S.  Mardi- 
atmadja  bahwa  persiapan  yang  terpenting  bukanlah  pertama-tama  persiapan  ekonomi  dan 
materiil,  melainkan  persiapan  orangnya.  Untuk  itu  orang  Indonesia  harus  disiapkan  mampu 
menangani  perubahan  sosial  yang  semakin  mendalam  dan  menyeluruh.  Maka,  ia  semakin 
memerlukan  pendamping  dan  pendidik  yang  menolongnya  bisa  terbuka  seraya  mandiri,  un- 
tuk berkreasi  dalam  melaksanakan  panggilannya  memajukan  masyarakat,  bangsa  dan  nega- 
ra.  Di  sinilah  persekolahan  dan  keguruan  memainkan  peranan  menentukan  dalam  pemba- 
ngunan orang-orang,  agar  memasuki  globalisasi  bangsa  kita  bisa  hidup  layak  bersaing  dan 
berdampingan  dengan  bangsa  lain  yang  mempunyai  sistem  nilai  yang  berbeda. 

KTT  ASEAN  IV  yang  berlangsung  di  Singapura  tanggal  27-28  Januari  1992  diakhiri  de- 
ngan penandatanganan  Deklarasi  Singapura  1992  dan  dokumen  mengenai  Kerangka  Perse- 
tujuan  Peningkatan  Kerja  Sama  Ekonomi  ASEAN  serta  Persetujuan  Dasar  tentang  Tarif 
Preferensi  Efektif  Bersama  bagi  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN.  Deklarasi  itu  me- 
nyatakan  bahwa  ASEAN  akan  melangkah  lebih  jauh  lagi  dalam  kerja  sama  ekonomi  dan 
politik  untuk  mengamankan  perdamaian  dan  kesejahteraan  kawasan.  Berbagai  kerja  sama 
ASEAN  lainnya  dapat  diikuti  dalam  Ringkasan  Peristiwa  ASEAN  bulan  Januari-Februari 
1992  yang  disusun  oleh  F.  Andrea,  Yoyok  Ariessusanto  dan  Sudibyo  sebagai  editornya. 
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Tatanan  Informasi 
Internasional  Baru  (TUB) 


John  Tondowidjojo 


Pendahuluan 


DALAM  abad  XIX  perkembangan 
komunikasi  internasional  cenderung 
mengikuti  pola  negara-negara  At- 
ilantik  Utara.  Kartel  kantor-kantor  berita 
Eropa  dan  Amerika  membagi  dunia  menu- 
rut  wilayah  pengaruh  politik  dan  ekonomi 
pada  masa  itu.  Reuters  di  London  mengam- 
bil  wilayah  Kerajaan  Inggris;  Havas  di  Paris 
mempengaruhi  dunia  Amerika  Latin  dan 
daerah-daerah  jajahan  berbahasa  Perancis; 
Wolf  di  Berlin  mempengaruhi  negara-negara 
Skandinavia  dan  Eropa  Timur;  American 
Associatted  Press  dan  United  Press  mengi- 
kuti perkembangan  Amerika  Serikat.  Akibat 
perkembangan  dan  pengelompokan  bersama 
kekuasaan  Roma,  maka  kabel-kabel  trans- 
lautan,  frekuensi-frekuensi  radio,  dan  sate- 
lit-satelit  telah  menjadi  bagian  hidup  negara- 
negara  modern. 

Setelah  Perang  Dunia  II  pergerakan-per- 
gerakan  pembebasan  nasional  di  Afrika, 


Asia,  dan  kini  di  Amerika  Latin  telah  me- 
ngubah  struktur  politik  dunia.  Namun, 
struktur  ketergantungan  ekonomi  dan  infor- 
masi yang  lama  tetap  bertahan.  Dalam  hal 
ini  negara-negara  Atlantik  Utara  tetap  mem- 
pertahankannya  sampai  sekarang. 

Negara-negara  baru  secara  sah  berjuang 
untuk  mencapai  kemerdekaan  yang  sesung- 
guhnya  sampai  mereka  dapat  membangun 
pola  komunikasi  yang  adil  dan  horisontal  di 
antara  mereka  sendiri.  Mereka  juga  harus 
mengubah  bentuk  komunikasi  internal  yang 
asalnya  dibangun  di  sekitar  elit  tradisional 
atau  enclave  expatriate  kolonial,  menjadi 
suatu  pelayanan  bagi  pertumbuhan  nasional 
asli  yang  demokratis. 

Tulisan  ini  memusatkan  perhatian  pada 
dua  aspek  penelitian  yang  baru-baru  ini  di- 
usulkan  oleh  Tatanan  Informasi  Internasio- 
nal Baru: 

1)  Penelitian  yang  mengungkapkan  dan  me- 
nentukan  sebab-sebab  ketergantungan 
Dunia  Ketiga  dalam  komunikasi  interna- 
sional. 


TATANAN  INFORMASI  INTERNASIONAL  BARU 


99 


2)  Penelitian  tentang  efektivitas  lembaga- 
lembaga  komunikasi  yang  baru,  seperti 
kantor  berita  Negara-negara  Non-Blok. 

Analisis  Persoalan-persoalan  dalam 
"Tatanan  Lama" 

Nordenstreng  dan  Schiller  dalam  buku 
mereka  National  Sovereignty  and  Interna- 
tional Communication,  menunjukkan  tiga 
perkembangan  pemikiran  tentang  pemba- 
ngunan  lembaga-lembaga  komunikasi  di  ne- 
gara-negara baru.1  Perkembangan  pemikir- 
an pertama,  yang  dicetuskan  oleh  Lerner 
dan  Schram  dalam  tahun  1950-an  dan  per- 
mulaan  1960-an,  melihat  pembangunan  se- 
bagai  komunikasi  teknologi  antar  lembaga- 
lembaga  sosial  Dunia  Barat  yang  maju  de- 
ngan  sektor  elit  dan  modern  dari  negara- 
negara  berkembang,  dan  melalui  sektor  elit 
ini,  dengan  daerah-daerah  terbelakang  yang 
masih  belum  terjangkau.  Tetapi,  model  ini 
telah  menimbulkan  berbagai  persoalan,  an- 
tara  lain  semakin  kuatnya  ketergantungan 
negara  berkembang  pada  negara-negara  in- 
dustri.  Golongan  elit  yang  berorientasi  Barat 
tumbuh  begitu  kuat  dan  cenderung  lebih 
mengeksploitasi  petani  di  daerah  terpencil 
daripada  mengusahakan  pembangunannya. 
Akibatnya,  tradisi-tradisi  kebudayaan  na- 
sional  menjadi  terancam. 

Karena  kritik  yang  meningkat,  timbullah 
perkembangan  pemikiran  kedua  yang  me- 
ngemukakan  bahwa  sistem  komunikasi  ter- 
pusat,  dari  atas  ke  bawah,  di  negara-negara 
baru  harus  mempersatukan  jaringan  komu- 
nikasi dengan  pembuatan  keputusan  komu- 
nitas-komunitas  setempat  dan  organisasi- 


Kaarle  Nordenstreng  and  Herbert  Schiller  (eds.). 
National  Sovereignty  and  International  Communication 
(New  Jersey:  Ablex,  1979). 


organisasi  rakyat.  Tetapi,  ini  tidak  menghi- 
langkan  kontradiksi  paradigma  lama  yang 
fundamental:  yang  mengharapkan  suatu  elit 
yang  langsung  bergantung  pada  negara- 
negara  Atlantik  Utara,  memodernisasi  un- 
tuk  menjadi  penggerak  kemerdekaan  politik, 
ekonomi  dan  kebudayaan. 

Menurut  Nordenstreng  dan  Schiller,  pa- 
radigma perkembangan  ketiga  lebih  dapat 
diterima.  Paradigma  ini  melihat  subordinasi 
negara-negara  berkembang  pada  suatu  sis- 
tem global  market  sebagai  rintangan  funda- 
mental dalam  memperluas  sistem-sistem  ko- 
munikasi. Persoalan  arus  berita  yang  tidak 
seimbang,  kurangnya  kreativitas  media 
massa  lokal,  dan  pengaruh  negatif  pembuat- 
an program  yang  diimpor  terhadap  kebuda- 
yaan tradisional,  semua  itu  hanyalah  aspek- 
aspek  dari  ekonomi  internasional  dan  sistem 
informasi  yang  sekarang. 

Ini  menunjukkan  bahwa  prioritas-priori- 
tas  bagi  penelitian  harus  diarahkan  pada:  (1) 
analisis  proses-proses  ekonomi  dan  politik  di 
mana  ketergantungan  dalam  lembaga- 
lembaga  komunikasi  dipertahankan;  (2) 
studi  tentang  bagaimana  pergerakan  pembe- 
basan  nasional,  seperti  pergerakan  dari  Tan- 
zania atau  Nikaragua  menghasilkan  kebijak- 
sanaan-kebijaksanaan  komunikasi  yang 
lebih  bebas  dan  merupakan  ungkapan  kebu- 
dayaan asli;  dan  (3)  pengkajian  perkembang- 
an-perkembangan  ke  arah  komunikasi  yang 
lebih  horisontal  dan  kooperatif  di  antara 
negara-negara  berkembang. 

Ketergantungan  Siaran  Dunia  Ketiga 

Di  banyak  negara  berkembang,  sebagian 
besar   pembuatan   program   televisi,  dan 

2Everett  Rogers,  ed.  Communication  and  Develop- 
ment: Critical  Perspectives  (Beverley  Hills,  Calif.:  Sage 
Publications,  1976). 
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dalam  ukuran  lebih  kecil  program  radio, 
diimpor  langsung.  Sekalipun  pembuatan 
program  dikerjakan  oleh  tenaga  setempat, 
format  dasarnya  adalah  Anglo-Amerika. 

Suatu  pendekatan  dalam  analisis  per- 
soalan  ini  adalah  pengkajian  deskriptif  ten- 
tang  kemajuan  dan  rintangan-rintangan  da- 
lam mengembangkan  pola-pola  baru  admi- 
nistrasi  media,  format  pembuatan  program, 
dan  isi  yang  lebih  sesuai  dengan  kebudayaan- 
kebudayaan  asli  serta  tujuan-tujuan  na- 
sional.  Contoh  yang  baik  mengenai  peneli- 
tian  seperti  ini  adalah  Broadcasting  in  the 
Third  World  oleh  Katz  dan  Wedell.3  Mereka 
menyelidiki  siaran  radio  dan  televisi  di  sebe- 
las  negara  Asia,  Afrika,  dan  Amerika  Latin 
untuk  menentukan  sumbangan-sumbangan 
siaran  terhadap  tiga  tujuan:  integrasi  na- 
sional,  modernisasi  sosial  ekonomi,  dan 
kreativitas  kebudayaan. 

Hasil  temuan  umum  semata-mata  mene- 
gaskan  bahwa  di  sebagian  besar  negara, 
model-model  yang  diwarisi  sedang  diterap- 
kan  dengan  "terlalu  sedikit  mempersoalkan 
asal-usul  atau  manfaatnya  untuk  kehidupan 
rakyat".  Katz  dan  Wedell  menunjukkan 
faktor-faktor  penyebab  ketergantungan 
yang  berkelanjutan: 

1.  Sistem-sistem  siaran  di  Asia  dan  Afrika 
dibangun  selama  masa  kolonial  dan  pa- 
da  mulanya  sering  dimaksudkan  bagi 
expatriate  komunitas  Inggris  atau  Peran- 
cis  dan  kelompok  elit  yang  dilahirkan  da- 
lam pemerintah  kolonial.  Setelah  kemer- 
dekaan,  tenaga  pribumr  terus  dididik  de- 
ngan sedikit  dorongan  untuk  pembuatan 
format-format  media  baru.  Tidak  mehg- 
herankan  kalau  sistem-sistem  siaran  ini 


3Elihu  Katz  and  Wedell  George,  Broadcasting  in  the 
Third  World  (Cambridge,  Mass.:  Harvard  University 
Press,  1977). 


sangat  mirip  BBC,  RTF  Perancis;  sedang- 
kan  di  Amerika  Latin  stasiun-stasiun  ko- 
mersial  lokal  dalam  jaringan  nasional  me- 
nyerupai  model  Amerika  Serikat; 

2.  Personil,  khususnya  bagi  televisi,  cende- 
rung  diambil  dari  kelompok  orang  kota 
berorientasi  Barat  yang  berpendidikan 
lebih  baik  dan  mengetahui  sedikit  tentang 
kebudayaan-kebudayaan  asli  mereka  sen- 
diri; 

3.  Ada  desakan  ke  arah  pembuatan  pro- 
gram televisi  dan  radio  "secara  non- 
stop", sehingga  sumber-sumber  bagi 
pembuatan  program  produksi  lokal  cepat 
habis  dan  tidak  ada  alternatif  kecuali 
serial  dan  musik  pop  murah  yang  diim- 
por. Belajar  menghasilkan  pembuatan 
program  yang  menarik  dengan  anggaran 
rendah  memerlukan  suatu  pendekatan 
pendidikan  yang  sangat  berbeda. 

Katz  dan  Wedell  mengumpulkan  banyak 
data  berharga  yang  melukiskan  persoalan 
ini.  Tetapi  alasan-alasan  ketergantungan  di 
atas  mengungkapkan  suatu  ulangan  tak  ber- 
guna  yang  mendasar  dalam  perencanaan  pe- 
nelitian.5  Siaran  di  Dunia  Ketiga  tidak  me- 
ngembangkan banyak  kreativitas  bebas  ka- 
rena  personil,  format-format  media,  dan  se- 
bagainya  tetap  bergantung.  Tanpa  suatu 
analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 
keadaan  ketergantungan  yang  umum,  sudah 
tentu  tidak  ada  jalan  keluar  yang  jelas  dari 
dilema  itu. 

Suatu  penjelasan  mengapa  Iembaga-lem- 
baga  media  kelihatan  lebih  mampu  mengem- 
bangkan kreativitas  di  beberapa  negara  dan 
tidak  di  tempat-tempat  lain,  dapat  ditemu- 
kan  dengan  menyelidiki  perkembangan 


4Ibid. 
5Ibid. 
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siaran  sehubungan  dengan  proses  sosial- 
ekonomi-politik  yang  lebih  luas.  Aljazair 
dan  Nigeria,  misalnya,  telah  bertahan  pada 
suatu  standar  pembuatan  program  televisi 
lokal  yang  tinggi  (Nigeria  70%  dan  Aljazair 
50%).  Tanzania,  negara  miskin  tanpa  mi- 
nyak  seperti  Nigeria,  telah  terpaksa  menun- 
da  pembangunan  televisi  sampai  mempunyai 
sumber-sumber  tenaga  dan  keuangan  untuk 
membangun  media  ini  menurut  tujuan-tuju- 
an  nasionalnya  sendiri. 

Peru  juga  telah  menetapkan  suatu  politik 
siaran  berorientasikan  tujuan-tujuan  kebu- 
dayaan  dan  pendidikan  nasional.  Aljazair, 
Tanzania  dan  dalam  hal  tertentu  Nigeria  dan 
Peru,  semuanya  ditandai  oleh  pergerakan- 
pergerakan  pembebasan  nasional  yang  kuat 
dan  ini  kelihatannya  merupakan  pengaruh 
besar  dalam  perkembangan  politik  siaran. 

Makin  tingginya  kreativitas  dalam  pem- 
buatan program  lokal  tidak  selalu  diartikan 
sebagai  penggunaan  seperangkat  teknik 
yang  dapat  dipasang  seperti  begitu  banyak 
perlengkapan,  melainkan  bagian  kehidupan 
kembali  kebudayaan  yang  menyertai  perge- 
rakan-pergerakan  yang  kuat  ke  arah  kemer- 
dekaan  politik  dan  ekonomi. 

Mekanisme  Dominasi  Kebudayaan 

Herbert  Schiller,  seorang  pelopor  yang 
merumuskan  penelitian  mendasar  dalam 
masalah-masalah  politik,  telah  menyoroti 
kehancuran  kebudayaan-kebudayaan  na- 
sional tertentu  sebagai  akibat  dari  konsen- 
trasi  penguasaan  yang  meningkat  atas  media 
dunia  di  tangan  sebagian  besar  kekuatan- 
kekuatan  politik  dan  ekonomi  Amerika.6 


Herbert  I.  Schiller,  Communication  and  Cultural 
Domination  (White  Plains,  N.Y.:  M.E.  Sharpe,  1976). 


Dalam  berbagai  artikel  dan  bukunya, 
Schiller  mengidentifikasi  banyak  pengaruh 
berkenaan  dengan  proses  "homogenisasi  ke- 
budayaan" yang  bervariasi,  dari  turisme  in- 
ternasional  sampai  profesionalisasi  media, 
tetapi  empat  mekanisme  utama  dilihat  seba- 
gai yang  paling  penting:  (1)  strategi  politik 
(diplomasi)  dan  keamanan  militer  Amerika 
Serikat  di  dalam  komunikasi  satelit  interna- 
sional;  (2)  sistem  global  market  yang  makin 
dikuasai  oleh  perusahaan-perusahaan  multi- 
nasional;  (3)  komersialisasi  yang  meningkat 
dari  media  di  seluruh  dunia  dan  pengaruh 
"industri  kebudayaan"  Amerika  Serikat  da- 
lam film,  televisi  dan  musik  pop;  dan  (4)  de- 
finisi  teknologi  komunikasi  yang  dianggap 
value-free  menurut  kebutuhan  dan  nilai-nilai 
Anglo-Amerika. 

Penelitian  Schiller  itu  cukup  efektif  da- 
lam mengungkapkan  agenda  yang  tersembu- 
nyi  di  balik  masalah-masalah  politik.  Dalam 
teori  free  flow  of  information  bentuk  "eko- 
nomi bebas"  dan  "pertukaran  informasi 
yang  bebas"  tampaknya  merupakan  cara 
terbaik  untuk  alokasi  barang-barang  dan  in- 
formasi kepada  mereka  yang  membutuhkan- 
nya.  Tetapi  dalam  periode  pasca-Perang  Du- 
nia II,  pada  saat  ekonomi  Eropa  hancur  dan 
Amerika  Serikat  berada  pada  puncak  ke- 
kuatannya,  Amerika  Serikat  dapat  meng- 
konsolidasikan  monopoli  yang  sesungguh- 
nya  dalam  communication  market  interna- 
sional.  Negara-negara  Dunia  Ketiga  yang 
ekonomi  dan  teknologinya  lemah  menderita 
kerugian,  baik  dalam  free  market  mau- 
pun  dalam  sistem  free  flow  of  information. 
Ironisnya,  negara-negara  yang  mendukung 
asas  free  flow  adalah  pembela  paling  kuat 
atas  hak  cipta,  paten  dan  informasi  keaman- 
an nasional  guna  mclindungi  keuntungan 
teknologis  mereka.  Suatu  contoh  Iain  adalah 
kepercayaan  akan  culture  free  technology. 
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Teknologi,  khususnya  teknologi  komunika- 
si,  adalah  produk  akhir  suatu  proses  seleksi 
panjang  yang  merefleksikan  nilai-nilai  dan 
struktur  kekuasaan  suatu  masyarakat  ter- 
tentu. 

Peranan  Perusahaan-perusahaan 
Multinasional 

Penelitian  "imperialisme  kebudayaan" 
paling  kuat  menunjukkan  betapa  jauh  peru- 
sahaan-perusahaan multinasional  menem- 
bus  media  setempat  yang  akhirnya  banyak 
mendiktekan  isi  pembuatan  program,  seba- 
gaimana  diuraikan  oleh  Armand  Mattelart 
dalam  bukunya  Multinational  Corporations 
and  the  Control  of  Culture.  Menurut  Mat- 
telart, multinasional-multinasional  mem- 
bawa  suatu  strategi  pemasaran  yang  dipef- 
siapkan  sebagai  model  bagi  periklanan 
massal  dan  seringkali  disertai  agen  periklan- 
an multinasional  seperti  McCann-Erikson. 
Suratkabar-suratkabar  setempat,  radio  dan 
televisi  —  yang  seringkali  secara  finansial 
sangat  lemah  --  segera  mengetahui  bahwa 
jumlah  besar  anggaran  mereka  datang  dari 
multinasional-multinasional.  Akhirnya, 
para  ahli  pemasaran  dan  agen-agen  periklan- 
an mendesakkan  suatu  format  pembuatan 
program  hiburan  ringan,  yang  seringkali  di- 
impor,  yang  sesuai  dengan  penjualan  pro- 
duk-produk  mereka.  Sekali  media  setempat 
dari  segi  ekonomis  tergantung,  maka  hal  itu 
akan  membawa  pengaruh  yang  besar  terha- 
dap  kebudayaan  dan  politik  setempat. 

Tetapi  penelitian  ini  sebagian  besar  le- 
mah dalam  menunjukkan  bahwa  isi  media 


Armand  Mattelart,  Multinational  Corporations 
and  the  Control  of  Culture:  The  Ideological  Appara- 
tuses of  Imperialism  (Brighton,  Sussex:  Harvester 
Press,  1979). 


impor  itu  mempunyai  pengaruh  besar  dalam 
perkembangan  kebudayaan  suatu  negara. 
Penelitian  Beltran  dan  Cardona  mengenai 
pengaruh  Amerika  Serikat  dalam  media 
Amerika  Latin,  memberikan  hasil-hasil  be- 
berapa  studi  tentang  pengaruh  media  yang 
nyata.8  Salah  satu  studi  tersebut  menunjuk- 
kan bahwa  anak-anak  Amerika  Latin  cende- 
rung  mengidentifikasi  orang-orang  Amerika 
Utara  berkulit  putih,  kaya,  yang  pergi  ke 
seantero  dunia  sambil  menabur  keadilan  dan 
perdamaian  sebagai  para  pahlawan;  sedang- 
kan  orang-orang  jahat  adalah  golongan  ber- 
kulit berwarna,  miskin,  berlatar  belakang 
Amerika  Latin,  dan  pekerja. 

Perbedaan  Pendapat  Mengenai  Tesis 
Imperialisme  Kebudayaan 

Dalam  The  Media  are  American,  Jeremy 
Tunstali  mengakui  dominasi  Anglo-Amerika 
di  dalam  komunikasi-komunikasi  interna- 
sional,  tetapi  membantah  bahwa  orang  ha- 
ms melangkah  di  luar  fenomena  ekspansi 
multinasional  pasca-Perang  Dunia  II  untuk 
menjelaskan  dominasi  ini.9  Dia  memberikan 
bukti  untuk  menunjukkan  bahwa  politik 
dan  sosial  abad  ke-19  memungkinkan  para 
pengusaha  media  Amerika  menggabungkan 
teknologi  dan  strategi  pemasaran  bagi  suatu 
format  media  massa  rakyat  dalam  surat 
kabar  murah  dan  setelah  itu  dalam  film, 
musik  rekaman,  radio,  dan  televisi.  Format 
ini  terbukti  sangat  menarik  untuk  kelas- 
kelas  pekerja  kota  yang  baru  bukan  hanya  di 

8Luis  Ramiro  Beltran  and  Elizabeth  Fox  Cardona, 
Communicacion  dominada:  Estados  Unidos  en  los 
medios  de  America  Latina  (Mexico:  Editorial  Nueva 
Imagen,  1980). 

9Jeremia  Tunstali,  The  Media  are  American:  Anglo- 
American  Media  in  the  World  (New  York:  Columbia 
University  Press,  1977). 
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Amerika  Serikat,  melainkan  juga  di  negara 
yang  dipengaruhi  bahasa  Inggris,  dan 
bahkan  di  sebagian  besar  dunia.  Apa  yang 
dilupakan  oleh  Tesis  imperialisme  media, 
menurut  Tunstall,  adalah  tanggapan  pemir- 
sa. 

Tunstall  merasa  skeptis  terhadap  usaha 
melindungi  "kebudayaan-kebudayaan  asli 
setempat"  di  negara-negara  berkembang.10 
Seringkali  identitas  kebudayaan  nasional  ku- 
rang  kuat  dan  terdapat  keanekaragaman  ba- 
hasa atau  pembagian-pembagian  suku  dan 
daerah.  Selain  itu  terdapat  kecenderungan 
menjadikan  kebudayaan  yang  lebih  asli  dan 
tradisional  sebagai  milik  suatu  elit  yang  me- 
merintah,  sedangkan  banyak  bentuk  kebu- 
dayaan tradisional  lainnya  tidak  cocok  bagi 
siaran  atau  media  film. 

Tunstall  mengemukakan  bahwa  keba- 
nyakan  negara  tidak  akan  mengalami  Ame- 
rikanisasi  sepenuhnya,  kecuali  tiga  tingkat 
media."  Di  satu  sisi  akan  ada  media  "inter- 
nasional"  yang  terutama  akan  tetap  bersifat 
Anglo-Amerika  yang  maju  dan  akan  mena- 
rik  khususnya  untuk  orang  kota  dan  orang 
kaya.  Di  sisi  yang  lain  akan  ada  suatu  cam- 
puran  nasional,  seperti  industri  film  Hong- 
kong, Mesir  atau  Mexico  yang  mempersatu- 
kan  unsur-unsur  kebudayaan  nasional  ke  da- 
lam  suatu  format  Anglo-Amerika. 


Risiko-risiko  Imperialisme 

Tunstall  dan  lain-lainnya  mengemuka- 
kan bahwa  dengan  menjadi  eksportir  media 
yang  besar  pasti  dapat  mendatangkan  penga- 
ruh-pengaruh  yang  merugikan  terhadap  am- 
bisi-ambisi  imperialisme.  Keterbukaan  terus- 

"ibid. 
"ibid. 


menerus  terhadap  liputan  berita  Amerika  Se- 
rikat atau  Inggris  yang  merefleksikan  perde- 
batan  dalam  negeri  menyebabkan  negara- 
negara  ini  mendapat  kecaman  internasional. 
Negara  yang  membanjiri  dunia  dengan  hi- 
burannya  yang  murah  dan  ringan  secara  kul- 
tural  tidak  dipercaya,  sedangkan  negara- 
negara  yang  hanya  mengekspor  hasil-hasil 
artistik  mereka  yang  bermutu  akan  mem- 
peroleh  sambutan  positif. 

Rene  Jean  Ravault,  Profesor  komunikasi 
di  Universitas  Ottawa,  membantah  bahwa 
negara-negara  seperti  Amerika  Serikat  yang 
mempunyai  masukan  media  sangat  rendah 
dari  negara-negara  lain  akan  menderita  myo- 

12 

pia  kebudayaan.  Karena  etnosentrisme 
linguistik  dan  kultural  mereka,  mereka  ku- 
rang  dapat  bersaing  dalam  bidang  ekonomi 
dan  politik  internasional. 

Menurut  Salinas  dan  Paldan,  dominasi 
kebudayaan  asing  yang  kasar  dapat  menjadi 
suatu  katalisator  bagi  gerakan  pembebasan 
nasional  yang  kuat.13  Kalau  kaum  elit  di- 
identifikasikan  sebagai  instrumen  dominasi 
asing  dan  modernisator  sekular  yang  meng- 
ancam  nilai-nilai  agama,  seni,  atau  kesusas- 
teraan,  maka  revitalisasi  kebudayaan-kebu- 
dayaan asli  dapat  menjadi  tonggak  kampa- 
nye  bagi  penolakan  kehadiran  asing  maupun 
modernisasi  kaum  elit  yang  memerintah. 

Semua  ini  menunjukkan  bahwa  pemu- 
satan  kekuasaan  politik,  ekonomi,  dan  ko- 
munikasi yang  kuat  seringkali  melahirkan 
oposisi  pergerakan-pergerakan  sosial.  Me- 
mang,  suatu  kerangka  yang  lebih  dialektis 

l2Rene  Jean  Ravault,  some  possible  economic  dys- 
functions of  the  Anglo-American  practice  of  interna- 
tional communications:  a  theoretical  approach.  Un- 
publisched  Doctoral  Dissertation,  University  of  Iowa, 
1980. 

l3Opcit.,  p.  82. 
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bagi  analisis  komunikasi-komunikasi  inter- 
nasional  dapat  merupakan  pendidikan  ter- 
baik,  sebab  memperingatkan  para  peneliti 
terhadap  kekuatan-kekuatan  sosial  baru 
yang  menampilkan  pola-pola  alternatif  ko- 
munikasi. 


Alternatif  untuk  Tatanan  Informasi 
Sekarang 

Dalam  laporan  Komisi  Internasional  me- 
ngenai  Studi  Masalah  Komunikasi  (Komisi 
McBride)  dari  UNESCO  disebutkan  bahwa 
penelitian  sekarang  terlalu  memusatkan  per- 
hatian  pada  penciptaan  komunikasi-komu- 
nikasi yang  Iebih  efektif  tanpa  mempeduli- 
kan  validitas  sosialnya.  Menurut  McBride, 
"Penelitian  ...  harus  ...  menyelidiki  potensi 
kekuatan-kekuatan  baru  dan  arah-arah 
baru.  Terdapat  suatu  kesadaran  yang  ber- 
kembang  bahwa  model-model  asing  tidak  se- 
lalu  sesuai  ...  Jadi  makin  penting  keharusan 
untuk  menciptakan  bentuk-bentuk  komuni- 
kasi yang  cocok  dan  berkembang  dari  da- 
lam".14 Tahun-tahun  terakhir  ini  telah  me- 
nyaksikan  banyak  analisis  persoalan.  Fokus 
terpenting  penelitian  masa  depan  adalah 
efektivitas  bentuk-bentuk  alternatif  dari 
lembaga-lembaga  komunikasi. 

Menuju  Otonomi  Nasional  dalam 
Komunikasi 

Cees  Hamelink  berpendapat  bahwa  pro- 
ses mendasar  dalam  pembentukan  TUB  ada- 
lah suatu  politik  "disasosiasi"  ekonomi  dan 
kebudayaan  dari  kekuatan-kekuatan  dunia 


Sean  MacBride  et  al.,  Many  Voices,  One  World 
Communication  and  Society  Today  and  Tomorrow 
(London:  Kogan  Page,  1980),  223. 


yang  besar.  Dalam  hal  ini  bukan  autarki 
yang  dimaksudkan,  melainkan  suatu  bentuk 
pertukaran  internasional  yang  memungkin- 
kan  negara  berdaulat  memilih  bagian  dari 
pengadaan  internasional  yang  memajukan 
pembangunan  saja.  Hamelink  membantah 
bahwa  perspektif  integrasionis  dari  banyak 
perdebatan  TUB  sekarang  ini  secara  funda- 
mental dianggap  salah.  Faktor  kesalahan 
dari  pendekatan  integrasionis  tersebut  an- 
tara  lain  penekanan  tetap  pada  transfer  da- 
na,  teknologi,  dan  pendidikan  kepada 
negara-negara  berkembang  dengan  suatu 
cara  yang  hanya  dapat  meningkatkan  keter- 
gantungan.  Selain  itu,  penekanan  pada  free 
flow  juga  merupakan  aspek  pendekatan  in- 
tegrasionis yang  membingungkan,  sebab  me- 
rupakan arus  yang  lebih  seimbang  di  dalam 
sistem  hirarkis  yang  ada  dan  di  bawah  pe- 
nguasaan  negara-negara  maju. 

Dalam  perspektif  "disasosiasi"  ini  prio- 
ritas  masalah-masalah  penelitian  sangat  ber- 
beda  dari  penekanan  yang  dulu,  antara  lain 
mengenai: 

L  Macam  tujuan  nasional  yang  baru,  pola 
komunikasi  dan  lambang  pengintegrasian 
nasional  baru  yang  kemungkinan  timbul 
di  dalam  proses  pergerakan-pergerakan 
rakyat  yang  berusaha  membebaskan  ne- 
gara dari  kaum  elit  tradisional  dan  keter- 
gantungan  asing; 

2.  Bagaimana  bentuk-bentuk  umum  "me- 
dia" dan  ungkapan  artistik  yang  dihasil- 
kan  dalam  pergerakan-pergerakan  na- 
sionalis  dan  memberikan  dasar  bagi  lem- 
baga-lembaga komunikasi  baru.  Bentuk- 
bentuk  pengetahuan,  pengalaman,  keja- 
dian-kejadian,  dan  pengertian-pengertian 


l5Cees  J.  Hamelink,  Derde  Wereld  en  culturele 
emansipatie  (Amsterdam:  Het  Wereldvenster  Baarn, 
1978). 
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tentang  pembangunan  yang  merupakan 
"informasi"  penting  dalam  bangsa  dan 
dalam  pertukaran  dengan  negara  ber- 
kembang  lain.  Sumber-sumber  daya  ma- 
nusia  bagaimanakah  yang  tersedia  dalam 
bidang  artistik  maupun  teknis  dan  mana- 
kah  yang  harus  dipergunakan  dengan  se- 
dikit  mungkin  pendidikan  dari  luar.  Me- 
dia apa  yang  cocok  untuk  kecakapan  per- 
sonil  tersebut; 

3.  Macam  pengawasan  umum  dan  sosial 
media  mana  yang  akan  memberikan  ke- 
bebasan  dari  kepentingan  komersial  dan 
kepentingan  kaum  elit  tradisional  mau- 
pun kebebasan  dari  campur  tangan  poli- 
tik  eksternal  negara-negara  maju.  Hame- 
link  kiranya  akan  memberikan  penekan- 
an  kuat  pada  bentuk-bentuk  pembuatan 
keputusan  yang  didesentralisasi  dan/atau 
media  yang  lebih  sederhana  dan  kurang 
profesional  demi  memungkinkan  penga- 
wasan lokal.16 


Jaringan-jaringan  Berita  Dunia  Keti- 
ga 

Tujuan  utama  TUB  adalah  membentuk 
sistem  pelayanan  berita  yang  langsung  dian- 
tara  negara-negara  berkembang  pada  ting- 
kat  regional  atau  internasional,  mengingat 
negara  Dunia  Ketiga  akan  menjadi  sumber 
dan  pelanggan  utama  pelayanan  berita;  dan 
ini  dapat  dirancang  khusus  untuk  kebutuhan 
informasi  Dunia  Ketiga  daripada  hanya  me- 
lalui  telegram  bagi  berita  yang  ditujukan 
pada  suratkabar-suratkabar  di  negara  maju. 
Juga,  Dunia  Ketiga  akan  mempunyai  penga- 
wasan berita  yang  keluar  ke  Dunia  Pertama. 
Kini  terdapat  berbagai  macam  kantor  berita 


i6ibid. 


Dunia  Ketiga,  di  mana  yang  paling  terkenal 
adalah  penampungan  Berita  Negara-negara 
Non-Blok  yang  bekerja  melalui  Kantor  Beri- 
ta Tanjug  Yugoslavia. 

Adalah  sulit  menemukan  penelitian  yang 
menilai  apakah  kantor  berita  Dunia  Ketiga 
mencapai  tujuan-tujuan  umum  yang  dike- 
mukakan  dalam  diskusi  TUB.  The  Third 
World  and  Press  Freedom  dari  Philip  Mor- 
ton memuat  laporan  deskriptif  tentang  pe- 
ngelompokan  Kantor  Berita  Non-Blok,  kan- 
tor berita  regional  di  dunia  Arab,  ACAN 
dari  Amerika  Tengah,  Tanjug  Yugoslavia 
dan  Depthnew  Asia. 

Diantara  laporan  tersebut,  uraian  ten- 
tang ACAN  adalah  yang  paling  lengkap, 
meskipun  sebagian  besar  masih  menying- 
gung  sejarah,  organisasi  sekarang  dan  kea- 
daan  keuangan.  Ada  sedikit  penilaian  apa- 
kah berita  berhubungan  dengan  tujuan  ke- 
bebasan ekonomi  dan  politik  di  wilayah  itu, 
atau  bagaimana  pergerakan-pergerakan  ke 
arah  perubahan  sosial  dilaporkan  secara  in- 
tern dan  ekstern.  Orang  akan  bertanya  ke- 
lompok  sosial  apakah  yang  menjadi  sumber 
berita  dan  siapakah  yang  menjadi  penerima 
berita.  Siapakah  yang  menjadi  penjaga  ga- 
wang  dalam  posisi  kunci  pendistribusian  be- 
rita? 

Tidak  ada  jaminan  semudah  itu  sebab 
/4C4A/atau  suatu  kantor  berita  regional  lain 
dimiliki  Dunia  Ketiga,  dan  sebenarnya  ber- 
beda  dari  kantor  berita  internasional  besar 
dalam  menangani  informasi.  TUB  telah  di- 
mengerti  sebagai  suatu  gerakan  karcna  ke- 
tergantungan  pada  sistem  informasi  yang 
tradisional.  Dalam  menganalisis  kantor  beri- 
ta —  atau  suatu  aspek  TUB  yang  lain  -  ada- 
lah penting  mengembangkan  kritcria  yang 
jelas  untuk  menilai  cara  mencapai  tujuan  ke- 
bebasan TUB. 
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Jurnalisme  Pembangunan  ■ 

Para  pengusul  TUB  membantah  bahwa 
konsep  peranan  jurnalisme  dan  gaya  pela- 
poran  harus  berbeda  di  negara-negara  Dunia 
Ketiga  dikarenakan  tingkat  pembangunan 
yang  berbeda  (atau  bahkan  jalan  pemba- 
ngunan yang  sangat  berbeda)  dan  konteks 
sosial-kebudayaan  non-Barat  yang  sering- 
kali  sangat  berbeda.  Dalam  hal  ini  teori-teori 
Anglo-Amerika  tentang  pers  yang  menga- 
sumsikan  tradisi  tertentu  demokrasi  parle- 
menter  kemungkinan  tidak  dapat  dibenar- 
kan. 

Persoalannya  adalah  mencapai  kesepa- 
katan  mengenai  pengertian  "pembangun- 
an" dan  "jurnalisme  pembangunan". 
N.  Aggarwalla  di  dalam  pembahasannya, 
"Berita  dengan  Perspektif  Dunia  Ketiga: 
Suatu  Saran  Praktis",  membantah  bahwa 
harus  ada  lebih  banyak  informasi  umum  dan 
mendalam  tentang  usaha-usaha  pembangun- 
an yang  disajikan  dan  dinilai  menurut  cita- 
cita  nasional  dan  tujuan-tujuan  sosial  negara 
Dunia  Ketiga.  Terlalu  sering  suratkabar- 
suratkabar  Dunia  Ketiga  dan  media  lainnya 
mencoba  meniru  gaya  tabloid  sensasional 
Anglo-Amerika  atau  penekanan  libertarian 
pada  media  sebagai  ungkapan  pendapat 
editor.  Jurnalisme  pembangunan  tidak  ber- 
arti  sebagai  berita  dan  selebaran  informasi 
yang  diawasi  pemerintah,  seperti  beberapa 
koresponden  dan  para  komentator  Barat 
telah  menafsirkannya,  tetapi  merupakan 
suatu  usaha  untuk  mengarahkan  komuni- 
kasi  terhadap  tujuan-tujuan  ekohomi  na- 
sional dan  sosial. 

Definisi  konkret  komunikasi  berorienta- 
sikan  pembangunan,  atau  lebih  baik,  bero- 
rientasikan  perubahan  sosial  pertama  mulai 
datang  dari  para  peneliti  komunikasi  Dunia 
Ketiga.  Luis  Ramiro  Beltran  mengusulkan 


suatu  model  komunikasi  mendasar  yang 
memberikan  jawaban  terhadap  persoalan 
ketergantungan  internasional  dan  penguasa- 
an  elit  dalam  negeri  atas  komunikasi.17  Ber- 
pedoman  pada  filsuf  Paulo  Freire  dan  teore- 
tisi  serta  politisi  Amerika  Latin  lainnya  yang 
bekerja  dalam  komunikasi,  Beltran  mengu- 
sulkan suatu  model  komunikasi  yang  mene- 
kankan  akses  pada  media,  dialog,  dan  parti- 
sipasi,  yang  memungkinkan  rakyat  mempu- 
nyai  kesempatan  menentukan  politik,  peren- 
canaan  dan  tindakan.  Penelitian  lebih  lan- 
jut,  sebagai  tindak  lanjut  usul-usul  seperti 
dari  Beltran  itu,  akan  melangkah  jauh  meng- 
gantikan  teori-teori  Anglo-Amerika  tradisio- 
nal  tentang  pers  yang  didasarkan  pada  fal- 
safah  libertarian  dengan  konsep  hubungan 
komunikasi  dan  perubahan  sosial  yang  lebih 
cocok  dalam  konteks  negara-negara  baru. 

Komunikasi  Partisipatif 

Terdapat  suatu  keyakinan  yang  berkem- 
bang  diantara  para  peneliti  komunikasi  di 
Dunia  Ketiga,  khususnya  di  Amerika  Latin, 
bahwa  dominasi  sistem  komunikasi  oleh  ne- 
gara industri  maju  dan  kaum  elit  tradisional 
di  negara  berkembang  adalah  akibat  lang- 
sung  dari  suatu  penekanan  pada  komunikasi 
sebagai  institusi  komunikasi  massa.  Media 
massa  di  negara-negara  dengan  tingkat  de- 
sentralisasi  pemerintah  setempat  yang  tinggi 
dapat  dilengkapi  dengan  surat  kabar  lokal, 
pemancar  radio  lokal,  penggunaan  telepon- 
telepon  yang  mudah,  dan  sebagainya.  Ba- 
nyak negara  berkembang  tidak  mempunyai 
prasarana  organisasi  perantara  ini.  Mereka 
dibiarkan  pasif  menerima  media  massa  se- 


Luis  Ramito  Beltran,  "A  Farewell  to  Aristotle: 
'Horizontal'  Communication"  dalam  Communication 
5,  no.  1  (April,  1980),  5-41. 
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bagai  satu-satunya  bentuk  komunikasi.  Ini 
menghalangi  mayoritas  besar  penduduk  un- 
tuk  mengembangkan  partisipasi  dalam  pem- 
buatan  keputusan  lokal,  regional,  atau  na- 
sional. 

Prioritas  tinggi  penelitian  adalah  pe- 
ngembangan  alternatif  partisipatif  untuk 
menggantikan  bentuk  komunikasi  sekarang 
"yang  ditandai  penguasaan  monopoli  dalam 

1 8 

bentuk  apa  pun".  Ciri  inheren  dan  bentuk 
seperti  itu  -  vertikalisme  dan  otoriterianis- 
me  --  harus  dihapus.  Dihadapkan  dengan 
ciri  itu,  TUB  harus  mengandung  kebalikan- 
nya:  demokratisasi,  akses  publik  yang  mur- 
ni,  dan  partisipasi  sosial. 

Akhir-akhir  ini  program  komunikasi 
partisipatif  cenderung  meningkat.  Divisi  ko- 
munikasi dari  ILET  di  Mexico,  misalnya, 
mempunyai  program  penelitian  tentang 
model-model  komunikasi  dengan  partisipasi 
sosial  aktif.  Seminar-seminar  mternasional 
tentang  komunikasi  partisipatif  telah  dispon- 
sori  oleh  CIESPAL  (1978)  di  Aquador  dan 
Beograd  (1977)  di  bawah  sponsor  UNESCO. 

Pengalaman-pengalaman  ini  menekan- 
kan  pemberian  sarana  berkomunikasi  kepa- 
da  kelompok  marginal  dan  tak  berdaya  agar 
dapat  berperan  aktif  dalam  pembuatan  ke- 
putusan regional  atau  pun  nasional.  Sering- 
kali  penekanan  mengarah  pada  format  ko- 
munikasi kelompok  media  kecil,  yang  me- 
liputi  audio  visual,  unit  video-tape  mobil  ke- 
liling  atau  gabungan  media  massa  dengan 


Cess  Hamelink,  ed.,  Communications  Research  in 
Third  World  Realities:  Report  if  a  Policy  Workshop 
Held  at  the  Institute  or  Social  Studies  (The  Hague:  ISS, 
1980),  32. 

"Jeremiah  O'Sullivan  Ryan  and  Mario  Kaplun, 
Communication  Methods  to  Promote  Grass  Roote  Par- 
ticipation for  an  Endogenous  Development  Process. 
Preliminary  report  to  be  presented  to  UNESCO,  1979. 


kelompok  teknik  -  atau  "media  peranta- 
ra"  --  radio  pelayanan  umum  setempat  de- 
ngan pembuatan  program  yang  dilakukan 
secara  lokal  dan  surat  kabar  komunitas. 

Menurut  O'Sullivan  dan  Kaplun,  bebe- 
rapa  program  dengan  ciri-ciri  partisipatif 
berlangsung  terus-menerus  setelah  "pembe- 
rian dana  proyek"  ditunda.20  Seperti 
mereka  kemukakan,  hampir  tidak  mungkin 
dapat  mengusulkan  partisipasi  dalam  proyek 
dengan  sponsor  lembaga  yang  diprakarsai 
oleh  badan-badan  dari  luar.  Komunikasi 
partisipatif  terjadi  kalau  ada  usaha  organisa- 
sional  spontan  oleh  kelompok-kelompok 
tingkat  bawah,  yang  biasanya  untuk  membe- 
la  kepentingan  tertentu.  Ini  menunjukkan 
bahwa  penelitian  tentang  komunikasi  parti- 
sipatif harus  melihat  organisasi-organisasi 
tani  atau  buruh  tingkat  bawah  sebagai 
model  yang  paling  baik. 

Kata  Terakhir 

TUB  adalah  salah  satu  aspek  dari  gerak- 
an  kemerdekaan  nasional  yang  telah  mem- 
bentuk  negara-negara  baru  di  Afrika,  Asia 
dan  pemerintah-pemerintah  dukungan  rak- 
yat  di  Amerika  Latin.  Gerakan  Non-Blok 
yang  telah  begitu  penting  dalam  menetapkan 
masalah-masalah  mendasar  TUB,  juga  me- 
rupakan  perluasan  gerakan  kemerdekaan 
pada  tingkat  hubungan  politik  internasional. 

TUB  tidak  akan  dicapai  di  dalam  ruang- 
an-ruangan  perencanaan  pemerintah  (mere- 
ka dapat  mengajukan  rencana-rencana,  mes- 
kipun  hasil-hasilnya  belum  pasti),  melainkan 
lebih  oleh  perbuatan  para  wartawan  dan 
para  penyiar  yang  merupakan  bagian  dari 
gerakan  kemerdekaan  nasional. 

20ibid. 
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Salah  satu  keputusan  penting  dari  loka- 
karya  politik  para  peneliti  Dunia  Ketiga  di 
Den  Haag  bulan  Februari  1980  ialah  bahwa 
peneliti  yang  ingin  terlibat  dalam  cara  ter- 
tentu  dengan  TUB  tidak  dapat  dengan  mu- 
dah  menjadi  seorang  peninjau  yang  berdiri 
di  luar  atau  membuat  analisis  setelah  tin- 
dakan  terjadi.  Penelitian  harus  bersifat  par- 
tisipatif  dalam  arti  bahwa  baik  para  pelaku 
dan  para  peneliti  berinteraksi  dalam  mencip- 
takan  pandangan  baru  tentang  realitas  dan 
lembaga  sosial  baru.  Jadi  peneliti  adalah 
juga  seorang  pelaku  yang  terlibat  dalam  ge- 
rakan  kemerdekaan  yang  menghasilkan 
TUB.21 


Perspektif  Penelitian  Komunikasi 

Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  . 
fase  dalam  perdebatan  TUB  sedang  berakhir 
dan  suatu  fase  baru  sedang  mulai.  Fase  baru 
akan  kembali  membicarakan  politik  komu- 
nikasi nasional  dan  pencarian  alter natif 
menggantikan  vertikalisme  dan  otoriterianis- 
me  dalam  lembaga-lembaga  komunikasi. 

Banyak  penelitian  mengenai  TUB  yang 
terfokus  pada  pembuktian  bahwa  terdapat 
dominasi  Anglo-Amerika  yang  kuat  dalam 
komunikasi  internasional.  Disamping  itu, 
juga  banyak  penelitian  yang  telah  mencoba 
menunjukkan  bahwa  jumlah  besar  arus  beri- 
ta  dan  hiburan  asing  dapat  mempengaruhi 
perkembangan  kebudayaan  negara-negara 
berkembang.  Tentang  hal  terakhir  ini  belum 
ada  bukti  yang  jelas  mengenai  intensitas  dan 
macam  pengaruh  kebudayaan.  Apa  yang 
nyata  ialah  bahwa  organisasi  kelembagaan 
media  yang  telah  masuk  dari  negara-negara 
Atlantik  Utara  tidak  cocok  dengan  kebu- 
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tuhan  komunikasi  negara-negara  berkem- 
bang. 

Penekanan  dalam  alokasi  sumber- 
sumber  yang  langka  bagi  penelitian  komu- 
nikasi, kini  tampaknya  beralih  dari  analisis 
persoalan  ke  pencarian  solusi  dan  alternatif 
dalam  lembaga-lembaga  komunikasi. 

Dari  Mana  Memulai  Pencarian 

Usaha  untuk  menemukan  alternatif  da- 
pat dilakukan  melalui  studi  deskriptif  ten- 
tang usaha-usaha  dalam  siaran  yang  seka- 
rang  atau  dengan  menilai  proyek-proyek 
yang  kurang  berhasil,  sebab  titik  tolaknya 
adalah  lembaga  siaran  yang  dalam  keba- 
nyakan  hal  merupakan  transplantasi  Anglo- 
Amerika.  Ini  hanya  sekadar  contoh  dari 
pengertian  keliru  yang  membantah  bahwa 
kita  harus  memperkenalkan  media  untuk 
menciptakan  komunikasi.  Suatu  pendekatan 
yang  lebih  baik  ialah  menerima  bahwa  pola- 
pola  komunikasi  yang  sudah  ada  dalam 
struktur  sosial-kebudayaan  dan  bahwa 
media  yang  cocok  —  entah  itu  siaran  atau 
sesuatu  yang  lain  —  harus  dibiarkan  muncul 
dari  dan  memperluas  saluran-saluran  komu- 
nikasi yang  ada  dan  bentuk-bentuk  ungkap- 
an  kebudayaan.  Titik  tolak  studi  tentang 
alternatif  harus  berupa  konteks  sosial  kebu- 
dayaan yang  lebih  luas  dan  pola  komunikasi 
yang  relatif  informal. 

Misalnya,  pergerakan  pembebasan  na- 
sional di  banyak  negara  baru  berawal  suatu 
pola  komunikasi  dan  bahasa  baru  lain  yang 
bertentangan  dengan  sistem  komunikasi  ko- 
lonial  yang  dominan  atau  yang  didominasi 
asing.  Di  negara-negara  seperti  Tanzania 
telah  ada  politik  pembangunan  jaringan 
komunikasi  nasional  di  sekitar  organisasi 
alternatif  ini  dan  pembatasan  pemasukan  in- 
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stitusi  media  asing.  Para  pemimpin  politik 
dalam  pergerakan  ini  biasanya  sadar  akan 
hal  ini,  tetapi  suatu  studi  yang  lebih  teliti 
dapat  membantu  menunjukkan  hubungan 
antara  pola-pola  komunikasi  yang  informal, 
menonjol,  dan  lembaga-lembaga  media  yang 
sama. 


Penyelarasan  Lembaga  Komunikasi 
yang  Berbeda-beda 

Pengembangan  suatu  TUB  disertai  pola- 
pola  yang  tidak  sama  dengan  lembaga-lem- 
baga media  yang  cocok  dengan  konteks  ke- 
ragaman  politik  dan  sosial  kebudayaan  men- 
jadi  suatu  persoalan  kooordinasi  antarkebu- 
dayaan.  Kita  sudah  melihat  persoalan  komu- 
nikasi antarkebudayaan  ini  dalam  perde- 


batan  tentang  asas  arus  bebas  inf'ormasi.  Pa- 
ra pembela  asas  arus  bebas  telah  memikirkan 
bagaimana  hak  ini  telah  dimenangkan  di 
masa  lalu  dalam  menghadapi  sensor  keraja- 
an,  penyelidikan  agama,  pajak-pajak  atas 
suratkabar-suratkabar,  dan  pengawasan 
totaliter  lainnya  atas  kebebasan  komunikasi. 

Mereka  yang  membela  kedaulatan  na- 
sional  dan  otonomi  yang  lebih  besar  dari 
kontrol  pemerintah  memikirkan  bagaimana 
negara-negara  berkembang  yang  lebih  kecil 
dapat  menghadapi  pengaruh  perusahaan- 
perusahaan  multinasional  yang  kuat  dan 
kaum  elit  tradisional  yang  mengakar.  Satu- 
satunya  lembaga  yang  mempunyai  kekuasa- 
an  ini  adalah  pemerintah.  Dalam  kedua  hal 
ini  yang  menjadi  keprihatinan  adalah  bagai- 
mana melindungi  kebebasan  menyatakan 
pendapat  bagi  jumlah  terbesar,  terutama  ke- 
lompok-kelompok  minoritas. 


Strategi  Indonesia  dalam  Menghadapi 
Prospek  Penurunan  Aliran  Arus 

Dana  Internasional  ke  Negara-negara 
yang  Sedang  Membangun  dalam 
Dasawarsa  1990 

Anwar  Nasution 


Pengantar 

ADA  dua  tujuan  pembahasan  dalam 
makalah  ini.  Tujuan  pertama  ada 
lah  untuk  memantau  kecenderung- 
an  pengaliran  arus  dana  internasional  yang 
diperlukan  bagi  pembangunan  negara- 
negara  yang  sedang  membangun  (NSM) 
selama  dasawarsa  1990-an.  Pemantauan  ke 
depan  itu  dilakukan  atas  dasar  kecende- 
rungan  yang  sudah  terjadi  selama  dasawarsa 
1980-an.  Tujuan  kedua  adalah  membahas 
strategi  yang  diperlukan  untuk  mengupaya- 
kan  pemasukan  modal  asing  bagi  pemba- 
ngunan nasional  Indonesia  tanpa  mening- 
katkan  beban  pembayaran  hutang  luar 
negeri. 

Untuk  selanjutnya,  makalah  ini  dibagi 
dalam  enam  bagian.  Bagian  kedua,  memba- 
has kecenderungan  umum  arus  lalu  lintas 
modal  ke  NSM  selama  dasawarsa  1980  dan 
1990.  Bagian  ketiga  membahas  kecenderung- 
an bantuan  dan  pinjaman  dari  sumber 
resmi.  Bagian  keempat  meninjau  kecende- 
rungan pinjaman  dari  sektor  swasta.  Bagian 


kelima  membahas  realisasi  dan  prospek  arus 
lalu  lintas  modal  ke  Indonesia  selama  dua 
dasawarsa  itu.  Bagian  ini  sekaligus  memba- 
has strategi  yang  diperlukan  untuk  menarik 
pemasukan  modal  asing  ke  Indonesia  dalam 
dasawarsa  1990,  tanpa  harus  meningkatkan 
beban  pembayaran  hutang  luar  negeri.  Ba- 
gian keenam  membahas  kecenderungan  pin- 
jaman luar  negeri  dunia  usaha  sejak  tahun 
1989.  Kesimpulan  dimuat  dalam  bagian  ter- 
akhir. 

Karakteristik  Umum  Arus  Dana  In- 
ternasional ke  NSM  dalam  Dasawar- 
sa 1980-an  dan  Prospeknya  unluk 
Dasawarsa  1990-an 

Gejala  umum  penurunan  jumlah  arus 
dana  internasional  ke  NSM  sudah  mulai  di- 
rasakan  sejak  dasawarsa  1980-an.  Selain 
dari  jumlahnya  yang  semakin  menurun, 
strukturnya  pun  mengalami  perubahan  yang 
sangat  mendasar.  Kesulitan  pembayaran  hu- 
tang luar  negeri  NSM,  yang  dimulai  dengan 
kasus  Mexico  dalam  bulan  Agustus  1982,  te- 
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lah  menurunkan  arus  modal  swasta  secara 
drastis.  Penurunan  arus  modal  swasta  terse- 
but  tidak  dapat  diimbangi  oleh  peningkatan 
arus  bantuan  dan  pinjaman  dari  sumber  res- 
mi. 

Dibandingkan  dengan  keadaan  pada  ta- 
hun  sebelumnya,  jumlah  pemasukan  arus 
dana  aggregat  ke  NSM  meningkat  sebesar 
12%  menjadi  US$71  milyar  selama  tahun 
1990.  Namun  demikian,  jumlah  tersebut  ber- 
ada  di  bawah  jumlah  sebesar  US$83  mil- 
yar pada  tahun  1980  (Tabel  1).  Neto  trans- 
fer arus  dana  internasional  ke  NSM  adalah 
negatif  selama  periode  1984-1989.  Artinya, 
jumlah  modal  yang  masuk  ke  negara-negara 
itu  lebih  kecil  daripada  yang  keluar.  Modal 
yang  keluar  itu  dapat  berupa  cicilan  pokok 
hutang  dan  bunganya  maupun  pelarian 
modal  nasional  ke  luar  negeri.  Jumlah  kredit 
baru  yang  diterima  oleh  NSM  dari  IMF,  da- 
lam  periode  1985-1989,  juga  lebih  besar  dari- 
pada jumlah  cicilan  pokok  hutang  dan 
bunga  yang  mereka  bayarkan  ke  lembaga 
keuangan  multilateral  itu. 

Sejak  tahun  1987  sumber  (dan  komposi- 
si)  pemasukan  modal  ke  NSM  adalah:  ban- 
tuan (28%);  pinjaman  dari  sumber  resmi  se- 
telah  dikurangi  dengan  amortisasi  (39%); 
penanaman  modal  swasta  (31%);  dan  pin- 
jaman komersil  (2%).  Pola  pemasukan  mo- 
dal seperti  ini  adalah  kurang  lebih  sama  de- 
ngan struktur  pada  dasawarsa  1960-an,  sebe- 
lum  kenaikan  harga  minyak  bumi  tahun 
1973. 

Dalam  dasawarsa  1990-an,  jumlah  peng- 
aliran  arus  dana  internasional  akan  terus 
menunjukkan  tendcnsi  penurunan  kc  NSM. 
Memasuki  dasawarsa  1990-an,  pasar  ke- 
uangan internasional  menunjukkan  gejala 
overcrowding  sedangkan  lembaganya  mengi- 


dap  penyakit  credit  crunch.  Penyakit  credit 
crunch  mungkin  dapat  diobati  dalam  jangka 
waktu  yang  tidak  terlalu  lama.  Penyelesaian 
masalah  overcrowding  memerlukan  waktu 
yang  lebih  panjang.  Overcrowding  dan 
credit  crunch  memberikan  pertanda  akan  se- 
makin  mahalnya  tingkat  suku  bunga  pin- 
jaman di  pasar  internasional  dan  semakin 
sulitnya  untuk  memperoleh  pinjaman  di  pa- 
sar itu. 

Pada  saat  ini,  belum  terlihat  adanya  per- 
tanda bahwa  tabungan  internasional  akan 
dapat  meningkat  secepat  kenaikan  permin- 
taan  akan  dana  internasional.  Tambahan 
permintaan  itu,  antara  lain,  bersumber  dari 
adanya  permintaan  dana  oleh  negara-negara 
komunis  untuk  membelanjai  restrukturalisa- 
si  sistem  kehidupan  sosial  mereka.  Ini  me- 
nambah  permintaan  akan  dana  untuk  me- 
nutup  defisit  anggaran  serta  defisit  neraca 
pembayaran  luar  negeri  NSM  serta  negara- 
negara  maju. 

Dari  sisi  penawaran,  tabungan  nasional 
Jepang  dan  Jerman  Barat  menjadi  semakin 
menurun  sebagaimana  tercermin  dari  penu- 
runan surplus  neraca  pembayaran  luar  nege- 
ri mereka.  Kedua  negara  ini  merupakan  pe- 
masok  terbesar  bagi  tabungan  dunia.  Re- 
konstruksi  prasarana  dan  sarana  sosial-eko- 
nomi  bekas  Jerman  Timur  memerlukan 
biaya  yang  sangat  besar.  Demikian  pula  de- 
ngan ekspansi  prasarana  dan  sarana  sosial- 
ekonomi  dalam  rangka  peningkatan  kualitas 
hidup  dan  internasionalisasi  Jepang. 

Sementara  itu,  penurunan  harga  minyak 
bumi  sejak  tahun  1981  telah  menurunkan 
surplus  neraca  pembayaran  luar  negeri  nega- 
ra-negara penghasil  minyak.  Bahkan,  Saudi 
Arabia  dan  Kuwait,  yang  tadinya  memiliki 
surplus  terbesar  di  lingkungan  negara-nega- 
ra OPEC,  kini  sudah  mulai  mcnggunakan 
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cadangan  luar  negerinya  untuk  menutup  de- 
fisit  anggaran  belanja  negara  dan  cadangan 
iuar  negeri.  Setelah  Perang  Teluk,  kedua 
negara  itu  mulai  meminjam  di  pasar  interna- 
sional  untuk  membelanjai  pembangunan 
kembali  kerusakan  akibat  peperangan.  Irak, 
yang  kaya  akan  sumber  minyak,  menjadi  ja- 
tuh  miskin  karena  Presiden  Saddam  Husein 
menggunakan  sebagian  besar  hasil  ekspor 
minyak  negaranya  untuk  membangun  ke- 
kuatan  militer  guna  membunuh  rakyatnya 
sendiri  serta  memerangi  negara-negara  te- 
tangganya. 

Mengikuti  klasifikasi  Bank  Dunia,  IMF 
dan  OECD,  makalah  ini  membedakan  pe- 
masukan  modal  asing  ke  NSM  dalam:  ban- 
tuan  dan  pinjaman  dari  sumber  resmi  serta 
modal  swasta.  Selanjutnya,  bantuan  dan 
pinjaman  dari  sumber  resmi  atau  ODF  (of- 
ficial development  finance)  atas:  (a)  bantu- 
an; dan  (b)  pinjaman  lunak  (concessional 
loans),  baik  berupa  pinjaman  bilateral  mau- 
pun  dari  lembaga  multilateral;  serta  (c)  pin- 
jaman setengah  lunak,  apakah  dari  sumber 
bilateral,  multilateral  ataupun  dari  bank 
exim.  Bantuan  dan  pinjaman  lunak  yang 
termasuk  dalam  klasifikasi  (a)  dan  (b)  di  atas 
disebut  sebagai  bantuan  pembiayaan  pemba- 
ngunan atau  ODA  (official  development 
assistance).  Tingkat  suku  bunga  ODA  berki- 
sar  antara  2-3%  setahun  dengan  masa  pelu- 
nasan  antara  25-30  tahun.  Tingkat  suku 
bunga  kredit  dari  Exim  Banks  berada  di  ba- 
wah  long-term  prime  rate  di  negara  kredit ur 
dengan  masa  pelunasan  berkisar  antara 
10-20  tahun. 

Data  mengenai  aliran  modal  internasional 
ke  NSM  diterbitkan  oleh  Bank  Dunia,  IMF 
dan  OECD.  Karena  adanya  perbedaan  dalam 
sumber  maupun  dalam  cakupannya,  kedua 
publikasi  itu  memberikan  informasi  yang sa- 
ngat  berlainan.  Sumber  data  publikasi  Bank 


Dunia  dan  IMF  berasal  dari  statistik  neraca 
pembayaran  negara-negara  penerima  ban- 
tuan dan  kredit.  Sebaliknya,  sumber  data 
publikasi  OECD  berasal  dari  negara-negara 
donor.  Publikasi  OECD  menyajikan  jenis  dan 
sumber  arus  dana  yang  jauh  lebih  terperinci 
daripada  publikasi  Bank  Dunia  dan  IMF.  Ma- 
kalah ini  akan  menggunakan  data  dari  lapor- 
an  ketiga  lembaga  itu  sesuai  dengan  keperlu- 
annya. 


Bantuan  dan  Pinjaman  dari  Sumber 
Resmi 

ODA  diberikan  oleh  lembaga  resmi  dari 
negara-negara  donor  anggota  DAC  (De- 
velopment Assistance  Committee)  yang  ter- 
gabung  dalam  OECD  (klub  24  negara-negara 
industri  maju)  ataupun  dari  9  negara  anggota 
OPEC  dan  Qatar.  Nilai  riil  ODA  relatif  stag- 
nan  selama  dasawarsa  1980-an  dan,  sebagai 
persentase  terhadap  PDB  negara-negara 
donor  menurun  dari  0,36%  (1980)  menjadi 
0,33%  (1989).  Padahal,  rekomendasi  Pear- 
son Commission  (1969),  yang  disetujui  oleh 
DAC,  menyarankan  agar  mulai  tahun  1975 
negara-negara  maju  dapat  meningkatkan 
jumlah  bantuannya  ke  NSM  minimum  sebe 
sar  1%  dari  pendapatan  nasionalnya  masing- 
masing.  Bantuan  dan  pinjaman  lunak  dari 
negara-negara  non-ODA,  baik  dari  penghasil 
minyak  bumi  dan  negara-negara  komunis, 
menurun  secara  drastis  selama  dasawarsa 
1980-an.  Bantuan  luar  negeri  negara-negara 
penghasil  minyak  di  Timur  Tengah  terutama 
diberikan  kepada  sesama  negara  Arab  yang 
berbatasan  langsung  dengan  Israel  (frontline 
states). 

Peningkatan  jumlah  bantuan  dan  pinjam- 
an dari  sumber  resmi  kc  NSM,  yang  menco- 
lok  selama  akhir  dasawarsa  1980-an,  adalah 
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terutama  diberikan  sebagai  insentif  kepada 
dua  kelompok  NSM  untuk  melakukan  pro- 
gram penyesuaian  (adjustment  program). 
Negara-negara  ini  tengah  menghadapi  ma- 
salah  transfer  karena  adanya  tekanan  pem- 
bayaran  hutang  luar  negeri  yang  semakin  be- 
rat.  Karena  hutang  adalah  dalam  bentuk  va- 
luta asing,  untuk  mencicil  hutang,  negara- 
negara  itu  harus  dapat  meningkatkan  ekspor 
atau  menurunkan  impor.  Untuk  dapat  melu- 
nasi  hutang  negara,  surplus  APBN  harus  da- 
pat diciptakan  dengan  meningkatkan  peneri- 
maan  pajak.  Berbagai  alternatif  seperti  itu 
sangat  sulit  dilakukan  dalam  jangka  pendek, 
tanpa  memberatkan  penderitaan  rakyat. 

Kelompok  pertama  di  antara  NSM  yang 
mengalami  kesulitan  eksternal  memilih  un- 
tuk secara  sukarela  melakukan  program  pe- 
nyesuaian. Walaupun  dirasakan  berat,  ke- 
lompok NSM  ini  tetap  melunasi  pembayaran , 
hutang  luar  negeri  mereka  sesuai  dengan 
jadwal.  Sebaliknya,  negara  kreditor  membe- 
rikan  insentif  akan  kesungguhan  mereka, 
walaupun  secara  formal  tidak  meminta  pen- 
jadwalan  ataupun  keringanan  pembayaran 
hutang.  Insentif  itu  adalah  berupa  pinjaman 
baru  dengan  syarat  lunak  untuk  lebih  me- 
ringankan  beban  hutang  luar  negeri  mereka. 
Pinjaman  lunak  tersebut,  antara  lain,  adalah 
policy  based  lending  bersyarat  lunak  dan 
dapat  digunakan  untuk  menutup  defisit  ne- 
raca  pembayaran  luar  negeri  serta  defisit 
APBN.  Karena  melakukannya  secara  suka- 
rela, program  penyesuaian  di  negara-negara 
ini  tidak  perlu  diawasi  dengan  ketat  oleh  IMF 
dan  Bank  Dunia.  Kelompok  negara  ini  ada- 
lah, misalnya:  Turki,  Aljazair,  Indonesia,  Ma- 
laysia, India  dan  Pakistan. 

Kelompok  kedua  dari  NSM  yang  menik- 
mati  peningkatan  arus  pemasukan  dana  in- 
ternasional  adalah  15  negara-negara  yang 
tengah  mengalami  kesulitan  pembayaran 


kembali  hutang  luar  negerinya  atau  SIMICs 
(Severely  Indebted  Middle-Income  Coun- 
tries). Untuk  mengatasi  kesulitan  eksternal 
perekonomian  mereka,  SIMICs  meminta 
penjadwalan  kembali  dan  sekaligus  pengu- 
rangan  beban  hutang  luar  negeri.  Pada 
umumnya,  ke-15  negara  itu  (Argentina,  Boli- 
via, Brazilia,  Chili,  Colombia,  Ekuador, 
Pantai  Gading,  Mexico,  Maroko,  Nigeria, 
Peru,  Filipina,  Uruguay,  Venezuela  dan  Yu- 
goslavia) adalah  berada  di  Latin  Amerika 
dan  Afrika.  Filipina  merupakan  satu-satu- 
nya  SIMIC  di  Asia.  Kesulitan  pembayaran 
hutang  luar  negeri  SIMICs,  mulai  muncul  ke 
permukaan  setelah  Mexico,  pada  bulan 
Agustus  1982,  resmi  mengumumkan  bahwa 
negara  itu  tidak  mampu  untuk  melunasi  ke- 
wajiban  pembayaran  hutang  luar  negerinya. 

Masalah  hutang  SIMICs  menjadi  masa- 
lah  internasional  bukan  saja  karena  jumlah- 
nya  yang  sangat  besar,  akan  tetapi  sebagian 
besar  dari  hutang  itu  merupakan  pinjaman 
komersil  jangka  pendek  dari  lembaga-lemba- 
ga  keuangan  dunia.  Oleh  karena  itu,  jika  ti- 
dak ditangani  secara  hati-hati,  penundaan 
pembayaran  hutang  luar  negeri  oleh  SIMICs 
akan  menyebabkan  krisis  likuiditas  dan  sol- 
vabilitas  lembaga  keuangan  internasional. 
Jika  tidak  ditangani  dengan  hati-hati,  kesu- 
litan lembaga  keuangan  internasional  terse- 
but akan  mengacaukan  sistem  keuangan 
dunia. 

Untuk  mengatasi  krisis  hutang  luar  nege- 
ri SIMICs,  dalam  pertemuan  tahunan  IMF- 
IBRD  di  Seoul  pada  bulan  September  1985, 
Menteri  Keuangan  James  Baker  dari  Ameri- 
ka Serikat  mengajukan  rencananya  yang  ke- 
mudian  disebut  dengan  Baker  Plan.  Setelah 
berjalan  selama  tiga  tahun,  ternyata  bahwa 
Baker  Plan  belum  cukup  untuk  memecahkan 
masalah.  Berbeda  dengan  harapan  semula, 
sektor  swasta  tetap  enggan  memberikan 
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kredit  baru  dan  ekonomi  negara-negara 
SIMICs  tetap  stagnan.  Tingkat  laju  pertum- 
buhan  ekonomi  SIMICs  merosot  menjadi 
1,9%  (1986)  dan  0,1%  (1987),  sedangkan 
tingkat  laju  inflasi  meningkat  menjadi  71% 
dan  116%  dalam  kedua  tahun  itu.  Stagnasi 
ekonomi  seperti  ini  telah  menurunkan  pen- 
dapatan  per  kapita  dan  tingkat  kemakmuran 
ekonomi  rakyat  SIMICs. 

Untuk  mempercepat  penyelesaian  masa- 
lah,  Mr.  Brady  yang  menggantikan  Mr. 
Baker  sebagai  Menteri  Keuangan  Amerika 
Serikat,  mengusulkan  inisiatif  baru  pada 
tanggal  10  Maret  1989.  Inisiatif  baru  itu, 
yang  dikenal  sebagai  Brady  Plan,  menambah 
menu  pilihan  bantuan  keuangan  yang  terse- 
dia  dalam  Baker  Plan.  Seperti  halnya  dengan 
Baker  Plan,  Brady  Plan  berusaha  menyeim- 
bangkan  kepentingan  antara  negara  pemin- 
jam  dengan  semua  kreditur  luar  negerinya. 
Kreditur  tersebut  terdiri  dari:  negara  kreditur, 
lembaga-lembaga  keuangan  multilateral, 
bank-bank  komersil  maupun  pemasok  asing. 

Tambahan  "menu"  dalam  Brady  Plan  di- 
maksudkan  untuk  meringankan  beban 
hutang  luar  negeri  SIMICs  dengan  mengalih- 
kan  sebagian  dari  risiko  kredit  sektor  swasta 
pada  Pemerintah  negara  donor  maupun  pa- 
da  lembaga-lembaga  keuangan  multilateral. 
Pengalihan  risiko  kredit  macet  seperti  itu  di- 
lakukan  dengan  mengubah  aturan  ukuran 
tingkat  kesehatan  perbankan  di  negara 
pemberi  pinjaman  dan  memberikan  jaminan 
bagi  modal  swasta  yang  masuk  ke  NSM.  Ja- 
minan tersebut  diberikan  oleh  Pemerintah 
negara  kreditur  maupun  oleh  lembaga- 
lembaga  keuangan  multilateral. 

Seperti  halnya  dengan  program  sebelum- 
nya,  Brady  Plan  mengaitkan  pemberian  tarn 
bahan  bantuan  keuangan  serta  keringanan 
hutang  dengan  kesediaan  SIMICs  untuk  se- 
cara  formal  menjadwalkan  hutang  sesuai  de- 


ngan ketentuan  Paris  Club  dan  menanda- 
tangani  standby  agreement  dengan  IMF. 
Dengan  perjanjian  seperti  itu,  negara  yang 
bersangkutan  wajib  untuk  melakukan  pro- 
gram penyesuaian  sesuai  dengan  petunjuk 
dan  pengawasan  ketat  dari  IMF  dan  Bank 
Dunia.  Tambahan  bantuan  keuangan  dan 
keringanan  beban  hutang  itu  bersumber  dari 
tambahan  pinjaman  komersil  sektor  swasta, 
kredit  dari  negara-negara  donor  maupun  dari 
lembaga-lembaga  keuangan  internasional, 
penjadwalan  hutang,  penjualan  obligasi 
baru,  pinjaman  proyek,  dan  debt-equity 
swaps. 

Modal  Swasta 

Modal  swasta  yang  mengalir  ke  NSM  ter- 
diri dari  pinjaman,  penanaman  modal  tidak 
Iangsung,  serta  penanaman  modal  lang- 
sung.  Penanaman  modal  tidak  Iangsung  di- 
lakukan  dengan  membeli  surat-surat  ber- 
harga  yang  dikeluarkan  (oleh  Pemerintah 
dan  dunia  usaha)  di  negara  debitur  (foreign 
portfolio  investment).  Sebagaimana  dapat 
dilihat  dalam  Tabel  1,  sebagian  besar  dari 
penanaman  modal  swasta  di  NSM  adalah 
terdiri  dari  kredit  komersil  dan  pinjaman 
jangka  pendek  lainnya,  seperti  kredit  perda- 
gangan.  NSM  belum  mampu  untuk 
memobilisir  dana  jangka  panjang  dalam 
jumlah  yang  besar  di  pasar  keuangan  inter- 
nasional. 

Kredit  Komersil 

Pinjaman  dari  bank-bank  komersil  pada 
NSM,  yang  meningkat  secara  drastis  sclama 
dasawarsa  1970-an,  adalah  mcrupakan  ba- 
gian  dari  daur  ulang  (recycling)  surplus  nera- 
ca  pembayaran  luar  negeri  negara-negara 
penghasil    minyak    (petrodollars).  Pada 


116 


ANALISIS  CSIS,  1992-2 


umumnya,  surplus  neraca  pembayaran  luar 
negeri  negara-negara  itu  ditempatkan  da- 
lam  bentuk  deposito  jangka  pendek  pada 
perbankan  internasional,  khususnya  pada 
bank-bank  Amerika  Serikat  dan  Eropa  Barat. 

Tambahan  likuiditas  petrodollars  dipin- 
jamkan  oleh  bank-bank  internasional  sebagai 
kredit  jangka  pendek  pada  NSM  dengan 
tingkat  suku  bunga  mengambang.  Walau- 
pun  mengandung  syarat-syarat  yang  lebih 
berat  dari  pinjaman  dari  sumber  resmi,  pada 
waktu  itu,  cukup  menarik  untuk  meminjam 
dari  pasar  keuangan  internasional.  Selama 
dasawarsa  1960  dan  1970-an,  tingkat  suku 
bunga  riil  adalah  negatif  atau  sangat  rendah 
karena  tingkat  suku  bunga  nominal  sering- 
kali  lebih  rendah  daripada  tingkat  laju  inflasi 
dunia.  Sementara  itu,  pengawasan  arah 
penggunaan  kredit  dari  sektor  swasta  tidak 
seketat  pengawasan  penggunaan  kredit  dari 
sumber  resmi. 

Peningkatan  pinjaman  komersil  NSM  se- 
lama dasawarsa  1970-an  telah  mengubah 
struktur  hutang  luar  negeri  mereka.  Dalam 
dasawarsa  1960-an,  hanya  10%  dari  dana  in- 
ternasional yang  mengalir  ke  NSM  yang 
berasal  dari  pinjaman  komersil  sektor  per- 
bankan. Pada  akhir  dasawarsa  1970-an, 
bank  komersil  membelanjai  70%  dari  hutang 
jangka  pendek  dan  jangka  menengah  nega- 
ra-negara Amerika  Latin  dan  50%  dari  hu- 
tang luar  negeri  NSM. 

Situasi  ekonomi  dunia  berubah  secara 
drastis  sejak  tahun  1979.  Sebagai  akibat  dari 
upaya  untuk  menurunkan  tingkat  laju  inflasi 
di  Amerika  Serikat,  tingkat  suku  bunga  pin- 
jaman jangka  pendek  dalam  US  dollar  me- 
ningkat  menjadi  di  atas  20%  setahun.  Pe- 
ningkatan tingkat  suku  bunga  nominal  yang 
diikuti  oleh  penurunan  tingkat  laju  inflasi 
telah  meningkatkan  beban  riil  bunga  pinjam- 
an komersil.  Menurut  perkiraan,  setiap  1% 


kenaikan  tingkat  suku  bunga  pinjaman 
dalam  US  dollar  meningkatkan  beban  hu- 
tang komersil  NSM,  pada  waktu  itu,  sebesar 
US$4  milyar.  Penurunan  harga  komoditi 
primer  (termasuk  minyak  bumi)  dan  pening- 
katan tembok  proteksi  di  negara-negara  ma- 
ju,  setelah  adanya  "mini  resesi"  tahun  1980- 
1982,  mengurangi  penghasilan  ekspor  NSM. 
Sementara  itu,  currency  realignments, 
dalam  periode  1984-1986,  meningkatkan 
beban  hutang  NSM  yang  dinyatakan  dalam 
mata  uang  yang  mengalami  appresiasi. 

Pada  gilirannya,  penurunan  penerimaan 
ekspor  NSM  mengurangi  kemampuan  mere- 
ka untuk  melunasi  pembayaran  hutang  luar 
negeri.  Keadaan  menjadi  semakin  parah  ka- 
rena pinjaman  komersil  digunakan  untuk 
membangun  proyek-proyek  yang  kurang 
menghasilkan  (non-performed).  Pada 
umumnya,  proyek-proyek  tersebut  merupa- 
kan  proyek  raksasa  yang  padat  modal,  padat 
devisa  dan  berorientasi  pada  pemenuhan 
pasar  dalam  negeri.  Proyek-proyek  raksasa 
itu  dimiliki  oleh  badan  usaha  milik  negara 
yang  kurang  efisien. 

Penurunan  kualitas  kredit  (peningkatan 
risiko  kredit  macet)  menimbulkan  masalah 
likuiditas  bagi  bank-bank  pemberi  kredit. 
Kredit  komersil  perbankan  pada  NSM 
diberikan  secara  sindikasi  yang  meliputi 
ratusan  bank.  Risiko  kredit  mereka  tang- 
gung  sendiri  dan  dibagi  antar  sesama  bank 
menurut  porsi  keikutsertaannya  dalam 
penyediaan  dana  kredit  sindikasi.  Selain 
karena  masalah  hutang  luar  negeri  NSM, 
risiko  kredit  macet  perbankan  di  negara  ma- 
ju,  selama  dasawarsa  1980-an,  juga  mening- 
kat  karena  adanya  kemacetan  kredit  untuk 
membelanjai  leverage  buy  out,  kredit  kon- 
sumsi,  dan  kredit  konstruksi  serta  peru- 
mahan. 

Keadaan  semakin  parah  karena  di  tengah 
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penurunan  kualitas  kredit,  nilai  aktiva  per- 
bankan  juga  mengalami  penurunan.  Penu- 
runan aktiva  perbankan  di  negara-negara 
maju,  antara  lain,  karena  penurunan  indeks 
harga  saham.  Sementara  itu,  bank-bank  di 
negara-negara  maju  wajib  memenuhi  keten- 
tuan  BIS  mengenai  capital  adequacy  ratio 
yang  mulai  berlaku  pada  tahun  1992.  Keten- 
tuan  BIS  itu  mewajibkan  perbankan  untuk 
menambah  modal  sejalan  dengan  peningkat- 
an  risiko  aktivanya.  Penurunan  harga  mi- 
nyak  bumi  mengurangi  dana  deposito  per- 
bankan internasional  dari  negara-negara 
penghasil  minyak. 

Penurunan  nilai  aktiva  dan  peningkatan 
risiko  kredit  macet  menyebabkan  credit 
crunch.  Credit  Crunch  berarti  bahwa  per- 
bankan menjadi  semakin  berhati-hati  dalam 
memberikan  kredit.  Ini  tercermin  pada  pe- 
nurunan drastis  neto  pemasukan  modal 
swasta  ke  NSM  pada  dasawarsa  1980-an. 
Credit  crunch  memberikan  indikasi  adanya 
penurunan  akses  sektor  negara  untuk  me- 
minjam  di  pasar  keuangan  internasional.  Se- 
bagian  terbesar  dari  peningkatan  penanam- 
an  modal  swasta  ke  NSM  sejak  tahun  1989 
adalah  untuk  pembiayaan  program  debt- 
equity  swaps  dan  bukan  merupakan  pema- 
sukan modal  baru. 

Dalam  program  debt-equity  swaps,  yang 
merupakan  bagian  dari  Brady  Plan,  hutang 
luar  negeri  SIMICs  dibayar  kembali  dengan 
portepel  (saham  perusahaan  ataupun  surat 
berharga  lainnya)  yang  dikeluarkan  di  dalam 
negeri  peminjam.  Program  ini  menawarkan 
harga  portepel  yang  relatif  murah  bagi  in- 
vestor asing.  Sebaliknya,  program  ini  me- 
ngurangi beban  hutang  luar  negeri  negara 
penghutang  karena  hutang  telah  dikonversi- 
kan  menjadi  penanaman  modal  asing.  Pe- 
ngalihan  pemilikan  perusahaan  nasional 
pada  pemodal  asing  sekaligus  diharapkan 


membuka  akses  pada  alih  teknologi  (baik 
dalam  bidang  manajemen,  administrasi, 
maupun  teknik)  untuk  meningkatkan  efi- 
siensi  dan  produktivitas  proyek  serta  eko- 
nomi  nasional. 

Invest asi  Modal  Swasta  Asing 

Tabel  1  dan  Tabel  2  menunjukkan  ada- 
nya penurunan  nilai  nominal  dan  nilai  riil 
penanaman  modal  swasta  asing  ke  NSM  se- 
lama  penggal  pertama  dasawarsa  1980-an. 
Jumlah  penanaman  modal  swasta  asing  ke 
NSM  mulai  meningkat  kembali  sejak  tahun 
1987.  Ada  berbagai  alasan  penurunan  inves- 
tasi  swasta  asing  ke  NSM,  seperti:  iklim 
usaha  yang  kurang  menarik,  ketidakstabilan 
ekonomi  dan  sistem  sosial  di  dalam  negeri, 
likuiditas  internasional  yang  memburuk  dan 
kesulitan  pembayaran  hutang  luar  negeri. 

Program  stabilisasi  dan  penyesuaian  eko- 
nomi yang  berhasil  di  berbagai  NSM  telah 
memperbaiki  kembali  iklim  investasi  di  ne- 
gara-negara itu.  Penurunan  tingkat  suku 
bunga  di  regara  maju  sejak  pertengahan  da- 
sawarsa 1980-an,  telah  memungkinkan  du- 
nia  usaha  di  negara  itu  untuk  menanamkan 
modalnya  di  NSM.  Sebagaimana  telah  diu- 
raikan  dalam  bagian  sebelumnya,  sebagian 
dari  investasi  swasta  asing  di  NSM  sejak 
tahun  1989  adalah  berupa  konversi  hutang 
ke  dalam  bentuk  saham  dan  surat-surat  ber- 
harga lainnya. 

Walaupun  telah  mengalami  perbaikan, 
namun,  pada  umumnya,  prospek  perekono- 
mian  NSM  masih  relatif  lebih  suram  diban- 
dingkan  dengan  prospek  perekonomian  di 
negara-negara  maju  ataupun  di  negara-nega- 
ra industri  baru  (NIEs),  khususnya  yang  ada 
di  Asia  (ANIEs).  Oleh  karena  itu,  pengaliran 
investasi  swasta  ke  NSM  telah  menurun  dari 
20%  pada  awal  dasawarsa  1980-an  menjadi 


118 


ANALISIS  CSIS,  1992-2 


11%  pada  akhir  dasawarsa  itu  (Tabel  2). 
Perbaikan  prospek  ekonomi  di  negara-nega- 
ra  maju,  antara  lain,  adalah  bersumber  dari 
adanya  perubahan  struktur  di  negara-negara 
itu.  Pada  gilirannya,  perubahan  struktur 
ekonomi  tersebut  menciptakan  peluang  yang 
lebih  besar  bagi  investasi  modal  swasta.  Se- 
lain  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  me- 
rebut  pasar,  investasi  ke  negara-negara  maju 
juga  dimaksudkan  sebagai  upaya  mening- 
katkan  akses  pada  kemajuan  teknologi  yang 
ada  di  fasilitas  laboratorium  serta  pusat- 
pusat  penelitian  dan  pengembangan  di  nega- 
ra  tujuan  investasi. 

Perubahan  struktur  ekonomi  nasional  di 
Eropa  Barat  dipercepat  dengan  adanya  pem- 
bentukan  Pasar  Tunggal  Eropa.  Sementara 
itu,  Kanada-Amerika  Serikat  dan  Mexico 
akan  membentuk  NAFTA  (North  American 
Free  Trade  Area).  Diharapkan  sayap  NAF- 
TA dapat  diperluas  hingga  mencakup  nega- 
ra-negara Amerika  Latin  lainnya.  Proses  pe- 
nyesuaian  ekonomi  di  Jepang  dan  ANIEs 
terjadi  karena  adanya  perubahan  internal 
dan  eksternal.  Peningkatan  proteksi  perda- 
gangan,  apresiasi  mata  uang  nasional,  mau- 
pun  peningkatan  harga  tanah  serta  upah 
buruh  telah  mendorong  mereka  untuk  me- 
ningkatkan  nilai  tambah  per  unit  output.  Pe- 
ningkatan nilai  tambah  itu  hanya  dapat  dila- 
kukan  dengan  mengubah  struktur  ekonomi- 
nya  ke  arah  industri  yang  menggunakan  tek- 
nologi canggih  (high  tech)  dan  yang  didasar- 
kan  pada  ilmu  pengetahuan  (knowledge 
based). 

Peningkatan  penanaman  modal  asing  an- 
tar  sesama  negara  maju  semakin  didorong 
oleh  adanya  dua  kecenderungan  yang  saling 
berlawanan  dalam  sistem  produksi  dan  per- 
dagangan  internasional  dewasa  ini.  Kecende- 
rungan yang  pertama  adalah  proses  globali- 


sasi  produksi  dunia  yang  terjadi  karena  ada- 
nya kemajuan  yang  sangat  pesat  dalam  tek- 
nologi komunikasi  dan  transportasi.  Kema- 
juan teknologi  seperti  itu  telah  memungkin- 
kan  perusahaan  multinasional  untuk  mene- 
kan  biaya  dengan  membagi  tahap  proses 
produksi  di  berbagai  tempat  di  dunia  dan 
menjual  'hasil  *produksinya  itu  di  mana  ter- 
dapat  permintaan  yang  terbesar.  Globalisasi 
produksi  mendorong  peningkatan  perda- 
gangan  internasional.  Perdagangan  bukan 
saja  dalam  bentuk  barang  jadi,  tapi  juga  da- 
lam bentuk  barang  setengah  jadi  serta  suku 
cadang. 

Sebaliknya,  sistem  perdagangan  dunia 
yang  semakin  protektif  semakin  jauh  me- 
nyimpang  dari  prinsip-prinsip  transparansi 
dan  multilateralisme  GATT.  Peningkatan 
proteksi  seperti  itu  cenderung  menghambat 
spesialisasi  produksi  dan  perdagangan  inter- 
nasional. Peningkatan  proteksi  di  negara 
maju  adalah  untuk  melindungi  sunset  indus- 
tries di  dalam  negeri  mereka.  Karena  berba- 
gai ronde  perundingan  GATT  telah  semakin 
menurunkan  tarif  bea  masuk,  instrumen 
yang  dipergunakan  untuk  meningkatkan 
proteksi  adalah  berupa  berbagai  bentuk 
hambatan  nontarif  atau  NTB  (non-tariff 
barriers).  Sebagaimana  tercermin  dari  the 
Omnibus  Trade  Act,  tahun  1988  di  Amerika 
Serikat,  bentuk  NTB  itu,  antara  lain,  adalah 
berupa:  pencabutan  fasilitas  GSP,  tekanan 
untuk  melakukan  apresiasi  mata  uang  na- 
sional, ketentuan  local  content,  VER,  penge- 
tatan  aturan  hak  cipta  dan  tuduhan  pence- 
maran  lingkungan.  Undang-undang  ini 
memberikan  kekuasaan  pada  Pemerintah 
Amerika  Serikat  untuk  memaksakannya  se- 
cara  bilateral  pada  negara-negara  mitra  da- 
gang  negara  itu. 

Penanaman  modal  swasta  asing  di  NSM 


CO 


X 

CO 


Z  E 
<  « 

Z 
< 

z 

W 
cu 

co 

06 

< 


u 

X, 


o 

OO 

o 


OO 

oo 
o 


r- 

OO 

o 


vo 

OO 

o 


00 


00 


m 

OO 

o 


OO 

o 


00 


—  t~- 
o  -  ^ 


—  —  vn 


ts  w~>  oo  oo  «*i 
vo*  — *  oo  ©  o  <o 


r~  <s  t  <n  t> 
vn  —  r-~  O*  o"  ^ 


Tf   fN  vo  — 


vo  —i  a 

oo"  —  m  o"  O 


CN  <>  —  <N  ro 
—*  <N  ©  o" 


CN  r~-_  ON  CN  CN  <N 
oo  — "  CN    O    ©  «♦* 


—  OO  —  <N  fN 
— "  CN    O    O  rn 


r-  o\  vn  —  CN  vo 
O"  —    CN    o"  O" 


Ov    in  CN    —  vn 

©  o  cn  o"  o  r-* 


z 
< 


00 

i 

E 

s 

CO 
CO 

i 

c 

!o  Jj 
oo  n 

z  < 


Q 


5  S 


ca 

OL 

c 
ca 

T3 


<  UJ 


ca 
x> 

ca 

u 
c 

CO 
T5 

B 

CO 
-I 

(0 
-£ 
C 

CU 

E 
< 


u. 

<<? 

o 

I— 

O 


_  o 

OO  <N 


8  2  2 


'  .    ON  00 

§  2  3 


VO  Ov 


00  O 


CN  <N 
VO  — 


Q 

06 


<N 


m 
CN 


TT  vO_  ~ 
m  oo  vo" 
<n  — 


00  oo 


tn  O 


£  CO 


00 

CO  c 

h  co 

CO  jO 

oo  c 

u  t 

-jr  cu 

2  oo 

3 


ca 
oo 


ca  ^ 
oo  => 

c 


.?.  CO 

W3 

9 
< 

CO 


CO 

-3 


00 

c 

CO 

JD 

E 


a 


ca 
oo 

(-  V. 


oo  CD 

ca 
0. 


c 

ca 

H 
CO 
>. 
CO 
JO 

E 

CD 

a. 

CO 

cj 
ca 
i— 

CD 

z 


ca 
co 
c 

CO 
T3 

-V 

.O 

3 
O 

s 

o 
s: 
o 


CO 

■o 
uT 


E 

3 

CO 


15 

*s 

i 

u 
a 

a> 
E 

■s 

C 
u 


c 

CO 
*— • 

ca 
a 

CO 

•a 
c 
u 
D. 
k» 

ca 

u 

ca 
oo 
o 

c 


CO 
00 

u 
n 


u 

00 

a> 
c 
i— 

CO 
3 


a 

ca 


lo 

'O 

3 
XI 
U 


CO 

— 


OO 

c 


OO 


x: 
_u 

O 

ca 

u> 

CO 
00 

u 
c 


C3 

3 


1> 
> 

c 
a 

3 

CO 

CJ 

c 
E 


-3 

CO 

>. 

investas 

egeri 

ata  han 

edia 

c 

T3 

00 

x; 

i— 

CO 

c 

u 

rs 

3 

CO 

ad 

angan  1 

yar 

dal 

mba 

co 

v_ 

ta  di 

keu 

cu 
Cu 

CO 

nega 

da 

|BS1 

ra^ 

pa 

cu 

r-3 

d 

o. 

z 

k— 
U 

WE 

usat 

stik 

beb 

CO 

D. 

dat 

ke 

CO 

to 

ntu 

c 

3 

c 

a 

Ed 

k_ 

CO 

.-3 

CO 

io 

U 

u 

a 

CO 

— 

*^ 

3 

"3 

CO 

s 

CO 

■a 

T3 

CD 

'Be 
tern 

kar 

CO 
CO 

U 


120 


ANALISIS  CSIS,  1992-2 


terkonsentrasi  di  ANIEs  dan  ASEAN.  Inves- 
tasi  modal  asing  di  RRC,  yang  menurun  se- 
cara  drastis  setelah  Pembantaian  Demon- 
strasi  Mahasiswa  di  Lapangan  Tienanmen 
(dalam  bulan  Juni  1989)  mulai  masuk  kem- 
bali  pada  tahun  1990.  Berbeda  sifatnya  de- 
ngan  investasi  di  negara-negara  maju  yang 
sasarannya  adalah  untuk  merebut  pasar  dart 
alih  teknologi,  investasi  di  ANIEs,  ASEAN 
dan  RRC,  adalah  merupakan  relokasi  proses 
produksi  dalam  rangka  restrukturalisasi  eko- 
nomi  Jepang  dan  ANIEs.  Investasi  asing  di 
ANIEs,  ASEAN,  dan  RRC  adalah  terutama 
untuk  memanfaatkan  tingkat  harga  faktor- 
faktor  produksi  (seperti  tanah  dan  tenaga 
kerja)  serta  sumber  daya  alam  yang  ada  di 
kawasan  ini.  Negara-negara  itu  juga  dijadi- 
kan  oleh  perusahaan  nasional  sebagai  basis 
produksi  mereka  untuk  penetrasi  pasar  du- 
nia.  Sebagian  dari  produksi  di  negara-negara 
itu  diekspor  ke  negara  asal  modal. 

Selain  dari  skill  base  yang  memadai  di 
ANIEs  dan  ASEAN  serta  surplus  tenaga 
kerja  di  RRC  dan  Indonesia,  pada  uraum- 
nya,  perekonomian  negara-negara  ini  meru- 
pakan ekonomi  pasar  yang  berorientasi  pada 
ekspor.  Esensi  dari  ekonomi  pasar  adalah: 
adanya  pengakuan  dan  perlindungan  atas 
pemilikan  pribadi  akan  faktor-faktor  pro- 
duksi. Persaingan  pasar  yang  sehat  mengu- 
rangi  campur  tangan  Pemerintah  dalam  pe- 
ngelolaan  usaha  sehari-hari.  Persaingan 
pasar  yang  sehat  menciptakan  motivasi  bagi 
peningkatan  efisiensi  serta  mendorong  ino- 
vasi  dan  modernisasi.  Orientasi  pada  ekspor 
memerlukan  manajemen  ekonomi  makro 
untuk  mengendalikan  tingkat  laju  inflasi  ser- 
ta mencegah  peningkatan  beban  pinjaman 
luar  negeri.  Hak  milik  pribadi  investor  asing 
diakui  dan  dilindungi  di  kawasan  industri 
(industrial  and  export  processing  zones) 
RRC. 


Arus  Pemasukan  Dana  Asing  ke  In- 
donesia dan  Strategi  untuk  Menarik- 
nya 

Struktur  pemasukan  modal  asing  ke  In- 
donesia yang  berbeda  antara  sebelum  dan  se- 
telah tahun  1987  mencerminkan  adanya  per- 
bedaan  strategi  ekonomi  makro  Indonesia 
antara  kedua  periode  itu.  Strategi  untuk 
memperoleh  tabungan  luar  negeri  adalah 
merupakan  bagian  dari  strategi  makro  ter- 
sebut.  Ciri-ciri  ekonomi  Indonesia,  sebelum 
Paket  Deregulasi  akhir  tahun  1986,  adalah: 
(a)  peranan  Pemerintah  lebih  menonjol  dari- 
pada  mekanisme  pasar  dalam  menentukan 
alokasi  faktor-faktor  produksi.  Ini  tercer- 
min  dari  sistem  perkreditan  bank  berupa 
ceiling  cum  selective  credit  policy  dengan 
tingkat  suku  bunga  yang  disubsidi  hingga  1 
Juni  1983;  (b)  relatif  tertutup  terhadap  per- 
saingan luar  negeri  karena  tingginya  tarif 
bea  masuk  dan  banyaknya  NTB;  dan  (c)  per- 
saingan di  pasar  dalam  negeri  juga  relatif 
kurang  sehat.  Dalam  keadaan  seperti  itu, 
orientasi  berbagai  proyek  investasi  adalah 
untuk  menggantikan  impor  guna  memenuhi 
permintaan  pasar  dalam  negeri. 

Untuk  menutup  kesenjangan  antara  ke- 
perluan  investasi  dalam  negeri  dengan  ta- 
bungan nasional,  Pemerintah  menekankan 
pada  pinjaman  daripada  pemasukan  modal 
swasta  asing.  Seperti  halnya  dengan  negara- 
negara  di  Amerika  Latin,  pinjaman  luar 
negeri  itu  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk 
membelanjai  ekspansi  BUMN.  Seperti  hal- 
nya dengan  negara-negara  di  Amerika  Latin, 
ekonomi  Indonesia  berorientasi  pada  peme- 
nuhan  pasar  dalam  negeri. 

Di  lain  pihak,  berbeda  dengan  negara- 
negara  Amerika  Latin,  Indonesia  menem- 
puh  kebijaksanaan  yang  konservatif  dalam 
hal  manajemen  pinjaman  luar  negeri.  Di  ne- 
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gara-negara  Amerika  Latin,  semua  unit  eko- 
nomi  (unit  usaha  dan  unit  pemerintahan)  be- 
bas  meminjam  ke  luar  negeri.  Di  Indonesia, 
Pemerintah  mengontrol  dan  memusatkan 
pinjaman  luar  negeri  BUMN  pada  Pemerin- 
tah Pusat.  Pemerintah  Daerah  tidak  punya 
akses  langsung  pada  sumber  keuangan  inter- 
nasional. 

Karena  memang  masih  tergolong  dalam 
kelompok  negara  miskin  (menurut  klasifika- 
si  Bank  Dunia)  Indonesia  mengutamakan 
pinjaman  luar  negeri  dari  sumber  resmi  de- 
ngan  syarat-syarat  lunak.  Walaupun  keter- 
gantungannya  pada  bantuan  resmi  tidak  lagi 
sebesar  di  masa  lalu,  Indonesia  tetap  mem- 
pertahankan  IGGI.  Setiap  tahun  sejak  tahun 
1967,  Indonesia  tetap  menghadiri  konferensi 
IGGI  sebagai  forum  yang  membahas  keper- 
luannya  akan  bantuan  dan  pinjaman  luar 
negeri.  Operator  IGGI  sehari-hari  dilakukan 
oleh  kantor-kantor  perwakilan  IMF  dan 
Bank  Dunia  di  Jakarta. 

Selain  memperoleh  bantuan  dan  pin- 
jaman berupa  uang  dan  barang,  melalui 
IGGI,  Indonesia  sekaligus  memperoleh  ban- 
tuan teknis  sebagai  suplemen  tenaga  ahli 
yang  langka.  Berbeda  dengan  Korea  Selatan, 
Indonesia  belum  mampu  menciptakan  lem- 
baga  seperti  KDI  sebagai  pemikir  dan  peren- 
cana  kebijaksanaan  pembangunan  nasional. 
Sebaliknya,  negara-negara  Amerika  Latin 
yang  memiliki  tingkat  pendapatan  per  kapita 
yang  lebih  besar  dari  Indonesia,  tidak  lagi 
punya  akses  pada  pinjaman  lunak  dari  sum- 
ber resmi.  Perasaan  nasionalisme  yang  se- 
ringkali  "sempit"  menyebabkan  negara- 
negara  Amerika  Latin  lebih  alergi  terhadap 
"dominasi"  penasehat  asing,  terutama 
Yankee  atau  Gringo.  "Populisme"  yang 
berlebihan  serta  peranan  serikat  pekerja  dan 
BUMN  yang  terlalu  kuat,  menyulitkan  nega- 
ra-negara itu  melakukan  pemotongan  penge- 


luaran  negara  dengan  struktur  yang  lebih 
sehat. 

Pergeseran  pada  penggunaan  mekanisme 
pasar  yang  lebih  besar  terjadi  setelah  Peme- 
rintah mengintrodusir  berbagai  program 
deregulasi  sejak  akhir  tahun  1986.  Tujuan 
deregulasi  adalah  untuk  menyehatkan  per- 
saingan  pasar  guna  meningkatkan  efisiensi 
ekonomi  nasional.  Dengan  kata  lain,  dere- 
gulasi merupakan  kebijaksanaan  untuk  me- 
nimbulkan  supply  side  effects.  Deregulasi 
yang  menyehatkan  persaingan  pasar  dengan 
mengurangi  distorsi  dan  rente  ekonomi  se- 
perti itu,  diharapkan  sekaligus  merupakan 
kebijaksanaan  yang  propertumbuhan  dan 
propemerataan. 

Deregulasi  perekonomian  itu  menyang- 
kut  tiga  aspek.  Pertama,  semakin  membuka 
pasar  pada  pendatang  baru  (relaxation  of 
barriers  to  market  entry).  Jumlah  pendatang 
baru  tersebut  semakin  bertambah  besar  sete- 
lah Pemerintah  mengajak  sektor  swasta  (na- 
sional dan  asing)  untuk  meningkatkan  parti- 
sipasinya  dalam  pembangunan  nasional.  Pe- 
ningkatan  partisipasi  swasta  asing  dan  penu- 
runan  proteksi  terhadap  persaingan  dengan 
luar  negeri  sekaligus  meningkatkan  integrasi 
ekonomi  nasional  dengan  ekonomi  dunia. 

Aspek  kedua  dari  deregulasi  adalah  me- 
ngurangi campur  tangan  Pemerintah  dalam 
pengambilan  keputusan  mikro  oleh  dunia 
usaha.  Berkurangnya  campur  tangan  lang- 
sung Pemerintah  meningkatkan  hak  prero- 
gatif  manajemen  dalam  pengelolaan  usaha- 
nya  sehari-hari.  Walaupun  masih  sangat  ter- 
batas,  deregulasi  juga  mencakup  pengalihan 
pemilikan  dari  sektor  negara  pada  sektor 
swasta.  Transfer  pemilikan  seperti  ini  meru- 
pakan aspek  kctiga  dari  deregulasi. 

Strategi  deregulasi  merupakan  stratcgi 
yang  sangat   tepat  dalam  mcngupayakan 
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pengaliran  tabungan  luar  negeri  guna  me- 
nambah  keperluan  modal  dalam  pembelan- 
jaan  pembangunan.  Sebagaimana  telah  diu- 
raikan  dalam  bagian  sebelumnya,  pening- 
katan  beban  pembayaran  hutang  Pemerin- 
tah,  overcrowding  dan  credit  crunch  telah 
mengurangi  akses  sektor  negara  pada  pasar 
keuangan  internasional.  Dalam  keadaan  pa- 
sar yang  seperti  itu,  akses  sektor  swasta  men- 
jadi  lebih  besar  untuk  memperoleh  dana  in- 
vestasi.  Sementara  itu,  kecenderungan  pe- 
ngaliran dana  dari  sumber  resmi  menunjuk- 
kan  bahwa  pemberian  bantuan  dan  pinjam- 
an  baru  lebih  diutamakan  oleh  negara  donor 
kepada  negara  yang  menggalakkan  deregu- 
lasi  perekonomiannya  untuk  merangsang  in- 
vestasi  swasta. 

Hasil  strategi  Pemerintah  tercermin 
dalam  Tabel  3.  Jumlah  bantuan  dan  pin- 
jaman  baru  dari  sumber  resmi  serta  pema- 
sukan  modal  swasta  meningkat  secara  dras- 
tis  sejak  tahun  1987.  Peningkatan  itu  terjadi 
apakah  diukur  dalam  nilai  nominal,  riil, 
maupun  sebagai  persentase  terhadap  PDB 
Indonesia.  Bantuan  dan  pinjaman  baru  dari 
sumber  resmi  sejak  tahun  1987  mengandung 
syarat-syarat  yang  lebih  lunak.  Ini  tercermin 
dari  peningkatan  persentase  unsur  hibahnya 
(concessionary  OD A /Total  Resource  Flows) 
sehingga  dapat  memperbaiki  struktur  hu- 
tang luar  negeri  Indonesia.  Contoh  dari  ban- 
tuan resmi  dengan  syarat  lunak  adalah: 
trade  policy  loan  dari  Bank  Dunia  dan  pin- 
jaman khusus  (special  assistance  loan  atau 
local  cost  financing  loan  dari  berbagai  sum- 
ber. Sebagian  terbesar  dari  pinjaman  khusus 
yang  bersyarat  lunak  itu  adalah  berasal  dari 
Jepang.  Selama  empat  tahun  anggaran  ber- 
turut-turut  (1987-1990),  melalui  Bank  Exim- 
nya,  Jepang  memberikan  pinjaman  khusus 
pada  Indonesia  sebesar  US$2,031  juta.  Ini 
berarti  bahwa,  secara  tidak  langsung,  Je- 


pang mengkompensir  sebagian  dari  pening- 
katan hutang  Indonesia  akibat  dari  apresiasi 
yen.  Menurut  perhitungan  IMF,  hutang  luar 
negeri  Indonesia  meningkat  sebesar  US$3.6 
milyar  hanya  karena  menguatnya  nilai  tukar 
yen  terhadap  US  dollar. 

Berbeda  dengan  investasi  sebelumnya, 
investasi  swasta  yang  masuk  setelah  tahun 
1986  adalah  lebih  bersifat  padat  karya,  lebih 
banyak  menggunakan  bahan  baku  dalam  ne- 
geri dan  lebih  berorientasi  pada  pengem- 
bangan  ekspor  nonmigas.  Tingkat  laju  per- 
tumbuhan  yang  sangat  cepat  dalam  ekspor 
nonmigas,  investasi  swasta  dan  penciptaan 
lapangan  kerja  mehingkatkan  obyek  peneri- 
maan  pajak  oleh  negara.  Bersama  dengan 
peningkatan  tabungan  rumah  tangga  dan  ta- 
bungan dunia  usaha,  peningkatan  tabungan 
negara  meningkatkan  tabungan  nasional. 

Investasi  asing  bukan  saja  berupa  inves- 
tasi barang  modal  secara  fisik.  Investasi  ter- 
sebut  juga  menyangkut  investasi  nonfisik 
seperti  keahlian  dan  teknologi,  baik  dalam 
bidang  manajemen,  administrasi  dan  teknik 
(Oman,  1984).  Alih  teknologi  tersebut  dapat 
meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  sehing- 
ga meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas 
ekonomi  nasional.  Alih  teknologi  terjadi 
melalui  usaha  patungan,  kontrak  kerja 
(seperti:  lisensi,  konsultasi  manajemen,  pro- 
duction sharing,  subcontracting  dan  turnkey 
operations). 

Berbeda  dengan  risiko  pinjaman  yang  se- 
penuhnya  berada  pada  peminjam,  risiko  pe- 
nanaman  modal  swasta  asing  berada  pada 
investornya.  Pinjaman  luar  negeri  swasta 
asing  itu  hanya  dapat  dicicil  jika  proyeknya 
telah  berhasil  dan  berproduksi  sehingga  me- 
mungkinkan  investor  memupuk  tabungan. 
Dengan  demikian,  beban  pinjaman  luar  ne- 
geri oleh  sektor  swasta  adalah  lebih  ringan 
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daripada  beban  pinjaman  luar  negeri  oleh 
sektor  negara. 

Deregulasi  bukan  meniadakan  kontrol 
Pemerintah  atas  jumlah,  syarat-syarat  dan 
arah  penggunaan  pinjaman  luar  negeri 
BUMN  dan  sektor  swasta.  Di  negara  maju, 
kontrol  seperti  ini  merupakan  instrumen  ke- 
bijaksanaan  moneter  karena  Pemerintahnya 
tidak  memberikan  jaminan  secara  implisit 
dan  eksplisit  bagi  pinjaman  luar  negeri  sektor 
swasta.  Kontrol  Pemerintah  semakin  pen- 
ting  untuk  pinjaman  luar  negeri  yang  secara 
implisit  dijamin  oleh  negara.  Jaminan  secara 
eksplisit  dan  implisit  mempunyai  implikasi 
pada  anggaran  negara.  Contoh  dari  pinjam- 
an luar  negeri  BUMN  dan  sektor  swasta, 
yang  secara  implisit  dijamin  oleh  Pemerin- 
tah, adalah  pinjaman  luar  negeri  Pertamina 
dan  Proyek  Olefin.  Menurut  rencana,  kilang 
minyak  Pertamina  itu  akan  menyuling  mi- 
nyak  mentah  dari  Timur  Tengah. 

Sebagaimana  pengalaman  di  negara- 
negara  Amerika  Latin,  pinjaman  komersil 
jangka  pendek,  dengan  tingkat  suku  bunga 
mengambang,  yang  digunakan  untuk  mem- 
belanjai  proyek  jangka  panjang  akan  mening- 
katkan  beban  pembayaran  hutang  luar  nege- 
ri. Beban  semakin  besar  jika  proyek  itu  ter- 
nyata  tidak  layak  atau  tidak  dapat  bersaing  di 
pasar  internasional  seperti  dengan  Mobil  Oil 
dan  perusahaan  Jepang  akan  membangun 
proyek  yang  sama  di  Singapura.  Pelajaran 
yang  dapat  ditarik  dari  krisis  Pertamina  da- 
lam  dasawarsa  1970-an  adalah  bahwa:  harga 
minyak  dapat  jatuh  sedangkan  tingkat  suku 
bunga  dapat  meningkat.  Oleh  karena  itu,  sa- 
ngat  berbahaya  untuk  berspekulasi  bahwa 
pinjaman  akan  dapat  dicicil  dari  hasil  pen- 
jualan  produk  proyek. 

Walaupun  arahnya  sudah  tepat,  penga- 
laman overheating  ekonomi  Indonesia  sela- 


ma  periode  1989-1990  menunjukkan  bahwa 
deregulasi  perekonomian  nasional  masih 
mengandung  berbagai  kelemahan.  Kele- 
mahannya  yang  pokok  adalah  bahwa  kema- 
juan  deregulasi  di  sektor  riil  masih  jauh  ter- 
belakang  daripada  kemajuan  deregulasi  di 
sektor  finansil.  Kurang  harmonisnya  deregu- 
lasi antarsektor  ekonomi  telah  menimbulkan 
distorsi  yang  menghambat  tingkat  laju  per- 
tumbuhan  dan  sekaligus  menimbulkan  gang- 
guan  pada  stabilisasi  ekonomi  dan  antipe- 
merataan.  Kelemahan  pokok  itu,  antara  lain, 
tercermin  dalam  aturan  yang  sangat  meng- 
hambat di  sektor  pertanahan,  pasar  tenaga 
kerja,  maupun  sektor  perdagangan. 

Di  sektor  perdagangan,  Pemerintah  su- 
dah semakin  menggantikan  NTB  dengan 
tarif  bea  masuk  sebagai  instrumen  proteksi. 
Tingginya  tarif  bea  masuk  maupun  dispersi- 
nya  juga  telah  semakin  dirasionalisir.  Namun 
demikian,  di  berbagai  sektor  tertentu  masih 
terdapat  berbagai  bentuk  NTB  dan  tarif  bea 
masuk  yang  terlalu  tinggi.  NTB  itu  muncul 
dalam  bentuk  deletion  dan  import  content 
programs  maupun  perlindungan  terhadap 
berbagai  industri  strategis.  Karena  masih  ku- 
rangnya  pool  of  skill  base,  tidak  jelas  apakah 
struktur  proteksi  seperti  itu  akan  dapat  men- 
ciptakan  (yang  disebut  oleh  Helpman  dan 
Krugman  sebagai):  comparative  advantage 
plus  additional  specialisation  to  realise  scale 
economies  bagi  Indonesia  agar  dapat  ber- 
saing di  sektor  itu  di  pasar  internasional.  Pe- 
ngertian  infant  industry  dan  strategic  trade 
policy  dalam  ilmu  ekonomi  adalah  untuk 
mencapai  kedua  sasaran  itu. 

Kunci  dari  strategic  trade  policy  adalah 
penguasaan  teknologi  agar  dapat  melakukan 
inovasi  dan  pengembangan  produk  baru. 
Dalam  masa  proses  belajar  untuk  menguasai 
teknologi  itu  dapat  saja  perekonomian  na- 
sional membayar  "ongkos  belajar"  berupa 
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penggunaan  kapasitas  produksi  yang  rendah 
serta  misalokasi  faktor-faktor  produksi. 
Masa  belajar  yang  terlalu  lama  dan  tidak  ber- 
ujung  merupakan  pemborosan  yang  terlalu 
mahal  bagi  negara  miskin.  Kaitan  antara  ke- 
majuan  teknologi  dengan  pertumbuhan  eko- 
nomi  serta  sumber  kemajuan  teknologi  itu 
diuraikan  oleh  Arthur  Lewis  (1978)  sebagai: 

The  engine  of  growth  should  be  technological 
change,  with  international  trade  serving  as  a  lubri- 
cating oil  not  as  fuel.  The  gateway  to  technological 
change  is  through  agricultural  and  industrial  revolu- 
tions, which  are  mutually  dependent. 


Kecenderungan  Pinjaman  Luar  Ne- 
geri  Dunia  Usaha  Sejak  Tahun 
1989 

Fasilitas  swap  dan  ketentuan  Posisi  Devi- 
sa  Neto  (PDN)  telah  membuka  kesempatan 
yang  lebih  luas  bagi  dunia  usaha  dan  per- 
bankan  untuk  meminjam  dari  pasar  uang 
dan  modal  internasional.  Fasilitas  swap  diin- 
trodusir  oleh  Bank  Indonesia,  sejak  Januari 
1979  menjamin  risiko  perubahan  nilai  tukar 
karena  belum  adanya  forward  exchange 
market.  Ketentuan  NOP  merupakan  bagian 
dari  Pakto  1988  dan  menggantikan  sistem 
pagu  pinjaman  luar  negeri,  yang  kurang  ra- 
sional  karena  dialokasikan  berdasarkan  past 
performance  bank-bank  devisa. 

Jika  tidak  diawasi  dengan  hati-hati  fasi- 
litas swap  dan  PDN  dapat  menyulitkan  pe- 
ngendalian  ekonomi  makro  dan  sekaligus 
memperburuk  struktur  hutang  luar  negeri  In- 
donesia. Pinjaman  luar  negeri  dunia  usaha 
menjadi  bertambah  besar  jika  Bank  In- 
donesia mensubsidi  premi  swap.  Premi  swap 
yang  lebih  rendah  daripada  perbedaan  ting- 
kat  suku  bunga  di  dalam  negeri  dengan  di 
pasar  dunia  menciptakan  insentif  bagi  dunia 


usaha  untuk  meminjam  ke  pasar  internasio- 
nal. Pada  tahun  1989,  misalnya,  pinjaman 
luar  negeri  perbankan  telah  meningkat  de- 
ngan cepat,  mencapai  sekitar  US$5  milyar. 
Pinjaman  tersebut  merupakan  pinjaman 
jangka  pendek  dengan  tingkat  suku  bunga 
mengambang  sehingga  mengandung  risiko 
perubahan  kurs  maupun  perubahan  tingkat 
suku  bunga.  Secara  tidak  langsung,  seba- 
gian  dari  pinjaman  luar  negeri  untuk  membe- 
lanjai  proyek-proyek  raksasa  milik  swasta 
adalah  dijamin  oleh  Pemerintah.  Jaminan 
implisit  oleh  Pemerintah  itu  bukan  saja  dise- 
diakan  bagi  BUMN.  Berbagai  proyek  swasta 
merupakan  kuasi  BUMN. 

Tanpa  adanya  sterilisasi,  pemasukan  mo- 
dal asing  menambah  stok  jumlah  uang  bere- 
dar.  Sebagaimana  kita  alami  pada  tahun 
1990,  tambahan  stok  jumlah  uang  beredar 
itu  menimbulkan  tekanan  inflatoir.  Pemasuk- 
an modal  asing  sekaligus  menguatkan  nilai 
tukar  rupiah.  Apresiasi  rupiah  mengurangi 
daya  saing  ekspor  nonmigas  di  pasar  dunia. 
Sebaliknya,  tekanan  pembayaran  cicilan 
bunga  dan  pokok  hutang  luar  negeri  mencip- 
takan ekspektasi  masyarakat  akan  depresiasi 
rupiah.  Pada  gilirannya,  apresiasi  dan  depre- 
siasi nilai  tukar  mata  uang  mengganggu 
sektor  riil  dan  neraca  pembayaran  luar  negeri 
melalui  mekanisme  overshooting  dan  under- 
shooting kurs  devisa. 

Keadaan  semakin  bertambah  sulit  jika 
ternyata  bahwa  pinjaman  luar  negeri  itu  di- 
gunakan  untuk  membelanjai  proyek  yang 
menghasilkan  non-traded  goods  yang  tidak 
menyumbang  pada  upaya  peningkatan  eks- 
por. Keadaan  juga  sulit  jika  kredit  jangka 
pendek  digunakan  untuk  membelanjai  pem- 
bangunan  proyek  berjangka  panjang. 

Untuk  mencegah  penyalahgunaannya, 
Pemerintah  perlu  mengontrol  jumlah,  syarat- 
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syarat  dan  arah  penggunaan  pinjaman  luar 
negeri  dunia  usaha.  Di  negara  maju,  kontrol 
seperti  ini  merupakan  bagian  dari  kebijaksa- 
naan  moneter.  Karena  jangka  waktu  fasilitas 
swap  adalah  jauh  lebih  pendek  daripada 
jangka  waktu  penanaman  modal,  ternyata 
tidak  ada  kaitan  antara  fasilitas  swap  dengan 
penanaman  modal  investasi  swasta.  Oleh 
karena  itu,  fasilitas  swap  seyogyanya  dapat 
dioperasikan  oleh  Bank  Indonesia  secara  ko- 
mersil.  Subsidi  premi  swap  perlu  ditiadakan 
dan  operasi  fasilitas  itu  setidaknya  dapat  me- 
nutup  biaya  pengelolaannya.  Setelah  Pakjan 
1988,  terbuka  kemungkinan  bagi  dunia 
usaha  untuk  menciptakan  pasar  forward  ex- 
change rate  sendiri  sebagai  pengganti  fasili- 
tas swap. 


Kesimpulan 

Overcrowding  pasar  keuangan  interna- 
sional  dan  credit  crunch  lembaga  keuangan 
dunia  memberikan  indikasi  akan  semakin 
mahalnya  tingkat  suku  bunga  dan  semakin 
sulitnya  untuk  memperoleh  pinjaman  komer- 
sil  di  pasar  itu  dalam  dasawarsa  1990-an. 
Pemberian  bantuan  dan  pinjaman  luar  negeri 
yang  semakin  terbatas  akan  diutamakan 
oleh  negara-negara  donor  bagi  NSM  yang 
dapat  memelihara  stabilitas  ekonomi  nasio- 
nalnya  dan  sekaligus  merangsang  partisipasi 
swasta  dalam  pembangunan  nasionalnya. 

Karena  beban  pembayaran  hutang  nega- 
ra di  NSM  yang  masih  tetap  akan  berat, 
maka  creditworthiness  sektor  swasta  akan 
lebih  tinggi  daripada  sektor  negara  di  pasar 
tersebut.  Untuk  meningkatkan  creditworthi- 
ness perusahaan  nasional  di  pasar  interna- 
sional,  dunia  usaha  nasional  perlu  mening- 
katkan kualitas  transparansinya  serta  mela- 1 
kukan  modernisasi  manajemen,  sistem  dan 


teknologi.  Hanya  dengan  melakukan  inovasi 
dan  alih  serta  pengembangan  teknologi,  du- 
nia usaha  Indonesia  dapat  meningkatkan 
statusnya  dari  sekadar  komprador  bagi  peru- 
sahaan asing. 

Tindakan  Pemerintah  untuk  melakukan 
deregulasi  perekonomian  nasional  sejak 
akhir  tahun  1987  merupakan  strategi  yang 
tepat  untuk  tetap  merangsang  pemasukan 
modal  resmi  dan  swasta  asing  yang  diperlu- 
kan  bagi  pembiayaan  pembangunan  na- 
sional. Deregulasi  yang  telah  dilakukan  hing- 
ga  tahun  1991  perlu  terus  dilanjutkan,  diper- 
luas  dan  dipercepat,  terutama  di  sektor  nil. 
Deregulasi  yang  lebih  maju  di  sektor  finansil 
daripada  di  sektor  riil  dapat  menimbulkan 
distorsi  yang  mengganggu  stabilitas  pereko- 
nomian, menghambat  tingkat  laju  pertum- 
buhan  dan  antipemerataan. 

Deregulasi  dapat  merupakan  kebijaksa- 
naan  yang  propertumbuhan  dan  propeme- 
rataan  jika  deregulasi  dapat  menyehatkan 
persaingan  pasar  dan  meningkatkan  efisiensi 
ekonomi  nasional.  Sebaliknya,  transfer  pe- 
milikan  dari  sektor  negara  ke  sektor  swasta 
tanpa  menyehatkan  persaingan  pasar,  hanya 
menciptakan  sistem  merkantilistis.  Sistem 
yang  merkantilistis,  mungkin  dapat  memacu 
pembangunan,  namun,  bersifat  antipeme- 
rataan sehingga  menjauhkan  perwujudan 
cita-cita  demokrasi  ekonomi. 

Deregulasi  bukan  berarti  pengurangan 
kontrol  Pemerintah  terhadap  jumlah,  syarat- 
syarat  dan  arah  penggunaan  pinjaman  luar 
negeri  oleh  dunia  usaha  (BUMN  dan  swas- 
ta). Kontrol  masih  tetap  diperlukan  terutama 
bagi  pinjaman  luar  negeri  yang  secara  im- 
plisit  dijamin  oleh  Pemerintah.  Semakin  ber- 
kurangnya  kontrol  Pemerintah  pada  pin- 
jaman komersil  BUMN,  perbankan,  dan 
usaha  swasta  dari  perbankan  luar  negeri, 
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yang  kita  alami  sejak  beberapa  tahun  terakhir 
ini,  dapat  mengganggu  struktur  sehingga 
memperberat  beban  hutang  luar  negeri  In- 
donesia dan  mengganggu  pengendalian  eko- 
nomi  makro.  Beban  pembayaran  hutang  luar 
negeri  akan  semakin  berat  jika  hutang  ko- 
mersil  dunia  usaha  tersebut,  secara  implisit 


dijamin  oleh  Pemerintah.  Penggunaan  kredit 
komersil  jangka  pendek  tersebut  semakin 
membahayakan  jika  ditujukan  pada  pemba- 
ngunan  proyek-proyek  besar  yang  padat 
modal,  padat  impor,  untuk  memenuhi  pasar 
nasional  dan  dengan  jangka  waktu  investasi 
jangka  panjang. 
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Segi  Tiga  Pertumbuhan 
Sebagai  Model  untuk 
Kerja  Sama  Ekonomi  ASEAN: 
Suatu  Perspektif  Indonesia* 

Man  Pangestu 


I.  Pendahuluan 


AKHIR-AKHIR  ini,  gagasan  segi  tiga 
pertumbuhan  (growth  triangle)  telah 
dipromosikan  sebagai  suatu  model 
kerja  sama  ekonomi  yang  berhasil  di  ling- 
kungan  ASEAN,  yang  melibatkan  baik  sek- 
tor  swasta  maupun  pemerintah  dari  bebera- 
pa  negara  ASEAN.  Hanya  sebagian  dari  ke- 
enam  negara  anggota  yang  ikut  berperan  da- 
lam  kerja  sama  ekonomi  yang  dibentuk  se- 
bagai suatu  subkelompok.  Dalam  hal  ini,  se- 
jauh  ada  kejelasan  dalam  pembagian  biaya 
dan  keuntungan-keuntungan  bagi  pihak- 
pihak  yang  terlibat,  persetujuan  dan  pelak- 
sanaan  kemungkinan  akan  lebih  mudah  dila- 
kukan  dibandingkan  dengan  pengalaman 
kerja  sama  ekonomi  di  lingkungan  ASEAN 
pada  masa  sebelumnya.  Seperti  dalam  ga- 

♦Diterjemahkan  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  dari 
Mari  Pangestu,  "Growth  Triangles  as  a  Model  for 
ASEAN  Economic  Cooperation:  An  Indonesian  Per- 
spective," makalah  yang  disampaikan  pada  Konferensi 
IPS-ISEAS  ASEAN,  ASEAN  Economic  Cooperation 
in  the  1990s,  Singapore  27-28  Juni,  1991. 


gasan  kerja  sama  ekonomi  ASEAN,  dasar 
manfaat  segi  tiga  pertumbuhan  perlu  dida- 
paikan  pada  komplementaritas  masing-ma- 
sing  pihak,  yang  karenanya  dalam  proses 
akan  diperoleh  manfaat  dari  spesialisasi  dan 
produksi  dengan  skala  ekonomis. 

Cerita  "sukses"  yang  paling  dikenal  dari 
segi  tiga  pertumbuhan  adalah  wilayah 
Singapura-Johor-Riau  (Sijori).  Wilayah- 
wilayah  pertumbuhan  lain  yang  mungkin 
bisa  dikembangkan  adalah  Penang-Medan 
(Sumatera  Utara),  Phuket  (Thailand  Sela- 
tan),  Aceh  Timur-Medan-Penang  dan  Kali- 
mantan-Sabah-Filipina. 

Tulisan  ini  akan  membahas  pengalaman 
Singapura-Johor-Riau,  mengingat  wilayah 
tersebut  merupakan  satu-satunya  segi  tiga 
pertumbuhan  yang  telah  mulai  terbentuk  se- 
cara  nyata.  Pembahasan  ini  ditinjau  dari 
perspektif  Indonesia  dengan  fokus  pada 
Riau,  khususnya  Batam.  Selanjutnya,  tu- 
lisan ini  diawali  dengan  latar  belakang  pene- 
laahan  dengan  meninjau  kembali  berbagai 
perubahan  kebijaksanaan  dan  kecenderung- 
an  dasar  yang  telah  terjadi  berkenaan  de- 
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ngan  Batam  dan  Kepulauan  Riau.  Kemudian 
akan  dianalisis  gagasan  segi  tiga  pcrtumbuh- 
an  dari  perspektif  Indonesia.  Akhirnya  ber- 
dasarkan  analisis  itu  kita  mencoba  menarik 
implikasi-implikasi  kebijaksanaan. 

II.  I  alar  Belakany 

Kisah  Batam  dan  Riau:  Perubahan- 
perubahan  Kebijaksanaan  Menuju 
Segi  Tiga  Pertumbuhan 

Batam  merupakan  pulau  kecil  dengan 
luas  415  km2  dan  jarak  20  km  atau  30  menit 
perjalanan  dengan  feri  dari  Singapura.  Se- 
lain  Bintan,  Batam  juga  merupakan  bagian 
provinsi  Riau  di  Indonesia.  Gagasan  me- 
ngembangkan  Batam  sebagai  kawasan  indus- 
tri  bukan  merupakan  hal  baru,  meskipun 
gagasan  itu  baru  terlaksana  akhir-akhir  ini. 
Dalam  keputusan  Presiden  tahun  1970  Ba- 
tam diperuntukkan  sebagai  lokasi  logistik 
dan  operasional  untuk  industri  minyak  dan 
gas  bumi.  Pada  waktu  itu  dana-dana  untuk 
mengembangkan  infrastruktur  dasar  di  Ba- 
tam berasal  dari  Pertamina.1  Pada  tahun 
1971  keputusan  Presiden  yang  lain  menetap- 
kan  Batam  sebagai  kawasan  industri,  dengan 
mengutamakan  peran  entry  port.  Pada  ta- 
hun 1973  didirikan  Otorita  Pengembangan 
Daerah  Industri  Pulau  Batam  yang  merupa- 
kan badan  pemerintah  pusat  untuk  menga- 
wasi  pembangunan  Pulau  Batam.  Kemudian 

'Menurut  Otorita  Pengembangan  Daerah  Industri 
Pulau  Batam,  Pertamina  menghabiskan  Rp  45  milyar 
untuk  membangun  infrastruktur  dalam  masa  1971- 
1975.  Selain  dari  Pertamina,  sumber  pendanaan  pem- 
bangunan Batam  berasal  dari  pinjaman  asing  (Rp  33 
milyar),  partisipasi  modal  pemerintah  sebagai  bagian 
dari  alokasi  anggaran  belanja  (Rp  196  juta)  dan  keun- 
tungan  dari  penggalian  pasir  yang  diekspor  kc  Singa- 
pura untuk  pengurugan  (Rp  121,6  milyar)  (Business  In- 
donesia, 27  Agustus  1990). 


pada  lahun  1974  beberapa  wilayah  Baiam 
diteiapkan  sebagai  gudang  penyimpanan 
barang  (bonded  warehouse).  Selama  masa 
1975-1978,  akibat  krisis  Pertamina,  kegiaian 
pembangunan  Batam  berkurang  dan  tugas 
pengembangan  Batam  diserahkan  kembali 
kepada  pemerintah. 

Pada  tahun  1978,  seluruh  Batam  menjadi 
bonded  area  atau  daerah  bebas  cukai.  Ren- 
cana  induk  pembangunan  Batam  dilengkapi 
dengan  industri-industri  ekspor,  pemin- 
dahan  angkutan  dari  kapal  ke  kapal,  per- 
gudangan  dan  kepariwisataan  sebagai  bi- 
dang-bidang  yang  diberi  prioritas.  Peme- 
rintah Indonesia  merancang  Batam  men- 
jadi wilayah  perdagangan  bebas  untuk  me- 
nyaingi  Singapura.  Menteri  Teknologi  B.J. 
Habibie,  diangkat  sebagai  ketua  Otorita 
yang  berakibat  Batam  mempunyai  tujuan 
tambahan  menjadi  "pusat  teknologi  ting- 
gi."  Meskipun  demikian,  pembangunan  un- 
tuk mewujudkan  tujuan-tujuan  itu  berlang- 
sung  lambat  karena  kurangnya  infrastruktur 
dan  kurang  menariknya  Batam  sebagai  lo- 
kasi investa^i. 

Perubahan  kebijaksanaan  berhubungan 
dengan  bea  cukai  dan  perkapalan  dalam  ta- 
hun 1984  dan  1985  merupakan  alasan  bagi 
pengembangan  Batam  sebagai  lokasi  kegiat- 
an  logistik  dengan  memaksa  para  kontraktor 
minyak  asing  dan  semua  pihak  yang  berkait- 
an  untuk  menggunakan  Batam  sebagai  loka- 
si menggantikan  Singapura.2  Kebijaksanaan 
nasional  yang  menyangkut  penggunaan  ba- 
rang-barang  produksi  dalam  negeri"1  juga 

2Pada  dasarnya  adalah  bahwa  para  kontraktor  asing 
tidak  dapat  mcminta  biaya  logistik  mcreka  sebagai  ba- 
gian dari  kalkulasi  ongkos  dalam  kontrak  bagi-hasil 
jika  mcreka  tidak  menggunakan  Batam. 

'Menteri  Pcndayagunaan  Produk  Dalam  Ncgcri 
(UP3DN)  diadakan  dalam  Kabinct  1983,  tctapi  ditiada- 
kan  dalam  Kabinct  1988. 
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mendorong  pendirian  pabrik-pabrik  di  Ba- 
tam  guna  memasok  pipa-pipa  untuk  industri 
minyak  dan  gas  bumi.  Akibatnya  terjadi 
arus  penanaman  modal  asing  (PMA)  dan  da- 
lam  negeri  (PMDN).  Walaupun  demikian, 
jatuhnya  harga  minyak  dan  kemerosotan 
bisnis  minyak  menyurutkan  kemungkinan 
pengembangan  Batam  sebagai  lokasi  kegiat- 
an  pemenuhan  kebutuhan  minyak  yang  be- 
sar. 

Perubahan-perubahan  kebijaksanaan  se- 
jak  tahun  1989  telah  meningkatkan  daya  ta- 
nk Batam.  Dalam  bulan  Oktober  1989,  Pre- 
siden  Soeharto  dan  Perdana  Menteri  Lee 
Kuan  Yew  bertemu  untuk  membicarakan 
pembangunan  Batam.  Pada  waktu  itu  Per- 
dana Menteri  juga  memberitahukan  maksud 
Singapura  untuk  membeli  air  dari  Indonesia. 
Tidak  lama  kemudian,  beberapa  perubahan 
kebijaksanaan  diambil  untuk  meningkatkan 
daya  tarik  Batam  sebagai  lokasi,  khususnya 
untuk  menarik  relokasi  investasi  dari  Singa- 
pura. 

Perubahan  kebijaksanaan  paling  penting 
ialah  memperbolehkan  pemilikan  saham 
100%  oleh  pihak  asing  di  Daerah  Ekonomi 
Batam,  yang  meliputi  pulau  utara  Batam 
dan  lima  pulau  di  sekitarnya.  Ada  persyarat- 
an  agar  5%  saham  dialihkan  dalam  masa 
lima  tahun  dan  jika  perusahaan  itu  mengeks- 
por  100%  produksinya  tidak  perlu  lagi  ada 
pengalihan  saham.  Ini  berbeda  dari  syarat- 
syarat  pengalihan  investasi  seperti  di  daerah- 
daerah  Indonesia  lainnya  di  mana  kepemi- 
likan  modal  dalam  negeri  harus  mencapai 
51%  dalam  waktu  15  tahun.  Saran  yang  ber- 
hubungan  dengan  ini  untuk  memungkinkan 
tax  holiday  di  Batam  tampak  tidak  disetujui 
oleh  pihak  Indonesia. 

Perubahan  kebijaksanaan  lain  yang  dila- 
kukan  adalah  pertama  bahwa  yang  dikena- 


kan  cukai  bukan  barang  jadi  akhir  (final 
goods),  tetapi  hanyalah  bahan-bahan  men- 
tah  yang  diimpor  untuk  produk  di  Batam 
yang  kemudian  diekspor  ke  daerah  Indone- 
sia lainnya.  Yang  kedua  untuk  memperlan- 
car  pelaksanaan  penanaman  modal,  kantor 
Badan  Penanaman  Modal  Daerah  juga  me- 
nempatkan  beberapa  stafnya  di  Batam  dan 
proses  pengurusannya  dapat  dilakukan  me- 
lalui  Batam  saja  tanpa  perlu  ke  Jakarta. 

Industri  yang  diberi  prioritas  di  Batam 
adalah  industri  ringan,  menengah  atau  berat 
yang  berorientasi  ekspor  dan  menggunakan 
tenaga  terampil,  tidak  banyak  mengkonsum- 
si  air,  berteknologi  menengah  atau  tinggi 
dan  tidak  menyebabkan  polusi.  Bidang- 
bidang  khusus  pertumbuhan  yang  akan  di- 
kembangkan  adalah:  industri  pertanian, 
produk  listrik  dan  elektronfka,  makanan 
olahan,  perikanan,  pengolahan  hidro- 
karbon,  peralatan  industri  minyak,  teknik 
dan  pengolahan  logam,  perbaikan  dan  pera- 
watan  kapal,  industri  tekstil,  pariwisata  dan 
peralihan  angkutan  dari  kapal  ke  kapal. 
Yang  termasuk  daftar  negatif  industri  di  Ba- 
tam adalah  industri  yang  bersifat  padat  kar- 
ya,  industri  perkapalan,  industri  mebel  rotan 
dan  kayu,  industri  kimia,  industri  yang 
menggunakan  banyak  air,  industri  yang 
mengakibatkan  polusi  berat,  industri  pakai- 
.an  dan  pertambangan. 

Kebijaksanaan  penting  tahun  1989 
adalah  pemberian  izin  bagi  perusahaan 
swasta  untuk  membangun  kawasan  industri 
di  Indonesia.  Hal  ini  banyak  membantu 
mengatasi  permasalahan  besar  sehubungan 
dengan  kelangkaan  dana  pemerintah  da- 
lam mengembangkan  secara  cepat  infra 
struktur  yang  dibutuhkan.4  Bagian  tulisan 

4Dana  sebesar  Rp  938,38  milyar  dialokasikan  dalam 
Repelita  V  unluk  membangun  Batam. 
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berikut  ini  menunjukkan  bahwa  tanggapan 
untuk  membangun  kawasan  industri  di 
Batam  adalah  luar  biasa. 

Pernyataan  resmi  pertama  tentang  ga- 
gasan  segi  tiga  pertumbuhan  yang  meliputi 
Negara  Johor  di  Malaysia,  Singapura  dan 
provinsi  Riau  dapat  ditelusuri  pada  pernya- 
taan Wakil  Perdana  Menteri  Pertama,  Goh 
Chok  Tong  dalam  bulan  Desember  1989. 
Hal  ini  menyebabkan  timbulnya  persepsi 
bahwa  gagasan  itu  dipelopori  Singapura. 

Dukungan  resmi  Presiden  Indonesia, 
Soeharto,  dan  Perdana  Menteri  Malaysia, 
Dr.  Mahathir,  muncul  dalam  bulan  Juni 
1990.  Semenjak  itu  beberapa  upaya  untuk 
meningkatkan  kerja  sama  dilakukan.  Perse- 
tujuan  kerja  sama  ekonomi  antara  Singa- 
pura dan  Indonesia  mengenai  pembangunan 
bersama  kepulauan  Riau  (khususnya  pulau 
Batam  dan  Bintan)  ditandatangani  pada  28 
Agustus  1990.  Gagasan  segi  tiga  pertumbuh- 
an secara  resmi  diperluas  mencakup  kepu- 
lauan Riau,  tidak  hanya  Batam. 

Persetujuan  meliputi  upaya-upaya  seba- 
gai  berikut: 

-  penyederhanaan  prosedur  distribusi,  pem- 
bayaran  dan  penyerahan  produk-produk 
antara  Singapura  dan  provinsi  Riau; 

-  kerja  sama  promosi  dan  pengembangan 
pariwisata; 

-  kerja  sama  pemasokan  air  dan  transpor- 
tasi  ke  Singapura; 

-  kerja  sama  pembangunan  dan  pemelihara- 
an  infrastruktur  untuk  proyek-proyek 
pembangunan  bersama; 

-  kerja  sama  pengembangan  industri  dan 
teknologi  di  provinsi  Riau  yang  meliputi 
perdagangan,  pertanian  dan  pergudangan; 

-  tukar-menukar  kunjungan  tenaga  terlatih, 
spesialis  dan  penasihat; 


-  penyederhanaan  sistem  pajak  untuk  me- 
lancarkan  investasi; 

-  penyederhanaan  prosedur  masuk  dan  ke 
luarnya  orang. 

Suatu  komite  kementerian  Indonesia- 
Singapura  untuk  pengembangan  Riau  telah 
dibentuk.  Suatu  badan  koordinasi  ad  hoc 
juga  dibentuk  untuk  membantu  perusahaan- 
perusahaan  yang  menanam  modal  di  Riau 
dan  badan  itu  beranggotakan  pejabat-peja- 
bat  BAPPEDA  (Badan  Perencanaan  Pem- 
bangunan Daerah),  BKPMD  Riau  dan  Eco- 
nomic Development  Board  Singapura.  Suatu 
misi  bersama  promosi  investasi  Indonesia- 
Singapura  dikirim  ke  Tokyo  dan  Osaka  da- 
lam bulan  Desember  1990  untuk  mempro- 
mosikan  Batam. 

Kecenderungan  Perkembangan  di 
Batam,  Bintan  dan  Riau 

Indikator-indikator  Dasar 

Sebagaimana  dapat  diperkirakan  per- 
tumbuhan yang  pesat  sekali  telah  dialami  di 
Batam  selama  dua  tahun  yang  lalu  (lihat  Ta- 
bel  1).  Dalam  hal  penduduk,  jumlahnya  te- 
lah meningkat  pesat  dengan  rata-rata  22% 
setahun,  dan  dari  hanya  6.000  orang  pada 
tahun  1973  menjadi  43.000  orang  pada 
tahun  1983.  Indikator  lain  yang  dapat  dia- 
mati  berkenaan  dengan  peningkatan  kegiat- 
an  ekonomi  dan  pariwisata  adalah  perluasan 
lapangan  kerja,  frekuensi  penerbangan,  ke- 
datangan  kapal  di  pelabuhan  dan  jumlah 
wisatawan.  Semuanya  telah  bertumbuh  pe- 
sat, khususnya  dalam  dua  tahun  terakhir. 
Pertumbuhan  jumlah  tenaga  kerja  dalam 
masa  1988-1990  menjadi  dua  kali  lipat  de- 
ngan rata-rata  pertumbuhan  30%  setahun 
dibandingkan  dengan  15%  setahun  masa  se- 
belumnya.  Pada  tahun  1990  telah  mencapai 
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Tabel  1 

BATAM:  INDIKATOR  UTAMA  EKONOMI  DAN  PERTUMBUHAN 


Penduduk 

Pekerja 

Pekerja 

Frekuensi 

Kedatangan 

Jumlah 

Lokal 

Asing 

Penerbangan 

Kapal 

Wisatawan 

1973 

6.000 

1983 

43.000 

to  i 

1985 

58.000 

U.1J7 

1  545 

OU.  101 

1988 

79.400 

9.478 

153 

2.887 

9.066 

227.981 

1989 

90.500 

11.041 

140 

3.511 

10.258 

359.497 

1990 

106.800 

16.085 

251 

6,487 

37.802 

579.305 

PERTUMBUHAN 

1973-1983 

21,77 

1983-1988 

13,05 

43,11 

12,51 

1985-1988 

11,04 

15,45 

-12,71 

23,17 

17,48 

55,91 

1988-1990 

15,98 

30,27 

28,08 

49,90 

104,20 

59,41 

PRODUK  DOMESTIK  BRUTO  DAERAH  (NONMINYAK)  (Juta  pada  Harga  Tetap  1983) 


1983 

1983 

%  Bagian 

1986 

1986     %  Bagian 

Pertumbuhan  (%  p.a, 

Batam 

Riau 

Batam 

Batam 

Riau 

Batam 

1983-1986 

dari  Riau 

dari  Riau 

Batam 

Riau 

Pertanian 

209,63 

278.043,86 

0,08 

281,69 

314.863,20 

0,09 

10,35 

4,23 

0,63 

28,69 

0,71 

27,58 

Pertambangan 

2.12A,16 

72.461,40 

3,76 

3.475,39 

87.540,32 

3,97 

8,45 

6,50 

8,14 

7,48 

8,70 

7,67 

Manufaktur 

10.955,68 

72.190,77 

15,18 

13.146,96 

86.788,25 

15,15 

6,27 

6,33 

32,73 

7,45 

32,92 

7,60 

Listrik,  Gas,  Air 

162,30 

5.841,77 

2,78 

255,85 

10.570,39 

2,42 

16,38 

21,86 

0,48 

0,60 

0,64 

0,93 

Konstruksi 

681,19 

20.570,61 

3,31 

868,85 

33.008,81 

3,95 

8,45 

2,28 

2,04 

2,12 

2,18 

1,93 

Jasa 

18.695,90 

520.108,99 

3,59 

21.865,50 

619.675,67 

3,53 

5,36 

6,01 

55,86 

53,66 

54,75 

54,29 

PDBD 

33.471,44 

969.261,61 

3,45 

39.937,21 

1.141.490,42 

6,06 

5,60 

100,00 

100,00 

100,00 

010,00 

Catatan:  Angka-angka  yang  tercetak  miring  adalah  bagian  sektor-sektor 
Sumber:    Biro  Pusat  Statistik. 
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jumlah  16.085  orang.  Frekuensi  penerbang- 
an  dan  kedatangan  kapal  di  pelabuhan  me- 
ningkat  bahkan  lebih  dramatis  lagi  masing- 
masing  50%  dan  104%  setahun  selama  masa 
1988-1990. 

Jumlah  wisatawan  yang  mengunjungi 
Batam  telah  mencapai  579.305  pada  tahun 
1990,  yaitu  mengalami  pertumbuhan  60% 
setahun  selama  1988-1990.  Sekarang  Batam 
menjadi  daerah  tujuan  wisata  tersibuk  keti- 
ga  setelah  Jakarta  dan  Bali.  Meskipun  demi- 
kian,  pertumbuhan  kepariwisataan  memang 
sudah  tinggi  sebelum  perubahan  kebijaksa- 
naan  tahun  1989  dengan  angka  kenaikan 
rata-rata  56%  setahun  selama  1985-1988. 
Para  pengunjung  utama  adalah  orang-orang 
Singapura  yang  memanfaatkan  paket-paket 
wisata  dan  status  bebas  bea  ke  Batam  untuk 
membeli  barang-barang.  Stasiun  radio  di 
Batam  yang  populer  "Amazing  FM  Zoo" 
juga  telah  berjasa  mempromosikan  Batam. 
Diperkirakan  bahwa  14.000  orang  Singa- 
pura bepergian  ke  Batam  setiap  bulan  dan 
biasanya  selama  perjalanan  sehari,  meski- 
pun sebagian  ada  yang  bermalam  juga. 

Ada  baiknya  membandingkan  produk 
(nonminyak)  domestik  regional  kotor 
(PDRK)  antara  Batam  dan  Riau.  Pertum- 
buhan PDRK  Batam  sedikit  lebih  tinggi  dari- 
pada  Riau.  Yang  menarik  untuk  diperhati- 
kan  adalah  sumbangan  Batam  pada  sektor 
manufaktur  Riau.  Sementara  Batam  hanya 
mempunyai  bagian  3,45%  dari  PDRK  Riau, 
namun  menyumbang  15%  PDRK  pada 
sektor  manufaktur.  Karena  itu,  sementara 
Riau  memiliki  perekonomian  yang  terutama 
didasarkan  pada  minyak  bumi  dan  di  mana 
sektor  industri  mempunyai  peran  yang  kecil, 
proses  industrialisasi  telah  terjadi  dan  akan 
terjadi  di  Batam.  Batam  sekarang  ini  meru- 
pakan  kantong  industri  di  lingkungan  Riau. 
Akan  tetapi,  dalam  perencanaan  daerah  un- 


tuk mengembangkan  propinsi  Riau  ada  ren- 
cana  untuk  melakukan  diversifikasi.  Sektor- 
sektor  utama  yang  dipromosikan  adalah  pa- 
riwisata,  agrobisnis  dan  industri. 

Bintan,  pulau  terbesar  di  Riau,  akan  di- 
kembangkan  untuk  pariwisata,  agrobisnis 
dan  industri  ringan.  Pulau  Bintan  memiliki 
pantai-pantai  yang  indah  dan  mudah  dicapai 
dan  beberapa  tempat  sedang  dirancang.  In- 
dustri yang  direncanakan  untuk  Bintan  dida- 
sarkan atas  sumber-sumber  daya  Riau  yang 
antara  lain  mencakup  pengolahan  alumi- 
nium, penyulingan  minyak  (usaha  patungan 
Pertamina/Jepang  dan  AS),  industri  hilir 
minyak  berdasacJran  produk  seperti  poly- 
thene (grup  Salim). 

Pertumbuhan  dan  Kecenderungan  Penanam 
Modal 

Kebanyakan  investasi  di  Batam  berasal 
dari  sektor  swasta.  Menurut  Otorita  Batam, 
hingga  akhir  tahun  1990  jumlah  kumulatif 
penanaman  modal  di  Batam  telah  mencapai 
US$2,8  milyar  yang  terdiri  dari  swasta  79% 
atau  US$2,2  milyar  dan  pemerintah  21% 
atau  US$0,6  milyar.  Penanaman  modal  pe- 
merintah diarahkan  untuk  membangun  in- 
frastruktur  dasar.  Otorita  Batam  juga  mela- 
porkan  bahwa  dari  penanaman  modal  swas- 
ta, 31%  terdiri  dari  penanam  modal  asing 
dan  26%  penanam  modal  dalam  negeri  yang 
disetujui  melalui  Badan  Koordinasi  Pena- 
naman Modal  (BKPM).  Penanam  modal 
melalui  BKPM  memperoleh  bebas  bea  impor 
barang-barang  modal  dan  akselerasi  penyu- 
sutan.  Sedangkan  43%  dari  penanam  modal 
swasta  terdiri  dari  investasi  yang  tidak  mela- 
lui BKPM.  Ini  menunjukkan  bahwa  terda- 
pat  sejumlah  besar  penanam  modal  yang  ter- 
diri dari  perusahaan-perusahaan  kecil  atau 
dalam  sektor  pertanian. 
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Pengamatan  perkembangan  penanaman 
modal  asing  dan  dalam  negeri  yang  disetujui 
melalui  BKPM  menunjukkan  bahwa  pesat- 
nya  perkembangan  Batam  telah  menarik  mi- 
nat  para  penanam  modal.  Sayang  hanya  ter- 
sedia  angka  penanaman  modal  yang  disetu- 
jui dan  tidak  jelas  berapa  banyak  dari  yang 
disetujui  itu  telah  dilaksanakan.  Meskipun 
demikian,  penanaman  modal  yang  disetujui 
menunjukkan  adanya  minat  penanam  mo- 
dal. Hendaknya  diperhatikan  bahwa  angka- 
angka  penanaman  modal  yang  digunakan  di 
sini  bersumber  dari  BKPM  dan  belum  ter- 
masuk  penanaman  modal  dalam  sektor  mi- 
nyak  bumi  dan  keuangan. 

Setelah  tetap  rendah  di  tahun-tahun  se- 
belumnya,  penanaman  modal  asing  yang  di- 
setujui dalam  dua  tahun  terakhir  telah  me- 
ningkat  pesat  dari  US$65  juta  pada  tahun 
1988  menjadi  lebih  dari  empat  kali  pada 
tahun  1990  sebesar  US$295  juta  (lihat  Tabel 
2A  dan  2B).  Perkembangan  pesat  penanam- 
an modal  di  Batam  terjadi  bersamaan  de- 
ngan  perkembangan  pesat  penanaman  mo- 
dal di  Indonesia  sehubungan  dengan  per- 
baikan  iklim  penanaman  modal  dan  relokasi 
produksi  oleh  negara-negara  Asia  Timur. 
Selama  masa  yang  sama  penanaman  modal 
yang  disetujui  di  Indonesia  meningkat  dua 
kali  dari  US$4,4  milyar  menjadi  US$8,7 
milyar.  Meskipun  demikian,  Batam  menga- 
lami  pertumbuhan  lebih  pesat  karena  titik 
pangkalnya  yang  lebih  rendah  maupun  me- 
ningkatnya  minat  sejak  terjadinya  perubah- 
an  kebijaksanaan  pada  tahun  1989  di  sam- 
ping  adanya  persetujuan  antara  Singapura 
dan  Batam.  Ini  terlihat  jelas  dari  peningkat- 
an  sumbagan  Batam  dalam  keseluruhan  pe- 
nanaman modal  (kumulatif)  Indonesia  dari 
0,43%  tahun  1980  menjadi  4,2%  tahun  1990 
(lihat  Tabel  2B). 

Sebagaimana  dapat  diperkirakan  peran- 


nya  sebagai  lokasi  kegiatan  logistik  minyak 
bumi,  kebanyakan  penanaman  modal  asing 
sebelum  tahun  1989  berhubungan  dengan 
minyak  bumi,  antara  lain  perlengkapan  tarn- 
bang  minyak  dan  baja,  serta  besi  (pipa  lo- 
gam).  Sektor  terbesar  ketiga  yang  menerima 
penanaman  modal  asing  adalah  pariwisata, 
yang  kebanyakan  investasinya  terjadi  sebe- 
lum tahun  1980. 

Jelaslah  bahwa  dalam  perkembangan 
pesat  investasi  sekarang  ini,  telah  terjadi  per- 
geseran  minat  investor  dari  kegiatan-kegiat- 
an  logistik  minyak  ke  sektor-sektor  baru  se- 
perti  real  estate,  pariwisata,  elektronika,  ma- 
kanan,  dan  pertanian.  Sebagian  besar  dari 
investasi  pada  sektor  seperti  real  estate  (ter- 
masuk  industrial  estate),  makanan,  dan  per- 
tanian telah  dilakukan  guna  mengantisipasi 
kegiatan  ekonomi  yang  meningkat  di  Batam 
maupun  untuk  menyediakan  apa  yang  diper- 
lukan  pasar  Singapura.  Ada  juga  antisipasi 
terhadap  perkembangan  pariwisata.  Dalam 
hal  investasi  manufaktur  tampaknya  elektro- 
nika merupakan  satu-satunya  subsektor  pen- 
ting  yang  sekarang  ini  dipertimbangkan. 

Negara  penanam  modal  utama  di  Batam 
sebagaimana  tercatat  adalah  Singapura 
(lihat  Tabel  3A),  walaupun  telah  terjadi  di- 
versifikasi  negara  penanam  modal  akhir- 
akhir  ini.  Dalam  tahun  1980,  70%  investasi 
asing  berasal  dari  Singapura  dan  9%  dari 
Jepang.  Pada  tahun  1990  investasi  dari 
Singapura  telah  menurun  menjadi  46%, 
sementara  AS  mencapai  26%  dan  Jepang 
hanya  1%.  Namun  tidak  jelas  apakah  seba- 
gian dari  investasi  Singapura  berasal  dari 
subsidiari  perusahaan  asing  yang  berdomisjli 
di  Singapura.  Negara  lain  yang  telah  mena- 
namkan  modalnya,  meskipun  masih  relatif 
berjumlah  kecil,  adalah  Hong  Kong,  Negeri 
Belanda,  Swedia  dan  Inggris.  Pangsa  negara- 
negara  investor  di  Batam  sangatlah  berbeda 
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Tabel  2B 

JUMLAH  INVESTASI  ASING  YANG  DISETUJUI  DI  BATAM 

(US$  '000) 


Sektor 

1980* 

1985 

1988 

1989 

1990 

Elektronika 

n 
\j 

yj 

500 

500 

26  000 

Kimia 

0 

3.495 

3.495 

3.495 

3.495 

Alat  Pprtamhanpan  Minvak 

9.443 

108.925 

108.925 

113.425 

113.425 

Besi  &  Baja 

0 

76.465 

77.465 

125.465 

126.665 

Plastik  dan  Kertas 

0 

0 

0 

0 

5.600 

Pangan  &  Pertanian 

.  0 

0 

17.300 

43.600 

53.600 

Real  Estate 

0 

0 

1.500 

1.500 

193.225 

Pariwisata 

31.564 

31.564 

73.629 

134.129 

187.129 

Jasa  Perlengkapan 

0 

2.000 

6.000 

6.000 

8.600 

Mainan  Anak-anak  dan  Lain-lain 

0 

0 

0 

0 

6.000 

Total  Batam 

41.007 

222.448 

288.814 

428.114 

723.739 

Total  Indonesia 

9.567.000 

10.574.000 

11.400.200 

12.857.300 

17.291.800 

<7o  Batam 

0,43 

2,10 

2,53 

3,33 

4,19 

*  Kumulatif  sampai  31  Desember  1980 

Sumber:    Otoritas  Pengembangan  Industri  Batam  dan  BKPM. 


c  n 

.5  '5 
no  «  9 

«  ■§  - 

#  a 


c 

«  o 
CD 


a 

ca  © 

— 


c 

s 

B 


3 
— . 

ir. 
D 


On 
oo 
On 


00 
00 
On 


OO 

ON 


o 

00 
On 


n£)    oo    OO  |-~ 

r-" 


.    —    On  r- 

«»     -     ~  OT 

c  -t 


Tt    i/-n    m    <N    On  u~t 


—    v-1    NO    (N    <N    (N  — 


O   w")  vi 
"  O  ri 


ON_  —   0_  O   O   O  t-~   O  O 

oo"  o"  ©"  ©"  ©*  ©"  rf  no"  O  O* 


©  OO  <N 

j   N  N  h 

™  ■<»  r-  «-> 

c  od 


on 

<N 

o 

<* 

nC 

r- 

r~ 

oo 

in 

c 

oo 

On 

On 

ri 

NO 


§■■»  — •    Q    ©    ©  f-i 

NO    On    ©    wi    O  -<t 
—  WNVN.ONm'^'QOO 

jio\ril:ooe\d(n(Niin 

On  f-  —  —  —  (N  On 
<N  — 


On    —   t—  OONONOciCnIOO 

ON    NO  —  — .  fN  Tt 


NO  ON 

00  o 


-r 

—  o  o  o 

nC 

On  io 

On  tJ- 

on 

NC 

fl 

NO 

o  o 


©•t©©©Ofl© 

25    nO  t  5 

©  Tf  © 

tJ-   —  no  ci 


a 


C/) 


(9 


a  i 

c  E 


oo 
c 
«J 
Q. 

>-i  </5  < 


OO 

c 

o 

oo  c 

3  J 


M 

n 

§ 

E 

'■5 

3 

© 

d 

3 

t/5 

m 

a. 

c 

iS 

r 

00 

C 

Ing 

Lai 

© 

8 


NO 


O 
NO 


oo 


r- 


oo 
<N 


E 
m 

2 
o 


Tabel  3B 


JUMLAH  PENANAMAN  MODAL  ASING  DI  BATAM  MENURUT  NEGARA  DAN  SEKTOR 

(US$  '000) 


Bagian 

Negara  1980        1985        1988        1990  1990 


JEPANG 


Besi  dan  Baja 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

44 

- 

- 

Pariwisata 

0 

o 

2.000 

5.000 

56 

Total 

4.000 

4.000 

6.000 

9  000 

inn 

y.  joy 

0,09 

SINGAPURA 

Besi  dan  Baja 

0 

0 

0 

1.200 

0 

- 

- 

Pariu/icata 

IT  CU  i  w  iJClla 

Jl  .J04 

1 13.064 

38 

Elektronika 

0 

0 

500 

6.500 

2 

_ 

; 

Pangan  &  Pertanian 

0 

0 

1.000 

27.300 

9 

- 

- 

Real  Estate 

0 

0 

1.500 

141.500 

47 

Jasa  Perlengkapan 

0 

0 

0 

2.600 

1 

_ 

Mainan  Anak-anak 

0 

0 

0 

5.000 

2 

- 

- 

Total 

31.564 

31.564 

34.564 

299.164 

100 

1.052 

28.43 

AMERIKA  SERIKAT 

Besi  dan  Baja 

0 

63.015 

63.015 

63.015 

37 

Alat  Pertambangan  Minyak 

0 

99.482 

99.482 

99.482 

58 

_ 

Jasa  Perlengkapan 

0 

2.000 

2.000 

2.000 

1 

- 

- 

Kimia 

0 

3.495 

3.495 

3.495 

2  ! 

Mainan  Anak-anak 

0 

0 

0 

1.000 

1  | 

- 

Plastik  dan  Kertas 

u 

0 

0 

3.600 

2 

Total 

0 

167.991 

167.991 

172.591 

100 

2.170 

7,95 

HONGKONG 

Elektronika 

0 

0 

0 

12.500 

86 

Plastik  dan  Kertas 

0 

0 

0 

2.000 

14 

Total 

0 

0 

0 

14.500 

100 

3.737 

0,39 

BELANDA 

Besi  dan  Baja 

0 

0 

1.000 

1.000 

11 

Alat  Pertambangan  Minyak 

0 

0 

0 

4.500 

47 

Jasa  Perlengkapan 

0 

0 

0 

4.000 

42 

Total 

0 

0 

1.000 

9.500 

100 

1.982 

0,48 

*  Bagian  investasi  negara-negara  di  Batam  dari  total  investasinya  di  Indonesia 


Sumber:    Otoritas  Pengembangan  Industri  Batam  dan  BKPM. 


Total  %  Bagian* 
Indonesia  Batam 

1990  1990 
US$  Juta 
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dengan  peran  mereka  dalam  penanaman 
modal  di  Indonesia,  di  mana  investasi  Je- 
pang  adalah  dominan  sedangkan  investasi 
Singapura  merupakan  bagian  kecil. 

Memang  karena  investasi  yang  ke  Indo- 
nesia baru  mulai,  investasi  Singapura  di 
Batam  maupun  di  seluruh  Indonesia  masih 
lebih  sedikit  daripada  investasi  Singapura  di 
Johor  sendiri  ($328  dibandingkan  $1  milyar 
dalam  tahun  1989).  Singapura  dan  Johor 
telah  mempunyai  hubungan  bisnis  yang 
lebih  lama,  relokasi  pabrik-pabrik  Singa- 
pura ke  Johor  juga  telah  berlangsung  dalam 
masa  yang  lebih  lama. 

Selanjutnya  dapat  diperhatikan  sektor- 
sektor  manakah  yang  menarik  minat  negara- 
negara  investor  itu.  Investasi  Jepang  adalah 
dalam  dua  sektor:  besi  maupun  baja  dan  pa- 
riwisata  dengan  investasi  yang  terjadi  dua 
tahun  yang  lalu.  Investasi  utama  Singapura 
ialah  dalam  sektor  pariwisata.  Akan  tetapi, 
dalam  dua  tahun  lalu  telah  berlangsung  di- 
versifikasi  luas  dan  investasi  telah  bertam- 
bah  di  bidang  real  estate,  makanan  dan  per- 
tanian,  elektronika,  mainan  anak-anak  dan 
jasa-jasa  perlengkapan.  Real  estate  telah 
memperoleh  investasi  terbesar.  Investasi  AS 
dan  Belanda  kebanyakan  dalam  kegiatan 
logistik  minyak  dan  yang  berhubungan  de- 
ngan kegiatan  usaha  besi  maupun  baja  dan 
perlengkapan  pertambangan  minyak.  Hong- 
kong merupakan  investor  baru  di  Batam  dan 
investasi  mereka  kebanyakan  pada  sektor 
elektronika. 

Perkembangan  pesat  yang  sama  tercer- 
min  dalam  angka  investasi  dalam  negeri 
yang  disetujui  (lihat  Tabel  4A  dan  4B).  Sam- 
pai  tahun  1988  sebagian  besar  investasi  dila- 
kukan  pada  kegiatan  logistik  minyak  dan 
yang  berhubungan  dengan  kegiatan  perleng- 
kapan penambangan  minyak,  usaha  besi  dan 


baja,  bahan  material  konstruksi,  serta  pela- 
yanan  perkapalan  dan  penerbangan  (diban- 
dingkan dengan  persetujuan  investasi  sebe- 
sar  Rp40-60  milyar  pada  tahun-tahun  sebe- 
lumnya),  persetujuan  investasi  pada  tahun 
1990  melonjak  menjadi  Rp354  milyar.  Keba- 
nyakan dari  peningkatan  investasi  tahun 
1990  berada  pada  sektor  kimia  dan  real 
estate.  Akan  tetapi,  sejak  tahun  1988  inves- 
tasi dalam  elektronika  dan  pariwisata  juga 
telah  meningkat. 

Tabel  5  memperlihatkan  angka-angka 
ekspor  Batam  yang  konsisten  dengan  peru- 
bahan  pola  investasi  yang  terjadi  dalam  dua 
tahun  yang  lalu.  Sebelum  tahun  1988, 
ekspor  utama  adalah  perlengkapan  penam- 
bangan minyak.  Sementara  perlengkapan 
penambangan  minyak  tetap  merupakan  eks- 
por utama,  sejak  tahun  1988  dan  khususnya 
pada  tahun  1990  beberapa  komoditi  telah 
terdaftar  sebagai  ekspor  penting.  Komoditi 
ekspor  terbesar  kedua  adalah  pipa  logam 
dan  ini  berhubungan  dengan  penyelesaian 
sebuah  pabrik  pipa  tanpa  sambungan  untuk 
industri  minyak,  PT  Citra  Tubindo.  Ekspor 
tetbesar  ketiga  adalah  komponen-komponen 
elektronika  yang  mencerminkan  peningkat- 
an investasi  dalam  sektor  elektronika  yang 
terutama  untuk  pasaran  ekspor  dengan  nilai 
tambah  lebih  lanjut  di  Singapura.  Pertum- 
buhan  lain  yang  menarik  adalah  pertumbuh- 
an  ekspor  babi  hidup  dari  peternakan  babi  di 
pulau  berdekatan,  Bulan. 

Perkembangan  lain  yang  pantas  diperha- 
tikan adalah  penandatanganan  persetujuan 
secara  prinsip  antara  Pertamina  (perusahaan 
minyak  negara  Indonesia)  dan  Badan  Pela- 
yanan  Umum  Singapura  untuk  memasok  gas 
alam  dari  ladang  gas  Matak  di  Riau  300  km 
dari  Singapura  yang  diselenggarakan  oleh 
Conoco.  Selain  itu  telah  dilakukan  pula 
pcmbicaraan    mcngcnai    konstruksi  pusat 
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listrik  tenaga  gas  untuk  memasok  perlistrik- 
an  di  Batam  maupun  Singapura. 

Kawasan  Induslri 

Bukti  yang  paling  konkret  dari  kerja 
sama  bilateral  adalah  usaha  patungan  antara 
Singapura-Indonesia  senilai  US$400  juta  un- 
tuk membangun  suatu  kawasan  industri 
pada  bulan  Januari  1990.  Batam  Industrial 
Park  dimiliki  oleh  PT.  BATAMINDO  In- 
vestment Corp.  Bagian  pemilikan  saham 
Singapura  terdiri  dari  dua  perusahaan  peme- 
rintah,  Singapore  Technologies  Industrial 
Corp.  (30%)  dan  Jurong  Environmental 
Engineering  (10%)  sebuah  anak  perusahaan 
Jurong  Town  Corp.,  pembangun  kawasan 
industri  penting  di  Singapura.  Sedangkan 
mitra-mitra  Indonesia  (60%)  berasal  dari 
sektor  swasta  dan  tergabung  dalam  suatu 
grup  bernama  Herwindo  Rintis  yang  terdiri 
dari  salah  satu  grup  bisnis  besar  (kelompok 
Salim)  dan  yang  lain  (Bimantara  dan  Timmy 
Habibie). 

Batam  Industrial  Park  dikelola  oleh 
perusahaan  kedua  Batamindo  Industrial 
Management.  Kawasan  ini  akan  menempati 
tanah  seluas  500  ha  yang  dalam  lima  tahun 
kemungkinan  akan  bertambah  1.000  Ha 
lagi.  Diharapkan  proyek  ini  akan  mampu 
menampung  40.000-50.000  pekerja.  Sampai 
saat  ini  BATAMINDO  sudah  menghimpun 
32  investor  yang  telah  menandatangani  surat 
pernyataan  mulai  beroperasi,  termasuk  Su- 
mitomo. Para  investor  lain  yang  sudah  me- 
nandatangani surat  persetujuan  bergabung 
dengan  Batam  Industrial  Park  adalah:  Phil- 
lips, Western  Digital,  Sony,  Toshiba  dan 
Thomson  Electronics.  Sedang  diharapkan  30 
penyewa  lagi  sebelum  pertengahan  tahun 
1991.  Subsektor  utama  tampaknya  adalah 
elektronika  dengan  Singapura  merupakan 
investor  asing  terkemuka  yang  menanam 


modal  sebesar  US$120  juta. 

Kawasan  industri  menyediakan  kepada 
para  pengusaha  pabrik  untuk  kontrak  sewa 
jangka  pendek  maupun  panjang,  asrama 
para  pekerja,  dan  prasarana  pelengkap  yang 
lain.  Sudah  didatangkan  dua  generator 
9MW  ke  kawasan  ini  dari  pabrik  Indoce- 
ment  Jawa  Barat  yang  merupakan  milik  ke- 
lompok Salim.  BATAMINDO  juga  akan 
membantu  mencarikan  dan  melatih  tenaga 
kerja,  memproses  aplikasi  penanaman  mo- 
dal maupun  menjamin  kelancaran  arus  ba- 
rang  dan  orang  antara  Singapura  dan  Ba- 
tam. Bila  diperlukan,  mitra  Indonesia,  Her- 
windo Rintis,  dapat  ikut  serta  sebagai  peme- 
gang  saham  5%  dalam  perusahaan. 

Persetujuan  pemenuhan  fasilitas  teleko- 
munikasi  juga  telah  ditanggung.  Suatu  usa- 
ha patungan  antara  mitra  dagang  yang  sa- 
ma di  Batam  Industrial  Park  telah  dimulai 
untuk  membangun  proyek  telekomunikasi 
yang  menghubungkan  Batam  dengan  Singa- 
pura tanpa  melewati  Jakarta.  Menara  tele- 
komunikasi akan  dibangun  di  Batam  Indus- 
trial Park. 

Di  samping  Batam  Industrial  Park,  tujuh 
permohonan  lain  untuk  pembangunan  ka- 
wasan industri  sudah  disetujui.  Satu-satunya 
yang  telah  menghimpun  sejumlah  pemohon 
adalah  PT  Suar  International  Development 
yang  didirikan  oleh  para  investor  Taiwan 
dengan  para  pelamar  Taiwan  di  berbagai 
subsektor. 

Mofivasi  untuk  Investasi 

Ada  beberapa  motivasi  untuk  menanam- 
kan  modal  di  Batam  dan  Bintan:  (1)  untuk 
menunjang  kebutuhan  industri  minyak:  in- 
vestasi dan  ekspor  perlengkapan  penam- 
bangan  minyak,  besi  dan  baja  (terutama  pi- 
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pa  logam);  (2)  untuk  menyediakan  keper- 
luan  pasar  Singapura:  hasil  pertanian  dan 
pangan,  pariwisata  dan  pakaian;  (3)  untuk 
memanfaatkan  tenaga  kerja  yang  lebih 
murah  dan  sumber-sumber  daya  yang  ada. 
Pada  umumnya,  produksi  adalah  100%  un- 
tuk ekspor  (misalnya  elektronika)  yang  men- 
dayagunakan  dukungan  tenaga  kerja  teram- 
pil  dan  infrastruktur  Singapura;  dan  (4)  gu- 
na  mengantisipasi  pertumbuhan  Batam:  real 
estate,  kawasan  industri,  tempat-tempat  wi- 
sata  dan  proyek  infrastruktur  yang  lain. 

Motivasi  investor  asing  untuk  menanam- 
kan  modal  juga  beraneka  ragam.  Singapura 
dan  Indonesia  melakukan  penanaman  mo- 
dal berdasarkan  keempat  motivasi  itu.  Sebe- 
lum  perubahan  kebijaksanaan  dilaksana- 
kan,  perusahaan-perusahaan  Singapura  te- 
lah  membangun  tempat-tempat  kerja  di  Ba- 
tam untuk  menghasilkan  komponen- 
komponen  elektronika.  Investor-investor 
asing  yang  lain,  khususnya  AS,  telah  mena- 
nam  modal  dalam  usaha-usaha  yang  berhu- 
bungan  dengan  minyak  di  waktu  lalu.  Akan 
tetapi,  gelombang  baru  penanaman  modal 
asing  terutama  terdorong  oleh  motif  yang 
ketiga.  Beberapa  investor  asing  adalah  mere- 
ka  yang  merencanakan  untuk  merelokasi  in- 
dustrinya  dari  Singapura.  Peranan  Jurong 
Industrial  Estate  yang  anak  perusahaannya 
menjadi  mitra  di  Batam  Industrial  Park 
adalah  penting  untuk  memperlancar  proses 
relokasi  investor  yang  semula  berbasis  di 
Singapura. 

Salah  satu  investor  pertama  yang  bukan 
dari  Singapura  dan  yang  menunjukkan  mi- 
natnya  adalah  Sumitomo  Electrical  Automo- 
tive Products  Singapore,  yang  merupakan 
anak  perusahaan  Sumitomo  Electric  yang 
berada  di  Singapura.  Mereka  memproduksi 
perlengkapan  listrik.  kawat  listrik,  dan  kabel- 
kabcl  mobil;  kegiatan  produksi  ini  diharap- 


kan  mulai  pada  tahun  1991  dengan  550  pe- 
kerja.  Mereka  berlokasi  di  Batam  Industrial 
Park  dan  telah  mendapatkan  bantuan  dari 
suatu  perusahaan  tenaga  kerja  yang  didiri- 
kan  dengan  bantuan  pemerintah  Indonesia. 
Yang  menjadi  motivasi  utama  mereka  untuk 
mengadakan  investasi  adalah  murahnya 
biaya  tenaga  kerja  dan  adanya  dukungan 
dari  pemerintah  Singapura  --  "kami  bertum- 
pu  pada  pemerintah  Singapura".5  Selain 
mendirikan  sebuah  pabrik  di  Johor,  Sumito- 
mo juga  merencanakan  untuk  mengintegra- 
sikan  produksinya  dengan  menggabungkan 
produksi  dan  jasa  dari  anak-anak  perusaha- 
an di  tiga  lokasi.  Produk-produknya  akan 
diekspor  kembali  ke  Jepang. 

Para  investor  Indonesia  juga  telah  aktif 
menanam  modal  di  daerah  ini.  Investor  ter- 
besar  adalah  kelompok  Salim  yang  sudah 
menanamkan  modalnya  di  tiga  pulau  Riau: 
Batam,  Bulan  dan  Bintan.  Ini  tampaknya 
merupakan  bagian  dari  relokasi  dan  strategi 
diversifikasi  dari  kelompok  tersebut.  Mere- 
ka sedang  menanamkan  modalnya  dalam 
bermacam-macam  usaha  lain  selain  kawasan 
industri  dan  pembangunan  industri  Batam 
yang  sudah  disebutkan.  Kelompok  ini  juga 
menyewakan  seluruh  pulau  tidak  hanya  un- 
tuk usaha  agribisnis  terpadu  yang  meliputi 
peternakan  babi,  ayam  dan  buaya  tetapi 
juga  perkebunan  bunga  dan  buah-buahan. 
Bersama  dengan  kelompok  bisnis  besar  In- 
donesia lainnya,  Sinar  Mas  serta  investor- 
investor  lain  yang  lebih  kecil,  kelompok 
Salim  membangun  peternakan  babi  yang  di- 
mulai  tahun  1986,  jadi  sebelum  ada  peru- 
bahan kebijaksanaan.  Pasar  tujuan  mereka 
adalah  Singapura  yang  sekarang  membeli  se- 
kitar  110.000  babi  dan  merupakan  10-15<Vo 
dari  kebuiuhan  Singapura.  Mereka  merenca- 


'TaktfUChl,  dircklur  pelaksana,  ASWJ  5/12/1990. 
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Tabel  4B 

JUMLAH  PENANAMAN  MODAL  DALAM  NEOERI  YANG  DISETUJUI  DI  BATAM 

(Juta  Rp) 


Sektor 

1980 

1985 

1988 

1989 

1990 

Flelrf  ronika 

o 

o 

21.940 

25  250 

10  250 

Kimia 

0 

0 

0 

1.100 

226.100 

Alat  Pertambangan  Minyak 

0 

34.936 

53.145 

60.412 

60.412 

Besi  &  Baja 

0 

53.246 

67.626 

67.626 

67.626 

Pakaian  Jadi 

0 

0 

7.980 

7.980 

7.980 

Pangan  &  Pertanian 

A 

u 

A 

u 

A 

9.462 

Real  Estate 

0 

0 

0 

0 

106.175 

Pariwisata 

0 

6.000 

51.765 

61.024 

68.274 

Bahan  Konstruksi 

8.758 

23.084 

32.601 

32.601 

32.601 

Sarungtangan  Karet 

0 

0 

6.600 

9.522 

9.522 

Kapal  dan  Pesawat  Terbang 

Bangunan  dan  Jasa 

8.515 

46.584 

89.024 

117.343 

117.343 

Lain- lain 

0 

0 

7.491 

7.491 

8.472 

Total  Batam 

17.273 

163.850 

338.172 

390.349 

744.217 

Total  Indonesia  (Rp  Milyar) 

1.358 

33.747 

63.344 

82.938 

142.816 

%  Batam 

1.27 

0,49  . 

0,53 

0,47 

0,52 

Sumber:    Otoritas  Pengembangan  Industri  Batam  dan  BKPM. 
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Tabel  5 

PRODUK  EKSPOR  UTAMA  DARI  BATAM 
(US$  '000) 


Produk 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Ikan 

449 

483 

429 

3.319 

1.945 

Babi  Hidup 

0 

267 

1.880 

5.751 

7.784 

Pakaian  Jadi 

0 

3.252 

4.209 

4.758 

4.741 

Pipa  Logam 

246 

1.031 

4.920 

2.740 

30.664 

Kimia 

153 

0 

8 

157 

1.185 

Kompor  Elektronika 

0 

0 

1.813 

2.289 

16.998 

Alat  Pertambangan  Minyak 

0 

0 

23.483 

9.037 

63.898 

Komponen  TV 

0 

0 

0 

5.744 

2.539 

Alat  Transportasi 

0 

0 

0 

313 

7.470 

Telpon  Tanpa  Tali 

0 

0 

0 

0 

5.282 

Kerangka  Konstruksi 

0 

0 

0 

725 

784 

Suku  Cadang 

0 

0 

0 

199 

887 

Kayu  Gergajian 

181 

276 

912 

185 

658 

Kayu  Lapis 

0 

0 

0 

954 

1.354 

Subtotal 

1.029 

5.309 

37.654 

36.171 

146.189 

Total  Batam 

20.855 

26.817 

44.226 

52.987 

151.547 

Total  Riau  (Nonminyak)  198.319        278.997        398.648        429.496  595.527 


%  Bagian  Batam  11  10  11  12  25 


Total  Indonesia  (Nonminyak)  (USS  Juta)  6.552  8.472  11.621  13.480  14.604 

%  Bagian  Batam  0,32  0,32  0,38  0,39  1,04 


Sumber:    Biro  Pusat  Statistik. 
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nakan  memasok  600.000  babi  atau  50°/o  dari 
konsumsi  Singapura  pada  tahun  1998. 

Peternakan  buaya  (daging  dan  kulitnya) 
ditujukan  uhtuk  pasaran  Singapura  dan 
Hongkong.  Perkebunan  anggrek  merupakan 
usaha  patungan  antara  kelompok  Salim  dan 
perusahaan  bunga  Singapura,  dengan  tujuan 
pemasaran  ke  Singapura  dan  Jepang.  Ke- 
lompok Salim  juga  sedang  merencanakan 
peternakan  ayam.  Penyaluran  produknya 
telah  terjamin  pada  cabang-cabang  usaha 
kelompok  Salim  dalam  perusahaan  Indone- 
sia dan  Singapura  yang  memegang  izin 
usaha  dari  Kentucky  Fried  Chicken. 

Di  Batam  kelompok  Salim  sedang  meren- 
canakan investasi  pada  sektor  pariwisata 
dan  industri.  Mereka  juga  merencanakan 
akan  membangun  proyek  olefin  seharga 
US$1 ,5  milyar  di  Bintan  dekat  tempat  pergu- 
dangan  dan  pengapalan  barang-barang  Per- 
tamina. 

Selain  kelompok  Salim,  Asia  Permai, 
perusahaan  dalam  negeri  pembuat  elektroni- 
ka  dan  mesin  hitung,  juga  sedang  merenca- 
nakan membangun  pabrik  di  Batam.  Mere- 
ka berencana  menghasilkan  hi-fi  dan  walk- 
man  untuk  pasaran  AS  dan  mesin  hitung  un- 
tuk  pasaran  Eropa.  Motivasi  utamanya  ada- 
lah:  (1)  pelaksanaan  ekspor  yang  lebih  cepat 
karena  Batam  merupakan  bonded  area  dan 
karenanya  untuk  mengekspor  tidak  harus 
melalui  prosedur  administratif6  yang  rumit; 
(2)  lokasi  yang  berdekatan  dengan  Singa- 
pura sehingga  memudahkan  pemasaran  ser- 
ta  mudah  memperoleh  tenaga  kerja  teram- 
pil.  Tingginya  biaya  tenaga  kerja  di  Batam 
dibanding  Jawa  dapat  diimbangi  oleh  makin 

*Kendati  ada  dcrcgulasi  di  Indonesia  yang  melancar- 
kan  ekspor  demikian  sehingga  prosedur  sederhana  dan 
tidak  kompleks,  keuntungan  dari  pelaksanaan  ekspor 
lanpa  melalui  prosedur  administrasi  dipandang  lebih 
besar. 


tingginya  keuntungan  maupun  efisiensi.  Se- 
lain keempat  motivasi  tersebut  di  atas,  ada 
kemungkinan  kelompok  Asia  Permai  juga 
akan  mengambil  beberapa  komponen  dari 
Malaysia  untuk  kepentingan  produksinya. 

Suatu  usaha  patungan  Singapura-Indo- 
nesia  yakni  dengan  dua  anak  perusahaan 
kelompok  Astra  dari  pihak  Indonesianya 
merencanakan  pembuatan  semikonduktor. 
Satu  dari  anak  perusahaan  itu,  Astra  Grafia 
adalah  satu-satunya  agen  komputer  Gold 
Star.  Astra  Microtronics  Technology  sedang 
dibangun  dengan  investasi  sebesar  US$72 
juta  dan  berlokasi  di  Batamindo.  Mereka 
merencanakan  pembangunan  rangkaian 
usaha  terpadu  serta  pelaksanaan  ekspor 
yang  seharusnya  dimulai  pada  bulan  Agus- 
tus  tahun  ini.  Kapasitas  yang  direncanakan 
adalah  US$j45  juta  pada  tahun  1995. 

Target  pemasarannya  adalah  Amerika 
Serikat,  Eropa  dan  beberapa  pabrik  perakit- 
an  komputer  di  Asia.  Kendatipun  biaya- 
biaya  di  Batam  lebih  tinggi  daripada  di 
Jawa,  alasan  pokok  pemilihan  Batam  adalah 
karena  letaknya  yang  berdekatan  dengan 
Singapura;  hal  ini  memudahkan  investor  un- 
tuk mendapatkan  reputasi  internasional, 
karena  bagi  banyak  perusahaan  multinasio- 
nal  Singapura  merupakan  pusat  belanja  re- 
gional mereka.  Meskipun  Indonesia  belum 
mempunyai  reputasi  internasional  dalann  bi- 
dang  elektronika,  kedekatannya  dengan 
Singapura  dan  posisinya  sebagai  suatu 
bonded  zone  serta  kemampuan  untuk 
memenuhi  permintaan-permintaan  dengan 
cepat  akan  menjadi  pertimbangan  penting 
sebagai  akibat  pesatnya  perubahan  dan 
sangat  bersaingnya  ciri  industri  elektronika 
dewasa.ini.  Komponen-komponen  diimpor 
dari  Jepang,  sedangkan  sebagian  dirancang 
dari  Malaysia  dan  Thailand.  Sedangkan  in- 
put domestiknya  dipcrkirakan  30%. 
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III.  Kebijaksanaan  Ekonomi  Segi 
Tiga  Pertumbuhan:  Sualu  Pan-, 
dangan  Indonesia 

Gagasan  Ideal  Segi  Tiga  Pertumbuh- 
an 

Sebagaimana  telah  disebutkan,  gagasan 
segi  tiga  pertumbuhan  merupakan  gagasan 
memanfaatkan  keadaan  saling  melengkapi 
antara  wilayah-wilayah  yang  berdekatan. 
Tiga  wilayah  dipandang  sangat  saling  me- 
lengkapi karena  tingkat  perkembangannya 
yang  berbeda.  Tabel  6  memperlihatkan  per- 
bandingan  biaya  tenaga  kerja  dan  harga 
tanah  yang  menunjukkan  adanya  potensi  sa- 
ling melengkapi.  Riau  dapat  menyediakan 
tanah,  gas  alam,  tenaga  kerja  tidak  terampil 
dan  air  tawar.  Oleh  karena  itu,  proses  pro- 
duksi  yang  membutuhkan  tenaga  kerja  tidak 
terampil  dan  teknologi  rendah  akan  dilokasi- 
kan  di  Batam.  Berdasarkan  sumber  daya  ter- 
sebut,  maka  usaha-usaha  pertanian  dan  pe- 
ternakan  dapat  juga  dikembangkan  di  Riau. 

Demikian  pula  Johor  dapat  menyedia- 
kan tanah,  gas  alam  dan  air.  Akan  tetapi  ka- 
rena Johor  telah  lebih  maju  dan  memiliki  in- 
frastruktur  yang  lebih  baik  serta  tenaga  ker- 
ja yang  lebih  terampil,  maka  proses  produk- 
si  di  tingkat  menengah  lebih  cocok  dilokasi- 
kan  di  Johor.  Di  sini  juga  telah  ada  pengo- 
lahan  produk  pertanian  yang  maju  dan 
dapat  mengalihkan  kecakapan  dan  teknolo- 
ginya  kepada  provinsi  Riau. 

Sementara  itu,  Singapura  akan  menye- 
diakan infrastruktur  penunjang  seperti  ke- 
uangan,  transportasi  dan  telekomunikasi,  te- 
naga kerja  terampil,  manajemen  dan  akses 
ke  pasaran  dunia.  Jelas  Singapura  mempu- 
nyai  keunggulan  komparatif  dalam  sektor 
jasa.  Produksi  tingkat  tinggi  yang  padat 
modal  dan  teknologi,  termasuk  puslitbang 
juga  dapat  ditempatkan  di  Singapura. 


Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  bahwa 
pembagian  bidang  kerja  yang  dikemukakan 
di  atas  hanya  dapat  diterapkan  pada 
industri-industri  tertentu  dalam  sektor  ma- 
nufaktur  di  mana  proses  produksinya  dapat 
dengan  mudah  dipisah-pisahkan.  Industri 
permesinan,  automotif  dan  elektronika  me- 
rupakan contoh-contoh  subsektor  demikian. 

Prinsip  dasar  keunggulan  komparatif 
dan  pembagian  kerja  bukan  merupakan  hal 
yang  baru.  Akan  ada  tukar-menukar  produk 
dan  jasa  yang  memungkinkan  masing-ma- 
sing  lokasi  mengkhususkan  dan  mempro- 
duksi  dalam  skala  yang  lebih  besar  daripada 
jikalau  seluruh  proses  produksi  itu  berada 
dalam  satu  lokasi.  Selanjutnya,  kedekatan 
dan  mudahnya  pergerakan  barang  dan  jasa 
menyebabkan  lebih  rendahnya  biaya-biaya 
transportasi  dan  komunikasi,  lebih  cepatnya 
kesiapan  menanggapi  tuntutan  perubahan 
dan  mudahnya  keperluan  koordinasi.  Moti- 
vasi-motivasi  yang  diperkirakan  tadi  tam- 
paknya  sudah  menjadi  unsur-unsur  pertim- 
bangan  para  investor. 

Skala  ekonomi  juga  dapat  diperoleh  me- 
lalui  pengembangan  bersama  infrastruktur 
seperti  telekomunikasi,  pasok  air,  energi  dan 
pelayanan  listrik.  Menurut  Ng  dan  Wong 
(1990),  potensi  keuntungan  terkandung 
dalam  standardisasi  dan  externalities.  Kerja 
sama  dalam  pengadaan  air  dari  Bintan  ke 
Singapura  yang  sedang  di  negosiasi  merupa- 
kan contoh  konkret. 

Bidang  penting  lain  yang  dapat  bersama- 
sama  dipromosi  dan  dikembangkan  ada- 
lah  kepariwisataan  dan  industri  hiburan.  Ka- 
rena keterbatasan  tanah  yang  tersedia, 
Singapura  tidak  dapat  mengusahakan 
tempat-tempat  hiburan.  Johor  dan  Riau  de- 
ngan negeri  dan  kawasan  pantainya  yang 
luas  dapat  memanfaatkan  kelimpahan  wisa- 
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PERBANDINGAN  BIAYA  RELATIF  SAHAM  TANAH  DAN  PEKERJA 
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Johor/Malaysia      Jurong/Singapura  Batam/Indonesia 


Harga  Tanah  (US$  Per  M2) 

Rata-rata  Upah  Pekerja  dalam  US$  (Sebulan) 
Tidak  Terampil 
Setengah  Terampil 
Terampil 


4,08  4,25  2,3 

150  350  90 

220  420  140 

400  600  200 


Sumber:    Business  Times,  Februari  1991. 


tawan-wisatawan  dari  Singapura.  Target  pe- 
masarannya  justru  bukan  hanya  wisatawan 
non-ASEAN  yang  melihat  Singapura  seba- 
gai  pintu  gerbang  ke  Asia  Tenggara,  melain- 
kan  juga  para  wisatawan  ASEAN.  Orang- 
orang  Singapura  yang  mempunyai  pengha- 
silan  lebih  tinggi  akan  menjadi  bagian  pen- 
ting  dari  pasar  tersebut. 

Memang  perkembangan  dan  pertum- 
buhan  dari  masing-masing  daerah  di  dalam 
zone  diharapkan  secara  positif  berkembang 
dan  menjalar  ke  seluruh  negeri  yang  kemu- 
dian  akan  meningkatkan  pembangunan  eko 
nomi  masing-masing  negara  dan  seluruh  ka- 
wasan secara  kescluruhan. 

Bagaimana  mengenai  implementasi  ga- 
gasan  itu?  Cara  ideal  mengembangkan  segi 
tiga  pertumbuhan  dari  sudut  keuntungan  in- 
vestor ialah  bahwa  pembangunannya  menja- 
dikan  satu  kawasan  yang  tcrpadu.  Para  in- 
vestor hendaknya  dapat  berpikir  tentang  in- 
vestasi  dalam  satu  lokasi  dan  bukan  investasi 
di  tiga  negara.  Dengan  tingkat  kerja  sama 


yang  tertinggi,  ini  akan  berarti  bebas  berge- 
raknya  barang,  jasa  dan  orang-orang.  Untuk 
memungkinkan  pergerakan  bebas  barang- 
barang  ke  seluruh  kawasan  perlu  adanya 
syarat  bebas  bea  dan  perlu  penyelarasan  pro- 
sedur  cuka\  Supaya  dipandang  sebagai  satu 
lokasi  investasi,  juga  perlu  ada  penyesuaian 
dan  penyederhanaan  investasi,  perpajakan, 
hukum  pertanahan  dan  peraturan-peraturan 
lainnya.  Akhirnya  untuk  membuat  orang- 
orang  bebas  bergeraknya  perlu  ada  penye- 
suaian dan  penyederhanaan  peraturan  imi- 
grasi. 

Kenyataan:  Isu  dan  Masalah 

Sebagaimana  diketahui,  realisasi  dari 
gagasan  ideal  tersebut  mengalami  banyak 
hambatan  -  banyak  di  antaranya  tidak  ha- 
nya bersifat  ekonomi  semata-mata,  tctapi 
juga  sosial  dan  politis.  Lebih  dari  itu,  orang 
harus  melihai  isu-isu  bukan  hanya  per  ne- 
gara, melainkan  juga  pada  tingkat  antarpe- 
merinlah  (yaitu  di  antara  negara-negara). 
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Isu-isu  di  Lingkup  Indonesia 
Problema  yang  Berkaitan  dengan  Batam 

Infrastruktur  dan  Kebijaksanaan 

Transportasi  dengan  pelayanan  fery  yang 
teratur  dan  keadaan  jalan  raya  di  Batam  di- 
pandang  memadai  oleh  kebanyakan  inves- 
tor. Pemerintah  juga  merencanakan  perluas- 
an  lapangan  udara  agar  dapat  didarati 
Boeing  747  dan  pengembangan  suatu  pela- 
buhan  besar  guna  kepentingan  ekspor  di 
pantai  timur  Batam  yang  akan  meliputi  se- 
buah  terminal  bahan  mentah  minyak  sawit. 
Masalah  pokok  yang  dikemukakan  para  in- 
vestor adalah  pembangunan  prasarana  yang 
masih  ketinggalan,  yaitu  kurangnya  penye- 
diaan  fasilitas  tenaga  listrik,  air  tawar  dan 
telekomunikasi.  Perlistrikan  dan  teleko: 
munikasi  tidak  begitu  menyebabkan  ma- 
salah, karena  dapat  diatasi  dengan  pema- 
sangan  generator  dan  penggunaan  telepon 
seluler  yang  dibeli  dari  Singapura.  Akan  te- 
tapi,  air  tawar  dipandang  sebagai  suatu  ken- 
dala  yang  lebih  serius.  Ada  lima  tempat  pe- 
nampungan  air  yang  sedang  dibangun,  satu 
yang  terdekat  dengan  Kawasan  Industri  Ba- 
tam mendekati  penyelesaiannya. 

Perkembangan  pesat  dalam  investasi  ser- 
ta  peningkatan  cepat  penduduk  Batam  telah 
mendorong  perlunya  segera  dibangun  prasa- 
rana. Karena  dana  pemerintah  terbatas,  ma- 
ka  sektor  swasta  harus  diikutsertakan.  Seba- 
gaimana  telah  disebutkan,  kawasan  industri 
swasta  akan  mengisi  kekosongan  itu  dan 
para  investor  berusaha  mengatasi  masalah 
prasarana  dengan  memilih  lokasi  di  dalam 
kawasan  industri.  Peningkatan  peran  sektor 
swasta  ini  perlu  dipandang  dari  sudut  kecen- 
derungan  pemerintah  Indonesia  untuk  me- 
ningkatkan  peranan  sektor  swasta,  termasuk 
dalam  pembangunan  prasarana  seperti  jalan, 


pelabuhan  dan  telekomunikasi  secara  umum 
sejak  penurunan  harga  minyak.  Permasalah- 
an  yang  mungkin  terjadi  adalah  ketidak- 
adilan  distribusinya  sehubungan  dengan  ob- 
yektivitas  tender  seperti  dikemukakan  di  ba- 
wah  dan  kejelasan  peran-peran  sektor  swasta 
dan  pemerintah. 

Tenaga  Kerja  dan  Pertanahan 

Karena  tenaga  kerja  dan  tanah  merupa- 
kan  dua  sumber  daya  penting  yang  menarik 
sebagai  keunggulan  komparatif  Batam, 
maka  kita  perlu  mengkaji  kedua  hal  tersebut 
dan  mengetahui  kemungkinan  permasalah- 
annya.  Ketersediaan  tenaga  kerja  telah  di- 
persoalkan  oleh  sektor  swasta.  Hanya  seba- 
gian  tenaga  kerja  dapat  disediakan  dari  Ba- 
tam serta  pulau-pulau  Riau  dan  sekitarnya; 
selebihnya  harus  didatangkan  dari  wilayah 
lain  seperti  Sumatera  dan  Jawa,  Pemba- 
ngunan kawasan  industri  seperti  Batam  In- 
dustrial Park  merupakan  wujud  usaha  da- 
lam membantu  pencarian,  pelatihan  dan  pe- 
rumahan  tenaga  kerja. 

Sebagaimana  telah  disebutkan,  industri- 
industri  yang  padat  karya,  khususnya  in- 
dustri yang  membutuhkan  banyak  air,  ter- 
masuk dalam  daftar  negatif  di  Batam  seba- 
gai akibat  keterbatasan  sumber  daya  alam 
Batam.  Oleh  karena  itu,  dalam  menginter- 
pretasikan  gagasan  ideal  segi  tiga  pertum- 
buhan,  di  mana  industri  padat  karya  diang- 
gap  sebagai  keunggulan  komparatif,  harus 
disadari  pula  bahwa  akibat  pengaturan  dan 
kendala  fisiknya,  hanya  jenis-jenis  industri 
tertentu  seperti  elektronika  yang  dapat  dilo 
kasikan  di  Batam  dan  Riau. 

Berkenaan  dengan  pembelian  tanah, 
orang-orang  asing  tidak  diizinkan  memiliki 
tanah  kecuali  menyewanya  maksimum  sela- 
ma  30  tahun.  Ada  suatu  perselisihan  penda- 
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pat  di  tahun  1990  ketika  beberapa  perusa- 
haan  real  estate  menjual  rumah  kepada 
orang-orang  Singapura,  yang  memang  tidak 
dapat  memiliki  hak  milik  tanah.  Persoalan 
pokok  dengan  masalah  tanah  ialah  ketidak- 
cocokan  di  antara  BIDA  dan  Badan  Perta- 
nahan  Nasional  mengenai  pemberian  hak  ta- 
nah karena  tidak  ada  penentuan  tanggung 
jawab  yang  jelas.  Beberapa  investor  juga  te- 
lah  menunjukkan  biaya  berkenaan  dengan 
pembebasan  tanah  sebagai  disinsentif.  Un- 
tuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  para 
investor  akan  berlokasi  di  kawasan  industri. 


Isu  Pernerataan 

Perkembangan  yang  pesat  dari  satu 
daerah  umumnya  mengakibatkan  berbagai 
macam  masalah  pernerataan.  Rakyat  Riau 
merasa  prihatin  karena  tidak  memperoleh 
bagian  yang  adil  dari  keuntungannya.  Ini 
mempunyai  banyak  segi.  Investor-investor 
besar  dalam  negeri  cenderung  dibatasi  pada 
sejumlah  kelompok  besar  yang  berdomisili 
di  Jakarta.  Walaupun  hal  tersebut  lazim, 
penduduk  setempat  merasa  bahwa  mereka 
akan  dirugikan  karena  harga  tanah  yang 
menjadi  tinggi  dan  biaya  hidup  yang  lebih 
tinggi  di  kepulauan  Riau.  Ada  juga  perma- 
salahan dalam  mendapatkan  harga  yang  adil 
bagi  tanah  mereka.  Para  spekulan  telah 
membeli  banyak  tanah  di  Batam  dan  untuk 
menghadapinya,  sekarang  pembelian  tanah 
harus  dilaksanakan  melalui  BIDA  di  Jakar- 
ta, bukan  Batam  dan  para  pemilik  tanah  di- 
beri  waktu  terbatas  untuk  mengembangkan 
tanahnya.  Kalangan  bisnis  dan  orang-orang 
Jakarta  kemungkinan  memperoleh  keun- 
tungan,  sementara  kepentingan  lokal  dan 
daerah  merasa  tidak  akan  diuntungkan.  Isu 
penyerapan  lenaga  kerja  secara  potensial 
juga  merupakan  sesuatu  yang  sensitif.  Kcba- 


nyakan  pekerja  diperkirakan  berasal  dari 
Jawa  atau  Sumatera. 


Peraturan-peraturan 

Proses  pelaksanaan  investasi  dan  promo- 
si  Batam  masih  dipandang  ada  kekurangan- 
nya.  Beberapa  perusahaan  yang  diwawanca- 
rai  merasakan  bahwa  para  pengelola  Batam 
tidaklah  seaktif  sebagaimana  seharusnya  da- 
lam mempromosikan  dan  memudahkan  in- 
vestasi. Bahkan  kendatipun,  Badan  Pena- 
naman  Modal  diharapkan  menjadi  satu  tern- 
pat  pengurusan  akhir  dan  para  investor  ti- 
dak harus  datang  ke  Jakarta,  namun  jumlah 
hambatan  birokratis  juga  dirasakan  banyak, 
relatif  ke  Malaysia  dan  Singapura.  Proses 
urusan  investasi  di  Batam  diperkirakan  me- 
makan  waktu  dua  bulan  yang  jauh  lebih 
lama  daripada  pengurusan  di  Johor  dan 
Singapura. 

Masaluh  Sosial  yang  Potensial 

Jenis  industri  yang  dibayangkan  berloka- 
si di  Batam  seperti  elektronika  banyak  mem- 
pekerjakan  pekerja  wanita  muda.  Misalnya 
dalam  hal  Batam  Industrial  Park,  para  pe- 
kerja akan  dipasok  oleh  perusahaan  dan  un- 
tuk pabrik-pabrik  elektronika  yang  akan 
membutuhkan  setengah  dari  pekerja  itu, 
para  wanita  lajang  akan  direkrut  dari  Jawa 
untuk  bekerja  dengan  kontrak  2Vi  tahun. 
Tingkat  upahnya  akan  jauh  lebih  tinggi  dari- 
pada upah  di  Jawa  tctapi  lebih  rendah 
daripada  upah  di  Singapura  yaitu  diperkira- 
kan US$125  sebulan.  Masalah-masalah 
sosial  yang  potensial  dapat  timbul  dari  ter- 
konscntrasinya  penduduk  wanita  muda. 

Kebutuhan  perumahan  yang  memadai 
untuk  mcnampung  scmua  pekerja  itu  juga 
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dapat  menimbulkan  masalah  sosial.  Pertum- 
buhan  telah  menarik  arus  penduduk  pencari 
lapangan  kerja,  banyak  dari  mereka  adalah 
orang  muda  dan  tenaga  tidak  terampil  yang 
bekerja  pada  bidang  konstruksi.  Ini  telah 
menyebabkan  berkembangnya  lingkungan 
perkotaan  kumuh  dan  pada  tahun  1988  di- 
bentuk  suatu  tim  pemerintah  daerah  untuk 
menangani  penduduk-penduduk  ilegal  itu. 
Hasilnya  adalah  perpindahan  3.500  peng- 
huni  lingkungan  kumuh  ke  lokasi-lokasi 
yang  layak. 

Pada  bulan  Oktober  1990  Menteri  Habi- 
bie menganjurkan  agar  semua  perusahaan 
real  estate  harus  memikirkan  biaya  peru- 
mahan  yang  rendah  dalam  proyek-proyek 
mereka.  Apakah  ini  akan  dilaksanakan  atau 
tidak  masih  tanda  tanya.  Jika  para  peng- 
usaha  atau  pemerintah  tidak  mengusaha- 
kan  biaya  perumahan  yang  lebih  rendah, 
mungkin  Batam  akan  terisi  dengan  banyak 
lingkungan  kumuh  untuk  para  pemukim 
baru.  Biaya-biaya  yang  meningkat  dapat 
juga  berarti  bahwa  walaupun  upah  sudah 
lebih  tinggi,  tetapi  biaya  hidup  bagi  orang- 
orang  daerah  itu  masih  terlalu  tinggi. 

Akibat-akibat  negatif  dari  suatu  daerah 
yang  berkembang  terlalu  pesat  yang  biasa- 
nya  diperkirakan  terjadi  adalah  peningkatan 
kejahatan  dan  berbagai  konflik  karena  ke- 
timpangan  sosial.7 

Perkembangan  Batam  bagi  Daerah  Indo- 
nesia Lainnya 

Sebagaimana  dapat  diperkirakan  masa- 
lah pokok  seputar  perkembangan  Batam- 
Riau  terhadap  daerah  Indonesia  lain  berciri- 
kan  distribusional.  Ada  dua  jenis  masalah 

1  Business  Indonesia,  27  Agustus  1990. 


distribusi.  Yang  pertama  adalah  anggapan 
bahwa  hanya  sekelompok  kecil  orang  mem- 
peroleh  manfaat  dari  pembangunan  segi  tiga 
pertumbuhan.  Sudah  ada  kritik  mengenai 
terbatasnya  jumlah  partisipan  dalam  proyek 
Singapura-Batam.  Hanya  sejumlah  kelom- 
pok  usaha  besar  yang  berbasis  Jakarta  tam- 
pak  aktif  terlibat  dalam  investasi  di  segala 
tingkatan.  Persoalan  lain  menyangkut  segi- 
segi  etnis. 

Masalah  distribusi  yang  kedua  adalah 
pembangunan  Riau  dibandingkan  dengan 
daerah  Indonesia  lainnya.  Tugas  mengem- 
bangkan  Riau  diserahkan  kepada  Batam  De- 
velopment Authority  yang  berada  di  bawah 
yurisdiksi  Menteri  Keuangan  dan  demikian- 
lah  anggarannya  secara  teknis  juga  ada  di 
bawah  anggaran  Kementerian.  Juga  ada 
dana-dana  melalui  anggaran  pemerintah  pu- 
sat  yang  dialokasikan  ke  setiap  provinsi. 
Berkenaan  dengan  kebutuhan  untuk  mem- 
bangun  prasarana  secepatnya,  masalah  lain 
yang  muncul  adalah  mengapa  pengembang- 
an  Riau  diprioritaskan.  Bagaimana  menge- 
nai pengembangan  Indonesia  Bagian  Timur 
yang  merupakan  tujuan  penting  dalam  ren- 
cana  lima  tahun  sekarang  ini?  Perasaan  na- 
sionalis  di  Indonesia  pada  dasarnya  masih 
kuat  dan  kadang-kadang  kemunculannya 
mempengaruhi  kebijaksanaan-kebijaksana- 
an  ekonomi.  Pembatasan-pembatasan  pada 
kepemilikan  asing,  misalnya,  dapat  dite- 
lusuri  pada  perasaan-perasaan  kuat  anti 
penanaman  modal  asing  (umumnya  anti  Je- 
pang)  dan  demonstrasi-demonstrasi  yang 
terjadi  di  pertengahan  tahun  1970-an.  Jadi 
jika  kepulauan  Riau  terlihat  dikontrol  dan 
"dikelola"  oleh  Singapura,  maka  perasaan- 
perasaan  nasionalis  di  daerah  Indonesia  lain- 
nya merupakan  suatu  kekuatan  melawan  pe- 
merintah, walaupun  keuntungan-keuntung- 
an  ekonominya  jelas.  Pada  saat  sekarang 
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yang  tampak  lebih  banyak  adalah  masalah 
distribusi  daripada  perasaan  nasionalis. 

Isu-isu  Tingkatan  Antarpemerintah- 
an 

Tingkaf  Komitmen  Polilik 

Ada  suatu  basis  bersama  untuk  ketiga 
pemerintah,  yaitu,  meliputi:  tujuan-tujuan 
pertumbuhan  ekonomi  bersama;  keinginan 
untuk  menumbuhkan  penanaman  modal 
swasta;  dan  tidak  adanya  pertentangan  de- 
ngan  kepentingan  nasional  sehubungan  de- 
ngan  harus  membuka  pasar  domestik  (suatu 
hambatan  bersama  dalam  kera  lgka 
ASEAN).  Akan  tetapi,  komitmen  politik 
yang  mendukung  gagasan  itu  oleh  perrerin- 
tah  pusat  ketiga  negara  harus  kuat  sebelum 
dipertimbangkan  kebijaksanaannya  yang  le- 
bih pragmatis  dan  bagaimana  mengimple- 
mentasikan.  Komitmen  politik  memang  di- 
perlukan  untuk  memberi  kepastian  kepada 
para  investor  dan  untuk  memberi  arah  peru- 
musan  dan  implementasi  seperangkat  kebi- 
jaksanaan  yang  jelas.  Sektor  swasta  yang  di- 
wawancarai,  terutama  mereka  yang  belum 
menanam  modal  di  situ,  merasakan  bahwa 
komitmen  politik  merupakan  pertimbangan 
yang  sangat  penting.  Seperti  diketahui  dari 
analisis  risiko  melakukan  investasi  di  suatu 
negara,  stabilitas  politik  merupakan  faktor 
yang  amat  penting  yang  dipertimbangkan 
dalam  memilih  suatu  lokasi  untuk  investasi. 
Keputusan  Sumitomo  untuk  berlokasi  di  Ba- 
tam  didorong  oleh  pertimbangan  pemerintah 
Singapura  dalam  keputusannya  menanam 
modal  di  Batam  adalah  sehubungan  dengan 
masalah  tersebut.  Dalam  segi  tiga  pertum- 
buhan hal  ini  terwujud  dalam  kebutuhan  un- 
tuk komitmen  politik  yang  kuat  oleh  ketiga 
pemerintahan. 


Pada  saat  sekarang  tampaknya  komit- 
men yang  terkuat  berasal  dari  pihak  Singa- 
pura. Pihak  Indonesia  cukup  mendukung 
meskipun  barangkali  kurang  kuat  dibanding 
pihak  Singapura  karena  ada  beberapa  isu 
yang  dianggap  masih  perlu  dibahas.  Semen- 
tara  itu,  pihak  Malaysia  belum  memberikan 
komitmen. 

Selain  manfaat-manfaat  ekonomi  yang 
jelas  bagi  Singapura  untuk  menjadikan 
Johor  dan  Riau  sebagai  wilayah  "hinter- 
land" guna  mengatasi  kendala-kendala  per- 
tumbuhannya  sebagai  akibat  keterbatasan 
wilayahnya  sendiri,  hipotesa-hipotesa  beri- 
kut  ini  juga  pernah  diberikan  sebagai  alasan 
kuat  mengapa  Singapura  memberikan  du- 
kungan.  Pertama,  Singapura  cenderung  me- 
lihatnya  dari  segi  "kepentingan  bersama" 
karena  mereka  merasa  bahwa  negara-negara 
lain  juga  akan  diuntungkan.  Kedua,  jalinan 
ekonomi  yang  lebih  erat  di  antara  tiga  nega- 
ra juga  dilihat  sebagai  suatu  isu  strategis  bagi 
Singapura  dilam  mengurangi  ancaman  yang 
berasal  dari  negara-negara  tetangganya. 

Pertimbangan  penting  yang  lain  adalah 
bahwa  Singapura  tergantung  pada  Johor  da- 
lam hal  pasokan  airnya.  Sebagai  akibat  per- 
tumbuhan Johor,  peningkatan  pasok  air  itu 
tidak  siap  tersedia  bila  diperlukan  dan  demi- 
kianlah  ini  mengharuskan  untuk  mendiver- 
sifikasikan  sumber  komoditi  yang  begitu 
penting.  Maka  karena  Singapura,  yang  pa- 
ling tergantung  pada  gagasan  segi  tiga  per- 
tumbuhan, dan  yang  diperkirakan  akan 
memperoleh  keuntungan  yang  terbanyak, 
Singapura  berusaha  mendorong  dan  membe- 
rikan perwujudan  yang  paling  konkrct  dan 
komprehensif  dari  gagasan  tersebut.  Mereka 
juga  mencoba  memperluas  pentingnya  ga- 
gasan itu  di  dalam  kerja  sama  ekonomi 
ASEAN. 
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Singapuralah  yang  paling  tergantung  dan 
merasakan  sangat  mendesaknya  pengem- 
bangan  segi  tiga  pertumbuhan  yang  didu- 
kung  oleh  ketiga  pihak.  Sementara  bagi  In- 
donesia, pengembangan  Batam  adalah  pen- 
ting,  namun  tidak  menentukan  karena 
Batam  merupakan  bagian  kecil  saja  dari  In- 
donesia. 

Pemerintah  Indonesia  telah  menggeser 
arah  kebijaksanaan  ekonominya  sejak  tahun 
1986.  Kemauan  politik  untuk  melaksanakan 
devaluasi  yang  tak  populer  dan  deregulasi- 
deregulasi  menjadi  kuat  setelah  anjlognya 
harga  minyak  bumi  dalam  tahun  1986.  Sejak 
itu  kebijaksanaan  ekonomi  telah  bergeser 
menuju  kebijaksanaan  yang  berorientasi  ke 
luar  negeri  dan  meningkatkan  peranan 
sektor  swasta.  Perubahan  tersebut  sangat 
menentukan  perubahan  dalam  kebijaksana1 
an  atas  Batam  dan  Riau.  Dukungan  peme- 
rintah pusat  pada  pengembangan  Riau  harus 
dilihat  dari  sudut  upaya  peningkatan  ekspor 
nonmigas.  Pertumbuhan  ekspor  nonmigas 
yang  dramatis  dalam  beberapa  tahun  ter- 
akhir  ini  telah  memberi  dukungan  pada  ke- 
bijaksanaan tersebut  dan  memungkinkan  le- 
bih  banyak  dukungan  bagi  gagasan  pengem- 
bangan kepulauan  Riau  sebagai  bagian  dari 
strategi  peningkatan  efisiensi  dan  daya  saing 
Indonesia  dalam  pasaran  dunia.  Dapat  di- 
perkirakan  bahwa  dukungan  tidak  akan  di- 
peroleh  jika  hal  itu  dilakukan  sebelum  ada- 
nya  perubahan  orientasi  kebijaksanaan  eko- 
nomi Indonesia  dan  penurunan  harga  mi- 
nyak bumi.  Pertentangan  dari  kelompok  na- 
sionalis  akan  lebih  kuat  dalam  periode  sebe- 
lum 1986.  Alasan  lain  dari  kurangnya  senti- 
men  kelompok  nasionalis  terhadap  negara 
asing  yang  menggunakan  dan  mengembang- 
kan  daerah  Indonesia  adalah  karena  Singa- 
pura  tidak  dilihat  sebagai  ancaman.  Dan 
memang  sebagai  negara  yang  akhirnya  tidak 


mengalahkannya  dalam  persaingan.  "Kami 
perkirakan  akhirnya  akan  bersaing  dengan- 
nya,  karena  itu  mengapa  kita  tidak  menggu- 
nakan Batam  sebagai  batu  loncatan  untuk 
pertumbuhan  lebih  lanjut  untuk  sementara 
waktu?"  (Emil  Salim,  FEER,  3  Januari 
1991). 

Respons  yang  cepat  dalam  bentuk  peru- 
bahan kebijaksanaan  dan  dukungan  yang  di- 
berikan  pihak  swasta  dapat  juga  dilihat  se- 
bagai indikasi  kuatnya  komitmen  politik  un- 
tuk memulai  pembangunan  secara  cepat;  ji- 
ka harus  menunggu  pemerintah  membangun 
prasarana  maka  realisasi  investasi  akan  men- 
jadi jauh  lebih  lama.  Akan  tetapi,  masalah 
pemerataan  telah  menjadi  lebih  penting  dari- 
pada  masalah  nasionalisme  yang  memperta- 
nyakan  motif-motif  dan  rencana  Singapura 
seperti  dikemukakan  di  atas.  Kritik  telah  di- 
tujukan  kepada  kelompok-kelompok  di 
dalam  negeri  yang  menanam  modal  dalam 
usaha  besar  di  kawasan  segi  tiga  pertumbuh- 
an dan  berusaha  mencari  keuntungan  dari 
kerja  sama  ekonomi.  Sebagaimana  disebut- 
kan  ini  menambah  problema  etnis  dan  ke- 
nyataan  bahwa  mayoritas  orang  Singapura 
adalah  keturunan  Cina,  dengan  sendirinya 

o 

menambah  dimensi  masalah  etnis. 

Orang-orang  Indonesia  juga  cenderung 
lebih  melihat  segi  tiga  pertumbuhan  dari 
perspektif  Indonesia  daripada  perspektif 
ASEAN.  Jelaslah  perspektif  mereka  adalah 
keuntungan-keuntungan  dari  segi  tiga  per- 
tumbuhan untuk  memperoleh  dana-dana 
dan  keahlian  guna  membangun  kawasan. 

Pemerintah  Malaysia  tampaknya  masih 
belum  mempunyai  komitmen  terhadap  selu- 
ruh  konsep.  Sementara  PM  Mahathir  telah 
mendukung  gagasan  pada  bulan  Juni  1990, 
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tampaknya  Malaysia  masih  mempertim- 
bangkan  banyak  masalah  dalam  mewujud- 
kan  konsep.  Satu  dari  masalah  menonjol 
yang  penting  adalah  hubungan  Negara  Ba- 
gian  Johor  dan  Pemerintah  Federal  dalam 
pengembangan  segi  tiga. 

Sebagai  akibat  posisi  Malaysia  dan  ke- 
nyataan  bahwa  ada  investasi  dan  hubungan 
dagang  yang  tak  berarti  antara  Johor  dan 
Batam/Riau,  maka  pihak  yang  ketiga  dalam 
segi  tiga  belum  ada.  Sekarang  ini  pemerintah 
Malaysia  dan  Indonesia  baru  bersepakat 
bahwa  akan  perlu  adanya  kerja  sama  dan 
suatu  persetujuan  kerja  sama  perlu  dipertim- 
bangkan.  Banyak  orang  Malaysia  dan  Indo- 
nesia hanya  melihat  dua  hubungan  bilateral 
dengan  Singapura  sebagai  pusatnya.  "Singa- 
pura  akan  menjadi  pusat  komando",  kata 
seorang  pejabat  militer  di  Jakarta,  "Ini 
mungkin  menimbulkan  persoalan-persoalan 
konstitusional  bagi  kita  di  masa  menda- 
tang". 


Masalah  Implementasi  Praktis:  Koordinasi 
Kebijaksanaan  dan  Peraturan 

Bentuk  Kerja  Sama 

Satu  soal  penting  yang  belum  ditentukan 
sampai  hari  ini  adalah  bentuk  kerja  sama 
yang  akan  diambil.  Sampai  saat  ini  belum 
ada  forum  trilateral  untuk  membahas  ga- 
gasan  untuk  kerja  sama  yang  berbasiskan 
trilateral.  Pada  pertemuan  antara  Presiden 
Soeharto  dan  PM  Mahathir  bulan  Juni  1990 
di  mana  dukungan  resmi  diberikan  oleh  dua 
negara  terhadap  segi  tiga  pertumbuhan,  Ma- 
hathir menyatakan  bahwa  perkembangan 
segi  tiga  pertumbuhan  seharusnya  didasar- 
kan  atas  hubungan-hubungan  bilateral.  Ia 
lebih  lanjut  menambahkan  bahwa  ini  bcrim- 


plikasi  tidak  akan  dibentuk  pasaran  bersa- 
ma. 

Suatu  persetujuan  dan  komite  kerja  seca- 
ra  bilateral  telah  dibentuk  antara  Indonesia 
dan  Singapura.  Suatu  komite  bisnis  bersama 
juga  ada  antara  Malaysia  dan  Singapura. 
Akan  tetapi,  pihak  ketiga,  antara  Malaysia 
dan  Indonesia  belum  ada  di  luar  persetujuan 
bahwa  perlu  ada  sejenis  MOU  (memoran- 
dum of  understanding).  Semua  sepakat 
bahwa  diperlukan  suatu  kerja  sama  timbal 
balik  dan  bukan  suatu  perjanjian  formal  dan 
tidak  ada  rencana  untuk  mengembangkan 
suatu  sistem  pasaran  bersama.  Kesepakatan 
tersebut  lebih  merupakan  kerja  sama  untuk 
pasaran  Negara  Ketiga. 

Masalah  yang  paling  jelas  adalah  mem- 
bangun  kawasan  pertumbuhan  segi  tiga  se- 
bagai satu  kawasan  untuk  investasi  dengan 
kebebasan  bergerak  barang,  jasa  dan  orang, 
maupun  penyerasian  kebijaksanaan-kebijak- 
sanaan  masing-masing  negara.  Ini  menanda- 
kan  pentingnya  koordinasi  pada  tingkat  pe- 
merintah. 

Pemerintah  Singapura  dan  Indonesia 
tampaknya  mendukung  gagasan  ini.  Misal- 
nya,  Habibie  (1991)  membandingkan  kon- 
sepnya  dengan  perjanjian  Benelux  yang 
mengatur  barang,  jasa  dan  orang  dari  satu 
negara  dapat  masuk  dan  keluar  wilayah  ne- 
gara lain  secara  bebas. 

Segi  tiga  pertumbuhan  sebagaimana  ada- 
nya sekarang  belum  mencapai  tingkatan  itu. 
Masalah-masalah  penting  yang  membutuh- 
kan  penjelasan  oleh  ketiga  pihak  ialah: 

-  Perangkal  Kelembagaan:  perlukah  diben- 
tuk suatu  otoritas  pembangunan  bersama 
yang  terdiri  dari  tiga  pemerintah  dan  me- 
miliki  wewenang  mcnyctujui  investasi. 
mcmutuskan  pcrsclisihan  dan  mengclola 
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kawasan?  Bagaimanakah  bentuk  badan 
pelaksananya?; 

-  Zona  Bebas  Bea:  sementara  Batam  dan 
Singapura  adalah  wilayah  bebas  bea,  ma- 
ka  Johor  tidak.  Tidak  mungkin  bahwa  se- 
luruh  wilayah  Johor  dengan  pertim- 
bangan  arah  kebijaksanaan  Federal  (pu- 
sat)  dan  masalah-masalah  praktis  meli- 
puti  mencegah  atau  menyaring  masuknya 
barang-barang  untuk  daerah  Malaysia 
yang  lain.  Akan  tetapi  ada  kawasan  per- 
dagangan  bebas  dan  lokasi  manufaktur 
yang  diizinkan  di  Johor  yang  dapat  dipro- 
mosikan  dan  barangkali  diperluas  untuk 
meningkatkan  kebebasan  bergerak  ba- 
rang-barang; 

-  Persyaratan  Kepemilikan  Asing:  semua 
anggota  segi  tiga  pertumbuhan  mengizin- 
kan  100%  kepemilikan  asing,  tetapi  Indo- 
nesia mensyaratkan  penyerahan  5%  bagi1 
an  saham  dalam  waktu  lima  tahun.  Hal 
yang  belakangan  ini  sedikit  memberi  ken- 
dala  bagi  para  invetor,  tetapi  karena  ada- 
nya  perasaan  nasionalis  di  Indonesia  hal 
itu  tak  mungkin  diubah; 

-  Masa  Bebas  Pajak  dan  Insentif-insentif: 

Malaysia  memberikan  masa  bebas  pajak 
dan  insentif-insentif  bagi  perusahaan  pe- 
rintis  dan  pengekspor.  Singapura  mem- 
berikan masa  bebas  pajak  untuk  peru- 
sahaan pengekspor  dan  berbagai  insentif 
bagi  jenis-jenis  perusahaan  secara  ber- 
lainan.  Sementara  itu,  Indonesia  sama 
sekali  tidak  memberikan  masa  bebas 
pajak  apa  pun.  Pemerintah  Indonesia  su- 
dah  enggan  memberlakukan  lagi  insentif 
masa  bebas  pajak.  Insentif  ini  tak  diberi- 
kan  sejak  tahun  1984  sebagai  bagian  dari 
reformasi  pajak  yang  dimaksudkan  un- 
tuk meningkatkan  pendapatan  pajak  non- 
minyak  bumi.  Yang  mendasarinya  adalah 
prinsip  netralitas,  oleh  karenanya  tidak 


mungkin  diubah.  Selain  itu,  insentif-in- 
sentif pajak  dipandang  sebagai  hal  kecil 
oleh  investor  dibandingkan  dengan  masa- 
lah  lain  yang  lebih  penting  yakni  stabilitas 
politik  dan  kepastian  tentang  peraturan- 
peraturan  investasi; 

-  Pergerakan  Pekerja  dan  Penduduk:  Singa- 
pura mengizinkan  perusahaan- perusahaan 
membawa  para  pekerja  dari  operasi  re- 
gionalnya  masuk  Singapura  untuk  dilatih 
dalam  bidang  teknik  dan  kepengawasan. 
Singapura  telah  mengusulkan  sistem  Kar- 
tu  Pintar  (Smart  Card)  bagi  orang-orang 
bukan  Indonesia  yang  bepergian  ke  Batam 
secara  teratur.  Daripada  harus  pergi  me- 
lalui  imigrasi  terus-menerus  dan  paspor- 
paspor  mereka  dicap  setiap  kali  lebih  baik 
pemegang  Kartu  Pintar  memasukkan  kar- 
tunya  ke  dalam  komputer  yang  akan 
mencatat  kedatangan  dan  kepergiannya. 
Kartu  ini  diberikan  berdasarkan  visa  bis- 
nis  yang  sah  dari  kedutaan  Indonesia. 
Akan  tetapi  pergerakan  bebas  pekerja  In- 
donesia akan  mengakibatkan  masalah  be- 
sar  pengontrolan  dan  pemantauan  bagi 
Malaysia  dan  Singapura. 

Apakah  Ada  Komplementaritas  yang  Me- 
madai? 

Dalam  hal  kerja  sama  segi  tiga  pertum- 
buhan antarnegara  kemungkinan  akan  dica- 
pai  keberhasilan  karena  tidak  adanya  per- 
syaratan pasaran  bersama.  Yaitu  tidak  ada 
masalah  dalam  kasus  membuka  pasar  do- 
mestik  masing-masing.  Justru  yang  dituju 
adalah  penghimpunan  sumber-sumber  daya 
untuk  menarik  investor-investor  yang  akan 
memasarkan  produk  mereka  pada  umumnya 
ke  luar  kawasan.  Sebagian  barang-barang 
akan  memasuki  pasar  Singapura,  sebab 
Singapura  sejak  semula  bebas  bea.  Perma- 
salahan  timbul  dengan  pertimbangan  lain. 


SEGI  TIGA  PERTUMBUHAN 


155 


Dasar  kerja  sama  ekonomi  yang  berhasil 
itu  adalah  komplementaritas.  Apakah  ketiga 
wilayah  itu  berada  pada  tingkat  perkem- 
bangan  yang  cukup  berlainan  sehingga  di 
sana  ada  komplementaritas?  Sementara  ada 
kesepakatan  bahwa  terdapat  komplementa- 
ritas antara  Singapura  dan  Johor,  maupun 
antara  Singapura  dan  Batam,  namun  sung- 
guh-sungguh  diragUkan  telah  ada  komple- 
mentaritas antara  Johor  dan  Riau.  Kenya- 
taan  bahwa  telah  berlangsung  investasi-in- 
vestasi  Singapura  di  Johor  sebelum  muncul- 
nya  konsep  segi  tiga  pertumbuhan  dan  tang- 
gapan  cepat  dari  sektor  swasta  dalam  hal  in- 
vestasi  di  Riau  menjadi  bukti  adanya  kekuat- 
an  kerja  sama  -  yaitu  keharusan  mendaya- 
gunakan  bisnis. 

Sementara  di  bidang  industri  Johor  lebih 
maju  dibanding  Batam,  keduanya  memiliki 
kesamaan  potensi  dalam  hal  tenaga  kerja, 
tanah  dan  sumber  daya.  Di  luar  bidang  pari- 
wisata,  peluang  kerja  sama  antara  Johor  dan 
Batam/Riau  sulit  ditemukan.  Bahkan  me- 
nyangkut  kekurangan  tenaga  kerja  yang 
dialami  Johor  sekarang  ini,  Johor  masih  da- 
pat  bertumpu  pada  tenaga  kerja  tak  terampil 
dari  bagian  Malaysia  yang  lain,  apa  lagi  jika 
pembangunan  Jalan  Raya  dari  Utara  ke  Se- 
latan  Malaysia  sudah  dirampungkan.  Se- 
lain  itu,  prasarana  transportasi  penunjang 
antara  dua  kawasan  tersebut  belum  ada  dan 
dapat  dipertanyakan  apakah  ini  mempunyai 
nilai  bisnis. 

Tingkat  industrialisasi  Johor  telah  men- 
dekati  Singapura  dan  sudah  ada  jalinan  an- 
tara Johor  dan  Singapura  tanpa  harus  di- 
laksanakan  suatu  kebijaksanaan  mengem- 
bangkan  segi  tiga  pertumbuhan.  Akan  tetapi 
kebanyakan  orang  sepakat  bahwa  tingkat 
komplementaritas  antara  Batam  dan  Singa- 
pura sudah  cukup  tinggi.  Kedua  pemerintah 
telah  beralih  dari  saling  bersaing  untuk 


mengusahakan  kemanfaatan  timbal  balik 
antara  Batam  dan  Singapura.  Tanggapan 
sektor  swasta  dan  dukungan  pemerintah  te- 
lah mengakibatkan  perwujudan  yang  lebih 
cepat  dari  kerja  sama  antara  Singapura  dan 
provinsi  Riau. 

IV.  Implikasi-implikasi  Kebijaksa- 
naan 

Pelaksanaan  gagasan  segi  tiga  pertum- 
buhan yang  makin  mendekati  konsep  ideal, 
jelas  tergantung  pada  komitmen  politik  yang 
lebih  kuat  dari  ketiga  negara.  Kendatipun 
kepercayaan  akan  segi  tiga  pertumbuhan 
terutama  merupakan  tanggapan  atas  kondisi 
pasar,  namun  faktor  yang  menentukan  da- 
lam keputusan  para  investor  adalah  stabili- 
tas  politik.  Dalam  konteks  segi  tiga  pertum- 
buhan, ini  berarti  komitmen  politik  yang 
kuat  oleh  ketiga  negara.  Misalnya,  Sumi- 
tomo barulah  memutuskan  menanamkan 
modalnya  di  Batam  setelah  memperoleh 
"dukungan"  dari  pemerintah  Singapura. 
Realisasi  utama  yang  menunjukkan  komit- 
men politik  yang  kuat  hendaknya  berupa  ke- 
sepakatan untuk  mengembangkan  kawasan 
di  atas  basis  trilateral;  hal  ini  akan  menun- 
jukkan kepada  investor  kesuqgguhan  dari 
ketiga  pemerintahan. 

Akan  tetapi,  tercapainya  kesepakatan 
demikian  tidak  akan  mudah.  Perwujudan 
terbaik  kedua  hendaknya  mengupayakan  ti- 
ga kesepakatan  bilateral:  antara  Malaysia 
dan  Singapura,  Indonesia  dan  Singapura, 
serta  Indonesia  dan  Malaysia.  Di  dalam  si- 
tuasi  sekarang  ini,  itu  berarti  mencoba  men- 
capai  persetujuan  bilateral  yang  terakhir, 
karena  dua  kaitan  bilateral  yang  pertama 
telah  berjalan.  Meskipun  demikian,  kurang- 
nya  komplementaritas  antara  Johor  dan 
Riau  seperti  dikemukakan  di  atas  akan  me- 
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rupakan  suatu  hambatan  besar  dalam  pem- 
bentukan  dasar  persetujuan  bilateral. 

Pada  situasi  sekarang  ada  dua  hubungan 
bilateral,  walau  hanya  satu  yang  sudah  di- 
angkat  ke  tingkat  antar  pemerintah.  Ini  me- 
rupakan  keadaan  yang  tak  memuaskan  bagi 
Malaysia  dan  Indonesia-  sebagai  akibat  dari 
peran  sentral  Singapura  maupun  sentimen- 
sentimen  nasionalis  yang  dapat  dan  telah  ter- 
jadi  di  masing-masing  negara.  Bagaimana- 
pun  dilihat  dari  kesulitan-kesulitan  yang  ada 
dalam  mewujudkan  pemecahan  terbaik  bagi 
hubungan  kedua  dan  pertama,  keadaan  dari 
dua  hubungan  bilateral  yang  ada  sekarang 
akan  terus  berlanjut  dan  membuat  kait- 
an-kaitan  ekonomi  yang  lebih  erat  dengan 
atau  tanpa  segi  tiga  pertumbuhan.  Jadi,  bah- 
kan  tanpa  pelaksanaan  konsep  segi  tiga  per- 
tumbuhan sepenuhnya,  Riau  dan  khususnya 
Batam  atau  Bintan  tampaknya  akan  tumbuh  ■ 
lebih  cepat.  Jalinan  ekonomi  antara  Johor 
dan  Singapura  juga  akan  berlanjut. 

Apabila  tercapai  suatu  persetujuan  pe- 
merintahan,  maka  masalah  praktis  apakah 
yang  ada  dalam  realisasi  konsep?  Agaknya 
tidak  mungkin  ada  harmonisasi  penuh  bila 
saja  diberlakukan  kebebasan  bergerak  bagi 
barang,  jasa  dan  orang.  Seluruh  Johor  tidak 
mungkin  akan  pernah  menjadi  wilayah  be- 
bas  bea;  paling-paling  yang  dapat  dikem- 
bangkan  hanyalah  zone  perdagangan  bebas 
dan  pergudangan  manufaktur  berlisensi.  Ke- 
bebasan bergerak  bagi  orang-orang  juga 
akan  menimbulkan  masalah,  khususnya 
bagi  Singapura  dan  Malaysia  sebagai  akibat 
kemungkinan  mengalirnya  tenaga  kerja  In- 
donesia. Bagaimana  cara  mengontrol  dan 
memantaunya  tentu  merupakan  masalah 
besar.  Penyerasian  insentif-insentif  juga 
tidak  mungkin,  karena  dasar  perumusannya 
di  Malaysia  dan  Indonesia  berlainan.  Apa- 
lagi,  dirasakan  bahwa  penyerasian  demikian 


itu  hanya  akan  menjadi  hal  tambahan  bagi 
para  investor.  Masalah  utama  untuk  mena- 
rik  investor  sesungguhnya  meliputi  stabilitas 
politik  dan  kepastian  bahwa  peraturan-pera- 
turan  tidak  akan  berubah-ubah. 

Masalah  penerapan  konsep  yang  terakhir 
adalah  pembuatan  kelembagaan  manajemen 
dan  pembangunan  wilayah  pertumbuhan. 
Diinginkan  adanya  suatu  komite  bersama 
trilateral  (atau  setidak-tidaknya  bilateral) 
yang  dapat  menjadi  wadah  yang  teratur  un- 
tuk mendiskusikan  masalah- masalah,  me- 
nyepakati  proyek-proyek,  memajukan  wila- 
yah pertumbuhan  dan  lain-lain.  Akan  tetapi, 
suatu  badan  pembangunan  bersama  dengan 
wewenang  membuat  keputusan  mungkin 
tidak  akan  dapat  diterima  oleh  semua  negara 
yang  bersangkutan,  khususnya  tanpa  penye- 
rasian insentif  dan  peraturan. 

Karena  Riau  dan  khususnya  Batam  dan 
Bintan  akan  tumbuh  dengan  atau  tanpa  segi 
tiga  pertumbuhan,  maka  Pemerintah  Indo- 
nesia perlu  meninjau  kembali  kemungkinan 
permasalahan  dan  mengevaluasi  cara-cara 
untuk  mengatasinya  sebelum  terjadi  akibat- 
akibat  yang  negatif.  Masalah  yang  utama 
tampaknya  bercirikan  pemerataan:  antara 
penduduk  setempat  dan  investor-investor 
dari  luar;  antara  pemerintah  lokal  dan  peme- 
rintah pusat;  antara  provinsi  Riau  dan  pro- 
vinsi  lainnya;  dan  antara  kelompok-kelom- 
pok  sebagai  akibat  persepsi  bahwa  hanya 
kelompok  tertentu  memperoleh  manfaat 
dari  segi  tiga  pertumbuhan. 

Dapatkah  konsep  ini  diperluas  atau  di- 
tiru?  Perluasan  telah  terjadi  dengan  Riau 
yang  meliputi  bukan  hanya  Batam  saja.  Te- 
tapi sukar  menilai  apakah  perluasan  dan  pe- 
niruan  akan  mudah  dilakukan.  Tidak  jelas 
apakah  kawasan  pertumbuhan  Singapura- 
Johor-Riau  dapat  terlaksana  karena  su- 
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dah  adanya  prasarana  dan  perkaitan  an- 
tara  sekurang-kurangnya  dua  wilayah.  Se- 
lain  itu,  sejauh  mana  keunikan  peranan 
Singapura  dengan  prasarananya  yang  cang- 
gih  dan  jaringan  internasionalnya?  Jika  hal- 
hal  ini  merupakan  faktor  yang  menentukan 
sekurang-kurangnya  untuk  menjadi  bagian 
dari  kegiatan  wilayah  pertumbuhan,  maka 
konsep  tersebut  di  atas  mungkin  tidak  begitu 
mudah  diperluas  atau  ditiru.  Masalah  yang 
timbul  di  sini  ibarat  mana  yang  lebih  dulu 
antara  ayam  dan  telur. 

Jika  tidak  ada  kaitan  perdagangan  atau 
investasi  untuk  memulai,  maka  haruskah  pe- 
merintah  masuk  dan  menyiapkan  infrastruk- 
tur  yang  diperlukan  maupun  kebijaksanaan- 
kebijaksanaan  yang  melancarkannya  dan  la- 
lu  berharap  investasi  sektor  swasta  akan  ber- 
datangan?  Akan  tetapi,  jika  telah  ada  kom- 


plementaritas  yang  cukup  kuat  maka  sektor 
swasta  akan  melihat  peluang  dan  mengem- 
bangkan  kaitan  perdagangan  dan  investasi, 
maupun  mendesak  pemerintah  untuk  me- 
nyediakan  infrastruktur  yang  diperlukan 
atau  mengembangkan  itu  sendiri,  demikian- 
lah  seperti  dalam  hal  Johor  dan  Singapura. 
Memang  bisa  ada  kendala  pemerintah  yang 
kuat  seperti  tentang  mengapa  sektor  swasta 
tidak  mampu  mengambil  manfaat  dari  kom- 
plementaritas  yang  kuat.  Evaluasi  perlu  dila- 
kukan  secara  kasus  per  kasus;  tetapi  pada 
umumnya  akan  sukar  meniru  konsep  itu  tan- 
pa  adanya  komplementaritas  yang  sangat 
kuat  di  antara  wilayah-wilayah  yang  ber- 
sangkutan.  Hanya  dalam  kasus-kasus  demi- 
kian  sektor  swasta  akan  mengambil  inisiatif 
dan  pihak  pemerintah  mampu  menanggapi 
dengan  menyiapkan  prasarana  dan  dukung- 
an  kebijaksanaan. 
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Perkembangan  Domestik  Indonesia 
dan  Peranan  di  Kawasan 


Jusuf  Wanandi 


Pengantar 


TULISAN  ini  akan  membahas  masa- 
lah  perkembangan  dalam  negeri  In- 
donesia yang  dimulai  dari  periode 
ke-5  masa  jabatan  Presiden  Soeharto,  yaitu 
semenjak  terpilihnya  kembali  pada  Maret 
1988,  hingga  kini  dan  beberapa  perkiraan 
mengenai  pemilu  badan-badan  legislatif  ta- 
hun  1992  serta  pemilihan  Presiden  tahun 
1993.  Selain  itu,  akan  diuraikan  pula  bebe- 
rapa perkembangan  yang  lebih  mendasar 
tentang  sistem  politik  dan  kemasyarakatan 
yang  telah  terjadi  di  dalam  tubuh  politik 
bangsa  dan  negara  Indonesia,  dan  ke  mana 
arah  perkembangan  itu  akan  terjadi  menu- 
rut  penulis. 

Selanjutnya,  juga  akan  diuraikan  bebe- 
rapa hal,  antara  lain  tinjauan  mengenai  ke- 
mungkinan  adanya  berbagai  kemajuan  da- 
lam penerapan  strategi  export-led  growth 
dan  deregulasi,  yang  menjadikan  ekonomi 
Indonesia  self-propelling  di  masa  menda- 
tang.  Dalam  uraian  ini  akan  disimpulkan 


pula  bahwa  karena  strategi  tersebut  dan  di- 
tambah  pula  karena  perkembangan  ekonomi 
di  kawasan  Asia  Pasifik,  ekonomi  Indonesia 
telah  menjadi  bagian  yang  penting  dari  eko- 
nomi regional. 

Bagian  berikutnya,  yaitu  yang  menyang- 
kut  peranan  Indonesia  di  kawasan,  akan 
menjelaskan  perkembangan  ASEAN  dan 
Asia  Tenggara,  peranan  RI  di  dalam  per- 
kembangan tersebut,  serta  perkembangan 
kawasan  Asia  Pasifik  dan  peran  RI  di  da- 
lamnya  baik  bersama-sama  ASEAN  atau- 
pun  sendirian. 


Perkembangan  Politik  RI  Sejak  Ta- 
hun 1988 

Karena  perdebatan-perdebatan  selama 
Sidang  Umum  MPR  tahun  1988  dilakukan 
secara  lebih  terbuka,  maka  suasana  keter- 
bukaan  tersebut  dilanjutkan  dan  dimanfaat- 
kan,  antara  lain  oleh  para  cendekiawan  dan 
media  massa  sampai  pertengahan  tahun 
1989. 
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Pada  pertengahan  tahun  1989,  yaitu  pa- 
da  bulan  Mei  1989  telah  terjadi  perdebatan 
tentang  kepresidenan  dan  siapa  yang  akan 
menggantikan  Presiden  Soeharto.  Dalam 
perdebatan  tersebut  terdapat  spekulasi  di  an- 
tara  sekelompok  pemikir,  bahwa  Presiden 
Soeharto  akan  mengundurkan  diri  pada  per- 
tengahan masa  jabatannya,  meskipun  secara 
jelas  dinyatakannya  pada  pidato  pelantik- 
annya  bahwa  dia  akan  menjalankan  tugas 
sampai  akhir  masa  jabatannya. 

Karena  dalam  perdebatan-perdebatan 
tersebut  ada  yang  sudah  menjurus  pada 
masalah-masalah  pribadi,  maka  Presiden 
Soeharto  pada  akhir  perjalanannya  kembali 
dari  US  dan  Beograd  (KTT  Non-Blok)  telah 
memperingatkan  masyarakat  agar  perdebat- 
an tersebut  jangan  sampai  merongrong  wi- 
bawanya,  apalagi  melakukan  usaha-usaha 
tidak  sah  untuk  menggantikannya.  Dengan 
demikian,  fase  yang  agak  bebas  dalam  per- 
kembangan  politik  dalam  negeri  Indonesia 
telah  terhenti  untuk  sementara. 

Pada  waktu  itu  pula  telah  diselenggara- 
kan  Kongres  Golongan  Karya  di  Jakarta,  di 
mana  ABRI  mulai  berpartisipasi  secara  lebih 
aktif  dalam  menentukan  arahnya  melalui 
para  veteran  yang  terlibat  di  dalamnya.  Hal 
ini  dapat  dimengerti  karena  ABRI  merasa 
bahwa  Golkar  telah  berkembang  secara  pe- 
sat  dan  perlu  mempertahankan  cita-cita  dan 
komitmennya  pada  Pancasila  dan  UUD 
1945.  Begitu  pula  dirasakan  bahwa  pada  Si- 
dang  Umum  MPR  tahun  1988  Golkar  telah 
berjalan  sendiri  dan  kurang  mengikutserta- 
kan  ABRI.  Perasaan  ini  dapat  dimengerti 
mengingat  bahwa  Golkar  yang  dimaksudkan 
merupakan  partai/organisasi  kader  yang  te- 
lah menjadi  partai  massal,  sehingga  di  da- 
lamnya terdapat  berbagai  macam  kelompok 
yang  berasal  dari  segala  lapisan  dan  sektor 
masyarakat,  sehingga  dianggap  memerlukan 


suatu  kelompok  inti  yang  betul-betul  com- 
mitted pada  Pancasila  dan  UUD  1945. 

Pada  Kongres  PPP  yang  diselenggarakan 
tahun  1989  telah  terjadi  pergantian  pimpin- 
an  pusat,  yang  dianggap  kurang  kontrover- 
sial  di  antara  kelompok-kelompok  di  dalam- 
nya, sehingga  dapat  menyatukan  kembali 
unsur-unsur  Parmusi.  Dengan  demikian, 
dapat  diharapkan  bahwa  3,5  juta  suara  dari 
NU  di  Jawa  Timur  saja  yang  pada  Pemilu 
tahun  1987  telah  diberikan  terutama  pada 
Golkar  (dan  sebagian  kecil  pada  PDI),  ke- 
mungkinan  akan  diberikan  kembali  pada 
PPP,  dan  hal  ini  akan  mengurangi  suara 
Golkar.  Di  Iain-Iain  provinsi,  hal  yang  sama 
dapat  terjadi  tetapi  dengan  jumlah  suara 
yang  tidak  sebanyak  di  Jawa  Timur. 

Perdebatan  dimulai  lagi  setelah  ada  keja- 
dian-kejadian  di  Eropa  Timur,  yang  semen- 
jak  November  1989  telah  berkembang  cepat, 
dengan  runtuhnya  Tembok  Berlin,  dan  da- 
lam waktu  kurang  dari  setahun  lamanya 
negara-negara  di  sana  melepaskan  diri  dari 
penguasaan  Komunisme  dan  US.  Masalah 
yang  diperdebatkan  ialah  apa  pengaruh  per- 
kembangan-perkembangan  Eropa  Timur 
dalam  perkembangan  politik  di  Asia  Teng- 
gara  dan  Asia  Pasifik,  termasuk  Indonesia. 
Namun  perdebatan  tersebut  tidak  terlalu  ra- 
mai  ataupun  mendalam,  karena  disadari 
bahwa  keadaan  totaliter  yang  dialami  nega- 
ra-negara Eropa  Timur  tidak  pernah  dialami 
Indonesia,  sehingga  kebebasan  dan  perde- 
batan secara  relatif  memang  ada  dan  sistem 
politik  di  Indonesia  pun  memiliki  fleksibili- 
tas,  meskipun  terdapat  fase  kemunduran-ke- 
munduran  di  samping  adanya  kemajuan-ke- 
majuan. 

Selain  itu,  ekonomi  Indonesia  jauh  lebih 
baik  daripada  sistem  ekonomi  yang  diatur 
secara  sentral  oleh  negara-negara  Komunis 
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di  Eropa  Timur  dan  US.  Apalagi  strategi 
baru  di  bidang  ekonomi  telah  mengubah 
struktur  ekonomi  Indonesia  yang  mengupa- 
yakan  export-led  growth  dan  deregulasi,  se- 
hingga  pertumbuhan  telah  menaik  secara 
substansial  dalam  tahun  1989  dan  1990, 
yaitu  sekitar  7%  setahun.  Dengan  demikian, 
kritik-kritik  yang  dilontarkan  terhadap  pe- 
merintah  di  bidang  ekonomi  pada  masa  re- 
sesi  1985-1986  telah  mereda  pula. 

Pada  tahun  1990  dan  1991  telah  terjadi 
berbagai  perkembangan  yang  mendapat  per- 
hatian  para  pengamat  politik.  Pertama  ialah 
didirikannya  ICMI  (Ikatan  Cendekiawan 
Muslimin  Indonesia)  oleh  para  cendekiawan 
Muslimin.  Bukan  soal  hak  didirikannya 
suatu  organisasi  cendekiawan  yang  diper- 
soalkan,  karena  hak  itu  dijamin  UUD  1945, 
melainkan  pemerintah  telah  mencampurinya 
dan  mendukungnya  secara  besar-besaran.' 
Maka  timbul  pertanyaan  apa  maksud  du- 
kungan  tersebut,  yang  kemudian  dihubung- 
kan  pula  dengan  pemilihan  kepresidenan  pa- 
da tahun  1993.  Ada  pula  di  antara  para  cen- 
dekiawan Muslimin  yang  menyayangkan 
tentang  masih  dirasakan  perlunya  organisasi 
tersendiri  bagi  para  cendekiawan  Muslimin, 
padahal  dalam  skala  nasional  keberadaan 
mereka  sudah  efektif.  Tantangan  bagi  cen- 
dekiawan Muslimin  justru  bagaimana 
masuk  ke  dalam  organisasi-organisasi  dan 
mainstream  nasional. 

Kedua,  ialah  ajakan  Presiden  Soeharto 
terhadap  para  konglomerat,  yang  kebanyak- 
an  adalah  warga  negara  Indonesia  keturun- 
an  Cina,  agar  menjual  sahamnya  kepada  ko- 
perasi,  yang  dianggap  sebagai  perwujudan 
perusahaan  kecil  dan  beranggotakan  lapisan 
masyarakat  bawah.  Maksud  kebijaksanaan 
tersebut  ialah  untuk  mengatasi  kesenjangan 
sosial  yang  makin  melebar  sebagai  akibat 
kebijaksanaan  dan  strategi  pembangunan 


ekonomi  baru,  yaitu  deregulasi,  privatisasi 
dan  export-led  growth,  yang  lebih  mengan- 
dalkan  sektor  swasta.  Sementara  itu,  di  ka- 
langan  sektor  swasta  yang  paling  berpenga- 
laman  dan  sudah  mempunyai  organisasi  ke- 
banyakan  adalah  dari  keturunan  Cina,  maka 
merekalah  yang  antara  lain  lebih  mencolok 
berkembang  dalam  beberapa  tahun  terakhir. 
Ditambah  dengan  kenyataan  bahwa  going 
public  membuat  perusahaan-perusahaan 
dan  kemampuannya  lebih  transparan,  yang 
sebenarnya  baik  tetapi  juga  menimbulkan 
reaksi  negatif.  Satu  hal  yang  memang  ku- 
rang  diperhatikan  oleh  para  teknokrat  di  Pe- 
merintahan  ialah  perlunya  mengatur  akibat- 
akibat  deregulasi,  terutama  kesenjangan 
yang  ditimbulkannya,  dengan  berbagai 
pengaturan  tentang  fairness  dalam  berkom- 
petisi  sampai  pada  social  policies  yang  diper- 
lukan  untuk  mengatur  akibat-akibat  dere- 
gulasi tersebut. 

Kemudian  perdebatan  ini  berlanjut  kare- 
na terjadinya  kontraksi  ekonomi,  yang  dise- 
babkan  oleh  meningkatnya  jumlah  uang 
yang  beredar  pada  awal  1990  di  mana 
ekonomi  menjadi  overheated  sehingga  me- 
nimbulkan bahaya  inflasi.  Untuk  mengatasi 
hal  itu,  pemerintah  telah  dua  kali  mengu- 
rangi  jumlah  uang  beredar  secara  drastis. 
Karena  itu  timbul  kritik  dari  pengusaha- 
pengusaha  "pribumi"  tentang  berkurang- 
nya  kesempatan  mereka  dan  adanya  keingin- 
an  di  antara  mereka  untuk  meminta  diberla- 
kukannya  model  Malaysia,  yaitu  adanya 
kuota  untuk  pengusaha-pengusaha  "pribu- 
mi". 

Sebenarnya  permasalahannya  lebih  luas, 
yaitu  bagaimana  mengatasi  akibat-akibat 
dari  pengembangan  strategi-ekonomi  yang 
cepat  dan  private-oriented  bagi  kelompok- 
kelompok  masyarakat  yang  kurang  menda- 
pat kesempatan,  dan  bukan  untuk  mengu- 
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rangi  kesempatan  sektor  swasta  pada  umum- 
nya,  apalagi  berdasarkan  alasan-alasan 
rasial  yang  bertentangan  dengan  ideologi 
atau  konstitusi,  yang  pada  akhirnya  akan 
menghambat  seluruh  strategi  tersebut.  Stra- 
tegi  ini  merupakan  satu-satunya  yang  hingga 
kini  terbukti  berhasil  di  negara-negara 
ASEAN  lainnya  dan  di  kawasan  Asia  Pasifik 
dengan  berkembangnya  negara-negara  in- 
dustri  baru.  Kebijaksanaan-kebijaksanaan 
tersebut  harus  dituangkan  dalam  berbagai 
bidang,  baik  dalam  bidang  ekonomi  (dengan 
UU  antimonopoli  dan  sebagainya)  dan  bi- 
dang sosial  (UU  upah  minimal  yang  pantas, 
tunjangan  kesehatan  dan  hari  tua  pekerja 
dan  sebagainya). 

Dengan  adanya  ketegasan  Pemerintah 
dan  melalui  perdebatan  yang  kadang- 
kadang  sehat  dan  seringkali  "ngawur", 
maka  sudah  lebih  banyak  kejelasan  tentang 
masalah  yang  ada  dan  terdapat  lebih  banyak 
pengertian  maupun  kerja  sama  riil  dan  kon- 
kret  antara  pengusaha  "pribumi"  dan  "non- 
pribumi"  melalui  joint-ventures  dan  sharing 
dalam  berbagai  bidang.  Meskipun  demikian 
tidak  berarti  bahwa  masalah  yang  demikian 
kompleks  dan  sensitif  sudah  teratasi  secara 
tuntas.  Setidak-tidaknya,  perdebatan  dan 
pengertian  yang  dihasilkan  melalui  kerja 
sama  konkret  di  antara  kedua  belah  pihak 
telah  mempercepat  beberapa  tahap  penyele- 
saiannya. 

Dari  kedua  masalah  di  atas  jelas,  bahwa 
tantangan  yang  dihadapi  Indonesia  di  masa 
mendatang  ialah  timbulnya  berbagai  macam 
kompleksitas  modernisasi  serta  penyertaan 
ke  dalam  ekonomi  internasional  dan  re- 
gional, yang  sekaligus  akan  membawa  tan- 
tangan baru  dalam  tubuh  dan  perkembang- 
an  masyarakat  Indonesia.  Sementara  itu, 
pertentangan  antara  nilai-nilai  baru  yang 
modern  dan  internasional  dengan  nilai-nilai 


rasial  nasionalistis  yang  religius  dan  sempit, 
akan  menimbulkan  masalah  dalam  mencari 
kepastian  dan  pegangan  guna  menghadapi 
perkembangan  baru  yang  demikian  cepat, 
asing  dan  kadang-kadang  menakutkan. 

Masalah  kepresidenan  dan  penggantinya 
yang  menjadi  bahan  spekulasi  pada  tahun 
1989,  tampaknya  akan  menjadi  jelas  pada 
pertengahan  tahun  1992  ini,  karena  anggap- 
an  umum  bahwa  Presiden  Soeharto  akan 
dipilih  kembali  oleh  MPR  pada  tahun  1993 
untuk  masa  jabatan  yang  keenam,  terutama 
setelah  ABRI  dianggap  telah  memberikan 
dukungan  bulat  pada  Presiden  Soeharto. 
Hal  yang  masih  menjadi  tanda  tanya  ialah 
siapa  yang  akan  dicalonkan  sebagai  wakil 
presiden,  mengingat  bahwa  masa  ini  ke- 
mungkinan  masa  jabatannya  yang  terakhir. 
Kemungkinan  yang  lain  ialah  siapa  yang  di- 
pilih sebagai  wakil  presiden  yang  akan  di- 
siapkan  atau  dicoba  oleh  Presiden  Soeharto 
untuk  menjadi  calon  presiden  berikutnya. 
Dalam  kaitan  ini,  karena  sebagai  Pangab 
merupakan  calon  yang  wajar  dari  ABRI, 
maka  Jenueral  Try  Sutrisno  dianggap  paling 
memenuhi  kriteria  untuk  jabatan  tersebut. 

Banyak  pengamat  luar  negeri  menanya- 
kan  apakah  Pesiden  Soeharto  tidak  terlalu 
tua  atau  terlalu  lelah  setelah  25  tahun  me- 
ngemban  jabatan  yang  begitu  berat.  Ada 
pula  yang  menanyakan  secara  wajar  bahwa 
dalam  suatu  era  baru,  dengan  perubahan- 
perubahan  sosial  politik  ekonomi  dan  Iing- 
kungan  regional  maupun  internasional  yang 
begitu  mendasar  apakah  tidak  diperlukan 
tokoh  nasional  baru  yang  lebih  muda,  yang 
lebih  tanggap  dan  lebih  luwes  menghadapi 
perubahan-perubahan  tersebut  di  masa  yang 
akan  datang.  Masalahnya  ialah  Presiden 
Soeharto  adalah  scorang  pemimpin  dan  pah- 
lawan  bangsa  scbclum  menjadi  Presiden  Rl. 
sehingga  selama  bcliau  sanggup  dan  masih 
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mampu,  sulit  untuk  tidak  menerima  dan 
mendukungnya  menjabat  sebagai  Presiden. 
Apalagi  jasa-jasa  Presiden  terhadap  negara 
dianggap  lebih  besar  daripada  kekurangan- 
kekurangannya.  Dalam  masalah  kebijaksa- 
naan  luar  negeri,  beliau  juga  merupakan 
negarawan  yang  sangat  bijaksana  dalam 
menjalankan  kebijaksanaan  dan  yang  diper- 
caya  karena  keseimbangan,  kedewasaan  dan 
kebijaksanaan  yang  telah  ditunjukkannya, 
terutama  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan 
Asia  Pasifik.  Untuk  itu,  wakil  presiden  yang 
akan  datang  diharapkan  benar-benar  bisa 
disiapkan  untuk  kepresidenan  berikutnya, 
maka  harus  dipilih  calon  yang  tepat.  Selain 
itu,  diharapkan  agar  para  Menteri  Koordi- 
nator  diberi  wewenang  untuk  mengatur 
bidang  masing-masing,  karena  sudah  terlalu 
banyak  dan  kompleks  kalau  segalanya  harus 
diatur  Presiden  Soeharto. 

Satu  soal  yang  cukup  menarik  perhatian 
dan  agak  mengkhawatirkan  ialah  cara-cara 
pencalonan  anggota  DPR  dan  MPR  yang  di- 
lakukan  Golkar.  Masalahnya  bukan  pada 
proses  yang  sudah  lebih  mendengarkan  usul- 
usul  dari  bawah  dan  lebih  banyak  menyang- 
kut  lembaga-lembaga  Golkar  di  lapangan, 
tetapi  yang  menjadi  masalah  ialah  bahwa 
pada  tahap  terakhir  segala  keputusan  masih 
tergantung  pada  dewan  pembina  yang  meni- 
lai  calon-calon  terbaik  di  antara  yang  diusul- 
kan  itu  karena  tidak  setiap  hari  mereka 
mengikuti  perkembangan  Golkar  secara 
terus-menerus.  Dengan  demikian  jelas  kede- 
wasaan pengurus  pusat  akan  terhambat, 
kalau  terus-menerus  dilakukan  micro- 
management  oleh  dewan  pembina,  yang 
pada  akhirnya  akan  merugikan  organisasi 
itu  sendiri. 

Melintasi  segala  perkembangan  di  atas 
ialah  tumbuhnya  LSM/NGO  di  berbagai  bi- 
dang, dari  lembaga  konsumen  sampai  ke 


masalah  lingkungan  dan  lembaga  bantuan 
hukum  serta  badan  penegak  hak-hak  asasi 
manusia.  Di  dalamnya  semenjak  dulu  ter- 
dapat  lembaga-lembaga  pendidikan  swasta 
seperti  NU  ataupun  Muhammadiyah,  dan 
lembaga  pendidikan  Kristen  ataupun  Kato- 
lik.  Badan-badan  pemikir,  seperti  CSIS, 
juga  termasuk  di  dalamnya,  sedangkan 
dalam  tahun  1991  didirikan  pula  Forum 
Demokrasi  yang  diketuai  Abdurrahman 
Wahid  dan  cendekiawan  lain  serta  Forum 
Pemurnian  Kedaulatan  Rakyat  dari  Dhar- 
sono  dan  Petisi  50. 

Kesemuanya  itu  menunjukkan  betapa 
aktif  masyarakat  mengambil  inisiatif  untuk 
mencari  penyelesaian  dari  berbagai  masalah 
masyarakat  tanpa  menunggu  usaha  Peme- 
rintah.  Pada  umumnya  LSM  tersebut  kecil 
dan  sasaran  yang  akan  diselesaikan  juga  ter- 
batas.  Tetapi  ada  pula  yang  keanggo- 
taannya  sampai  puluhan  juta  (seperti  NU) 
dan  tujuannya  bermacam-macam. 

Semenjak  pemerintahan  Presiden  Soe- 
harto LSM-LSM  ini  tumbuh  dengan  pesat 
dan  hampir  tidak  pernah  bertentangan  de- 
ngan Pemerintah,  kecuali  dua  tahun  yang 
lalu,  di  mana  mereka  menulis  kepada  IGGI 
agar  dalam  membantu  Pemerintah  RI  diser- 
tai  syarat-syarat  yang  memperhatikan  masa- 
lah-masalah  rule  of  law  dan  kemanusiaan. 

Dengan  berdirinya  Forum  pada  tahun 
1991  Pemerintah  khawatir  akan  munculnya 
parpol,  tetapi  setelah  penjelasan  Forum 
dapat  diterima  Pemerintah,  maka  masalah- 
nya selesai  dan  Forum  dapat  berfungsi  un- 
tuk mendukung  demokrasi  dan  persatuan 
bangsa.  Pada  umumnya,  LSM-LSM  justru 
tidak  bersedia  menggantungkan  diri  pada 
Pemerintah,  dan  meskipun  kadang-kadang 
ada  yang  mendukung  kebijaksanaan  Peme- 
rintah, tetapi  ada  pula  yang  menentangnya 
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seperti  di  dalam  masalah  lingkungan  dan 
hutan  tropis. 

Justru  karena  prinsip  berdiri  sendiri  itu, 
LSM-LSM  telah  berjasa  pada  masyarakat 
dengan  mengambil  sikap  dan  kebijaksanaan 
yang  korektif  dalam  berbagai  masalah.  Ka- 
rena itu  LSM  bukan  seperti  parpol  atau 
Golkar  karena  sasaran-sasarannya  tidak 
men  car  i  kebijaksanaan- kebijaksanaan 
negara  secara  umum,  tetapi  sasaran  yang  si- 
fatnya  khusus  dan  melaksanakannya  secara 
mandiri  di  mana  mungkin. 

Munculnya  berbagai  LSM  itu  merupa- 
kan  suatu  "penyegaran"  dalam  rangka 
mengatasi  keterbatasan  parpol  dan  Golkar 
untuk  membantu  pembangunan  masyara- 
kat, meskipun  sasaran-sasarannya  terbatas. 
Kehadiran  mereka  memang  diperlukan  un- 
tuk mengatasi  kebekuan  ormas-ormas  yang 
sudah  menjadi  suatu  organisasi  formal  tan- 
pa  aktivitas-aktivitas  yang  konkret  bagi 
masyarakat  dan  rakyat.  Dengan  demikian 
LSM  secara  riil  telah  melengkapi  kehidupan 
demokrasi  di  RI,  terutama  dalam  memper- 
juangkan  rule  of  law  serta  hak-hak  asasi 
manusia. 

Berdasarkan  perkembangan-perkem- 
bangan  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  bebe- 
rapa  kesimpulan  tentang  masa  depan  Indo- 
nesia. Pertama,  Pemilu  tahun  1992  nanti 
tidak  akan  mudah  bagi  Golkar.  Dalam  Pe- 
milu tahun  1987  Golkar  telah  memenangkan 
suatu  persentase  yang  cukup  tinggi  yaitu 
73%  bila  dibandingkan  dengan  Pemilu  sebe- 
lumnya  (1971,  1977,  1982),  yaitu  62-64%. 
Kemenangan  tersebut  antara  lain  karena  per- 
pecahan  pimpinan  PPP  dan  NU  yang  mem- 
bebaskan  anggotanya  untuk  memilih  Golkar 
atau  dua  Parpol  lainnya,  PPP  dan  PDI. 

Selain  itu,  Golkar  sudah  berkuasa  se- 
menjak  1971  dan  sejak  Pemilu  tahun  1987 


mengalami  pengaruh  adanya  kejenuhan, 
terutama  dari  generasi  muda.  Padahal  pada 
tahun  1992,  lebih  dari  17  juta  generasi  muda 
untuk  pertama  kalinya  akan  memilih  diban- 
dingkan dengan  sekitar  12  juta  pada  tahun 
1987  dan  tidak  ada  yang  tahu  yang  mana 
yang  akan  mereka  pilih  pada  Pemilu  1992. 

Disamping  itu,  kondisi  PPP  (dan  PDI) 
pada  saat  ini  lebih  terkonsolidasi  dibanding- 
kan waktu  Pemilu  tahun  1987.  Sedangkan 
perkembangan  ekonomi  tahun  1992,  seperti 
tahun  1991,  meskipun  bukan  suatu  "boom" 
tetapi  cukup  memadai,  sehingga  tidak  akan 
terlalu  membantu  Golkar,  juga  tidak  terlalu 
memberatkan,  yaitu  lebih  bersifat  netral. 
Tetapi  gejala  bahwa  Golkar  akan  lebih  men- 
dapat  dukungan  di  pedesaan  dan  di  kota- 
kota  kecil  daripada  di  kota-kota  besar  tetap 
masih  berlaku.  Kemungkinan  hasilnya  yang 
kurang  dari  60%  untuk  Golkar,  seperti  pada 
tiga  pemilu  sebelum  tahun  1987,  akan  meru- 
pakan  hasil  yang  cukup  menggembirakan 
dan  lebih  normal  untuk  mereka.  Untuk  men- 
capai  hasi'  itu  pun  merupakan  suatu  per- 
juangan  yang  berat  bagi  Golkar. 

Bagi  PPP  dengan  dikonsolidasikan  DPP- 
nya  dan  dengan  kemungkinan  sebagian 
besar  dari  anggota  NU  dapat  kembali  me- 
milih PPP,  maka  kemungkinan  dapat  ter- 
jadi  penambahan  persentase  dan  jumlah 
kursi.  Sedangkan  tantangan  PDI  ialah  apa- 
kah  masih  dapat  menguasai  suara  rakyat 
kecil  dan  generasi  muda  di  kota-kota  besar, 
seperti  yang  pernah  dilakukannya  pada  Pe- 
milu tahun  1987  yang  lalu. 

Kedua,  seperti  telah  disinggung  di  atas, 
sudah  pasti  Presiden  Soeharto  akan  terpilih 
kembali  pada  tahun  1993  nanti  setelah  ABRI 
memberikan  dukungan  bulatnya  terhadap 
beliau.  Begitu  pula  Golkar  diharapkan  akan 
menyatakan    dukungannya    pada  HUT 
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Golkar  tanggal  20  Oktober  nanti.  Yang 
perlu  dipertanyakan  ialah  siapa  yang  didu- 
kung  Presiden  Soeharto  sebagai  calon  wakil 
presidennya.  Mengingat  ABRI  akan  menca- 
lonkan  Pangab  Jenderal  Try  Sutrisno,  sela- 
ku  pimpinan  tertingginya,  maka  dapat  diha- 
rapkan  Presiden  Soeharto  yang  mengenal 
dan  percaya  pada  Jenderal  Try  Sutrisno 
dapat  mendukungnya.  Dukungan  tersebut 
penting  agar  dia  sekaligus  dapat  dipersiap- 
kan  sebagai  calon  utama  bagi  Presiden  RI 
yang  akan  datang,  meskipun  pada  akhirnya 
tentu  MPR  yang  akan  menentukan. 

Kesemuanya  di  atas  merupakan  perkira- 
an  secara  logis  dari  apa  yang  dapat  terjadi, 
berdasarkan  pengalaman  dan  perkiraan 
yang  memang  ada  dalam  perkembangan  po- 
litik  di  Indonesia  selama  ini. 

Masalah-masalah  yang  akan  dihadapi  In- 
donesia di  masa  yang  lebih  panjang  ialah: 
bagaimana  menampung  desakan-desakan 
dari  kelas  menengah  baru  yang  menuntut 
partisipasi  lebih  banyak  dalam  proses  demo- 
krasi  di  Indonesia,  namun  sekaligus  menjaga 
kestabilan  dan  konsistensi  yang  juga  diper- 
lukan  bagi  pembangunan  nasional.  Pem- 
bangunan  ekonomi  kelas  menengah  tersebut 
timbul  khususnya  karena  keberhasilan  pem- 
bangunan yang  melibatkan  generasi  muda  di 
berbagai  bidang  kegiatan  sebagai  tenaga 
profesional,  birokrat,  wiraswasta  dan  mili- 
ter.  Mereka  pada  umumnya  lebih  terdidik, 
mempunyai  hubungan  dengan  luar  negeri 
melalui  pendidikan,  media  massa  atau  pe- 
ngalaman. Sebaliknya,  mereka  tidak  mem- 
punyai pengalaman  atau  ingatan  tentang 
zaman  Orde  Lama  yang  penuh  pertentangan 
dan  konflik  politik  ataupun  keterbelakangan 
ekonomi,  lebih-lebih  tentang  kolonialisme 
dan  perang  kemerdekaan. 

Karena  keterbukaan  masyarakat,  mereka 


mendapat  pula  pengaruh  dari  luar  negeri, 
baik  dengan  nilai-nilai  internasional  ataupun 
karena  globalisasi  ekonomi  yang  telah  me- 
ngubah  ekonomi  Indonesia  secara  men- 
dalam  dan  tanpa  bisa  dibalik  lagi  ke  eko- 
nomi tertutup.  Nilai-nilai  internasional  telah 
membawa  keinginan  akan  rule  of  law,  hak- 
hak  asasi  manusia,  proses  demokrasi  yang 
lebih  cepat,  apalagi  dengan  adanya  peru- 
bahan-perubahan  Eropa  Timur  dan  US.  Te- 
kanan-tekanan  luar  ini  dan  perubahan-peru- 
bahan  dari  dalam  telah  mengubah  masyara- 
kat Indonesia.  Selain  itu,  fase  transisi  seka- 
rang  ini  penuh  pula  dengan  bahaya  karena 
sebagian  besar  masyarakat  belum  berpikiran 
maju  dan  masih  bersifat  agraris,  dan  peru- 
bahan  yartg  terlalu  cepat  akan  membangkit- 
kan  kembali  sifat-sifat  primordial  bangsa 
yang  masih  cukup  kuat,  seperti  fundamen- 
talisme  agama,  rasialisme,  dan  kesukuan. 
Karena  itu,  keseimbangan  antara  perubahan 
dan  stabilitas  harus  dijaga.  Yang  menjadi 
persoalan  ialah  bagaimana  menempanya, 
supaya  cukup  ada  perubahan  tetapi  sistem 
tidak  akan  meledak,  sehingga  perubahan  itu 
tidak  akan  membawa  anarki. 

Di  sinilah  letak  tantangan  baru  bagi  Pre- 
siden Soeharto  dan  pimpinan  ABRI  serta 
Golkar,  yang  masih  merupakan  kekuatan 
politik  yang  menentukan  jalannya  peru- 
bahan dan  modernisasi  masyarakat  Indone- 
sia untuk  masa  depan.  Secara  konkret  hal  itu 
dapat  diartikan:  pertama,  sebagai  pengem- 
bangan  keterbukaan  sistem  politik  dengan 
stabilitas,  yang  berarti  diperlukannya  kon- 
sensus  nasional  baru  untuk  masa  depan  an- 
tara generasi  muda  ABRI  dan  generasi  muda 
sipil  tentang  sistem  tersebut,  termasuk  me- 
ngenai  pelaksanaan  prinsip-prinsip  dwifung- 
si  ABRI  untuk  masa  depan. 

Kedua,  mengembangkan  sistem  ekonomi 
yang  free  market-oriented  dan  export-led 
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growth,  tetapi  sekaligus  menjaga  dampak- 
nya  terhadap  keadilan  sosial  dengan  koreksi- 
koreksi  di  bidang  kebijaksanaan  ekonomi 
itu  sendiri  (UU  antimonopoli,  ketertiban 
bursa,  keterkaitan  ekonomi  perusahaan- 
perusahaan  besar,  menengah  dan  kecil,  dan 
lain-lain),  serta  kebijaksanaan-kebijaksana- 
an  sosial  (seperti  UU  pensiun  dan  kesehatan 
pekerja,  upah  minimum,  dan  sebagainya). 

Ketiga,  perlu  mengasimilasikan  nilai- 
nilai  baru  internasional  ke  dalam  nilai  hakiki 
dan  jati  diri  melalui  pendidikan  dan  pene- 
rangan,  sehingga  menjadi  milik  baru  bangsa 
Indonesia  tanpa  gejolak-gejolak  yang  besar. 

Untuk  kesemuanya  itu  keteladanan  kepe- 
mimpinan  nasional,  keterbukaan  pimpinan 
masyarakat,  sikap  self-restraint  kelompok- 
kelompok  masyarakat  dan  akhirnya  so- 
lidaritas  nasional  merupakan  hal-hal  yang 
mutlak  harus  ditempa,  karena  tidak  ada 
contoh  negara  dan  bangsa  lain  yang  mema- 
dai  untuk  diikuti.  Bagi  Indonesia  yang  baru 
pertama  kali  mengalami  perubahan-peru- 
bahan  fundamental  secepat  ini,  perkem- 
bangan  yang  zig-zag  tidak  selalu  dapat  die- 
lakkan.  Untuk  itu,  belajar  dari  kesalahan 
adalah  prinsip  yang  harus  diterima  sejak  se- 
mula.  Dengan  demikian  keterbukaan  akan 
perubahan  dan  fleksibilitas  perlu  mutlak 
diakui  oleh  kepemimpinan  nasional. 

Peranan  Indonesia  di  Kawasan  Asia 
Tenggara  dan  Asia  Pasifik  di  Masa 
Mendalang 

Peranan  Indonesia  di  Kawasan  Asia 
Tenggara 

Peranan  tersebut  pertama-tama  meliputi 
peranan  dalam  ASEAN.  ASEAN  telah  da- 
pat  menerima  Indonesia  sebagai  anggota 


yang  baik  setelah  mengalami  fase  pra- 
ASEAN  yang  penuh  ketegangan.  Karena 
jumlah  penduduk  dan  wilayahnya  yang  be- 
sar secara  de  facto  Indonesia  dianggap  seba- 
gai pemimpin  ASEAN,  dan  secara  politis  di- 
terima karena  Indonesia  tidak  pernah  me- 
maksakan  kepemimpinannya  itu.  Oleh  kare- 
na itu  ASEAN  hingga  kini  merupakan  orga- 
nisasi  yang  sukses  karena  kepercayaan  dan 
rasa  senasib  secara  riil  dirasakan  bersama- 
sama  di  antara  anggotanya.  Bagi  Indonesia 
faktor  lingkungan  adalah  penting,  karena 
penduduk  dan  wilayah  Indonesia  yang  lebih 
dari  separuh  populasi  dan  wilayah  ASEAN 
dan  pengalaman  keterbelakangannya  dalam 
bidang  ekonomi  yang  telah  membuatnya 
vulnerable  sampai  tahap  tertentu  dalam  hu- 
bungan  luar  negeri  pada  masa  pra-ASEAN. 
Memang  sekarang  Indonesia  dapat  dengan 
tegas  menyatakan  bahwa  secara  unilateral, 
ideologis  dan  atau  diplomatis  hal  tersebut 
dapat  dilakukannya.  Tetapi  secara  emosio- 
nal  karena  sejarah  dan  secara  ekonomis,  RI 
tidak  merasa  mutlak  perlu  melakukannya 
hingga  kini.  Karena  itu,  bagi  RI  ASEAN 
merupakan  soko  guru  dari  kebijaksanaan 
luar  negerinya. 

Akhirnya  di  dalam  perubahan-perubah- 
an  fundamental  yang  terjadi  secara  global 
dan  regional,  sewajarnya  negara-negara 
kecil  atau  menengah  bekerja  sama  untuk 
dapat  menghadapinya  dengan  lebih  mantap. 
Karena  itu  ASEAN  akan  tetap  relevan  untuk 
RI  di  masa-masa  yang  akan  datang. 

ASEAN  sendiri  sedang  menghadapi  tan- 
tangan  bagaimana  menjawab  perubahan- 
perubahan  tersebut  agar  ASEAN  tetap  rele- 
van di  Kawasan  dan  di  dunia.  KTT-ASEAN 
IV  bulan  Januari  1992  yang  lalu  di  Singa- 
pura  merupakan  pcrtanda  apakah  memang 
ASEAN  mampu  menjawab  tantangan-tan- 
tangan  baru  tersebut.  Untuk  itu,  peranan 
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serta  "kepemimpinan"  Indonesia  sangat  di- 
harapkan. 

Beberapa  tantangan  yang  sedang 
dihadapi  ASEAN  antara  lain  meliputi:  pem- 
benahan  organisasi  ASEAN,  termasuk  Se- 
kretariat  Jenderal,  yang  sangat  penting  bila 
ASEAN  hendak  menjawab  tantangan-tan- 
tangan  baru.  Sekelompok  wise-men  telah 
mengajukan  usul-usulnya,  dan  kelihatannya 
perbaikan  Sekretariat  Jenderal  yang  diusul- 
kannya  meliputi  peningkatan  status,  penam- 
bahan  wewenang,  personil  dan  keuangan 
akan  diterima  oleh  anggota-anggota 
ASEAN.  Soal  peran  dan  wewenang  KTT 
dalam  ASEAN,  adanya  Menteri  yang  khu- 
sus  ditugaskan  untuk  ASEAN  (yang  seka- 
rang  ex  officio  dijabat  Menlu)  dan  adanya 
wakil-wakil  anggota  ASEAN  pada  Sekreta- 
riat Jenderal  yang  akan  menggantikan  Stan- 
ding Committee,  masih  terlalu  pagi  untuk 
dapat  diterima  seluruhnya. 

Selain  itu,  kerja  sama  ASEAN  di  bidang 
ekonomi,  meskipun  banyak  dibicarakan,  be- 
lum  pernah  benar-benar  menjadi  kenyataan. 
Padahal  bila  ASEAN  berniat  menggalakkan 
hubungan  ekonomi  dengan  mitra-mitranya 
di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  Eropa,  maka 
landasan  kerja  sama  antar-ASEAN  maupun 
daya  tarik  ekonomi  dan  pasar  ASEAN  ber- 
sama  harus  meyakinkan.  Hal  ini  hanya  bisa 
dicapai  bila  ASEAN  dapat  membentuk  satu 
pasar  yang  secara  potensial  sangat  berarti  di 
masa  depan  melalui  suatu  Free  Trade  Area 
pada  tahun  2000  atau  2007  (ulang  tahun 
ASEAN  ke-40).  Diperkirakan  pada  tahun 
2007  GNP  ASEAN  bersama  akan  meliputi 
US$1,2  trilyun,  bila  dapat  berkembang  rata- 
rata  7%  seperti  beberapa  tahun  yang  lalu. 
Untuk  dekade  ini  Indonesia  (dan  Filipina), 
masih  agak  meragukan  konsep  FTA  ini  ka- 
rena  kondisi  ekonominya  yang  masih  tcrbe- 
lakang  dibandingkan  Singapura,  Malaysia 
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dan  Thailand  yang  mendukung  ide  tersebut. 

Pada  tahun  1990  Indonesia  telah  menga- 
jukan ide  CEPT  (Common  Effective  Pre- 
ferential Tariff)  yang  merupakan  perbaikan 
dari  kebijaksanaan  FTA  dengan  penghapus- 
an  tarif  secara  berkelompok  tetapi  tidak 
sampai  pada  ide  menghapuskan  tarif  pada 
tahun  tertentu  dalam  jangka  waktu  mene- 
ngah  agar  bisa  dipercayai.  Indonesia  pada 
umumnya  dapat  menerima  ide  FTA  dengan 
tahun  berlakunya  yang  mungkin  lebih  pan- 
jang  dari  tahun  2000,  meskipun  mengakui 
bahwa  kepastian  tahunnya  perlu  diberikan, 
agar  dipercayai.  Sementara  ini  Indonesia 
juga  masih  mempelajari  cara-cara  dan 
bidang-bidang  yang  akan  diliputi  FTA  terse- 
but. 

Indonesia  akan  lebih  positif  menerima 
ide  FTA,  karena  ekonomi  dan  kebijaksana- 
an-kebijaksanaan  lebih  kompetitif  dan  lebih 
kompatibel  dibanding  dengan  ekonomi-eko- 
nomi  ASEAN  lainnya.  Meskipun  demikian, 
berbagai  studi  dan  perdebatan  masih  diper- 
lukan  di  antara  para  pemimpin  dan  pemikir 
Indonesia  sebelum  RI  sama  sekali  com- 
mitted pada  ide  FTA  ini.  Akhirnya  ide 
CEPT  akan  diterima  sebagai  langkah  perta- 
ma  ke  arah  FTA  yang  mungkin  sekali  diteri- 
ma untuk  tahun  2000,  tetapi  dengan  bebe- 
rapa pengecualian  bagi  RI  dan  Filipina.  Ide- 
ide  ini  akan  diletakkan  dalam  suatu  Eco- 
nomic Treaty  seperti  yang  diusulkan  Fili- 
pina. 

Tantangan  yang  lain  adalah  kerja  sama 
antara  ASEAN  dengan  negara-negara  Asia 
Tenggara  lainnya  yang  penting  pula  untuk 
dipikirkan,  dibicarakan  dan  ditempa  dalam 
jangka  pendek,  terutama  karena  alasan  ter- 
akhir  yang  memisahkan  ketiga  negara  Indo- 
cina  dan  ASEAN,  yaitu  konflik  di  Kamboja 
yang  akan  mencapai  penyelesaian  dalam 
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waktu  dekat  ini.  Masalah  Birma  masih  akan 
memakan  waktu,  tetapi  itu  pun  hanya  me- 
nunggu  waktu  saja.  Beberapa  tahun  yang 
lalu,  banyak  dikemukakan  pendapat  agar 
ASEAN  bersedia  menerima  negara-negara 
Indocina  sebagai  anggotanya  segera  setelah 
konflik  di  Kamboja  dapat  diselesaikan.  Se- 
telah penyelesaian  itu  hampir  menjadi  ke- 
nyataan,  maka  kini  kemungkinan  itu  kem- 
bali  dipersoalkan,  seperti  halnya  perdebatan 
dalam  EC  untuk  menghadapi  negara-negara 
Eropa  lainnya,  termasuk  negara-negara 
Eropa  Tengah,  yang  menyangkut  pendalam- 
an  dulu  atau  perluasan  keanggotaannya  se- 
telah 1992  nanti. 

Kebanyakan  anggota  ASEAN  sedang 
menghadapi  begitu  banyak  tantangan  dalam 
waktu  dekat  ini,  sehingga  sulit  mempertim- 
bangkan  penerimaan  anggota  baru,  apalagi 
bila  calon  anggota  itu  memiliki  perbedaan 
yang  cukup  mendasar.  Hal  ini  berlaku  teru- 
tama  bagi  negara-negara  Indocina  yang  ber- 
lainan  sistem  politik  dan  ekonominya;  mes- 
kipun  mereka  sudah  mulai  berubah,  tetapi 
belum  cukup  jelas  mengenai  kecepatan  dan 
volume  perubahannya. 

Oleh  sebab  itu,  timbul  beberapa  pemi- 
kiran  antara  lain  dengan  cara  mengajak  me- 
reka menandatangani  Treaty  of  Amity  and 
Cooperation  yang  memuat  prinsip-prinsip 
orde  regional  ZOPFAN,  dan  lalu  mengajak 
mereka  melakukan  kerja  sama  fungsional, 
terutama  di  bidang  ekonomi.  Untuk  itu 
dapat  dilakukan  pertemuan-pertemuan  ta- 
hunan  para  menteri.  Inti  Orde  Regional  di 
atas  ialah  penyelesaian  konflik-konflik  seca- 
ra  damai  dan  kerja  sama  di  pelbagai  bidang, 
terutama  bidang  ekonomi. 

Bila  sudah  ada  kcsesuaian  sistem 
maupun  tahap  ekonomi,  barulah  dibuka  ke- 
mungkinan akan  penambahan  keanggotaan 


ASEAN.  Sementara  itu,  tingkat  kerja  sama 
ASEAN  diharapkan  lebih  mantap  dan  maju 
pula  sehingga  dapat  menerima  keanggotaan 
baru.  Dalam  hubungan  dengan  negara-nega- 
ra Indocina,  terutama  dengan  Vietnam,  hu- 
bungan Rl-Vietnam  yang  dianggap  terbaik 
dibandingkan  dengan  negara-negara 
ASEAN  lainnya.  Maka  ASEAN  akan  ba- 
nyak tergantung  pada  sikap  RI  dalam  me- 
nentukan  sampai  di  mana  dan  berapa  cepat 
hubungan  negara-negara  Indocina  dengan 
ASEAN. 

Di  dalam  rangka  mencapai  orde  regional 
ZOPFAN,  berdasarkan  Treaty  of  Amity  and 
Friendship  1976,  hubungan  antar  negara- 
negara  ASEAN  dan  hubungan  antara 
ASEAN  dengan  negara-negara  Indocina/ 
Birma  dapat  diatur.  Akan  tetapi,  hubungan 
dengan  negara-negara  besar  di  kawasan 
tidak  dapat  dicakup,  karena  hubungan  ter- 
sebut  meliputi  seluruh  kawasan  Asia  Pasifik. 
Karena  seluruh  kawasan  tersebut  secara  eko- 
nomis  dan  strategis  telah  menjadi  satu,  se- 
hingga kawasan  Asia  Tenggara  tidak  dapat 
lagi  dipisahkan  dari  kawasan  Asia  Timur. 

Karena  itu  pula,  maka  ide  orde  regional 
itu  harus  meliputi  pula  seluruh  kawasan  Asia 
Pasifik,  di  mana  hubungan  ASEAN  dengan 
keempat  negara  besar  AS,  US,  RRC  dan  Je- 
pang  dapat  diatur  secara  seimbang.  Alasan 
bahwa  kawasan  Asia  Pasifik  telah  menjadi 
satu  paling  jelas  terletak  di  bidang  penyatu- 
an  ekonomi,  terutama  di  bidang  manufaktur 
yang  disebabkan  perubahan  struktur  dan  ka- 
rena adanya  kebijaksanaan  ekonomi  Jepang 
setelah  perjanjian  Plaza  di  bidang  moneter 
pada  tahun  1985. 

Disamping  itu,  hubungan-luibungan  po- 
litik secara  bilateral  telah  normal  dan  diin- 
tensifkan  seperti  antara  RI-RRC,  RRC-US, 
US-Korea    Selatan,    RRC-Korea  Selatan, 
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RRC-Taiwan,  RRC-Vietnam  dan  US- 
Jepang.  Dan  karena  desakan  perkembangan 
ekonomi  di  kawasan  yang  dianggap  demi- 
kian  pentingnya,  terutama  agar  dapat  dite- 
ruskan  dan  malahan  ditingkatkan,  maka 
konflik-konflik  regional  pun  telah  diselesai- 
kan  atau  dalam  taraf  penyelesaian  dan  tidak 
akan  menjadi  konflik  terbuka,  antara  lain 
Kamboja,  Northern  Territories,  Spratly's 
dan  Paracel,  Taiwan-RRC  ataupun  Seme- 
nanjung  Korea. 

Demi  kelangsungan  perkembangan  eko- 
nomi tersebut  maka  perlu  diselenggarakan 
dialog  di  bidang  politik-keamanan,  yang 
hingga  kini  belum  ada  secara  multilateral 
untuk  kawasan  Asia  Pasifik,  seperti  di  Ero- 
pa  dengan  CSCE.  Di  antara  lembaga-lemba- 
ga  yang  ada,  jelas  ASEAN-PMC-lah  satu- 
satunya  yang  dianggap  siap  untuk  memulai 
dialog  politik  keamanan,  karena  sudah  meli- 
puti  12  anggota  di  kawasan  dan  telah  me- 
mulai dialog  bilateral  dengan  US  dan  RRC. 
Selain  itu,  lembaga  tersebut  sudah  memba- 
has  masalah  keamanan  seperti  konflik  Kam- 
boja dan  masalah  pengungsi  Indocina  se- 
menjak  yang  pertama  pada  tahun  1979. 

Dengan  demikian  secara  bertahap  dapat 
dimulai  pembentukan  suatu  orde  regional 
untuk  seluruh  kawasan  Asia  Pasifik,  yang 
dapat  dimulai  dengan  CBM,  dialog  tentang 
masalah-masalah  bersama,  antara  lain  men- 
cari  penyelesaian  konflik-konflik  regional 
dan  pada  akhirnya  arms  control  sampai  dis- 
armament untuk  kawasan. 

Tentu  saja  kawasan  ini  berbeda,  oleh 
karena  itu  seluruh  agenda  CSCE  tidak  dapat 
dilaksanakan  di  kawasan  ini.  Tetapi  banyak 
yang  dapat  dibandingkan  dan  dipelajari  dari 
suatu  proses  yang  meskipun  tidak  lengkap, 
seperti  upaya  penyelesaian  masalah  Yugos- 
lavia, tetapi  dapat  disempurnakan  sebagai- 


mana  halnya  menghadapi  perubahan-peru- 
bahan  di  Uni  Soviet. 

Pada  akhirnya,  kawasan  Asia  Pasifik 
akan  mempunyai  dua  badan  kerja  sama  re- 
gional, yaitu  APEC  untuk  bidang  ekonomi 
dan  ASEAN-PMC  untuk  bidang  politik  dan 
keamanan.  Dalam  kerangka  ini  bagaimana- 
pun  KTT  ASEAN  IV  di  Singapura  harus  me- 
nyatakan  kemauan  politik  ASEAN,  dan 
ASEAN-PMC  sendiri  harus  diubah  agar 
dapat  melakukan  dialog  tersebut  secara 
mantap. 

Jepang  telah  mendukung  ide  itu  dalam 
rangka  mencari  peranan  politiknya  di  ka- 
wasan, sedangkan  RRC  secara  tentative  mu- 
lai  memberikan  dukungannya.  Negara  ter- 
penting  yang  masih  perlu  diyakinkan  ialah 
AS,  yang  masih  belum  sempat  memusatkan 
perhatiannya  pada  kawasan  Asia  Pasifik  se- 
cara menyeluruh,  karena  masalah-masalah 
urgen  adalah  di  Eropa,  US  dan  Timur  Te- 
ngah.  Selain  itu  urgensi  mengadakan  arms 
control  dalam  bidang  maritim  tidak  mende- 
sak  akibat  supremasinya  di  bidang  itu,  apa- 
lagi  karena  vital  bagi  strategi  pertahanannya 
sebagai  kekuatan  maritim.  Namun  dengan 
ambruknya  US  sebagai  kekuatan  adikuasa, 
alasan  ini  sudah  tidak  berlaku  lagi.  Karena 
itu,  usaha  bersama  untuk  membentuk  badan 
dialog  tidak  akan  ditentang  AS,  asalkan  di- 
mulai dengan  agenda  yang  terbatas  dan  riil, 
yaitu  dialog  tentang  masalah-masalah  poli- 
tik-keamanan di  kawasan,  sampai  AS  siap 
untuk  berpartisipasi  politik  penuh. 

Masalah  yang  erat  hubungannya  dengan 
ide  ini  ialah  kehadiran  militer  AS  di  kawasan 
Asia  Pasifik  pada  masa  depan  dan  kerja 
sama  pertahanan  ASEAN  yang  akan  datang, 
selama  orde  regional  seperti  yang  diidam- 
idamkan  di  atas  belum  tercapai.  Dengan 
adanya  orde  regional  tersebut  diharapkan 
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akan  terdapat  keseimbangan  antara  keempat 
negara  besar  di  kawasan.  Karena  itu  keha- 
diran  militer  di  kawasan  masih  diperlukan 
untuk  menjaga  kestabilan,  perkembangan 
dan  perdamaian. 

Untuk  itu  berbagi  beban  adalah  penting 
bagi  AS.  Dan  keterbatasan  anggaran  serta 
tiadanya  ancaman  dari  US  akan  mengurangi 
kehadiran  militer  tersebut  di  kawasan.  Ber- 
bagi beban  bagi  ASEAN  berarti  bahwa  fasi- 
litas-fasilitas  seperti  di  Singapura  dan  Thai- 
land dapat  dipergunakan  oleh  Armada  VII 
AS,  sedangkan  pangkalan  Subic  masih  pen- 
ting  bila  dapat  dipertahankan  oleh  tubuh  po- 
litik  Filipina.  Kerja  sama  militer  AS-Jepang 
adalah  yang  terpenting  bagi  AS  di  mana 
pangkalan  Yokosuka  dan  Okinawa  menjadi 
vital,  sehingga  dukungan  ASEAN  untuk 
aliansi  tersebut  penting  pula  dalam  berbagi 
beban.  Pada  akhirnya  ASEAN  harus  me- 
ningkatkan  kerja  sama  militernya,  baik  se- 
cara  bilateral  maupun  secara  multilateral 
bila  muncul  ancaman  konvensional  di  masa 
yang  akan  datang. 

Di  dalam  usaha-usaha  di  atas,  sebagai- 
mana  dukungan  RI  terhadap  dukungan 
ASEAN  untuk  APEC,  maka  diperlukan  ke- 
tegasan,  kepemimpinan  dan  dukungan  yang 
jelas  dari  RI  agar  ide-ide  tersebut  dapat  men- 
jadi ide-ide  ASEAN.  Di  samping  karena  be- 
sarnya,  juga  karena  ideologinya  yang  non- 
blok,  RI  perlu  mendukung  ide-ide  baru 
ASEAN  dalam  menghadapi  perkembangan 
di  bidang  ekonomi  dan  strategi  di  kawasan. 
Sebab  biasanya  RI  enggan  terikat  dalam 
ikatan-ikatan  di  bidang  keamanan,  sedang- 
kan dalam  bidang  ekonomi  pada  waktu  yang 
lalu  RI  biasanya  merasa  ketinggalan. 

Di  bidang  kerja  sama  ekonomi  regional, 
sejak  permulaan  RI  sudah  aktif  dalam  ide 
kerja  sama  ekonomi  Asia  Pasifik,  dan  men- 


jadi salah  satu  pendukung  penting  dari 
PECC  semenjak  awal  (1980).  Lalu  pada  per- 
temuan  pertama  APEC  telah  mendorong 
ASEAN  untuk  mendukung  ide  tersebut 
(Canberra  1989).  Karena  itu,  RI  berpenda- 
pat  agar  EAEG  jangan  sampai  memecah, 
apalagi  berkonfrontasi  dengan  APEC  dan 
mengusulkan  untuk  pada  awalnya  menjadi 
caucus  dalam  APEC.  Kini  APEC  telah  ber- 
anggotakan  15  negara  dan  pada  tahun  1992 
diharapkan  akan  berkonsolidasi  dalam 
suatu  pelembagaan  awal,  antara  lain  dengan 
adanya  sekretariat. 

Selain  dianggap  sebagai  model  kerja 
sama  negara  maju  dengan  negara  berkem- 
bang  secara  regional,  ide  APEC/PECC  juga 
dimaksudkan  untuk  dapat  mempertahankan 
AS  di  kawasan  Asia  Pasifik,  mengatasi  per- 
tentangan  AS-Jepang,  dan  menghadapi  ter- 
bentuknya  blok  perdagangan  di  kawasan 
ataupun  di  Eropa.  Ide  ini  tentunya  akan 
menempa  suatu  struktur  kerja  sama  re- 
gional, di  mana  Cina  dan  US  dapat  berparti- 
sipasi  secara  positif. 

Penutup 

Di  atas  telah  diuraikan  mengenai  per^ 
kembangan  domestik  RI  dalam  beberapa  ta- 
hun yang  lalu  dan  kemungkinan  perkem- 
bangan di  tahun-tahun  mendatang.  Diurai- 
kan pula  analisis  tentang  dasar  masalah- 
masalah  Indonesia  yang  akan  dihadapi 
Indonesia  di  masa  yang  akan  datang. 

Dari  uraian  tersebut  jelas  bahwa  masa- 
lah-masalah  itu  makin  kompleks,  perubah- 
an-perubahan  makin  cepat  dan  kapasitas  pe- 
merintah  dan  pemimpin-pemimpin  masyara- 
kat  yang  mengaturnya  makin  terbatas.  Ka- 
rena itu,  desakan  akan  keterbukaan  dan  par- 
tisipasi  masyarakat  tidak  dapat  dielakkan. 
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Semakin  hal  ini  disadari  dan  makin  didu- 
kung  agar  dapat  terlaksana  secara  evolusio- 
ner  dengan  gejolak-gejolak  yang  minimal, 
akan  makin  baik  untuk  menghadapi  dan 
mengimbangi  perubahan  tersebut. 

Begitu  pula  perkembangan  ekonomi  te- 
lah  mendapatkan  momentumnya  sendiri, 
dan  meskipun  akan  mengalami  pasang  su- 
rut,  tetapi  akan  terus  mengubah  dan  me- 
ngembangkan  ekonomi  itu  sendiri.  Pada  po- 
koknya,  tiada  jalan  untuk  kembali  pada 
struktur  ekonomi  yang  lalu  dan  campur 
tangan  yang  berlebihan  dari  Pemerintah.  _ 

Dalam  bidang  regional,  peran  RI  teruta- 
ma  hendak  dijalankan  melalui  ASEAN  ber- 
sama  dengan  yang  lain.  Hal  itu  menguntung- 
kan  bagi  RI  guna  menempa  hubungan  yang 
erat  dan  kepercayaan  antarnegara  tetangga, 
tetapi  juga  untuk  mempunyai  leverage  yang 
sungguh-sungguh  berarti  bila  dilakukan  se- 
cara bersama-sama.  Dalam  kerangka  inilah 
perhatian  akan  ditujukan  pada  ASEAN- 
PMC  untuk  forum  dialog  di  bidang  politik- 
keamanan,  sedangkan  APEC  untuk  kerja 
sama  regional  di  bidang  ekonomi. 


Karena  kawasan  Asia  Pasifik  mempu- 
nyai kestabilan,  perdamaian  dan  perkem- 
bangan yang  pesat,  maka  usaha-usaha  untuk 
kerja  sama  regional  menjadi  penting  agar 
dinamika  yang  ada  dipertahankan  dan  di- 
tingkatkan,  sedangkan  kestabilan  dan  perda- 
maian dapat  dipelihara. 

Berbeda  dengan  kawasan  Eropa,  di 
mana  gejolak  yang  bertubi-tubi  akan  tetap 
ada  di  masa  depan  meskipun  tidak  akan  me- 
nimbulkan  perang  besar,  maka  keseimbang- 
an  di  kawasan  Asia  Pasifik  masih  didasar- 
kan  atas  masalah-masalah  besar  yang  belum 
jelas  penyelesaiannya  dan  masih  dapat  ter- 
goncang.  Karena  itu,  usaha-usaha  meletak- 
kan  struktur  regional  adalah  sangat  penting 
untuk  menghadapi  perubahan-perubahan 
yang  masih  akan  berlangsung  supaya  tanpa 
gejolak-gejolak  yang  besar.  Peranan  RI  sen- 
diri memang  cukup  penting,  karena  cara- 
cara  perubahan  di  RI  khususnya  akan  ikut 
menentukan  kestabilan  kawasan.  Peran  RI 
sendiri  dan  terutama  melalui  ASEAN  pada 
akhirnya  akan  ikut  menentukan  perkem- 
bangan kawasan. 


Potensi  Kcpemimpinan 
Masyarakat  Tradisional 
di  Indonesia 


H.A.  Mattulada 


Pcnduhiiiuun 


AKHIR-AKHIR  ini  masyarakat  tra- 
disional di  pedesaan  Indonesia  se- 
dang  bergerak  ke  arah  satu  peru- 
bahan  yang  sukar  diramalkan  proses  kelan- 
jutannya.  Kita  biasanya  terpaku  pada  gam- 
baran  hidup  pedesaan  "tempo  doeloe"  yang 
berada  dalam  suasana  aman  tenteram,  tanpa 
pergolakan.  Suatu  kehidupan  masyarakat 
dengan  warganya  hidup  rukun,  damai  tanpa 
saling  sengketa.  Suatu  paguyuban  yang  te- 
nang  dalam  kerukunan  hidup  kekeluargaan, 
suatu  suasana  pedesaan  tradisional.  Masya- 
rakat pedesaan  tradisional  seperti  itu  pada 
masa  kini  sudah  sukar  ditemukan. 

Perubahan-perubahan  baik  pada  bentuk 
atau  struktur  maupun  pada  fungsi-fungsi  kc- 
lembagaan  pedesaan  tradisional,  telah  meng- 
hasilkan  berbagai  keadaan  yang  mengubah 
rona  atau  wajah  masyarakat  "desa"  men- 
jadi  tempat-tempat  pemukiman  pcnduduk 
yang  tidak  lagi  memiliki  semangat  pagu- 
yuban  atau  republik -nya. 


Apa  yang  menyemangati  wilayah  pemu- 
kiman yang  disebut  "desa"  di  luar  Pulau 
Jawa  dewasa  ini,  adalah  semata-mata  se- 
mangat administrasi  atau  birokrasi  "kepe- 
jabatan"  yang  lesu.  Ada  sesuatu  yang  hi- 
lang,  yakni  makna  kekukuhan  tradisi  ke- 
rakyatan  dan  semangat  kebersamaan  yang 
menjadi  ciri  khas  tradisi  kehidupan  masya- 
rakat dahulu  yang  disebut  wanua,  atau  bori 
di  Sulawesi-Selatan,  kampung  atau  nama 
lainnya  dalam  kehidupan  masa  lalu  di  luar 
Pulau  Jawa. 

Kini  semangat  dari  satuan-satuan  masya- 
rakat persekutuan  adat  atau  masyarakat  se- 
jenis  "desa"  di  seluruh  wilayah  tanah  air  In- 
donesia, mengalami  perubahan-perubahan 
yang  amat  mendalam  dan  mendasar.  Proses 
pcmbentukan  desa-desa  seragam  di  seluruh 
Indonesia  adalah  sesuai  dengan  kehendak 
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  tentang 
Pemerintahan  Desa.  Perubahan-perubahan 
mendasar  itu  terjadi  tcrutama  di  luar  Pulau 
.lawa.  Schah-sehah  perubahan  itu  terutama 
dirasakan  sebagai  perusakan  kelcmbagaan 
tradisional  yang  berlatar  belakang  kultural 
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yang  secara  mendasar  berbeda  dari  tradisi 
kehidupan  pedesaan  di  Pulau  Jawa,  yang 
menjadi  rujukan  utama  Undang-Undang 
Pemerintahan  Desa  itu.  Undang-undang  itu 
diperlakukan  sama  untuk  seluruh  Wilayah 
Negara  Republik  Indonesia  yang  sebenarnya 
memiliki  segala  macam  sifat  kemajemukan 
sebagai  hakikat  keberadaan  empiris. 

Kini  kita  memiliki  "desa"  yang  secara 
administratif  sama  atau  seragam  pada  "per- 
mukaan"  di  seluruh  Indonesia.  Ia  dapat  di- 
katakan  sebagai  kemajuan  di  dalam  pengu- 
rusan  yang  seragam  dan  membawa  kemu- 
dahan  praktis  bagi  pemerintahan  atasan.  Te- 
tapi  sebenarnya  desa-desa  itu  telah  kehilang- 
an  nilai-nilai  dan  gagasan-gagasan  kultural 
yang  terdapat  dalam  struktur  dan  fungsi  ke- 
lembagaan  tradisional  yang  secara  formal 
harus  ditinggalkannya. 

Cara-cara  terbentuknya  kepemimpinan 
dalam  wilayah-wilayah  persekutuan  adat  se- 
jenis  "desa"  tempo-doeloe  itu,  sudah  sukar 
ditemukan,  karena  cara  terangkatnya  seo- 
rang  Kepala  Desa  dengan  Undang-Undang 
Pedesaan  itu  sudah  tertentu  tata-caranya 
dan  diberlakukan  secara  seragam  untuk  selu- 
ruh Indonesia.  Dilihat  dari  sudut  penyeleng- 
garaan  pemerintahan  desa  menurut  undang- 
undang  itu,  sesungguhnya  telah  berlangsung 
satu  proses  penyeragaman  secara  hukum 
formal  yang  mengacu  pada  satu  pola  ter- 
tentu. Inilah  gambaran  suatu  proses  reka- 
yasa  sosial  melalui  kekuatan  hukum. 

Adapun  untuk  kepentingan  pencatatan 
kekayaan  rohaniah  berupa  gagasan  atau 
nilai  yang  terdapat  dalam  sistem  budaya 
bangsa  Indonesia,  yang  biasanya  menjadi 
acuan  strategis  penggalian  potensi  kepemim- 
pinan dalam  masyarakat  tradisional  atau  pe- 
desaan, dapat  kita  lihat  adanya  aneka  ma- 
cam cara  yang  terdapat  dalam  tradisi  masya- 
rakat bersangkutan.  Hal-hal  itu  amat  dipe- 


ngaruhi  oleh  landasan  pertumbuhan  masya- 
rakat yang  muncul  sebagai  gagasan,  nilai- 
nilai  dan  pikiran-pikiran  pokok  yang  mem- 
pengaruhi  jalan  pikiran  dan  perilaku  warga 
masyarakat.  Hal  tersebut  ditemukan  dalam 
alam  pikiran,  ideologi  atau  kepercayaan 
yang  dialami  oleh  umat  manusia,  seperti 
pengaruh:  (1)  alam  pikiran  Mitis;  (2)  alam 
pikiran  Ontologis;  dan  (3)  alam  pikiran 
Fungsional,  yang  menjadi  acuan  perilaku 
manusia  pendukungnya.1 

Memang  sangat  erat  hubungan  antara 
mitos  atau  kriteria  rakyat  tentang  terjadinya 
negeri  atau  persekutuan  hidup  dengan  pro- 
ses terjadinya  kepemimpinan  dalam  perse- 
kutuan hidup  itu.  Mitos  juga  ikut  menjadi 
acuan  bagi  terselenggaranya  masyarakat 
yang  tersusun  melalui  hubungan-hubungan 
yang  terkait  pada  faktor  genealogis,  terri- 
torial dan  fungsional  spesial.  Pada  acuan- 
acuan  ini  secara  teoretis  dapat  ditelusuri 
kembali  cara  pembentukan  potensi  kepe- 
mimpinan dalam  masyarakat.  Data-data 
yang  terdapat  dalam  khasanah  kebudayaan 
(suku-suku)  Bangsa  Indonesia,  niscaya 
dapat  memperkaya  wawasan  kita  untuk 
menjadi  milik  nasional  yang  dapat  dipergu- 
nakan  sebagai  bahan  strategis  dalam  mem- 
bangun  potensi  kepemimpinan  bangsa  In- 
donesia di  masa  depan. 

Tentu  saja  tak  dapat  dipungkiri  adanya 
pandangan  yang  mencela  pendapat  untuk 
mempertimbangkan  kembali  tradisi  lama  se- 
bagai rujukan  bagi  penataan  masyarakat  In- 
donesia Merdeka  yang  diproklamasikan 
pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Pandangan 
demikian  itu  didasarkan  pada  prinsip  para 
pemimpin  Bangsa  Indonesia  yang  meletak- 
kan  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  sesuai 
Undang-Undang  Dasar,  sebagai  negara  ber- 

'C.A.  van  Peursen,  Sirategi  Kebudayaan  (Yogya- 
karta:  Kanisius,  1976),  34,  55,  85. 
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dasarkan  konsep  pemikiran  Barat  modern. 
Republik  Indonesia  adalah  negara  dengan 
masyarakat  baru.  Tidak  ada  hubungannya 
dengan  masyarakat  Feodal  masa  lalu,  zaman 
pra-Indonesia.  Mungkin  pikiran  demikian 
itu  benar  secara  strategis  dan  berdasarkan 
pemikiran  rasional  teoretis.  Akan  tetapi,  apa 
yang  ada  dalam  kenyataan  masyarakat  de- 
wasa  ini  secara  ernpiris  memberikan  ceritera 
yang  berbeda  dari  pemikiran  itu.  Kenyataan 
ernpiris  itu  tidak  mungkin  ditiadakan  begitu 
saja,  atau  meloncatkannya  kepada  suatu 
keadaan  yang  Iain,  tanpa  risiko  yang  besar 
dan  berbahaya  terhadap  apa  yang  dicita- 
citakan. 

Pola  Umum  Tradisi  Kepemimpinan 
Nusanfara  "Tempo  Doeloe" 

Ada  pendapat  yang  mencoba  mengiden- 
tifikasi  pola  kepemimpinan  yang  terdapat 
dalam  tradisi  masyarakat  Nusantara.  Menu- 
rut  Mochtar  Nairn,  ada  dua  macam  pola  ke- 
pemimpinan di  Nusantara  ini,  yaitu  pola 
Jawa  dan  pola  Melayu. 

Pola  Jawa  (J)  merupakan  pola  kepemim- 
pinan Nusantara  yang  berpangkal  pada  pa- 
ham  sinkretistik.  Kepemimpinan  ini  amat 
menjunjung  tinggi  keserasian,  keselarasan 
dan  keseimbangan.  Pola  seperti  ini  dapat 
pula  disebut  Pola  Paku  Buana,  karena 
dalam  pola  ini  segala  sesuatu  harus  dilihat 
dari  sudut  keserasian  antara  yang  berkuasa 
dengan  yang  dikuasai,  antara  pemimpin 
dengan  yang  dipimpin,  antara  raja  dengan 
rakyat.  Pola  ini  didukung  oleh  anggapan 
bahwa  pemangku  kekuasaan  menerima  ke- 
kuasaan  itu  secara  utuh  dari  sumber  datang- 
nya  kekuasaan.  Sumber  kekuasaan  ini  ada- 
lah sesuatu  yang  adikodrati  dan  tidak  dapat 

2Mochtar  Nairn,  Kebudayaan  Daerah  dan  Kebuda- 
yaan  Nasional,  satu  makalah  unluk  Kongres  Kebu- 
dayaan, 1991,  9. 


dipersoalkan,  serta  tertutup  dari  kemungkin- 
an  digugat  atau  ditolak  legitimasinya.  Da- 
lam pola  ini  hanya  dikenal  mufakat  sebagai 
acuan  dari  permusyawaratan. 

Pemangku  kekuasaan  (orang)  adalah 
identik  dengan  kekuasaan  itu  sendiri.3  Ke- 
kuasaan yang  dimaksud  di  sini  merupakan 
satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi 
atau  dipecah-pecah.  Selain  itu,  tidak  diber- 
lakukan  pula  oposisi  terhadap  kekuasaan 
itu.  Pola  pengendalian  yang  dianut  memberi 
pengayoman  kepada  segenap  wilayah  kesa- 
tuan dalam  kekuasaan  yang  tunggal.  De- 
ngan cara  itu,  segenap  kekuasaan  bawahan 
(wilayah)  berada  dalam  kepatuhan  total. 
Warna-warna  lain  yang  terdapat  sebagai  ke- 
lainan  yang  mencolok,  tidak  dapat  diberi 
kesempatan  untuk  menunjukkan  kesema- 
rakan,  karena  hal  itu  akan  berarti  pendur- 
hakaan  kepada  kekuasaan. 

Mochtar  Nairn  memberikan  rincian  sifat- 
sifat  kepemimpinan  dalam  pola  Jawa  yang 
paternalistis,  etatis  dan  sentripetal  konsen- 
tris  ini.  Dalrm  upaya  mencapai  kemakmur- 
an,  segi  pendekatan  keamanan  dan  kestabil- 
an  lebih  diutamakan  daripada  keterbukaan 
dan  demokratisasi.  Kritik  kurang  disukai. 
Menurut  Mochtar  Nairn,  keadaan  seperti 
yang  mengikuti  pola  Jawa  telah  berlangsung 
sejak  diberlakukannya  Dekrit  Presiden  No. 
5  Tahun  1959  untuk  kembali  ke  UUD  1945, 
sampai  saat  ini.  Yang  menonjol  dan  yang 
dimanfaatkan  adalah  budaya  daerah  yang 
berpola  Paku  Buwana.  Selain  ciri-ciri  itu 
juga  ditunjukkan  kuatnya  praktek-praktek 
kekuasaan  yang  bersifat  vertikal,  hierarkis, 
birokratis,  formalistis,  uniformistis,  otori- 
ter,  feodalistis,  tradisionalistis,  konservatif, 

'Benedict  Anderson,  "The  Idea  of  Power  in  Java- 
nese Culture,"  dalam  Culture  and  Politics  in  Indonesia, 
Claire  Holt  (Ed.)  (Ithaca:  Cornell  University  Press), 
3-70. 
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serimonialistis,  sinkretis,  monistis  animistis, 
mistikal,  estetis  dan  sebagainya. 

Pola  Melayu  (M)  merupakan  kepemim- 
pinan  Nusantara  yang  berpangkal  pada  sifat 
sintetis,  yang  lahir  dari  suasana  konflik  dan 
integrasi.  Pola  kepemimpinan  seperti  ini 
dapat  disebut  Pola  Menjinjing  A  lam.  Dalam 
pola  ini  terdapat  dua  komponen  yang  berla- 
wanan  secara  tetap.  Secara  terbuka  kedua- 
nya  saling  memerlukan,  dan  oleh  karena  itu 
keduanya  selalu  berusaha  mencari  kesepa- 
katan  yang  menguntungkan  kedua  belah  pi- 
hak.  Ini  merupakan  konflik  antara  dua  kom- 
ponen yang  bersifat  teleologis.  Kedua  kom- 
ponen yang  selalu  berada  dalam  bayangan 
konflik,  menjadi  simbol  ketertiban  masyara- 
kat.  Dalam  rumah  tangga  terdapat  dua  kom- 
ponen laki-laki  dan  perempuan  yang  mem- 
bangun  rumah  tangga  maupun  melahirkan 
keturunan  sebagai  hasil  tujuan  teleologis. ' 

Pandangan  kosmogini  yang  bersifat 
rangkap  ini,  mewarnai  segenap  pandangan 
dan  perilaku  manusia  dalam  masyarakat  dan 
kebudayaan  bersangkutan.  Kepemimpinan 
dalam  pola  ini  diwarnai  oleh  semangat  kese- 
pakatan  yang  dapat  mengantarkan  masyara- 
kat kepada  tujuan-tujuannya  sebagai  hasil 
kesepakatan  komponen-komponen  bersang- 
kutan. Ia  terbuka  untuk  argumentasi  dan  di 
dalamnya  dikembangkan  keseimbangan 
dalam  proses  pengendalian  kekuasaan  beru- 
pa  mekanisme  bermusyawarah  untuk  mene- 
mukan  kesepakatan. 

Dalam  perinciannya  Mochtar  Nairn 
berpendapat  bahwa  pola  M  bersifat  demo- 
kratis,  egaliter  dan  menghargai  kritik  serta 
pendapat  yang  berbeda,  sentri-fugal,  desen- 
tralisasi  dan  informal.  Selain  ciri-ciri  itu 
Mochtar  Nairn  melengkapinya  dengan  me- 
ngatakan  bahwa  dalam  pola  M  ini  kelihatan 
praktek-praktek  kekuasaan  yang  horizontal, 
poliformalistis,  populistis,  komunalistis, 


modernistis,  kasual,  sintetis,  monoteistis, 
rasional,  pragmatis  dan  sebagainya.  Pola  M 
itu  nyata  dijalankan  selama  masa  sepuluh 
tahun  pertama  dari  usia  Republik  Indonesia. 

Pola  J  dan  pola  M  seperti  dikemukakan 
oleh  Mochtar  Nairn  tersebut  sesungguhnya 
masih  dapat  dilengkapi  dengan  satu  pola 
lagi.  Pola  itu  secara  umum  terdapat  dan  ber- 
laku  dalam  kepemimpinan  masyarakat  wila- 
yah  kepulauan  di  Indonesia  Bagian  Timur. 
Pola  kepemimpinan  seperti  itu  dinamakan 
Pola  Kapitan  Laut.  Di  Sulawesi  Selatan  di- 
namakan pola  Kepemimpinan  Punggawa- 
Sawi  (PS). 

Pola  Punggawa-Sawi  (PS)  yang  juga  da- 
pat disebut  Pola  Kapitan  Laut  adalah  satu 
jenis  pola  kepemimpinan  yang  terdapat  pada 
negeri-negeri  maritim  Nusantara  "tempo 
doeloe".  Seseorang  menduduki  jabatan  ke- 
pemimpinan tertentu  berdasarkan  kemam- 
puan  yang  ditimbanya  dari  pengalaman- 
pengalaman  profesional  dalam  fungsi-fungsi 
tertentu.  Seseorang  untuk  menjadi  Pungga- 
wa  (pemimpin  pekerjaan),  harus  memiliki 
sawi  (anak  semang  atau  pengikut).  Tangga 
ke  arah  mencapai  kedudukan  menjadi  pung- 
gawa  adalah  kemampuan  profesional  mela- 
kukan  suatu  pekerjaan  dan  memimpin  pe- 
kerjaan itu  sehingga  terselenggara,  bersama 
dengan  sejumlah  orang  yang  menjadi  sawi- 
nya  atau  anak  buah  sebagai  kerabat  kerja. 
Tingkat  legitimasi  kepemimpinan  didasar- 
kan  pada  kemampuan  nyata  melakukan  pe- 
kerjaan dan  memimpin  pelaksanaan  suatu 
pekerjaan. 

Orientasi  kepemimpinannya  adalah  pada 
kemampuan  dan  keunggulan  mental  spiri- 
tual dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kepe- 
mimpinan. Kepemimpinan  dalam  pola  ini 
mengembangkan  pandangan  keteladanan  se- 
bagai rujukan  bagi  penggantian  dan  pene- 
rusannya,  oleh  generasi  yang  pada  waktunya 
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hams  melakukan  penerimaan  tugas  dan 
tanggung  jawab  kepemimpinan.  Pola  kepe- 
mimpinan  PS  ini  selain  dijadikan  rujukan 
dalam  kepemimpinan  negeri,  wilayah,  atau 
pulau  pemukiman,  juga  dipergunakan  da- 
lam perusahaan-perusahaan  dan  terutama  di 
perahu-perahu  niaga.  Pimpinan  usaha  da- 
lam perahu  niaga  disebut  nakhoda  atau  ka- 
pitan  atau  punggawa,  dan  anak  semangnya 
disebut  sawi. 

Semangat  esensial  yang  menjiwai  perse- 
kutuan,  masyarakat  atau  komunitas  itu 
ialah  semangat  kekerabatan  dan  kooptasi. 
Kekerabatan  -sifatnya  lebih  fungsional.  Ke- 
cakapan  diwariskan  kepada  angkatan  muda 
dalam  lingkungan  kerabat  kerja  (sawi).  Ke- 
keluargaan  lebih  bersifat  ketemurunan  dan 
pewarisan  menurut  garis  keturunan  sedarah 
(genealogis).  Dalam  kekerabatan,  penetapan 
suksesi  atau  pemimpin  ditentukan  oleh  pe- 
mimpin  tua  secara  kooptasi  (tunjukan)  dari 
sejumlah  orang  dalam  generasi  muda  yang 
dipersiapkan,  sesuai  prestasi  dan  kemampu- 
an  yang  telah  ditunjukkannya.  Seorang  dari 
calon-calon  itulah  yang  akan  ditunjuk/dipi- 
lih. 

Pentingnya  semua  pola  itu  sesuai  dengan 
keperluan  dalam  masyarakat.  Dalam  arti 
bahwa  setiap  pola  itu  dapat  memberi  sum- 
bangan  terhadap  kepemimpinan  yang  diper- 
lukan  oleh  Negara  dan  Bangsa  Indonesia. 
Ketiga  pola  tersebut  secara  umum  memiliki 
esensi  yang  perlu  dipelihara  dalam  warna  ke- 
pemimpinan bangsa  Indonesia: 

1.  Pola  Paku  Buana  memiliki  esensi  keko- 
kohan,  kecermatan  dan  konservasi  yang 
kuat.  Dengan  satu  kata  dirumuskan  kete- 
latenan. 

2.  Pola  Menjinjing  A/am  memiliki  sifat 
esensial  berupa  keterbukaan,  keluwesan 
dan  solidaritas  yang  amat  didambakan. 
Dengan  satu  kata  ia  dapat  dirumuskan  ke 


dalam  kata  kebebasan. 

3.  Pola  Kapitan  Laut  memiliki  esensi  dina- 
mika  dan  profesionalisasi  yang  fungsio- 
nal. Dirumuskan  dalam  satu  katadinami- 
ka. 

Ketelatenan,  kebebasan  dan  dinamika 
yang  menjadi  esensi  ketiga  Pola  Kepemim- 
pinan Nusantara  itu  dapat  menjadi  paduan 
yang  amat  khas  bagi  kepemimpinan  bangsa 
Indonesia  yang  diharapkan  dapat  dengan 
sukses  membawa  bangsa  Indonesia  ke  arah 
kejayaan.  Ketiga  pola  kepemimpinan  itu  ter- 
dapat  di  seluruh  wilayah  Nusantara.  Setiap 
pola  bukan  milik  suatu  wilayah  secara  khu- 
sus.  Sebagai  pola  umum  ia  menjadi  acuan 
pemikiran  bagi  kemungkinan  penyelengga- 
raannya  di  mana-mana,  baik  dalam  Iapang- 
an  politik  maupun  dalam  Iapangan  kehidup- 
an  masyarakat  pada  umumnya. 

Kalau  identifikasi  Mochtar  Nairn  itu  be- 
nar,  maka  apa  yang  diketemukannya  bahwa 
Pola  M  itu  telah  dimulai  pada  sepuluh  tahun 
pertama  usia  Republik  Indonesia.  Kita  dapat 
mengingatnya  bahwa  pola  itu  mengalami  ke- 
gagalan  dan  keadaan  yang  tragis.  Kenyataan 
menunjukkan  telah  berlangsungnya  pelam- 
pauan  batas-batas  kebebasan,  sehingga  me- 
nimbulkan  keadaan  yang  anarkis.  Tentu  sa- 
ja  suasana  yang  ditimbulkannya  amat  ber- 
bahaya  bagi  kelanjutan  hidup  Republik  In- 
donesia. 

Maka  apabila  terjadi  pengalihan  pola  ke- 
pemimpinan dari  Pola  M  ke  Pola  J,  hal  itu 
dapat  dipandang  sebagai  tindakan  penyela- 
matan.  Tentu  saja  sebagai  tindakan  penye- 
lamatan,  ia  diharapkan  tidak  akan  menjadi 
pola  tetap  untuk  diperlakukan  secara  abadi 
untuk  seluruh  masyarakat  dan  wilayah  Indo- 
nesia. Indonesia  memiliki  hakikat  esensial 
yang  khas.  Sebagai  Negara  Kepulauan  de- 
ngan kebhinckaan  yang  amat  kaya,  maka 
warna  kebhinekaan  itu  juga  perlu  dipelihara 
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untuk  menyelamatkan  ketunggalan  Indone- 
sia. 

Menggunakan  satu  pola  saja  diantara 
pola-pola  lain  yang  ada,  selalu  akan  berarti 
ancaman  bagi  integrasi  bangsa.  Padahal,  in- 
tegrasi  ini  seharusnya  selalu  menjadi  acuan 
yang  kuat  bagi  segenap  kebijaksanaan  pe- 
ngembangan  dan  pembangunan  bangsa  un- 
tuk menjadi  bangsa  yang  besar  dan  kuat.  Se- 
sungguhnya  kesalahan  yang  telah  terjadi  da- 
lam  sejarah  bukan  terletak  pada  pola  yang 
dijalankan  secara  aktual,  melainkan  pada 
soal  akseptasi  masyarakat  yang  diharuskan 
menggunakan  pola  itu. 

Pola  Umum  Kepemimpinan  dan  Le- 
gitimasi 

Dalam  buku  van  Peursen4  disebut  ten- 
tang  perkembangan  kebudayaan  yang  men- 
dapat  dorongan  dari  beberapa  pemikiran  se- 
bagai  berikut: 

1.  Alam  pikiran  mitis  yaitu  alam  pikiran 
yang  menyatukan  kosmos  ke  dalam  kesa- 
tuan  obyek  dan  subyek.  Makro  dan  mi- 
kro  kosmos  berada  dalam  satu  wahana. 
Kemauan  subyek  berada  dalam  kemauan 
obyek  dan  sebaliknya.  Kesatuan  serupa 
itu  menciptakan  keadaan-keadaan  sinkre- 
tis.  Kekuasaan  menyatu  dalam  pemegang 
kekuasaan.  Simbol-simbol  kekuasaan 
yang  berupa  regalia  (alat-alat  kebesaran 
sesuatu  kerajaan)  dipandang  sebagai  legi- 
timasi  dari  kekuasaan  itu.  Barang  siapa 
menguasai  alat-alat  kebesaran  itu,  maka 
dialah  yang  menjadi  pemilik  kekuasaan 
yang  melekat  padanya.  Rupa-rupanya 
awal  terjadinya  pola  kepemimpinan  Paku 

4van  Peursen,  Strategi.  Gambaran  itu  atas  inter- 
pretasi  saya  ke  dalam  dunia  politik  yang  berwatak  sin- 
kretis  dan  mitis,  ontologis  dan  fungsional,  yang  diha- 
rapkan  pada  kenyataan-kenyataan  sosial  budaya  di  In- 
donesia. 
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Buana  itu  sejalan  dengan  keadaan  yang 
didorong  oleh  alam  pikiran  mitis  itu.  Da- 
lam rumusan  kemanunggalan  kawula- 
gusti  dan  sabdo  pandita  ratu5  dapat  dika- 
takan  bahwa  alam  pikiran  mitis  itu  men- 
jadi rujukan  segala  kelakuan  dalam  ke- 
kuasaan yang  dijalankan  oleh  penguasa 
dan  diterima  oleh  yang  dikuasai  sebagai 
keadaan  yang  sewajarnya,  dan  diterima 
sebagaimana  adanya.  Tak  ada  bantahan, 
apalagi  perlawanan.  Di  sinilah  sifat  sin- 
kretis  itu  menyatakan  diri  dengan  sejelas- 
jelasnya.  Ia  dimotori  oleh  semangat  ke- 
hidupan  yang  menempatkan  keselarasan, 
keseimbangan  dan  keserasian  sebagai 
acuan  yang  terdepan  dalam  menangani 
segala  komponen  yang  memiliki  potensi 
saling  berlawanan.  Dalam  pola  kepemim- 
pinan Paku  Buana  segala  sesuatu  dapat 
dikompromikan. 

2.  Alam  pikiran  ontologis  yaitu  alam  pikir- 
an yang  memberikan  kedudukan  terpisah 
antara  obyek  dan  subyek.  Makro  dan 
mikro  kosmos  menempati  tempat  ma- 
sing-masing  sebagai  substansi  yang  ber- 
diri  sendiri.  Obyek  dengan  subyek  tidak 
terlebur  menjadi  satu,  tetapi  masing- 
masing  menemukan  sasaran  yang  ber- 
sifat  sintetis  dan  bersasaran  teleologis. 
Satu  ikatan  yang  amat  luwes,  menjadi- 
kan  suatu  ikatan  persekutuan  yang  lebih 
besar  bersifat  amat  longgar  dan  terbuka 
untuk  kebebasan  masing-masing  kompo- 
nen yang  mengikatkan  diri  dalam  perse- 
kutuan besar.  Pola  kepemimpinan  Men- 
jinjing  Alam  tampaknya  amat  dekat 
pada  alam  pikiran  ontologis  ini.  Mulai 
dari  terjadinya  satuan-satuan  kecil  yang 
mengakui  adanya  hubungan  dengan  satu 


5P.J.  Zoetmulder,  Manunggaling  Kawula  Gusti 
(Pantheisme  dan  Monisme  dalam  Sastra  Suluk  Jawa, 
satu  studi  Filsafat,  Terjemahan  Dick  Hartoko  (Jakarta: 
P.T.  Gramedia,  1990),  54  dst. 
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wadah  berupa  induk  dari  satuan-satuan 
kecil  tersebut.  Hubungan  itu  tidak  meng- 
hapuskan  eksistensi  masing-masing  seba- 
gai  subyek  dan  obyek.  Masing-masing 
wilayah  kecil  berotonomi,  bergerak  se- 
suai  dengan  kodratnya  sendiri  yang  ter- 
bimbing  oleh  pengakuan  tentang  adanya 
ikatan  kesetiakawanan,  yang  memba- 
ngun  kekuatan  solidaritas  dalam  kesa- 
tuan  wilayah  besar.  Semakin  kuat  per- 
kembangan  kekuatan  wilayah  kecil  bero- 
tonomi itu,  semakin  halus  pula  wujud 
ikatan  terhadap  wilayah  gabungan.  Ke- 
kuatan ikatan  amat  ditentukan  oleh  ke- 
mampuan  memberikan  pelayanan  yang 
sama  atas  semua  peserta  dalam  ikatan 
itu.  Antara  wilayah-wilayah  kecil  beroto- 
nomi itu  dengan  wadah  ikatan  besar,  ter- 
jalin  hubungan  yang  saling  menentukan 
dan  memberi  kekuatan  legitimasi  bagi 
eksistensi  masing-masing.  Dari  situ  ter- 
jadi  wadah  yang  luas  dengan  kesatuan- 
kesatuan  kecil  berotonomi,  yang  merasa 
terbimbing  oleh  satu  solidaritas  wilayah 
yang  luas  yang  mengayomi  semua  kom- 
ponen  yang  terikat  didalam  daerah/wila- 
yah  besar.  Terasa  selalu  adanya  dua 
komponen  yang  berada  dalam  keadaan 
berlawanan.  Karena  satu  konflik  yang  in- 
heren  dalam  kesatuan-kesatuan  tersebut. 
Keadaan  berlawanan  itu  selalu  bersen- 
tuhan  sehingga  masing-masing  menemu- 
kan  sasaran  yang  hendak  dicapainya.  Ke- 
dua  komponen  berada  dalam  konflik  itu 
karena  kodrat  keberadaannya  yang  se- 
cara  teratur  melakukan  peranan  persen- 
tuhan  secara  dialektis  dan  luwes,  sehing- 
ga tidak  saling  menghilangkan.  Perte- 
muan  kedua  komponen  dalam  interaksi 
mencapai  tujuan  teleologis  tetap  menghi- 
dupkan  kedua  komponen  yang  bersen- 
tuhan.  Semangat  sintetis  dan  keterbuka- 
an  yang  didorong  oleh  sasaran  orttologis, 
menyebabkan  satu  sintesa  yang  memeli- 


hara  komponen-komponen  yang  berin- 
teraksi.  Sebaliknya,  semangat  konflik 
yang  bersasaran  integrasi  teleologis,  sela- 
lu mengarah  pada  satu  sasaran  pening- 
katan  kualitas  komponen  yang  ikut  da- 
lam interaksi.  Dalam  interaksi  demikian 
selalu  terpelihara  keluwesan  dan  keter- 
bukaan  sebagai  kodratnya  yang  hakiki. 
3.  Alam  Pikiran  Fungsional  yaitu  alam  pi- 
kiran  yang  memberikan  kedudukan  pada 
hubungan  fungsional  antara  obyek  de- 
ngan subyek.  Makro  kosmos  terpisah 
dari  mikro  kosmos,  akan  tetapi  dalam 
kedudukan  terpisah  itu  terdapat  jalinan 
yang  menghubungkan  keduanya.  Hu- 
bungan itu  berupa  hubungan  yang  saling 
memerlukan  dan  saling  menentukan 
eksistensi  masing-masing.  Alam  pikiran 
fungsional  ini  secara  teoretis  dekat  sekali 
pada  pola  kepemimpinan  Kapitan  Laut 
atau  Pola  Punggawasawi.  Keterhubung- 
an  obyek  dengan  subyek  dibawa  oleh 
peranan  masing-masing  dengan  fungsi- 
fungsi  yang  saling  memerlukan.  Peranan- 
peranan  itulah  yang  menghubungkan 
secara  dinamis  arah  pencapaian  sasaran 
yang  dikandung  oleh  fungsi-fungsi  yang 
melekat  pada  kedudukan  setiap  kompo- 
nen fungsional.  Pola  kepemimpinan 
Punggawasawi  menempatkan  kualitas 
komponen  untuk  menemukan  legitimasi 
bagi  terjadinya  kepemimpinan  itu.  Setiap 
fungsi  secara  kuat  dijalankan  untuk 
menggerakkan  mekanisme  sistem  fung- 
sional secara  tepat.  Proses  mobilitas  ver- 
tikal  berjalan  dengan  seleksi  yang  cer- 
mat,  dan  di  sinilah  pangkal  dinamika  ke- 
hidupan  lembaga,  karena  terdorong  oleh 
persaingan  yang  semakin  keras  untuk 
sampai  pada  pimpinan  puncak.  Penghar- 
gaan  pada  keahlian  dan  senioritas  meme- 
gang  peranan  penting  dalam  seleksi  kepe- 
mimpinan. Apa  yang  dilukiskan  secara 
artifisial  mengenai  berbagai  kesetaraan 
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seperti  di  atas,  bahwa  pola  kepemimpin- 
an  Paku  Buana  amat  dipengaruhi  oleh 
alam  pikiran  mitis,  pola  kepemimpinan 
Menjinjing  Alam  dekat  sekali  pada  alam 
pikfran  ontologis,  dan  pola  kepemimpin- 
an Kapitan  Laut  terbimbing  oleh  alam 
pikiran  fungsional,  semata-mata  untuk 
menunjukkan  adanya  kecenderungan. 
Ketiga  pola  kepemimpinan  itu  dalam  pe- 
nyelenggaraannya  sedikit  banyak  dipe- 
ngaruhi ketiga  alam  pikiran  tersebut. 

Tidak  dapat  disangkal  bahwa  pola-pola 
kepemimpinan  Paku  Buana,  Manjinjing 
Alam  dan  Kapitan  Laut  memiliki  warna  dari 
pemikiran  mitis,  ontologis,  dan  fungsional. 
Tetapi  kekuatan  warna-warna  pada  masing- 
masing  pola  niscaya  berbeda  adanya.  Keras 
atau  lunaknya  warna  itu  tergantung  pada 
cara  terbentuknya  ikatan  kebersamaan  satu- 
an  masyarakat  yang  bersangkutan.  AdapUn 
ikatan  kebersamaan  dari  satuan  masyarakat 
itu  dapat  diamati  melalui  jenis-jenis  ikatan 
antara  semua  warga  persekutuan,  yaitu: 
1.  Ikatan  genealogis  ialah  suatu  persekutu- 
an hidup  yang  hubungan  keakraban  atau 
kebersamaannya  didasarkan  pada  hu- 
bungan darah  (genealogis).  Pada  umum- 
nya  hubungan  genealogis  menjadi  dasar 
yang  kuat  untuk  penataan  persekutuan 
hidup  kecil  yang  disebut  keluarga.  Satuan 
hidup  keluarga  itu  dalam  persekutuan  hi- 
•   dup  kecil  yang  menempati  wilayah  seperti 
desa,  kampung  atau  wanuwa,  memiliki 
semacam  kepercayaan  bahwa  ada  cikal- 
bakal  persekutuan  yang  disebut  nenek- 
moyang  yang  selalu  mengawasi  tata  tertib 
(adat  istiadat)  kehidupan  dalam  perseku- 
tuan hidup  itu.  Pimpinan  persekutuan 
yang  dipilih  atau  diangkat  adalah  seseo- 
rang  dari  garis  keturunan  yang  tertua  se- 
bagai   pedoman   penentuan  keabsahan 
menjadi  pemimpin.  Pada  pola  kepemim- 
pinan Paku  Buana,  masalah  keturunan 


genealogis  banyak  menentukan  pengam- 
bilan  calon-calon  pemimpin. 

2.  Ikatan  tentorial  ialah  suatu  persekutuan 
hidup  yang  dibangun  menurut  ikatan  ke- 
wilayahan  (teritorial).  Di  dalam  perseku- 
tuan hidup  teritorial  terdapat  keserbane- 
kaan  warga.  Keserbanekaan  warga  itu 
menuntut  adanya  otonomi  pelayanan  un- 
tuk masing-masing  kelompok  warga  yang 
terikat  dalam  satu  teritorial.  Pucuk  pim- 
pinan persekutuan  selalu  diharapkan  me- 
miliki kemampuan  untuk  mempertahan- 
kan  keutuhan  wilayah/teritorial  yang 
luas  dengan  mengandalkan  keluwesan, 
keterbukaan  dan  kebersamaan.  Ikatan 
teritorial  ini  kelihatannya  kuat  terdapat 
pada  pola  kepemimpinan  Manjinjing 
Alam.  Karena  sifat  warganya  heterogen, 
maka  sifat  otonomi  dan  keluwesan  serta 
keterbukaannya  menjadi  sifat  yang  amat 
jelas  (harus)  dipelihara  dengan  sungguh- 
sungguh  untuk  menjaga  kebersamaan 
dan  solidaritas  yang  menjadi  kekuatan 
ikatan  itu. 

3.  Ikatan  Fungsional  adalah  suatu  perseku- 
tuan hidup  yang  dibangun  berdasarkan 
ikatan-ikatan  fungsional  (spasial).6  Ke- 
wargaan  dalam  satuan-satuan  masyara- 
kat atau  komunitas  ditentukan  oleh  fung- 
si-fungsi  atau  peranan  profesional  yang 
sama  dari  setiap  orang  dalam  komunitas 
itu.  Kewargaan  dalam  komunitas  nela- 
yan,  dalam  komunitas  pedagang  berpe- 
rahu  atau  komunitas  fungsional  lainnya 
ditentukan  oleh  kemampuan  profesional 
setiap  warga  komunitas  itu.  Rupa-rupa- 
nya  ikatan  fungsional  ini  menjadi  faktor 


6MattuIada,  "Demokrasi  dalam  Tradisi  Masyarakat 
Indonesia,"  dalam  Demokrasi  dan  Proses  Politik  (Ja- 
karta: LP3ES,  1986),  3  dst.  Ikatan  Fungsional  diartikan 
sebagai  persekutuan  hidup  yang  dibentuk  dengan  senga- 
ja,  seperti  pada  organisasi  buruh  dan  persatuan  guru 
dalam  masyarakat  modern. 


POTENSI  KEPEMIMPINAN  MASYARAKAT  TRADISIONAL 
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pendorong  yang  kuat  terhadap  lahirnya 
pola  kepemimpinan  Kapitan  Laut  atau 
Punggawasawi.  Karena  setiap  warga  me- 
miliki  kedudukan  menurut  fungsi  dan  ke- 
mampuan  profesional,  maka  terjadi  per- 
saingan  dan  seleksi  untuk  kenaikan  jen- 
jang  kepemimpinan  yang  teliti  dan  tera- 
tur.  Dinamika  sosial  terjadi  pada  semua 
lapangan  dan  tingkatan  untuk  menemu- 
kan  pemimpin  yang  tepat  bagi  perseku- 
tuan  atau  komunitas  masing-masing. 

Memang  tidak  terdapat  korelasi  yang 
tetap  antara  faktor-faktor  ikatan  terjadinya 
persekutuan  hidup  genealogis,  teritorial  dan 
fungsional  dengan  pola-pola  kepemimpinan 
Paku  Buana,  Manjinjing  Alam  dan  Kapitan 
Laut,  namun  kecenderungan  masing-masing 
dalam  menerima  pengaruh  dari  faktor- 
faktor  itu  sangat  terbuka  untuk  identifikasi 
secara  umum.  Juga  hal  itu  kelihatan  pada 
cara  penyelenggaraan  kepemimpinan  seperti 
diuraikan  di  atas.  Saling  memberi  pengaruh 
itulah  yang  mewarnai  dan  memberikan  ke- 
cenderungan hubungan  dalam  pasangan 
masing-masing,  dengan  warna  yang  lebih  ke- 
ras  dibandingkan  dengan  pasangan  lainnya. 

Penulup 

Dewasa  ini  upaya-upaya  untuk  menemu- 
kan  potensi  kepemimpinan  yang  bersumber 
dari  pemikiran  tentang  kepemimpinan  tradi- 
sional  dalam  masyarakat  Nusantara  mung- 
kin  dapat  dipandang  sebagai  kegiatan  stra- 
tegis.  Alasan  strategisnya  terletak  pada  dua 
pola  pemikiran  ilmiah  yaitu: 

1 .  Pemikiran  rasional  yang  memikirkan  dan 
memetakan  dalam  pandangan  satu  Repu- 
blik  Indonesia  Modern  dengan  konstitusi 
dan  lembaga-lembaga  kenegaraan  yang 
memiliki  keandalan  berdasarkan  pctun- 


juk  yang  diperoleh  dari  negara-negara 
modern.  Secara  deduktif  keadaan  itu  me- 
mang benar.  Tetapi  kebenarannya  hanya 
ada  dalam  pemikiran  atau  idea  dan  dija- 
dikan  cita-cita  tentang  satu  Republik  In- 
donesia yang  seperti  dalam  pikiran  itu. 
Keadaan  seperti  itu  secara  strategis  me- 
mang betul,  dan  dapat  dijadikan  pang- 
kalan  untuk  perencanaan  masa  depan. 
Masa  depan  yang  jauh  atau  dekat  diten- 
tukan  oleh  keadaan  Republik  Indonesia 
sekarang,  yaitu  dalam  keadaan  sebagai- 
mana  adanya. 

2.  Pemikiran  empiris  yang  melihat  masalah 
sebagaimana  adanya,  dalam  keadaan  em- 
piris dengan  menggunakan  metode  in- 
duksi.  Dalam  hal  memikirkan  Republik 
Indonesia  menurut  pemikiran  rasional 
dan  metode  deduktif,  ternyata  masih 
amat  jauh  dari  jangkauan  masa  kini  da- 
lam pemikiran  empiris. 

Tentu  saja  Republik  Indonesia  di  masa 
depan  adalah  satu  negara  merdeka  yang 
modern,  demokratis,  bekerja  ke  arah  kese- 
jahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  ser- 
ta  berkeadilan  seperti  yang  dicita-citakan. 
Seperti  disebut  dalam  Undang-Undang  Da- 
sar  dan  filsafat  Pancasila,  hal  itu  merupakan 
tujuan  di  masa  depan.  Suatu  negara  boleh 
saja  disebut  negara  merdeka  dan  berdaulat. 
Tetapi  dalam  satu  negara  merdeka,  belum 
tentu  dengan  sendirinya  terdapai  kebebasan 
sebagai  wujud  terdalam  dari  hak-hak  asasi 
umat  manusia,  yaitu  bebas  dari  ketakutan, 
bebas  dari  kemiskinan,  bebas  dari  penindas- 
an  dan  Iain-lain.  Walaupun  ada  jaminan 
secara  konstitusional  bahwa  ada  dcmokrasi, 
tetapi  tidak  dengan  sendirinya  demokrasi  itu 
tcrselcnggara  seperti  yang  dicita-citakan. 
Walaupun  disebut kan  adanya  kedaulatan 
rakyat,  tetapi  intcrprctasi  siapa  rakyat  yang 
berdaulat  itu  bisa  macam-macam  adanya. 
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Dalam  hal  Republik  Indonesia  sebagai 
negara  merdeka  dan  berdaulat,  kebebasan 
itu  masih  harus  diperjuangkan  dengan  kuat- 
nya.  Bebas  dari  ketakutan,  bebas  dari  ke- 
miskinan,  bebas  dari  penindasan,  rupa- 
rupanya  masih  terdapat  dalam  dunia  angan- 
angan.  Adanya  kedaulatan  rakyat  memang 
diakui  dalam  UUD  1945.  Tetapi  rakyat  yang 
berdaulat  itu  ialah  Majelis  Permusyawarat- 
an  Rakyat.  Tampaknya  memang  ada  demo- 
krasi,  karena  ada  lembaga  tinggi  negara 
yang  disebut  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Se- 
pertinya  Republik  Indonesia  adalah  negara 
hukum  karena  disebut  demikian  dalam 
UUD  1945.  Meskipun  demikian,  sesungguh- 
nya  rakyat  belum  memiliki  kedaulatan  itu. 
Rakyat  yang  sebenarnya  belum  memiliki  ke- 
bebasan dari  rasa  takut,  kemiskinan,  penin- 
dasan dan  sebagainya.  Rakyat  yang  ber- 
daulat, memiliki  kualitas  tertentu  untuk 
(mampu)  melakukan  kewajibannya  sebagai 
warga  negara  dan  mendapatkan  hak-hak- 
nya. 

Kalau  kita  menggunakan  kriteria  suatu 
negara  merdeka  dan  berdaulat,  negara  terse- 
but  harus  mempunyai  wilayah  yang  jelas, 
rakyat,  dan  pemerintahan  yang  ditaati  oleh 
rakyatnya,  maka  negara  kita  Republik  Indo- 
nesia ini  memenuhi  semua  kriteria  itu.  Hal 
ini  merupakan  kenyataan-kenyataan  dalam 
pemikiran  empiris. 

Karena  itu,  kita  masih  harus  menghadapi 
sekian  banyak  problem.  Problem  itu  ada, 
kalau  yang  diharapkan  tidak  sesuai  dengan 
apa  yang  ada  dalam  kenyataan.  Untuk  me- 
mecahkan  masalah  tersebut,  perlu  diadakan 
kegiatan  pembangunan  yang  bersifat 
semesta  dan  berencana.  Pembangunan  dua- 
puluh  lima  tahun  tahap  pertama  Orde  Baru 
telah  berusaha  mendorong,  mempersempit 
dan  mengurangi  jarak  antara  harapan  dan 
kenyataan  yang  menjadi  masalah  itu.  Ber- 


bagai  keberhasilan  pembangunan  terutama 
dalam  bangunan  fisik  terasa  melegakan. 
Tetapi  tampaknya  belum  ada  keberhasilan 
pembangunan  sikap  mental  dalam  rangka 
Nation  and  Character  Building.  Di  sinilah 
letak  problemnya,  karena  adanya  kenyataan 
yang  dapat  dikatakan  belum  beranjak  dari 
keadaannya  yang  "tetap  tidak  sesuai  dengan 
pemikiran  strategis"  itu. 

Rakyat  kita  yang  80%  menjadi  penghuni 
desa-desa  yang  dibentuk  berdasarkan 
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  belum 
dapat  sepenuhnya  ikut  menikmati  hasil  ke- 
merdekaan.  Kebanyakan  mereka  belum  siap 
melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagai 
warga  negara  dari  suatu  negara  merdeka  dan 
berdaulat.  Karena  itu  pula,  dengan  sendiri- 
nya  mereka  belum  mampu  memahami  hak- 
hak  yang  dapat  digunakannya  untuk  men- 
dukung  terwujudnya  negara  hukum,  yang 
demokratis  dan  bersifat  kerakyatan. 

Maka  dari  sudut  pandangan  inilah  ter- 
letak.  makna  strategis  dari  upaya  mempe- 
lajari  potensi  kepemimpinan  masyarakat 
tradisional  di  Indonesia.  Pola-pola  kepe- 
mimpinan yang  dikemukakan  di  atas  sebagai 
pandangan  teoretis  mungkin  akan  berguna 
bagi  upaya  untuk  menemukan  pola  kepe- 
mimpinan yang  lebih  tepat  guna  menumbuh- 
kan  peran  serta  (partisipasi)  rakyat  dalam 
mencapai  kebebasan-kebebasan  yang  men- 
jadi bagian  dari  hak-hak  asasinya. 

Pola  kepemimpinan  yang  memiliki  esensi 
ketelatenan  dari  pola  Paku  Buana,  keluwes- 
an  dari  pola  Manjinjing  Alam,  dan  dinami- 
ka  dari  pola  Kapitan  Laut  dapat  menjadi 
pola  kepemimpinan  nasional  yang  diharap- 
kan dapat  membawa  kenyataan-kenyataan 
dewasa  ini  mendekati  cita-cita  nasional 
bangsa  Idnonesia  dalam  menghadapi  abad 
XXI  yang  masih  penuh  dengan  tanda  tanya. 


LPTK  Menyiapkan 
"Pemimpin  Perubahan  Sosial" 

B.S.  Mardiatmadja 


Pendahuluan 


I KIP  perlu  menempatkan  dirinya  sebagai 
bagian  integral  da/am  rangka  pemba- 
ngunan nasional,  dan  malah  sebagai  pe- 
nyiap  pelayan  perubahan  sosial  yang  sentral. 
Sebab,  seorang  pejabat  Departemen  Pendi- 
dikan  dan  Kebudayaan  (1990)  di  IKIP  Sana- 
ta  Dharma  pernah  mengungkapkan  kepri- 
hatinannya  mengenai  "tempat  IKIP  dalam 
sistem  pendidikan  Indonesia".1 

Pembangunan  bangsa,  menurut  kalimat 
penutup  GBHN  1988,  merupakan  ma- 
salah  kompleks  yang  "menuntut  keterli- 
batan  semua  pihak  dan  penanganan  dari  se- 
gala  segi".  Padahal  setiap  GBHN  pada  da- 
sarnya  menghendaki  perubahan  situasi  ma- 
syarakat,  bangsa  dan  negara  ke  arah  lebih 


'Seluruh  Bab  VII  dari  UU  No.  2/1989  tentang  Sis- 
tem Pendidikan  Nasional  mempcrlihatkan  dcngan  jelas, 
bahwa  diperlukan  lembaga  pcndidik  tcnaga  kcguruan 
(LPTK)  untuk  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  serta 
diperlukan  lembaga  untuk  memberi  kewenangan  me- 
ngajar  bagi  pcndidik  di  Perguruan  Tinggi  juga. 


tercapainya  cita-cita  bangsa  yang  secara 
khusus  diungkapkan  dalam  Mukadimah 
UUD  1945.  Maka,  pembangunan  bangsa 
bagi  kita  berjalan  seiring  dengan perubahan- 
perubahan  sosial  yang  direkayasa  bersama. 
Itulah  sebabnya,  mengapa  sejak  beberapa 
waktu  kita  membuat  tahap-tahap  pemba- 
ngunan. Dengan  begitu  perubahan-perubah- 
an  sosial  juga  dapat  diikuti  tahap  demi  ta- 
hap. 

Adapun  pembangunan  itu  tidak  hanya 
mencakup  bidang  ekonomi,  politik  dan  tek- 
nologi,  melainkan  juga  menjangkau  sampai 
pada  bidang  kepribadian  manusia-manusia 
Indonesia.  Maka  rekayasa  perubahan  sosial 
juga  kena  pada  kedalaman  pribadi  manusia. 
Rekayasa  perubahan  sosial  dalam  diri  manu- 
sia itu  terlaksana  secara  sengaja,  terencana 
dan  bersama-sama  dalam  proses  pendidikan. 
Dalam  rangkaian  itu,  pcranan  pcndidik  dan 
pemuka  masyarakat  tidak  hanya  tidak  dapat 
diabaikan,  tetapi  bahkan  mutlak  diperlukan. 

Catatan-catatan  berikut  ini  akan  mcnyo- 
roti  serta  membahas  pokok-pokok  pikiran 
mengenai  peranan  pcndidik  dan  lembaga 
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pendidik  tenaga  kependidikan  dalam  reka- 
yasa  perubahan  sosial,  tanpa  langsung  ter- 
jun  dalam  rincian  langkah,  apalagi  program 
pelaksanaannya. 

Yang  dimaksudkan  dengan  "pendidik" 
di  sini  adalah  para  orangtua  dan  pengasuh 
dalam  tatanan  pelayanan-didik  umum,  se- 
perti  perguruan  dan  lembaga-lembaga  infor- 
mal. Adapun  '"proses  rekayasa  perubahan 
sosial"  diartikan  sebagai  segala  usaha  sadar 
dan  terencana  untuk  secara  seluas  bangsa 
(nation-wide)  menimbulkan  perubahan  so- 
sial yang  menjadi  satu  unsur  pembangunan 
bangsa  menuju  cita-cita  kemerdekaan  Indo- 
nesia. 

Selanjutnya,  akan  dibahas  beberapa 
tema  seperti  di  bawah  ini: 

-  bahwa  pembangunan  yang  kompleks  ini 
memerlukan  rekayasa  perubahan  sosial 
yang  bijak  dan  merupakan  tanggung  ja- 
wab  kita  bersama; 

-  bahwa  pendidikan  justru  memainkan  pe- 
ranan  penting  dalam  proses  perubahan  so- 
sial masyarakat,  bangsa  dan  negara  kita; 

-  bahwa  persekolahan  mengambil  tempat 
khusus  dalam  proses  itu; 

-  bahwa  LPTK  mempunyai  tugas  penting 
dalam  proses  di  atas. 

Pembangunan  dan  Perubahan  Sosial 

Pembangunan  bangsa  adalah  keseluruh- 
an  upaya  terpadu  untuk  mengarahkan  pro- 
ses dari  terbentuk,  tumbuh  serta  berkem- 
bangnya  suatu  bangsa  secara  bersama.  Bagi 
kita  proses  itu  sudah  lama  berlangsung,  ter- 
utama  sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  Ne- 
gara RI,  hingga  saat  ini. 

Pembangunan  yang  diberi  perhatian  be- 
sar  pada  beberapa  Pelita  terakhir  adalah 


pembangunan  ekonomi.  Rupanya  diambil 
pandangan,  bahwa  perubahan  sosial  menuju 
masyarakat  adil-makmur  akan  tercapai 
kalau  perekonomian  rakyat  maju.  Untung- 
lah  bangsa  Indonesia  memiliki  sumber  daya 
alam  yang  banyak.  Namun  kita  tahu,  bahwa 
sumber  daya  alam  akan  semakin  menipis,  se- 
mentara  jumlah  penduduk  semakin  mening- 
kat.  Utang  negara  dan  inflasi  juga  cende- 
rung  melonjak.  Ini  berkaitan  dengan  situasi 
internasional.  Frustrasi  di  tingkat  nasional 
dan  internasional  semakin  menguat.  Kesen- 
jangan  kaya  dan  miskin  akan  semakin  keli- 
hatan. 

Dalam  situasi  di  mana  proses  globalisasi 
sedang  berlangsung,  bangsa  Indonesia  mem- 
butuhkan  sarana-sarana  hidup  yang  menye- 
babkan  ia  dapat  hidup  layak  berdampingan 
dengan  semua  bangsa  lain.  Tetapi',  dalam 
hal  ini  tidaklah  mudah  menentukan  batasan 
"hidup  layak"  itu.    Ada  yang  memakai 

■a 

tolok  ukur  konsumsi  makanan,  walaupun 
hanya  menghasilkan  pengukuran  kelayakan 
hidup  dari  sudut  kebutuhan  terendah  secara 
mutlak.  Hal  itu  pun  sangat  berkaitan  dengan 
penghasilan,  kesempatan  serta  kemudahan 
dalam  pekerjaan,  maupun  penentuan  batas 
terendah  menurut  ragam  kebutuhan  mini- 
mal.4 Di  lain  pihak,  keberhasilan  suatu  pe- 
kerjaan banyak  dipengaruhi  oleh  politik,  ke- 
budayaan  dan  pandangan  hidup  orang  mau- 
pun lingkungannya.  Selain  itu,  nilai  keber- 


2Andre  Hardjana,  "Konsep  Hidup  Layak  dalam 
Pandangan  Masyarakat  Indonesia:  Sebuah  Pendekatan 
Sosiologis,"  Atma  nan  Jaya  I,  no.  2  (Desember  1988): 
15-28. 

3Sayogyo,  "Garis  Kemjskinan  dan  Kebutuhan  Mini- 
mum Pangan,"  Kompas,  17  November  1977. 

4Arndt,  H.W.  dan  R.M.  Sundrum,  "Employment, 
Unemployment  and  Underemployment,"  BIES  XVI,  3 
(November  1980):  61-82. 
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hasilan  itu  sendiri  bersifat  relatif.  Suatu  pe- 
kerjaan  dan  penghasilan  serta  kebutuhan  da- 
sar  orang  bisa  dianggap  layak  oleh  si  A  atau 
dalam  konteks  budaya  X,  tetapi  dianggap  ti- 
dak  memadai  oleh  si  B  atau  dalam  konteks 
budaya  Z. 

Dan"  segi  lain,  proses  globalisasi  akan 
membawa  bangsa  Indonesia  untuk  berkon- 
tak  dengan  penduduk  negara-negara  lain 
yang  mempunyai  sistem  nilai  berbeda.  Kerja 
sama  ekonomi  baik  internasional  maupun 
regional  telah  memainkan  peranan  besar  da- 
lam upaya  memajukan  kesejahteraan  rak- 
yat5  dan  melahirkan  berbagai  pola  kesejah- 
teraan. Banyak  studi  yang  memperlihatkan 
bahwa  pola  pertumbuhan  masing-masing 
negara  itu  berbeda.6  Sebagai  akibat  dar;  per- 
jumpaan  antara  orang-orang  dengan  aneka 
pola  kesejahteraan  melalui  kerja  sama  inter- 
nasional itu,  maka  timbul  dorongan  untuk 
mencari  kemajuan  lebih  lanjut,  dan  bahkan 
muncul  rasa  frustrasi  yang  menyebabkan 
orang  mengejar  kemajuan  mated  tanpa  me- 
milah-milah  masalah  (discernment)  sama  se- 
kali.  Dalam  proses  itu,  dunia  ekonomi  tidak 
bisa  tidak  harus  bekerja  sama  dengan  pendi- 
dikan,  agar  mental  rakyat  siap  menghadapi 
aneka  bentuk  kemajuan  yang  akan  mengu- 
bah  struktur  sosial  guna  mencapai  ketenang- 
an  hidup  bersama  dan  keseimbangan  pri- 
badi. 

Perbedaan  kecepatan  berkembang  akan 
menjadi  salah  satu  faktor  yang  terpenting 
yang  memerlukan  penanganan  cermat,  se- 
bab  hal  ini  dapat  mengancam  persatuan. 


Djisman  S.  Simandjuntak,  "Kerjasama  Ekonomi 
ASEAN:  Pencarian  Terobosan  Baru,"  Jurnal  Ilmu 
Politik  2,  1987,  74. 

6R.  Hendro,  "Model  Pertumbuhan  di  Negara-nega- 
ra Berpendapatan  Rcndah  dan  Sedang,"  Alma  nan 
Java  I,  no.  2  (Desember  1988):  103. 


Dalam  hal  ini  perbedaan  tingkat  kemakmur- 
an  tiap  individu  itu  dapat  menciptakan  sua- 
sana  iri  atau  perlombaan  mengejar  materi 
yang  mengarah  pada  kerawanan  kontrol  so- 
sial. Sebagai  contoh,  kalau  di  London  dan 
Jakarta  sudah  banyak  anak-anak  yang  mem- 
peroleh  kesempatan  untuk  menggunakan 
komputer,  maka  tidak  sedikit  anak  di  peda- 
laman  Kalimantan  dan  Irian  baru  mulai  be- 
lajar  mempergunakan  pinsil  dan  batu  bate- 
rei.7  Di  situ  kelihatan,  betapa  perlunya  bah- 
wa pendidikan  tidak  hanya  mengajari  manu- 
sia  untuk  berjumpa  dengan  barang  baru  me- 
lainkan  juga  untuk  memakai  hal- hal  baru 
demi  kebersamaan  hidup. 

Di  lain  pihak,  perkembangan  juga  dapat 
membantu  bangsa  ini  menggarap  perubahan 
sosial  secara  positif,  misalnya  untuk  menga- 
tasi  ikatan-ikatan  primordial  (suku,  agama, 
ras  dan  golongan)  sedemikian  sehingga  per- 
satuan bisa  lebih  mudah  diupayakan.  Pem- 
bentukan  pengelompokan  politik  dapat  di- 
susun  tidak  berdasarkan  argumen  emosional 
melainkan  berlandasan  argumen  rasional. 
Dengan  begitu,  cita-cita  1928  dan  1945  dapat 
terlaksana  dengan  lebih  lancar.  Jelas,  bahwa 
justru  karena  pembangunan  akan  bisa  mem- 
bawa kita  pada  aneka  kesenjangan  sosial, 
maka  kita  membutuhkan  solidaritas  na- 
sional  yang  masih  lebih  kokoh  lagi. 

Namun  dalam  hal  itu  juga,  pembangun- 
an sistem  politik  yang  memadai  masih  men- 
jadi tuntutan.  Sebab  kesepakatan  seluruh 
warga  negara  untuk  ikut  merekayasa  peru- 
bahan sosial,  tidak  dengan  sendirinya  men- 
jadikan  mereka  pendukung  suatu  pandang- 


7Irwanto,  "Tantangan  Intcgrasi  Nasional  di  Tahun 
2000,"  Alma  nan  Jaya  I,  no.  I  (November  1988):  3. 

8.I.W.  Schoorl,  Modernisasi:  Penganlar  SOSfologl 
PtfflbaHgUnOn  Ncgara-negara  Sedans  Rerkcmhang  (Ja- 
karta: Ciramcdia.  1984),  2. 
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an  atau  kelompok  politik  tertentu.9  Pada 
akhir  abad  20  dan  awal  abad  21  diharapkan 
agar  Indonesia  sudah  memiliki  "kemampu- 
an  untuk  mencegah  lahir  dan  berkembang- 
nya  berbagai  macam  krisis  atau  kemelut 
yang  mungkin  muncul  sewaktu-waktu  yang 
dapat  merusak  atau  membahayakan  keber- 
langsungan  eksistensi  hidupnya". 

Lebih  lanjut,  Indonesia  harus  sudah 
mampu  "mengembangkan  diri  sesuai  de- 
ngan  kehendak  perkembangan  aspirasi  ma- 
syarakat  dan  tuntutan  kemajuan  zaman". 
Dalam  upaya  itu  sangat  pentinglah  konsoli- 
dasi  ideologi  dan  kebudayaan  berpolitik, 
penguatan  struktur  dan  kelembagaan  poli- 
tik, perangsangan  partisipasi  dan  komuni- 
kasi  politik.10  Untuk  itu,  diperlukan  sekali 
adanya  pranata  kenegaraan  yang  bisa  mela- 
yani  proses  berjalannya  demokrasi.11  Rupa- 
nya  birokrasi  akan  menjadi  semakin  penting 

1  *) 

dalam  kerangka  pengarahan  negara. 

Kita  tahu  bahwa  masalah  yang  dihadapi 
di  situ  bukan  sekadar  kemampuan  dan  ke- 
terampilan  untuk  mencari  peluang-peluang 
ekonomis  dan  politis  bagi  seluruh  rakyat, 
melainkan  untuk  membangun  mental  ber- 
bangsa  yang  menyebabkan  manusia  In- 
donesia rela  hidup  bersama  dengan  individu 
dan  kelompok  lain  guna  mencari  kesejahte- 
raan  bersama.  Bagi  suatu  negara  yang  luas 

9Soedjatmoko,  "Pembangunan  Sebagai  Proses  Be- 
lajar,"  Masalah  Sosial  Budaya  Tahun  2000:  Sebuah 
Bunga  Rampai  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1986),  21. 

l0Alfian,  "Pembangunan  Politik  Setelah  Tercipta- 
nya  Kerangka  Landasan  Pembangunan  Nasional,"  Jur- 
nal  llmu  Politik  1  (1986):  38. 

"Taliziduhu  Ndraha,  "Birokrasi  dan  Pembangun- 
an: Dominasi  atau  Alat  Demokratisasi?  Suatu  Telaah 
Pcndahuluan,"  Jurnal  llmu  Politik  1  (1986):  48. 

l2Manuel  Kaisicpo,  "Dari  Kcpolitikan  Birokratik  ke 
Korporatisme  Negara:  Birokrasi  dan  Politik  di  Indone- 
sia Era  Orde  Baru,"  Jurnal  llmu  Politik  2  (1986),  33. 


dan  memiliki  ratusan  suku  dan  sekian  ba- 
nyak  kebudayaan,  arah  pembangunan  itu 
jelas  membutuhkan  kerelaan  untuk  mengu- 
bah  sikap  sosial. 

Dalam  kondisi  semacam  itu  Indonesia 
akan  ditantang  unluk  lebih  siap  berperan  da- 
lam percaluran  politik  regional  dan  interna- 
tional. Sebab  tantangan  globalisasi  akan 
mulai  dengan  tantangan  kerja  sama  regional 
dan  tantangan  komunikasi  global  di  bidang 
politik  secara  efektif.  Situasi  global  akan 
semakin  mempengaruhi  politik  dalam  nege- 
ri,  dan  kondisi  politik  dalam  negeri  akan 
menentukan  efektivitas  peran  kita  di  du- 
nta.  Kita  sudah  merasakan,  bahwa  per- 
baikan  hubungan  Amerika  Serikat  dan 
Rusia  sudah  mempengaruhi  cara  bertindak 
kita  di  dunia  internasional  karena  Eropa  dan 
daerah  Asia  Pasifik  akan  semakin  berperan; 
krisis  Timur  Tengah  senantiasa  menempat- 
kan  kita  dalam  pilihan-pilihan  yang  sulit  un- 
tuk berperan  dalam  hubungan-hubungan  bi- 
lateral maupun  multilateral.  Sikap  saling 
mempengaruhi  antara  Indonesia  dengan 
dunia  juga  akan  menimbulkan  ketegangan 
yang  dialami  oleh  lembaga-lembaga  de- 
mokrasi dalam  memenuhi  tugas  pelayanan- 
nya  bagi  rakyat,  sebagai  akibat  adanya  tun- 
tutan yang  semakin  meningkat.14  Masalah 
terakhir  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan 
sosial  yang  harus  kita  rekayasa,  bukan  ha- 
nya  berkaitan  dengan  soal  lokal  atau  re- 
gional saja,  melainkan  sampai  ke  internasio- 
nal. 

nJuwono  Sudarsono,  "Politik  Internasional  Menje- 
lang  Tahun  2000,"  Deliar  Noer,  605.  Bur  Mauna,  "In- 
donesia dan  Perkembangan  di  Kawasan  Pasifik  Barai 
Daya,"  Jurnal  llmu  Politik  4  (1989):  31-52. 

Ha'rbld  G.  Shane  dan  M.  Bernardine  Tablcr,  Edu- 
cating for  a  New  Millenium:  I  lews  of  132  International 
Scholars  (Bloomington,  Indiana:  A  Diamond  Jubilee 
Publication  of  the  Phi  Delta  Kappa  Educational  Foun- 
dation,  1981). 
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Dengan  demikian  menjadi  jelas  bahwa 
kemajuan  ekonomi  dan  kesadaran  politik  ti- 
dak  dengan  sendirinya  akan  meningkatkan 
mutu  kebudayaan.  Datangnya  pembangun- 
an  di  Kalimantan  atau  Irian  bisa  saja  justru 
mengacaukan  tata  budaya  setempat  yang 
harus  diolah  kembali  dalam  menghadapi 
peradaban  baru.15  Perubahan  status 
ekonomi  dan  kedudukan  politis  saja  belum 
dapat  menjadi  jaminan  bahwa  secara  sosial 
menyeluruh  seseorang  atau  sesuatu  kelom- 
pok  benar-benar  telah  mengalami  perubah- 
an. Dengan  kata  lain,  perubahan  sosial  di  bi- 
dang  ekonomi  dan  politik  belum  pasti  men- 
cerminkan  perubahan  sosial  yang  dicitacita- 
kan  pembangunan  manusia  menyeluruh  se- 
bagaimana  diharapkan  oleh  Pembukaan 
UUD  1945  dan  sering  dirumuskan  dalam 
GBHN  1988. 

Juga,  ajaran  politik  yang  akhir-akhir  ini 
sangat  menekankan  "kedamaian"  sebagai- 
mana  biasa  dipaparkan  dalam  Pena  aran 
P-4,  pada  waktu  yang  akan  datang  per  u  di- 
kaji  lebih  lanjut.  Sebab  baik  pertumbuhan 
ekonomi  (yang  akan  semakin  menciptakan 
jurang  dan  konflik)  maupun  perkembangan 
kesadaran  dan  kecerdasan  manusia  Indone- 
sia (yang  akan  semakin  memberi  peluang 
pada  perbedaan  pendapat)  mengajak  kita 
menafsirkan  kembali  isi  terdalam  dari  ga- 
gasan  keserasian  dan  peranan  konflik  yang 
konstruktif,  justru  bagi  kebersamaan  dan 
persatuan.  6 

Mungkin  sekali  kebudayaan  kita  bersa- 
ma  akan  terbukti  harus  direkayasa  sedemi- 

"Michacl  Coomans,  Manusia  Daya:  Dahulu.  Seka- 
ran%,  Masa  Depan  (Jakarta:  Gramedia,  1987),  172-173. 
Juga  Jan  Boelaars,  Manusia  Irian:  Dahulu,  Sekarang, 
Masa  Depan  (Jakarta:  Gramedia,  9186),  175-176. 

l6Umar  Kayam,  "Kesclarasan  dan  Kebersamaan: 
Suatu  Penjclajahan  Awal,"  Prisma  XVI,  no.  .1  (Marc! 
1987):  32. 


kian  sehingga  mengalami  perkembangan 
bentuk  yang  mencakup  kebersamaan  dan 
perbedaan}1  Ini  berarti  akan  perlu  dicari 
bentuk-bentuk  baru  relasi  sosial  yang  me- 
ngena  bagi  perkembangan  mendatang.  Pada 
abad  21  akan  timbul  tantangan  terhadap 
konsep  "Bhinneka  Tunggal  Ika"  karena  ke- 
hidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  ber- 
negara  di  Indonesia  nanti  akan  menjadi  se- 

1  Q 

makin  kompleks.  Kalau  pengaturan  hu- 
bungan  sekarang  lebih  banyak  diatur  dengan 
aneka  organisasi,  kelak  akan  lebih  ditentu- 
kan  oleh  teknologi  komunikasi  dan  sikap 
komunikatif  yang  tulus. 

Pada  abad  21  gerak  Indonesia  sebagai 
Indonesia  yang  bersatu  hanya  mungkin  ter- 
laksana,  kalau  komunikasi  komprehensif 
Iintas  budaya  bisa  diupayakan  secara  opti- 
mal.19 Interaksi  lintas  budaya  yang  benar- 
benar  mampu  menyuburkan  pembentukan 
keindonesiaan  dan  menjadi  kancah  pendi- 
dikan  manusia  Indonesia  tidak  hanya  mem- 
butuhkan  komunikasi  lintas  budaya  geo- 
grafis  melainkan  juga  mental  dan  mungkin 
kerohanian  pula.  Kebudayaan  yang  perlu 
menjadi  tatapan  usaha  pendidikan  adalah 
kebudayaan  yang  dimediasikan  oleh  komu- 
nikasi massa.  Maka,  pendidikan  perlu  men- 
cakup pendidikan  media:  tidak  hanya  untuk 
membantu  agar  orang  bisa  memanfaatkan 
informasi  media,  tetapi  juga  agar  orang 


Mochtar  Lubis,  Transformasi  Budaya  untuk  Masa 
Depan  (Jakarta:  Inti  Idayu  Press,  1985). 

l8Andre  Hardjana,  "Komunikasi  Lintas  Budaya  di 
Indonesia:  Masa  Kini  dan  Masa  Depan,"  Alma  nan 
Jaya  I,  no.  1  (1988):  136.  Bandingkan  juga  dengan 
Sudirman  Tcbba,  "Islam  di  Indonesia:  Dari  Minoritas 
Politik  Mcnuju  Mayoritas  Budaya,"  Jumal  llmu  Poli- 
tik 4  (1989):  53-65. 

"Andre  Hardjana,  "Komunikasi  Lintas  Budaya  di 
Indonesia:  Masa  Kini  dan  Masa  Depan,"  Alma  nan 
Jaya  I,  no.  I  (1988):  127-146. 
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mampu  menggunakan  dan  memanfaatkan 
media  itu  untuk  perkembangan  kepribadian- 
nya.20  Di  sanalah  rekayasa  pendidikan  ber- 
jumpa  dengan  rekayasa  budaya  melalui  me- 
dia massa. 

Jelaslah  pada  abad  21  nanti,  kita1  tidak 
hanya  akan  harus  merekayasa  perubahan 
ekonomi  dan  politik  tetapi  juga  kebudayaan. 
Salah  satu  sikap  budaya  yang  tampaknya  se- 
makin  mendapat  sorotan  perhatian  dalam 
rangka  menyiapkan  bangsa  Indonesia  ke 
arah  kemajuan  adalah  produktivitas  kerja. 
Ini  sikap  mental  yang  perlu  diperbaiki.  Un- 
tuk mencapai  produktivitas  yang  tinggi 
diperlukan  manusia  Indonesia  yang 
memiliki  "sikap  mental  untuk  selalu  mau 
berkembang,  lebih  cermat,  lebih  efisien 
menghasilkan  produk  yang  lebih  bermu- 
tu".21 

Globalisasi  di  bidang  kebudayaan  me- 
mungkinkan  kebudayaan  nasional  kita  akan 
mendapat  bukan  hanya  peluang  untuk  ber- 
kembang melainkan  juga  tantangan  untuk 
menjernihkan  diri  serta  memurnikan  relasi- 
relasi  budaya  yang  mungkin  terpaksa  harus 
dijalin  karena  kepentingan  ekonomi  dan  po- 
litiknya.  Rekayasa  kebudayaan  perlu  secara 
sadar  sekali  mengambil  sikap  tegas  terhadap 
kecondongan-kecondongan  para  ekonom 
dan  politisi  untuk  mengadakan  atau  memu- 
tuskan  hubungan  atas  dasar  pertimbangan 
sepihak  di  bidang  ekonomi  dan  politik.  Ke- 
pribadian  kultural  maupun  sosialitas  kultu- 
ral  kita  masih  harus  lebih  diperhitungkan 
dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa 
dan  bernegara  dalam  situasi  ekonomi  dan 
politik  yang  belum  terkendali  sepenuhnya. 


^Michael  R.  Real,  Mass  Mediated  Culture  (Engle- 
wood  Cliffs,  N.J.:  Prentice  Hall,  1977). 

2IJ.  Babari,  "Meningkatkan  Produktivitas  Peker- 
ja,"  Atma  nan  Jaya  I,  no.  2  (Desembcr  1988):  1 15. 


Karenanya,  pembangunan  Indonesia  perlu 
memperhatikan  perubahan  sosial  di  bidang 
ekonomi  dan  politik  dengan  dilengkapi  oleh 
perubahan  sikap  budaya. 

Kejutan  budaya  yang  dialami  oleh  bebe- 
rapa  suku-suku  asli  di  Kalimantan  dan  Irian 
hanyalah  merupakan  cermin  dari  kejutan 
budaya  yang  sebenarnya  dialami  oleh  ba- 
nyak  saudara-saudara  kita  sebangsa  dalam 
proses  pembangunan  ini,  bahkan  sampai 
abad  21  nanti.  Padahal  kejutan  budaya  itu 
tidak  sekadar  bersifat  fisik  melainkan  me- 
nembus  adat  serta  mempengaruhi  kepribadi- 
an  dan  sikap  moral.  Meskipun  tidak  semua 
orang  mengalami  depresi  moral,  seperti  dila- 
porkan  mengenai  suku  di  Irian,  tetapi  keti- 
dakseimbangan  moral  jelas  merupakan  aki- 
bat  benturan  budaya  dalam  proses  pemba- 

22 

ngunan.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan 
bahwa  pembangunan  hanya  akan  berhasil 
kalau  memperhatikan  lapisan  terdalam  dari 
perubahan  sosial  tersebut:  perubahan  sikap 
dalam  memandang  alam,  manusia  dan  Pen- 
ciptanya. 

Lebih  jauh  perlu  diingat  bahwa  ekonomi 
dan  politik  adalah  suatu  bagian  hidup  manu- 
sia yang  harus  dicari  makna  kemanusiaan- 
nya.  Dengan  begitu,  dapatlah  ditemukan  si- 
kap tepat  antara  memandang  ekonomi  dan 
politik  sebagai  satu-satunya  yang  penting 
atau  keduanya  itu  sebagai  kancah  kejahat- 
an.23  Ekonomi  dan  politik  perlu  diartikan 
bukan  hanya  sebagai  sekumpulan  teknik  un- 
tuk mencari  nafkah  atau  menghimpun  ke- 
kuasaan,  melainkan  juga  sebagai  cara  manu- 
sia menghadapi  realitas  hidupnya  dalam  re- 
lasi  dengan  sesama  di  tengah  alam  semesta. 
Di  situlah  masalah  sistem  nilai  menjadi  sa- 
ngat  relevan  bagi  perubahan  sosial  yang 

"Boelaars,  175-176. 

23Christianto  Wibisono,  Ekonomi  dan  Bisnis  dalam 
Abad 21  (Delian  Noer),  595. 


LPTK  MENYIAPKAN  "PEMIMPIN  PERUBAHAN  SOSIAL" 


187 


mantap  demi  pembangunan  yang  bertang- 
gung  jawab. 

Sistem-sistem  nilai  itu  bersaingan  baik  di 
negara  kita  maupun  di  seluruh  dunia.  Semua 
bangsa  dan  setiap  individu  ditantang  untuk 
memilah-milah  dengan  cermat  (discernment) 
manakah  yang  akan  dipilih  bagi  hidupnya 
sendiri  maupun  bagi  bangsanya.24  Dunia 
pendidikan  perlu  membantu  setiap  individu 
agar  tidak  hanya  mengetahui  (segi  cipta) 
aneka  sistem  nilai  itu,  tetapi  juga  menemu- 
kan  kecocokan  afektif  (segi  rasa)  sistem  nilai 
tertentu  yang  telah  diputuskan  (segi  karsa) 
untuk  dipilihnya  dan  dilaksanakannya  (segi 
karya). 

Pendidikan  Indonesia  dan  Rekayasa 
Perubahan  Sosial 

Sejak  dini  bangsa  Indonesia  telah  menya- 
dari  betapa  pendidikan  merupakan  bagian 
penting  dari  proses  bangsa  ini  membentuk 
dirinya  menjadi  negara  yang  merdeka.  Ki 
Hadjar  Dewantara  ditunjuk  menjadi  Mente- 
ri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan 
setelah  proklamasi  kemerdekaan  karena  pe- 
ngalamannya  dengan  Taman  Siswa.  Sejak  2 
Oktober  1946  Mr.  Suwandi  menjadi  Menteri 
PPK  dan  membentuk  Panitia  Penyelidik 
Pengajaran  Republik  Indonesia,  yang  dike- 
tuai  Ki  Hadjar  Dewantara  atas  dasar  kepu- 
tusan  Rapat  Badan  Pekerja  KNIP  (27  De- 
sember   1945). 25  Anggota  Panitia  ini  52 


Shane  and  Tabler,  Educating  for  a  New  Mille- 
nium. 

25 Prof.  Sugarda  Purbakawatja,  Pendidikan  dalam 
Alam  Indonesia  Merdeka  (Jakarta,  1970),  35.  Nugroho 
Notosusanto  (Edit.),  Sejarah  Nasional  Indonesia  VI: 
Jaman  Jepang  dan  Jaman  Republik  Indonesia  (Jakarta: 
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1975),  265. 

26Berita  Repoeblik  Indonesia  II,  no.  15-16  (1  Juli 
1946):  145. 


Atas  dasar  usul  Panitia  tersebut,  Depar- 
temen Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebuda- 
yaan menetapkan  bahwa  tujuan  umum  pen- 
didikan Indonesia  adalah  mendidik  anak- 
anak  menjadi  warga  negara  yang  berguna, 
yang  kelak  dapat  memberikan  pengetahuan- 
nya  kepada  negara.  Dasar-dasar  pendidikan 
adalah  prinsip-prinsip  demokrasi,  kemerde- 
kaan dan  keadilan  sosial.27  Di  situ  dijelas- 
kan  pula  bahwa  tujuan  pendidikan  rendah 
umum -adalah  agar  anak-anak  dapat  mulai 
memahami  persoalan  di  sekitar  mereka,  se- 
dangkan  pendidikan  lanjutan  guna  menyiap- 
kan  diri  memasuki  perguruan  tinggi.  Pendi- 
dikan kejuruan  dimaksudkan  untuk  me- 
nyiapkan  pekerja-pekerja  yang  lebih  siap 
pakai  dan  langsung  dapat  melayani  masya- 
rakat. 

Pada  tangggal  25  April  s/d  1  Mei  1947 
diadakan  Konferensi  Perguruan  Tinggi.  Di 
situ  disadari  bahwa  perguruan  tinggi  terham- 
bat  fungsinya  untuk  meningkatkan  taraf  ke- 
ilmuan  Indonesia  karena  tidak  di  bawah  satu 
departemen.  Maka  peserta  Konferensi  meng- 
sulkan  agar  perguruan  tinggi  selanjutnya  di 
bawah  satu  departemen.  Dalam  rangka  itu 
diinginkan  adanya  pusat  kebudayaan  dan 
ilmu-ilmu  pengetahuan.  Tampaklah  bahwa 
sebelum  tahun  1950  Indonesia  sudah  memi- 
kirkan  kepentingan  ilmu  pengetahuan  bagi 
pembangunan  bangsa,  bukan  baru  akhir- 
akhir  ini  saja. 

Pada  tahun  1950  Menteri  Pendidikan  RI 
(dr.  Abu  Hanifah)  menyusun  pandangan 
mengenai  perlunya  peningkatan  spesialisasi 
dalam  pendidikan  kita.  Para  pendidik  za- 
man  itu  sudah  mengajak  kaum  politisi  untuk 
melihat  pentingnya  ilmu  dan  teknologi  tinggi 
bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara.  Ia  minta 
agar    kaum    cendekiawan  meningkatkan 

21  Sejarah  Nasional  Indonesia  VI,  266. 
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minat  dan  penelitian  di  segala  bidang  ilmu. 
Pada  tahun  itu  juga  Presiden  Soekarno  me- 
lancarkan  kampanye  pemberantasan  buta 
huruf  sedemikian  sehingga  antara  1950-1961 
penduduk  yang  buta  huruf  merosot  dari 
90%  menjadi  57%. 28  Langkah  itu  merupa- 
kan  imbangan  bagi  penggalakan  keilmuan  di 
tingkat  tinggi,  agar  tidak  terjadi  kesenjang- 
an  terlalu  besar  antara  kecerdasan  kaum 
elite  dengan  rakyat  jelata. 

Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas 
kiranya  dapat  difahami  bahwa  upaya  pen- 
cerdasan  rakyat  digarap  dengan-  sungguh- 
sungguh  walaupun  harus  mulai  dari  bawah 
sekali.  Dari  sudut  ini  dapatlah  kita  melihat 
kejelian  Soekarno  untuk  membakar  persatu- 
an  dan  solidaritas  rakyat  sedemikian  sehing- 
ga perubahan  sosial  dari  kedudukan  terjajah 
menjadi  rakyat  merdeka  itu  merata  seluas 
mungkin.  Meskipun  demikian,  pengetahuan 
bisa  saja  bukan  menjadi  alat  pemersatu  dan 
perangsang  solidaritas  seperti  yang  diharap- 
kan  oleh  Pembukaan  UUD  1945  melainkan 
justru  menjadi  pemecah  belah  dan  pencipta- 
an  penjajahan  model  baru. 

Salah  satu  bahaya  yang  segera  dilihat 
adalah  kemungkinan  adanya  keterasingan 
kaum  terpelajar  dari  dunia  sekitarnya.  Bisa 
terjadi  bahwa  segelintir  ahli  yang  amat  ter- 
spesialisasi  hidup  dalam  menara  gading  il- 
munya  tanpa  kaitan  dengan  masyarakat 
atau  memanipulasi  rakyat  jelata.  Untuk  me- 
nangkal  hal  itu,  pada  tahun  1959  Menteri 
Prijono  menyusun  konsepsi  Sapta  Usaha 
Tama  yang  meliputi:  (1)  penertiban  aparatur 
dan  usaha-usaha  Departemen  PP  dan  K;  (2) 
meningkatkan  seni  dan  olah  raga;  (3)  meng- 


Manfred  Ziemek,  Pesantren,  Traditionelle  Islam- 
ische  Bildung  und  gemeindeorientierte  laendliche  Ent- 
wicklung  in  Indonesien,  Dissertation  (Universitaet 
Frankfurt,  1983),  94. 


haruskan  "usaha  halaman";  (4)  mengharus- 
kan  penabungan;  (5)  mewajibkan  usaha- 
usaha  koperasi;  (6)  mengadakan  kelas  ma- 
syarakat; dan  (7)  membentuk  regu  kerja  di 
kalangan  SLA  dan  universitas.29  Hal  terse- 
but menunjukkan  adanya  usaha  agar  perse- 
kolahan  tumbuh  seimbang  dari  bawah  ke 
atas.  Harapan  yang  tersimpan  di  dalamnya 
adalah  agar  masing-masing  individu  tidak 
mengalami  ketimpangan  dalam  perubahan 
sosial  dan  juga  agar  kesejahteraan  rakyat 
menjadi  semakin  seimbang. 

Untuk  mengusahakan  agar  pendidikan 
sekolah  berkait  erat  dengan  masyarakat, 
pada  tahun  1973  Menteri  Mashuri  metontar- 
kan  gagasan  mengenai  Sekolah  Pembangun- 
an.30Maksud  Sekolah  Pembangunan  adalah 
untuk  mendorong  agar  persekolahan  "tidak 
hanya  sibuk  menuntut  ilmu  tetapi  juga  ikut 
langsung  dalam  pembangunan".  Namun 
dengan  cara  itu,  sebenarnya  makna  "bela- 
jar"  bagi  pengembangan  si  manusia  Indone- 
sia dan  karena  itu  juga  fungsinya  bagi  peru- 
bahan mental  maupun  kemampuan  rakyat 
serta  pembangunan  Indonesia  dikaburkan 
lagi. 

Pada  tahun  itu  pula  Pemerintah  menge- 
luarkan  "Inpres",  Instruksi  Presiden  yang 
menyediakan  dana  khusus  untuk  membiayai 
pemugaran  dan  pembangunan  gedung  seko- 
lah, penataran  guru,  pengadaan  buku  dan 
laboratorium  sekolah.  Pada  tahun  1978  jum- 
lah  SD  negeri  (banyak  di  antaranya  disebut 


9 Instruksi  Menteri  Mucin  Pendidikan  Pengajaran 
dan  Kebudajaan,  no.  1  (17  Agustus  1959). 

30Pidato  pengarahan  Mengeri  P  &  K  pada  pembuka- 
an Rapat  Kerja  Inspektorat  Jenderal  Departemen  P  &  K 
tanggal  22  Januari  1973  dengan  judul:  "Anak-anak 
Harus  Diperkenalkan  dengan  Jenis  dan  Lingkungan 
Kerja,"  Bulletin  Departemen  Pendidikan  &  Kebudaya- 
an  III,  no.  197  (29  Januari  1973):  1-2-8. 
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SD  Inpres)  sudah  lipat  tiga.  Situasi  itu 
membayangkan  kemungkinan  lebih  lancar- 
nya  pemerataan  sekolah,  namun  sama  sekali 
tidak  berarti  bahwa  kecerdasan  dengan  sen- 
dirinya  juga  diratakan.32  Maka  mutu  peru- 
bahan  sosial  yang  akan  dihasilkannya  juga 
belum  tentu  memuaskan,  sebab  kualitas  se- 
kolah maupun  kualitas  pendidik  belum  begi- 
tu  saja  terjamin. 

Bagi  bangsa  Indonesia,  "pembangunan 
itu  mengejar  kemajuan  lahir  dan  selaras  de- 
ngan kesejahteraan  batin,  sehingga  manusia 
benar-benar  menjadi  manusia  dengan  segala 
martabat  dan  harkatnya  yang  terhormat". 
Sehubungan  dengan  itu  Presiden  mencita- 
citakan  pendidikan  manusia  pembangun- 
an.34 Dasar  dan  arah  pendidikan  semacam 
itu  membawa  perubahan  sosial  yang  mendo- 
rong  berkembangnya  warga  negara  yang  se- 
hat  jasmani  dan  rohani,  memiliki  kecerdas- 
an, inisiatif  dan  sikap  demokratis,  bermoral 
tinggi  dan  berwatak  kuat,  serta  bertanggung 
jawab  kepada  bangsa  dan  pembangunan.35 

Untuk  melaksanakannya,  semua  pihak 
dihimbau  untuk  berperanserta.  Sebab  Presi- 

3,Soedijarto  dkk.,  "Indonesia"  dalam  T.N.  Post- 
lethwaite  dan  M.R.  Thomas  (eds.),  Schooling  in  the 
ASEAN  Region  (Oxford:  Pergamon  Press,  1980),  70. 

32Bandingkan  ucapan  Menteri  Fuad  Hassan,  Mente- 
ri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  Penjelasan  Pe- 
merintah  Republik  Indonesia  tentang  Rancangan  UU 
Pendidikan  Nasional  yang  disampaikan  di  depan  Si- 
dang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  29  Juni  1988. 

33Amanat  Presiden  Soeharto  pada  Rapat  Kerja  Kc- 
pala  Kantor  Wilayah  Depariemen  Pendidikan  dan  Ke- 
budayaan se-Indonesia  tanggal  12  Juli  1976  di  Jakarta. 

34Amanat  di  hadapan  para  Lurah/Kcpala  Dcsa  ter- 
baik,  para  Guru  Teladan,  pcmenang  sayembara  dan 
wakil-wakil  peserta  kesenian  daerah,  19  Aguslus  1975  di 
Istana  Negara.  Sambutan  pada  perayaan  ulang  tahun 
ke-20  IKIP  Bandung,  5  Desember  1974.  Juga  Pidalo 
pada  upacara  peresmian  bcrdirinya  "Univcrsilas  Negeri 
Surakarta  Sebclas  Maret",  1 1  Marei  1976  di  Surakarta. 

35Pidato  Kenegaraan  16  Agustus  1969. 


den  mengakui,  bahwa  "pemerintah  sendiri 
tidak  akan  mampu  menyediakan  keseluruh- 
an  biaya  yang  diperlukan  bagi  pendidikan 
yang  memenuhi  kebutuhan  seluruh  masyara- 
kat".36  Sejak  1976  Departemen  Pendidikan 
dan  Kebudayaan  membuat  rencana  strategi 
pendidikan  dan  kebudayaan  yang  diharap 
dapat  memberi  arah  realisasi  kebijaksanaan 
pendidikan.37  Pada  tahun  1983  praktis 
100°7o  anak  usia  sekolah  mendapat  kemung- 

•  38 

kinan  untuk  menikmati  pendidikan  SD. 
Pada  tahun  1968  hanya  separoh  tamatan  SD 
diterima  di  SMP,  tetapi  pada  tahun  1985, 
73°7o  dari  mereka  itu  dapat  melanjutkan  di 
sekolah  menengah.  Kalau  pada  tahun  1978 
hanya  sepertiga  tamatan  SMP  diterima  di 
SLA,  maka  pada  tahun  1984  sekitar  85% 
dari  mereka  itu  bisa  masuk  SLA.39 

Peningkatan  kuantitas  sekolah  itu  me- 
nimbulkan  kesulitan  dalam  penyediaan  guru 
yang  baik  maupun  pengaturan  kurikulum, 
dengan  akibat  bahwa  mutu  persekolahan 
merosot.  Keprihatinan  mengenai  hal  itu  me- 
nyebabkan  orang  teurs-menerus  mencari  sis- 
tern  pendidikan  sekolah  yang  terbaik.  Dalam 
kerangka  itu,  pantas  dicatat  lahirnya  UU 
No.  2/1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Na- 
sional pertama  yang  kita  miliki  secara  leng- 
kap. 

Dari  tinjauan  mengenai  sejarah  rekayasa 
pendidikan  yang  lama-kelamaan  disempit- 
kan  menjadi  persekolahan  itu,  tampak  bah- 
wa kesadaran  masyarakal  untuk  mencari 
pendidikan   meningkat,   walaupun  sarana 

36  Pidalo  Akhir  Tahun  31  Desember  1969. 

37Dcpartemcn  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Ren- 
stra  Pendidikan  dan  Kehudavaan,  1976,  71-84. 

10 

IJhal  Statistik  Indonesia  1983  (Jakarta:  Biro  Pusat 
Stalistik,  1984). 

39 

Margo  Raharja,  Catholic  Education  in  Indonesia 
(Jakarta:  LPPS,  1986).  16. 
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dan  iklim  pendidikan  masih  kurang.  Kaum 
pendidik  sangat  berperan  dalam  mendorong 
kesadaran  akan  perlunya  perubahan  sosial 
yang  mengarah  pada  pembangunan  kesadar- 
an berbangsa. 

Memang,  tidaklah  selalu  ada  konsistensi: 
antara  konsepsi  resmi  dengan  ide-ide  yang 
sering  dilontarkan  oleh  pejabat  pemerintah 
dalam  pelaksanaan  tugas  (misalnya  tentang 
pendidikan  "siap  pakai").  Konsistensi  juga 
sering  tidak  tampak  dalam  aneka  kebijaksa- 
naan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  P 
dan  K  sendiri.40  Namun  banyak  tokoh  poli- 
tik  maupun  dunia  pendidikan  sangat  sadar 
akan  peran  para  pendidik  dalam  rekayasa 
perubahan  sosial  yang  amat  diperlukan  da- 
lam pembangunan  bangsa.  Itulah  sebabnya, 
mengapa  Menteri  Daoed  Joesoef  sangat 
memperjuangkan  peranan  dunia  pendidikan 
antara  lain  melalui  upaya  penyediaan  ang- 
garan  yang  cukup  besar  bagi  Departemen 
Pendidikan  dan  Kebudayaan. 

Hal  ini  memang  penting.  Sebab,  pendi- 
dikan menempati  posisi  strategis  dalam 
membantu  terciptanya  proses  perubahan  pri- 
badi  ke  arah  cita-cita  kemanusiaan  dalam 
kancah  hidup  bersama.  Kebijaksanaan  pen- 
didikan nasional  bermaksud  menciptakan 
perubahan  sosial  seluruh  masyarakat  melalui 
rekayasa  pendidikan  rakyat.  Maka  melalui 
kebijaksanaan  nasional  pendidikan  mestinya 
orang  menyiapkan  warga  negara  yang  akan 
melaksanakan  pembangunan  masyarakat, 
bangsa  dan  negara  selanjutnya. 

Para  tokoh  Kebangkitan  Nasional  jelas 
merupakan  pemuka-pemuka  masyarakat 
dan  pencipta  proses  pendidikan  rakyat,  yang 
mempunyai  kepercayaan  diri  yang  besar  dan 
memang  mempunyai  kemampuan-kemam- 

'"'Onny  S.  Priyono  dan  A.M.W-  Pranarka,  Situasi 
Pendidikan  di  Indonesia  Selama  Sepuluh  Tahun  Terak- 
hir  (Jakarta:  CSIS,  1980),  144. 


puan  seta  keterampilan  pribadi  yang  sung- 
guh  menonjol  dalam  mempersatukan,  dan 
mengobarkan  semangat  serta  merangsang 
rakyat  untuk  mau  belajar  terus  untuk  maju. 
Jadi  mereka  itu  sendiri  terdidik  dan  terbukti 
telah  dapat  membangun  dirinya  secara  ber- 
mutu.  Selain  itu,  mereka  tidak  memakai  se- 
mua  keunggulan  itu  demi  kepentingannya 
sendiri  saja,  melainkan  menyediakannya  ba- 
gi saudara  sebangsa  untuk  mengubah  diri 
pribadi  mereka  dan  sebanyak  mungkin  ra- 
kyat jelata,  serta  dengan  begitu  mengubah 
struktur  sosial  penduduk  Nusantara  sehing- 
ga  mulai  membangun  suatu  identitas  nasio- 
nal, sebab  mereka  merasa  bertanggung  ja- 
wab  juga  terhadap  pembangunan  bangsa- 
nya. 

Semangat  yang  mereka  coba  tanamkan 
dan  menurut  sejarah  berhasil  mereka  bina 
adalah:  bahwa  generasi  1908,  1928  maupun 
generasi  1945  itu  mampu  membangun  diri 
sendiri  serta  mempunyai  rasa  tanggung  ja- 
wab  tinggi  guna  membangun  masa  depan 
bangsanya.  Dengan  kata  lain,  hubungan 
timbal  balik  antara  para  pemuka  masyara- 
kat dan  massa  rakyat  ternyata  mempunyai 
sasaran  ganda  yang  terpadu,  yaitu  agar 
rakyat  kebanyakan  dapat  membangun  diri 
sendiri  dan  juga  memiliki  rasa  tanggung 
jawab  tinggi  guna  membangun  hidup  bersa- 
manya.  Itulah  manusia  pembangunan. 

Peran  para  pendidik  bangsa  itu  adalah 
membina  segala  kualitas  positif  (di  bidang 
cipta,  rasa,  karsa  dan  karya)  diri  sendiri  dan 
selalu  mencari  upaya  untuk  meningkatkan- 
nya;  mengusahakan  keterampilan  untuk 
mengkomunikasikan  semuanya  itu  agar  se- 
makin  lama  semakin  sempurna;  berusaha 
terus-menerus  untuk  mengenali  hasrat  terda- 
lam  dan  kebutuhan  terpenting  rakyatnya  se- 
hingga  mampu  membangkitkan  semangat 
mereka. 


LPTK  MENYIAPKAN  "PEMIMPIN  PERUBAHAN  SOSIAL" 


191 


Pembangunan  Indonesia  akan  menuntut 
perubahan  sosial  yang  semakin  cepat.  Untuk 
itu  dituntut  sikap  yang  lebih  tegas  dalam 
mempersiapkan  diri.  Persiapan  yang  terpen- 
ting  bukanlah  pertama-tama  persiapan  eko- 
nomis  dan  materiil,  melainkan  persiapan 
mentalitas.  Bangsa  Indonesia  di  masa  men- 
datang  haruslah  bangsa  yang  siap  untuk 
menangani  perubahan  sosial  yang  semakin 
menyeluruh  dan  semakin  mendalam.  Untuk 
itu  diperlukan  pendamping  dan  pendidik 
yang  menolongnya  terbuka  sehingga  bisa 
mandiri  untuk  berkreasi  dalam  melaksana- 
kan  panggilannya  memajukan  dunia. 

Proses  itu  berlangsung  melalui  pendidik- 
an.  Maka  rekayasa  pendidikan  amat  berkait- 
an  dengan  gambaran  manusia  yang  ingin 
kita  miliki  pada  abad  21.  Manusia  Indonesia 
yang  kita  harapkan  pada  masa  depan  tentu- 
lah  manusia  yang  dapat  mengatasi  tantang- 
an-tantangan  abad  mendatang,  sebagai  pri- 
badi  maupun  sebagai  bagian  dari  bangsa- 
nya.  Beeby  mengatakan  dengan  tepat  bahwa 
"setiap  keputusan  penting  yang  menyangkut 
bidang  pendidikan  adalah  suatu  langkah  po- 
litik".41  Namun  kita  sudah  melihat  bahwa 
langkah  itu  tidak  bisa  lepas  dari  kompleksi- 
tas  permasalahan  pendidikan  ekonomi  dan 
pendidikan  budaya  serta  pendidikan  pan- 
dangan  hidup. 

Dalam  kaitan  ini,  pendidikan  dapat  di- 
artikan  sebagai  usaha  bersama  yang  sadar 
dan  terencana  untuk  membantu  agar  manu- 
sia menemukan  kepribadiannya  di  tengah 
alam  semesta  dengan  sesama  manusia.42 

41  Beeby,  276. 

42Sikun  Pribadi,  Peranan  Filsa/at  Pendidikan  (Ban- 
dung: LPPD  IKIP,  1970),  6-7  yang  menonjolkan  se- 
gi  "pembimbingan."  Ini  saya  nilai  terlalu  direktif  dan 
terbatas  pada  pendidikan  pada  awal  hidup  manusia.  Se- 
bab  pendidikan  pada  lahap  lan jut  hidup  manusia  masih 
diperlukan  dan  itu  tidak  bisa  disebui  "pembimbingan." 


Cita-cita  kemanusiaan  yang  mendasari 

upaya  pendidikan  itu  sudah  dianut  oleh  Ki 
43 

Hadjar.  Dalam  pengertian  itu,  pendidikan 
tidak  terbatas  hanya  pada  usaha  persekolah- 
an  saja.  Selain  itu,  pendidikan  juga  tidak 
hanya  identik  dengan  kehidupan,  seperti  mi- 
salnya  dikatakan  oleh  Wilds  dan  Lottich45 

46 

atau  Rousseau.  Sebab,  segi  interaksi  inter- 
subyektifnya  juga  perlu  diperhatikan.  In- 
teraksi intersubyektif  itu  kelihatan  dari  ba- 
nyaknya  pengaruh  kebudayaan  dalam  pro- 
ses pendidikan.47 

Definisi  pendidikan  ini,  mencakup  unsur 
kepribadian  si  peserta  didik  maupun  unsur 
intersubyektivitasnya.  Dalam  cakupannya 
yang  terluas,  perubahan  seluruh  masyarakat 
dan  dunia  sampai  ke  alam  semesta  sekalipun 
mempunyai  pengaruh  terhadap  pendidikan. 
Dengan  pengertian  itu,  memperhitungkan 
proses  perubahan  sosial  dalam  rekayasa  pen- 
didikan Indonesia  bukan  lagi  menjadi  se- 
suatu  yang  dicari-cari,  melainkan  tampil  se- 
bagai bagian  tak  tergantikan  dalam  proses 
pendidikan. 

Para  pendidik  secara  de  facto  akan  men- 
jadi "penyedia  kemudahan  terjadinya  peru- 
bahan sosial"  pada  lapisan  hidup  manusia 
yang  terdalam,  sehingga  pembangunan  ma- 
syarakat, bangsa  dan  negara  dapat  terlaksa- 


Ki  Hadjar  Dewanlara,  Demokrasi  dan  Leider- 
scha'p  (Yogyakarta:  Majelis  LuhurTaman  Siswa,  1959). 

44R.J.  Havighursl,  Human  Development  and  Edu- 
cation (New  York:  Longmans,  Green  &  Co.,  1961),  5. 

45E.H.  Wilds  dan  K.V.  Lottich,  The  Foundation  of 
Modern  Education  (New  York:  Holt,  Rinchart,  1961), 
246. 

4ftJ..L  Rousseau,  Einile  or  Education  (London: 
Everyman's  Library,  1950),  6:  terjemahan  dari  bahasa 
Pcrancis  "Emilc:  Ou  dc  I'Fducation. 

J.  Dewey,  Democracy  and  Education  (New  York: 
Macmillan,  1958),  12. 
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na  secara  bertanggung  jawab.  Untuk  itu  di- 
perlukan  pelaksanaan  beberapa  fungsi. 
Fungsi-fungsi  itu  amat  berkaitan  dengan 
lingkup-lingkup  pendidikan.  Bagian 
tulisan  berikut  ini  akan  memusatkan  perhati- 
an  kepada  lingkup  pendidikan  di  sekolah. 

Pcranan  Pcudidik  di  Sekolah  Indo- 
nesia dalam  Perspeklif  Abad  21 

Pada  dasarnya,  UUD  1945  telah  menye- 
diakan  bab  yang  berbicara  mengenai  pendi- 
dikan, meskipun  pasalnya  sendiri  berkisar 
pada  persekolahan.  Tetapi  perlu  diingat, 
bahwa  pendidikan  terjadi  di  dalam  keluarga, 
sekolah  dan  masyarakat  luas.  Karena  kerap 
kali  pendidikan  diidentikkan  dengan  seko- 
lah, maka  masalah  persekolahan  perlu  dibi- 
carakan  tersendiri. 

Wens  Tanlain  mengatakan  bahwa  "pro- 
ses pendidikan  di  sekolah  berpusat  pada 

49 

bidang  pengajaran".  Tetapi  justru  karena 
persekolahan  hanya  dapat  dipahami  dalam 
konteks  pendidikan  secara  menyeluruh 
maka  persekolahan  seharusnya  diberi  tugas 
yang  khusus  dan  distingtif.  Definisi  tugas 
sekolah  yang  berbeda  dengan  keluarga  dan 
masyarakat  itu  tidak  selalu  berarti  bahwa 
mereka  tidak  perlu  berhubungan  dan  beker- 
ja  sama.  Sebaliknya,  ketiga  lingkup  didik  itu 
hanya  dapat  bekerja  sama  dengan  tepat, 
kalau  masing-masing  memahami  jangkauan 
didiknya  yang  khas.  Dunia  persekolahan 
mempunyai  peran  yang  berbeda  dari  peran 
keluarga  dan  masyarakat. 

Persekolahan  adalah  bagian  upaya  pen- 
didikan (lihat  definisi  "pendidikan"  di  atas) 
yang  secara  khusus  menyediakan  fasilitas/ 

48  Lihat  tulisan  kami  dalam  Media  MNPK,  Juli  1990. 
*9  Basis  (Juli  1982):  253-258. 


kemudahan  untuk  menemukan  kemampuan 
intelektual  seseorang  dan  mengembangkan- 
nya  sesuai  dengan  konteks  hidupnya.  Jika 
titik  api  perhatian  sekolah  terletak  di  bidang 
intelektualitas,  maka  intelektualitas  di  situ 
dilihat  dalam  kaitannya  dengan  perasaan, 
kehendak  dan  karya.  Tetapi,  pada  praktek- 
nya  sekolah  tidak  secara  bersamaan  menon- 
jolkan  bidang  perasaan,  kehendak  dan  kar- 
ya. CHeh  karena  itu,  relasi  antara  bidang  in- 
telektualitas dengan  bidang  perasaan,  ke- 
hendak dan  karya  tidak  hanya  patut  diakui, 
melainkan  juga  patut  direlatifkan.  Sudah 
tiba  saatnya  kita  tidak  membebani  sekolah 
dengan  tugas-tugas  yang  seharusnya  tidak 
perlu  mereka  kerjakan,  karena  tidak  hanya 
merancukan  tugas  mereka  sebagai  pendidik 
tetapi  juga  akan  mempersulit  tugasnya.  De- 
ngan demikian,  kegiatan  pengajaran  di  seko- 
lah harus  diberi  prioritas  namun  tetap  seba- 
gai bagian  dari  seluruh  proses  pendidikan. 

Bila  dalam  abad  21  Indonesia  yang  ter- 
kait  dalam  proses  perubahan  sosial  lokal, 
nasional,  regional  dan  global  membutuhkan 
pendidikan  yang  bersasaran  manusia  peker- 
ja,  manusia  negarawan,  manusia  budaya- 
wan  dan  manusia  susila,  maka  perlulah  diru- 
muskan  tugas  persekolahan  dalam  rangka 
itu  semua. 

Untuk  Mendidik  Manusia  Pekerja 

Pembangunan  di  abad  21  membutuhkan 
manusia  Indonesia  yang  bisa  sepenuh  hati 
menggarap  pembangunan  bangsanya  yang 
membutuhkan  kerja  keras.  Kita  nanti  tidak 
cukup  hanya  mau  bekerja,  melainkan  juga 
harus  suka  bekerja  dan  bisa  menikmati  ker- 
ja. Pekerjaan  tidak  dilihat  hanya  sebagai  ke- 
harusan  melainkan  sebagai  kesempatan  dan 
peluang  untuk  menggarap  sendiri  juga  masa 
depan  pribadi  dan  bangsanya. 
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Indonesia  perlu  mengarahkan  pendidik- 
an  untuk  membantu  agar  manusia  Indonesia 
abad  21  bukan  hanya  pandai  mengkonsumsi 
melainkan  mampu  pula  memproduksi.  Un- 
tuk itu  diperlukan  manusia  pekerja.  Tentu 
saja  semua  orang  harus  dan  mau  bekerja. 
Tetapi  tidak  sedikit  orang  yang  merasa  ter- 
paksa  bekerja,  atau  mereka  bekerja  hanya 
untuk  mendapat  nafkah.  Yang  lebih  buruk 
lagi  kalau  bekerja  dipandang  hanya  sebagai 
salah  satu  sarana  untuk  menumpuk  harta. 
Sehingga  kalau  demi  pencarian  harta  itu 
bisa  ditemukan  cara  lain,  yang  tidak  harus 
lebih  halal,  maka  tidak  perlu  benar-benar 
bekerja.  Untuk  itu  diperlukan  orang  Indone- 
sia yang  bisa  menghargai  pekerjaan  sebagai 
bagian  dari  keindonesiaannya. 

Kalau  memang  demikian,  maka  orang- 
orang  semacam  itu  tentu  akan  rela  mencu- 
rahkan  keringat  demi  pekerjaannya.  Dengan 
situasi  itu  dapat  diharapkan  bahwa  manusia 
Indonesia  akan  "dengan  sendirinya"  mema- 
jukan  masyarakat,  bangsa  dan  negaranya. 
Homo  Faber  itulah  yang  perlu  menjadi  sa- 
saran  usaha  pendidikan  Indonesia. 

Dalam  keluarga  perlu  lebih  banyak  lagi 
diciptakan  kebiasaan  bekerja  di  antara  ang- 
gotanya.  Itu  berarti  bahwa  para  pembantu 
rumah  tangga  harus  sungguh  menjadi  "pem- 
bantu", bukannya  "pengganti"  para  ibu, 
anak-anak  dan  bapak.  Mengerjakan  tugas- 
tugas  rumah  tangga  perlu  dilihat  tidak  seba- 
gai beban  melainkan  sebagai  bagian  dari 
pembentukan  suasana  kerumahtanggaan. 
Lalu  cintakasih  kekeluargaan  tidak  disem- 
pitkan  menjadi  konsumsi  ruang  makan  atau 
kamar  tidur,  melainkan  menjadi  isi  dari  se- 
luruh  kebersamaan.  Bahkan  orang  yang  se- 
harian  dipenuhi  dengan  kewajiban  mencari 
nafkah  tidak  perlu  melihat  tugas  kerumah- 
tanggaan sebagai  beban,  melainkan  sebagai 
ungkapan  kesediaan  hidup  bersama. 


Dalam  sekolah  semakin  banyak  alat  pe- 
raga  yang  canggih,  khususnya  elektronik. 
Kemajuan  zaman  memang  menuntut  kita 
mempelajari  alat-alat  baru.  Banyak  dari  per- 
alatan  itu  akan  menjadi  bagian  kerja  profe- 
sional  kelak  sehingga  siswa/i  perlu  dilatih 
dalam  menggunakannya.  Di  lain  pihak,  per- 
alatan  itu  kadang  kala  memang  mengurangi 
banyak  beban.  Namun  agaknya  akan  men- 
jadi kekeliruan  yang  patut  disesali,  kalau 
penggunaan  alat  canggih  dianggap  sebagai 
pemudahan  saja.  Justru  sekolah  perlu  mela- 
tih,  agar  siswa/i  menyadari  bahwa  hidup 
dan  peningkatan  kepandaian/kesejahteraan 
itu  hanya  dapat  dicapai  dengan  bekerja. 
Juga  mereka  perlu  memiliki  kebanggaan 
bekerja:  bangga  bahwa  sesuatu  mereka  raih 
dengan  tidak  secara  cuma-cuma  melainkan 
dengan  memeras  keringat.  Budaya  ini  sering 
kita  lupakan.  Orang  pertama-tama  diajak 
menikmati  hidup  dengan  mempermudah  hi- 
dup, diajak  menikmati  hidup,  baik  dengan 
suka  maupun  duka. 

Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam 
cita-cita  ini  diiihat  tidak  pertama-tama  seba- 
gai sarana  untuk  menikmati  hidup  dan  alam 
semesta  melainkan  sebagai  jalan  untuk  me- 
ngenali  hidup  alami  dengan  segala  misteri- 
nya,  agar  manusia  bisa  hidup  serasi  dengan 
alam  dan  sesama.  Kalau  memang  demikian, 
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tidak  perlu 
menjadi  sesuatu  yang  menakutkan  namun 
menjadi  sesuatu  yang  diupayakan.  Mata 
ajar  atau  mata  kuliah  tidak  dipandang  seba- 
gai beban  atau  kewajiban  melainkan  sebagai 
kesempatan  dan  peluang  untuk  peningkatan 
mutu  hidup.  Evaluasi  belajar  tidak  lagi  men- 
jadi beban  ujian  melainkan  sebagai  usaha 
untuk  mengukur  sampai  sejauh  mana  manu- 
sia sudah  lebih  mengenal  hidup  alami  dan 
misterinya. 

Kebijaksanaan    seputar  pendidikan 


194 


ANALISIS  CSIS,  1992-2 


dalam  perspektif  ini  tidak  pertama-tama 
berurusan  dengan  pengaturan  pagar  ini  atau 
itu  agar  orang  tidak  menyeleweng  ke  sini 
atau  ke  sana,  melainkan  sebagai  pencipta 
kemudahan  agar  orang  semakin  mengenal 
misteri  alam  dan  manusianya.  Organisasi 
persekolahan  tidak  pula  perlu  menjadi  sis- 
tern  pengawasan  melainkan  organisme  usaha 
bersama  dalam  mencerdaskan  bangsa. 
Fungsi  guru  tidak  lagi  menjadi  polisi  atau 
penjual  jasa  ajar  melainkan  sebagai  rekan 
seperjalanan  untuk  mengenali  alam  dan  ma- 
nusia.  Disiplin  ajar  tidak  lagi  menjadi  mo- 
mok  yang  menakutkan  siswa/i  melainkan 
menjadi  prasyarat  untuk  semakin  mengenali 
rahasia-rahasia  alam  kehidupan  manusia. 

Dalam  kerangka  itu,  organisasi/kegiatan 
intra  dan  ekstra  sekolah/perguruan  tinggi 
mempunyai  fungsi  untuk  memungkinkan 
siswa/i  mendapat  peluang  lebih  luas  lagi 
dalam  mengenali  dinamika  hidup  manusia 
dan  alam,  yang  tidak  mungkin  segalanya  di- 
kenali  melalui  program  formal. 

Persekolahan  perlu  meningkatkan  apre- 
siasi  terhadap  makna  studi  juga  sebagai  ker- 
ja  keras.  Studi  konsumtif  tidak  akan  mendi- 
dik  manusia  Indonesia  masa  depan  secara 
tepat  untuk  menjadi  pekerja  yang  tekun. 
Model  penghafalan  dan  orientasi  "cerdas 
tangkas"  kini  sangat  meracuni  sekolah.  Mo- 
del dan  orientasi  semacam  itu  perlu  segera 
diganti  dengan  model  mengajari  peserta 
didik  untuk  memakai  argumentasi,  logika 
yang  benar,  dan  bahasa  yang  tepat.  Dalam 
rangka  ini,  pelajaran  berbahasa  yang  baik 
dan  benar  menjadi  jalan  terbaik. 

Untuk  dapat  bekerja  dengan  baik,  manu- 
sia Indonesia  di  abad  mendatang  memang 
perlu  mengetahui  dunia,  manusia  dan  Tuhan 
secara  baik.  Oleh  sebab  itu,  keingintahuan 
yang  sehat  perlu  dirangsang  di  sekolah; 


metode  belajar  yang  benar  perlu  dilatih;  pe- 
ngetahuan  yang  sesuai  dengan  perkem- 
bangan  usia  perlu  ditawarkan;  dan  cara  ker- 
ja  ilmiah  yang  kokoh  juga  perlu  disajikan. 
Karena  kemajuan  ilmu  akan  semakin  pesat, 
maka  tidak  banyak  gunanya  untuk  memban- 
jiri  siswa/i  dengan  banyak  bahan.  Dalam 
waktu  singkat,  bahan  itu  akan  mudah  terle- 
wati  oleh  kemajuan  dunia. 

Dengan  memberikan  sejumlah  bahan  da- 
sar  untuk  setiap  tahap  didik,  pendidik  di  se- 
kolah terutama  perlu  membantu  siswa/i  un- 
tuk menguasai  metode  dan  cara  bekerja 
yang  tepat  (baik  di  bidang  ilmu  maupun  da- 
lam hidup  sehari-hari)  serta  menyenangi  be- 
kerja secara  metodis.  Sebab  perubahan  men- 
tal yang  akan  memungkinkan  mereka  men- 
jadi pelaku  perubahan  sosial,  tidaklah  di- 
peroleh  dengan  menelan  banyak  bahan  me- 
lainkan dengan  mengenal,  melaksanakan 
dan  menyenangi  cara  bekerja  yang  tepat. 
Kurikulum  perlu  ditinjau  kembali  dengan 
orientasi  di  atas. 


Untuk  Mendidik  Manusia  Bernegara 

Pendidikan  akan  menjadi  salah  satu 
faktor  terpenting  dalam  memajukan  negara 
dan  menciptakan  masyarakat  yang  memiliki 
keterlibatan  tulus  pada  masalah-masalah  da- 
sar  kenegaraan  secara  bersama.  Sebab,  go- 
daan  untuk  bercerai-berai  dan  memperlebar 
jurang  antara  kelompok-kelompok  akan  se- 
makin besar.  Maka,  sejak  dini  manusia  In- 
donesia perlu  dididik  untuk  "meredam  pel- 
bagai  kejutan  Iptek  dan  budaya,  sekaligus 
mencari  jalan  untuk  penyesuaian".50  Masa 
depan  dalam  persatuan  membutuhkan  upa- 
ya  tidak  untuk  menolak  konflik,  melainkan 


Irwanio,  9. 
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untuk  memanfaatkannya  secara  lebih  baik 
lagi,  guna  kemajuan  bersama. 

Dalam  kakan  itu  negara  perlu  dilihat 
sebagai  pencipta  kemudahan  untuk  berko- 
munikasi  antara  para  warga  negara  demi  ke- 
sejahteraan  bersama,  dan  bukannya  malah 
membesar-besarkan  perbedaan  agama, 
golongan  dan  kelompok  (misalnya  dengan 
membuat  hukum  sendiri-sendiri,  pengistime- 
waan-pengistimewaan  dst.).  Oleh  sebab  itu, 
diperlukan  pendidikan  yang  membantu  pe- 
serta  didik  untuk  mampu  berkomunikasi 
dan  meningkatkan  komunikasi  secara  ber- 
mutu  dengan  pelatihan  menggali  pemaham- 
an  terus-menerus  mengenai  alam  dan  manu- 
sia. 

Kenegarawanan  di  sini  dikenakan  tidak 
hanya  kepada  politisi  besar,  melainkan  juga 
kepada  setiap  orang.  Setiap  individu  harus 
mempunyai  kemampuan  untuk  menjadi 
warga  negara  ("warga  suatu  polis")  yang 
setia  dalam  arti  sedalam-dalamnya.  Pada  da- 
sarnya  tuntutan  itu  berlandasan  pada  kearif- 
an  sosial  yang  membuat  seseorang  solider 
untuk  senasib  sepenanggungan  dengan 
rakyat  sebangsa.  Pendidikan  memerlukan 
rekayasa  yang  sadar  dan  terpadu  menuju  ke 
solidaritas  sosial  yang  bersungguh-sungguh. 
Kenegarawanan  berarti  di  sini  juga  menun- 
tut  sikap  individu  untuk  bisa  mengkomuni- 
kasikan  diri  secara  tulus  demi  komunikasi 
kebangsaan  dalam  membentuk  negara  ber- 
sama. 

Dari  segi  ini  manusia  terdidik  akan  men- 
jadi pelaku  perubahan  sosial  tidak  dengan 
mengobyekkan  sesama  dan  alam,  melainkan 
dengan  menjadi  bagian  dari  hidup  sesama 
maupun  dari  alam  semesta.  Sikap  itu  men- 
jadikan  perubahan  sosial  tidak  sebagai  suatu 
kegiatan  di  luar  diri  yang  harus  dipanggul, 
melainkan  sebagai  suatu  lekad  dasar  si  indi- 


vidu dalam  kesatuan  dengan  sesama  warga 
"polis".  Apabila  sikap  semacam  itu  tidak 
bisa  kita  ratakan  pada  seluruh  lapisan  ma- 
syarakat,  maka  pembangunan  bidang  politik 
hanya  menjadi  penciptaan  sistem  birokrasi 
dangkal,  yang  mungkin  saja  membuat  sis- 
tem pemilihan  dan  pemungutan  suara  lancar 
sehingga  "keamanan  terjamin",  tetapi  tidak 
akan  menciptakan  hidup  bermasyarakat, 
berbangsa  dan  bernegara  yang  serasi  tanpa 
api  dalam  sekam  yang  sewaktu-waktu  dapat 
meletus  menjadi  huru-hara  sosial  (politis). 

Untuk  Men  didik  Manusia  Berbudaya 

Sejak  GBHN  1983  pembangunan  In- 
donesia tidak  melulu  mengejar  kemajuan 
ekonomi,  melainkan  juga  "mencapai  manu- 
sia Indonesia  seutuhnya  yang  maju,  adil  dan 
makmur  berdasarkan  Pancasila".  Maka  segi 
sosial  budaya  akan  harus  semakin  kita  upa- 
yakan  dan  kita  rekayasa  dengan  menginte- 
grasikan  unsur-unsur  baru  dari  pembangun- 
an sebagai  pembangunan  dan  pembangunan 
sebagai  komunikasi  buah  kebudayaan  bang- 
sa  lain.51  Kita  tahu,  bahwa  tidak  semua 
buah  kebudayaan  bangsa  lain  yang  terbawa 
masuk  oleh  proses  pembangunan  lintas  bu- 
daya itu  perlu  kita  waspadai.  Meskipun  de- 
mikian  kalau  ada  unsur  baik  dari  kebudaya- 
an lain  kita  tetap  perlu  menimbang  dengan 
baik,  apakah  akan  diterima  dalam  kebuda- 
yaan kita.  Sebab  tidak  semua  unsur  baik 
akan  bisa  terintegrasikan  dengan  unsur- 
unsur  budaya  yang  sudah  kita  miliki.52 


Mocljarto,  "Allcrnatif  Pcrcncanaan  Sosial  Buda- 
ya," Masalah  Sosial  ttudava  Tahun  2000:  Schunh 
Buftga  Ram/mi  (Yogyakarla:  Tiara  Wacana,  1986),  106. 

'  Moflhtar  Lubis,  Tran\fomia\i Budaya  untuk  Masa 
Depan  (Jakarta:  Inti  Idayu  Press,  1985),  92. 
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Solidaritas  sosial  yang  ingin  dicapai  oleh 
upaya  pendidikan  hanya  dapat  terlaksana 
jika  dikaitkan  dengan  konteks  budaya  yang 
sekaligus  lokal,  nasional  maupun  internasio- 
nal.  Kontekstualitas  dan  keterbukaan  men- 
jadi  tuntutan  yang  secara  bersamaan  harus 
dipenuhi.  Maka  istilah  berbudaya  di  sini 
harus  dipahami  secara  luas  (hasil  budi  daya 
manusia),  dan  tidak  ditafsirkan  terlalu  dekat 
dengan  seni  dalam  arti  sempit.  Di  dalamnya 
termasuk  juga  sikap  yang  tepat  terhadap 
pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekno- 
logi  serta  pemakaiannya  untuk  meningkat- 
kan  kemanusiaan.  Di  situ  khususnya  Pergu- 
ruan  Tinggi  memainkan  peranan  penting  un- 
tuk menciptakan  lapisan  penduduk  yang  me- 
miliki  cara  berpikir  yang  sesuai  dengan  taraf 
pembangunan  bangsa.53 

Persiapan  hidup  berkeluarga  akan  men- 
jadi  unsur  yang  menentukan  jalan-tidaknya 
suatu  proses  pendidikan.  Peran-peran  dalam 
keluarga  yang  diperbarui  juga  bisa  mem- 
pengaruhi  pembentukan  kebudayaan 
baru.54  Pembentukan  sikap  budaya  itu  me- 
merlukan  waktu  yang  panjang  dan  latihan 
yang  banyak,  terutama  pada  masa  didik. 
Pendidik  sekolah  perlu  membantu  agar 
siswa/i  secara  berangsur-angsur  memiliki  ke- 
pedulian  sosial  yang  tulus  dan  konkret. 


Untuk  Mendidik  Manusia  Bersusila 

Pembangunan  Indonesia  akan  mencipta- 
kan lingkungan  hidup  yang  baru  dan  mem- 
bawa  nilai-nilai  baru.  Setiap  individu  perlu 
diajak  untuk  menghadapi  pola  hidup  baru 

"iskandar  Alisjahbana,  Antisipasi  dan  Partisipasi 
Baru  Bagi  Perguruan  Tinggi  Indonesia  (Deliar  Noer), 
427. 

54 St.  Zanti  Arbi,  Menyongsong  Pendidikan  dalam 
Abadke21  (Deliar  Noer),  377. 


yang  tidak  hanya  sebagai  sesuatu  yang  harus 
diterima  melainkan  juga  sebagai  sesuatu 
yang  bernilai.  Nilai-nilai  itu  harus  menjadi 
bagian  hidup  yang  memperkaya  kepribadian 
manusia  dan  kepribadian  bangsa.  Hal  itu 
tidak  akan  terjadi  dengan  sendirinya,  me- 
lainkan harus  diupayakan  tahap  demi  tahap 
dalam  pendidikan  nilai.55  Pengupayaan  itu 
semakin  diperlukan  apabila  pembangunan 
dianggap  telah  menciptakan  ketidakseim- 
bangan  moral.  Sebab,  apa  pun  taraf  eko- 
nomi  dan  tahap  kesadaran  politik  seseorang 
atau  suatu  kelompok  manusia,  kesusilaan- 
nya  akan  menjadi  ukuran  baik-buruknya  se- 
bagai pribadi  dan  bagian  masyarakat.56  Pa- 
dahal  pemahaman  moral  dan  penghayatan 
moral  itu  merupakan  suatu  segi  pendidikan 
yang  paling  pelik.  Seluruh  pendidikan  perlu 
sekali  mengusahakan  pendidikan  nilai  de- 
ngan cara  yang  sebaik  mungkin. 

Pembangunan  kesusilaan  tidaklah  bisa 
dibiarkan  tergantung  pada  kesadaran  setiap 
pribadi,  walaupun  tidak  bisa  terlepas  dari 
kepekaan  susila  setiap  pribadi.  Pembangun- 
an suara  hati  yang  peka  senantiasa  merupa- 
kan hasil  interaksi  antara  perorangan  dan  se- 
samanya  di  tengah  alam  semesta.  Maka  pen- 
didikan susila  bagi  seluruh  bangsa  dalam 
dekade  mendatang  di  satu  pihak  merupakan 
prasyarat  pembangunan  nasional,  di  lain  pi- 
hak juga  menjadi  muara  terakhir  pemba- 

57 

ngunan  itu. 

Persekolahan  yang  terlalu  berorientasi 
pada  aturan  akan  kurang  membekali  manu- 
sia Indonesia  untuk  menyongsong  masa  de- 
pan.  Yang  diperlukan  adalah  sekolah-seko- 

55Irwanto,  3. 

56Soetandyo  Wignjosoebroto,  "Teknologi  dan  Mo- 
ral: Peranan  Teknologi  dan  Teknokrasi  dalam  Masya- 
rakat Modern,"  Prisma  XIV,  no.  6  (Juni  1985). 

57Deliar  Noer,  Masyarakat  Masa  Depan,  522. 


LPTK  MENYIAPKAN  "PEMIMPIN  PERUBAHAN  SOSIAL" 


197 


lah  yang  memheri  kesempatan  dan  kemu- 
dahan  agar  peserta  didik  memperoleh  pen- 
jernihan  nilai,  pendalaman  nilai  dan  pengha- 
yatan  maupun  pengamalan  nilai  dasar  ma- 
nusiawi.  Penjernihan  nilai  yang  tuntas 
tidak  akan  usai  kalau  belum  sampai  pada  ke- 
manusiaan  yang  tertuju  kepada  Yang  Maha 
Kuasa  dan  karena  itu  mengandungpendidik- 
an  moral  ber-Tuhan.  Di  lain  pihak,  penga- 
jaran  agama  hanya  akan  berfungsi  efektif 
dalam  proses  pendidikan  kalau  berjalin  erat 
dengan  kesusilaan  sosial,59  dan  bukan  seka- 
dar  mencari  angka  rapor. 

Salah  satu  tugas  sekolah  yang  sangat 
perlu  diusahakan  (kembali)  adalah  memban- 
tu  siswa/i  untuk  memiliki  suara  hati  yang 
peka  tidak  sebagai  acara  khusus,  melainkan 
sebagai  buah  dari  seluruh  proses  interaksi 
didik  mereka  dalam  semua  pelajaran.  Cara 
bekerja  ilmiah  baik  dalam  mengajar  mau- 
pun belajar  adalah  wujud  konkret  dari  me- 
miliki suara  hati  yang  peka  terhadap  kebe- 
naran  dan  kesetiaan.  Cara  penyelenggaraan 
sekolah  yang  jujur  dan  teliti  adalah  bentuk 
nyata  dari  suara  hati  yang  peka  terhadap 
penghargaan  pada  pribadi  anak  sebagai  re- 
kan  pencari  kebenaran  dan  teman  meneliti 
alam  dan  manusia.  Maka,  pengajaran  nilai- 
nilai  dasar  manusiawi  di  sekolah  tidak  per- 
tama-tama  terjadi  dalam  acara  ibadah  atau 
retret  atau  kaderisasi  melainkan  dalam  selu- 
ruh proses  mengejar  ilmu  secara  bersama  se- 
bagai paguyuban  belajar-mengajar. 


Lihat  J.M.  Soebijania,  "Nilai,  Pelimpahan  Nilai 
dan  Penjernihan  Nilai,"  Atma  nan  Jaya  f,  no. '2  (De- 
sember  1988):  1-14. 

59Hasan  Langgulung,  Pendidikan  di  Dunia  Keliga 
Memasuki  Amhang  Pinlu  Abad  ke-21  (Deliar  Nocr), 
413-423. 


LPTK  Sebagai  Penyedia  Pelayan  Pe- 
rubahan  Sosial 

Berdasarkan  uraian  di  atas  kiranya  dapat 
disimpulkan  bahwa  setiap  bagian  dalam  du- 
nia pendidikan  mempunyai  peran  tertentu 
dalam  menciptakan  iklim  yang  optimal  bagi 
pelayanan  proses  "perubahan  sosial".  Da- 
lam rahgka  itu  sekolah  perlu  mengorganisa- 
sikan  kurikulum  sedemikian  sehingga  peng- 
hargaan terhadap  bekerja  dan  berproduksi 
sendiri  benar  terintegrasikan  dalam  seluruh 
proses  belajar-mengajar.  Tetapi  upaya  itu 
hanya  akan  berhasil  baik,  kalau  keputusan- 
keputusan  final  mengenai  proses  belajar- 
mengajar  ada  di  tangan  orang  yang  kenal  si 
siswa/i,  yaitu  pendidik  setempat.  Oleh  sebab 
itu,  sistem  kurikulum  nasional  (apalagi  inter- 
nasional)  perlu  dibatasi  hanya  pada  bebera- 
pa  pegangan  dasar;  sedangkan  rincian  dise- 
rahkan  kepada  daerah  atau  kepala  sekolah 
atau  guru  sendiri.  Dengan  demikian,  kuri- 
kulum secara  hakiki  terbuka  pada  kemaje- 
mukan  kebudayaan.  Met  ode  perlu  dipilih 
yang  benar  mengaktifkan  peserta  didik  dan 
tidak  hanya  bernama  CBSA  tetapi  membuat 
mereka  makhluk  penghafal  lagi.  Dalam  gu- 
gus  metode  perlu  dipegang  teguh  peranan 
penguasaan  bahasa  yang  baik  sehingga  men- 
jadi  alat  pengungkap  diri  serta  sarana  komu- 
nikasi  yang  efektif  dan  mendalam.  Bacaan 
dan  perpustakaan  serta  laboratorium  akan 
semakin  menjadi  unsur  bantu  didik  yang 
sangat  penting. 

Peran  Kepala  Sekolah,  Penilik,  Petugas 
Kanwil  dan  sebagainya  tidak  hanya  me- 
ngatur  dan  memantau  sejauh  mana  ideologi 
dan  disiplin  pemerintah  telah  dilaksanakan 
sekolah  atau  belum,  melainkan  sebagai  co- 
discerner,  yaitu  rekan  bagi  masing-masing 
petugas  yang  lebih  rendah  untuk  memilah- 
milah  faktor-faktor  pendidikan  sedemikian 
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sehingga  peserta  didik  mendapat  kemung- 
kinan  pertumbuhan  diri  yang  optimal. 

Sementara  itu,  tugas  Departemen  Pendi- 
dikan  adalah  membantu  menyediakan  sara- 
na-sarana  konseptual  (bukan  material),  agar 
dunia  pendidikan  suatu  negara  mempunyai 
corporate  philosophy  dalam  mengarungi 
masa  depan  dengan  tawaran  pelbagai  pilihan 
perwujudan  konkretnya.  Sedangkan  peran 
orangtua  dan  lingkungan  tidak  lagi  menjadi 
sekadar  pemasok  murid  dan  uang,  melain- 
kan  sebagai  bagian  integral  suatu  unit  pen- 
didikan. Dengan  memberi  kemungkinan  per- 
bedaan  wilayah  demi  wilayah,  setiap  unit 
pendidikan  tidak  lagi  cukup  hanya  terdiri 
dari  kelas  atau  sekolah,  melainkan  seluruh 
konteks  hidup  peserta  didik.  Dalam  penger- 
tian  itu,  dunia  industri  dan  bahkan  negara 
lain  akan  sangat  membantu  pelaksanaan 
pendidikan. 

Interaksi  didik  di  sekolah  berlangsung 
antara  "guru  dan  murid".  Pendidik  pokok 
di  sekolah  adalah  guru.60  Sementara  itu,  me- 
nurut  M.  J.  Adler,61  pelaku  utama  dalam  in- 
teraksi didik  adalah  siswa.  Maka  dari  itu  da- 
pat  dikatakan  bahwa  fungsi  guru  sebagai 
pendidik  adalah  fungsi  subsider,  yaitu  mem- 
bantu agar  siswa  dapat  belajar.  Bantuannya 
dapat  bermacam-macam. 

Peran  guru  pada  tingkat  pertama  adalah 
banyak  memberi  informasi  dan  sejak  awal 
makin  lama  harus  semakin  menjadi  kawan 
berkomunikasi  mengenai  pemahaman  ten- 


Kami  mau  sekaligus  mengatakan  bahwa  ada  pen- 
didik juga  selain  guru  dan  bahwa  sekolah  memang  me- 
musatkan  perhatian  pada  proses  pendidikan  tertentu 
yaitu  belajar-mengajar. 

61  Mortimer  J.  Adler  (atas  nama  anggota-anggota 
kelompok  Paideia),  Usulan  Paideia,  suatu  manifesto 
pendidikan:  terjemahan  dari  The  Paideia  Proposal,  An 
Educational  Manifesto  (Jakarta:  Jambatan,  \986). 


tang  alam,  manusia  dan  Tuhan.  Ia  diharap 
membantu  peserta  didik  untuk  mengenai 
metode  komunikasi  pemahaman  dan  peng- 
hayatan  kemanusiaan  yang  hidup  di  alam  se- 
mesta  bersama  orang  lain. 

Prof.  Dr.  M.  Said  menyebutkan  bebera- 
pa  bentuk  bantuan  guru,  antara  lain  menim- 
bulkan  interaksi  murid-murid  yang  kon- 
struktif;  mengelola  pemakaian  bahan  pela- 
jaran,  prosedur  dan  kegiatan  belajar  yang 
memberi  hasil;  mengelola  perasaan  yang 
kuat  dan  peristiwa  yang  dapat  merusak; 
memperkuat  pembuatan  keputusan  yang 
menimbulkan  kerja  sama  antara  para  pela- 
jar  dan  pengajar;  memakai  perasaan  dan 
iklim  emosi  dalam  proses  mengajar;  serta 
mendemonstrasikan  keterampilan  yang  cu- 
kup dan  tepat  dalam  berkomunikasi  secara 
lisan  dan  secara  tertulis  dan  sebagainya. 

Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  dalam 
kaitan  dengan  pemahaman  pertumbuhan 
dan  perkembangan  peserta  didik,  melaksa- 
nakan  fungsi  penilaian.  Seorang  pendidik  di 
suatu  perguruan,  baik  sebagai  perorangan 
maupun  sebagai  bagian  dari  lembaga,  meng- 
hadapi  seorang  (para)  peserta  didik  dengan 
segala  pengaruh  aneka  lingkup  pendidikan- 
nya.  Karena  itu,  pengandaian  pertama  yang 
perlu  diambil  adalah  mengakui  keterbatasan 
peran  dan  keterbatasan  pengaruh  seorang 
(sekelompok)  pendidik.  Kalau  keterbatasan 
itu  sudah  diterima,  maka  (suatu  kelompok) 
pendidik  perlu  secara  sadar  membatasi 
sudut-didik  dan  masukan-didik  serta  jang- 
kauan-didiknya. 

Sudut-didik  dapat  dibatasi,  misalnya 
dengan  menentukan  sejauh  manakah  (suatu 


"^Prof.  Dr.  M.  Said,  Pendidikan  Abad  Keduapuluh 
dengan  Lalar  Belakang  Kebudayaannya  (Jakarta:  Mu- 
tiara,  1981),  131. 
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kelompok)  pendidik  akan  mengadakan  in- 
teraksi-didik  dengan  peserta  didik  tertentu, 
apakah  secara  formal  ataukah  secara  infor- 
mal (kalau  mau  masih  dapat  disendirikan 
juga  "nonformal").  Suatu  sekolah  yang  be- 
rani  membatasi  diri  pada  segi  formal,  mung- 
kin  akan  dapat  lebih  memberi  layanan-didik 
yang  terarah,  walaupun  akan  dikritik  seba- 
gai  pelayanan-didik  yang  "sempit"  oleh  me- 
reka-mereka  yang  berpretensi  untuk  membe- 
ri pelayanan-didik  komprehensif  (tetapi  ma- 
lah  tidak  mencapai  maksudnya,  karena  ser- 
ba  tanggung  dan  setengah-setengah).  Seba- 
liknya,  pendidik  yang  memilih  segi  informal 
akan  berhasil  memberi  suatu  layanan-didik 
yang  terbatas  atau  sebaliknya  kedodoran 
kalau  terlalu  memberi  segi  formal  (yang 
dalam  beberapa  hal  memang  diperlukan, 
namun  hanya  "sebagai  bantuan  pada  segi 
informalnya"). 

Sudut-didik  juga  mungkin  sangat  dipe- 
ngaruhi  oleh  pilihan  masukan-didik  yang  di- 
pilih  oleh  (suatu  kelompok)  pendidik).  Kita 
mengetahui  bahwa  kita  dapat  menyediakan 
layanan-didik  intelektual,  afektif  dan/atau 
psikomotorik.  Memang,  hasrat  ideal  para 
pendidik  adalah  memberikan  seluruhnya  se- 
cara komprehensif,  namun  realitas  sebenar- 
nya  menuntut  kita  untuk  membatasi  diri 
pada  salah  satu  sudut-didik  saja.  Kerelaan 
kita  untuk  menentukan  adanya  jurusan-ju- 
rusan  di  perguruan  menunjukkan  betapa 
perlunya  kita  membatasi  sudut-didik.  Sebab 
jurusan-jurusan  itu  menghendaki  tekanan 
masukan-intelektual  yang  berbeda.  Sekolah 
umum  ditujukan  untuk  lebih  menonjolkan 
masukan  intelektual  umum,  sedangkan  se- 
kolah kejuruan  untuk  memberi  masukan- 
didik  yang  terkhususkan,  bersifat  psikomo- 
torik atau  kadang  kala  juga  bersifat  afektif. 

Biasanya  semakin  muda  peserta  didik, 


semakin  komprehensiflah  masukan-didik 
kita  dan  semakin  tua/dewasa  si  peserta  didik 
akan  semakin  terjurus/terkhususkan.  Pendi- 
dikan  pada  taraf  perguruan  menengah  me- 
nyediakan layanan-didik  yang  kurang  kom- 
prehensif dibandingkan  pada  taraf  perguru- 
an dasar;  perguruan  tinggi  tidak  lagi  cukup 
komprehensif.  Hal  itu  tidak  berarti  bahwa 
pendidikan  menengah  dan  tinggi  tidak  me- 
nyadari  konteks  komprehensifnya;  mereka 
hanya  perlu  bersikap  realistis  saja  bahwa 
kalau  pendidikan  pada  taraf  mereka  itu  ber- 
sifat serius  dengan  kemajemukan  interaksi- 
didik  dan  lingkup-didik,  mereka  tidaklah 
mungkin  secara  aktual-manajerial  memberi 
layanan-didik  yang  komprehensif. 

Berpretensi  mampu  memberikan  pendi- 
dikan komprehensif  pada  taraf  menengah 
dan  tinggi  hanya  akan  membebani  guru  per- 
orangan  dan  lembaga  pendidikan  menengah 
serta  tinggi  secara  berlebihan,  sehingga 
menghancurkan  seluruh  cita-cita  pendidikan 
dan  berarti  "tidak  mendidik  dengan  tepat 
guna".  Namun  hal  itu  berarti  bahwa  diper- 
lukan kerja  sama  dan  saling  mengisi  yang 
terpadu  antara  aneka  pendidik  pada  pelba- 
gai  lingkup.  Untuk  tingkat  nasional,  pan- 
dangan  itu  menuntut  adanya  sistem  pendi- 
dikan nasional  yang  sekaligus  mengakui  pe- 
milah-pemilah  sudut-didik,  masukan-didik 
seraya  menerima  satunya  arah  dan  pengelo- 
laan  yang  terpadu.  Tanpa  sifat  ganda  itu, 
pendidikan  nasional  ternasibkan  untuk 
acak-acakan. 

(Lembaga)  pendidik(an)  masih  perlu  me- 
nyadari  akibatnya  kalau  menerima  kemaje- 
mukan lingkup-didik  bagi  jangkauan-didik. 
Perlu  diingat  bahwa  setiap  pola-didik  harus 
memungkinkan  pemilihan  jangkauan-didik 
tertentu  sesuai  dengan  lingkup-didik,  sudut- 
didik,  masukan-didik  dan  saat-didiknya.  Ke- 
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luarga,  sebagai  lingkup-didik,  perlu  men- 
jangkau  pribadi  peserta  didik  se-dalam 
mungkin,  walaupun  pada  segi  intelektualnya 
umumnya  tidak  menjangkau  tinggi.  Pendi- 
dik  di  luar  keluarga  bertujuan  membantu 
lingkup-keluarga.  Maka,  mereka  itu  hanya 
boleh  menjangkau  ke  dalam  pribadi  peserta- 
didik  sejauh  yang  diizinkan  oleh  pendidik- 
keluarga  (orangtua).  Guru  boleh  saja  mem- 
bantu orangtua  untuk  memberi  fasilitas  agar 
suara  hati  peserta  didik  terbentuk  secara  se- 
hat.  Namun  pendidik  luar-keluarga  perlu 
sangat  membatasi  diri  dalam  menjangkau  ke 
dalam  dunia  iman  dan  keagamaan  peserta- 
didik.  Pertama,  mereka  ini  tidak  berwenang 
dari  sudut  kodrat.  Kedua,  sebenarnya  pen- 
jangkauan  yang  sebegitu  mendalam  memer- 
lukan  kualifikasi  dan  profesionalisme  yang 
tidak  bisa  demikian  saja  diandaikan  dimiliki 
oleh  sembarang  guru.  Ketiga,  kemajemukan 
lingkup-didik  sebenarnya  telah  menuntut 
setiap  (kelompok)  pendidik  untuk  tahu  ba- 
tas,  kalau  memang  mereka  menghendaki 
peran-khasnya  (menurut  sudut-didik,  ma- 
sukan-didik)  dapat  terlaksana  secara  opti- 
mal. 

Dengan  demikian  dapat  dimengerti 
bahwa  pendidik  dalam  lingkup-didik  pergu- 
ruan  akan  membantu  peserta  didik  terbaik, 
apabila  mampu  menempatkan  masukan- 
didik  intelektual  (mata  ajar  dengan  kuriku- 
lumnya)  secara  proporsional,  yaitu  hanya  se- 
bagai bagian  terbatas  dari  proses  didik. 
Dalam  layanan-didik  mereka  diharap  untuk 
membantu  peserta-didik  menemukan  nilai 
dasar  yang  terletak  di  dalam  relasi  antara 
sekian  banyak  faktor-didik  itu,  sehingga  me- 
reka dapat  mengintegrasikan  dalam  kepriba- 
diannya  untuk  menuju  kedewasaan  secara 
seimbang.  Bantuan  itu  dapat  berupa  masuk- 
an-didik  tertentu,  tetapi  juga  dapat  berupa 
latihan  cara  dalam  menemukan  jalan  di  te- 


ngah  pasar-nilai  yang  amat  ramai  dalam  ma- 
syarakat  kita  yang  penuh  pergeseran  nilai 
tanpa  henti.  Bantuan  itu  juga  diharap  dapat 
mengatasi  kesenjangan-kesenjangan  sosial 
yang  mau  tidak  mau  harus  dihadapi  dan 
diatasi  oleh  setiap  pribadi. 

Mengingat  peranan  pendidik  yang  sebe- 
gitu strategis  maka  diperlukan  rekayasa 
yang  lebih  terlembagakan  guna  menyiapkan 
mereka  berfungsi  dalam  perubahan  sosial. 
LPTK  dimaksudkan  sebagai  wahana  untuk 
mempersiapkan  perekayasa  perubahan  so- 
sial. 

LPTK  perlu  membantu  agar  calon  pendi- 
dik tidak  hanya  mempunyai  keterampilan 
mengajar  atau  memiliki  pengetahuan  dan  si- 
kap  ilmiah,  tetapi  terutama  mempunyai  ke- 
pekaan  mental  akan  perubahan  sosial  dan 
ketajaman  budi  menangkap  arah  perubahan 
sosial  sehingga  mampu  mengantisipasikan- 
nya  dalam  proses  pendidikan. 

Bantuan  LPTK  diberikan  dalam  taraf 
personal  maupun  struktural.  Artinya,  LPTK 
membantu  pribadi-pribadi  agar  benar-benar 
menyelami  makna  tugas  sebagai  pendidik. 
Struktur  LPTK  dan  seluruh  kelembagaan 
LPTK  sebagai  bagian  dunia  pendidikan  In- 
donesia juga  mesti  bisa  memperlihatkan 
makna  dan  kenyataan  peran  pendidik  dalam 
perubahan  sosial. 

Para  mahasiswa  LPTK  perlu  secara  sa- 
dar  mengenali  interaksi  didik  bukan  hanya 
sebagai  bahan  kuliah,  melainkan  juga  seba- 
gai pengalaman  pribadi.  Maka  lebih  dari- 
pada  di  "universitas  umum",  di  IKIP  kon- 
tak  personal  antara  dosen  dengan  mahasis- 
wa merupakan  conditio  sine  qua  non  bagi 
berhasilnya  proses  didik.  Secara  struktural, 
itu  berarti  bahwa  ratio  dosen  dan  mahasiswa 
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maupun  struktur  kurikulum  perlu  ditata  se- 
demikian  rupa  sehingga  kontak  personal  di- 
mungkinkan.  Namun  hal  itu  kemungkinan 
justru  jatuh  dalam  ekstrim  Jain,  yaitu  kalau 
pernilaian  pribadi  masuk  dalam  pernilaian 
akademis.  Maka  diperlukan  siste/n  pernilai- 
an yang  di  satu  pihak  membantu  evaluasi 
peresapan  ilmu,  namun  di  lain  pihak  juga 
menolong  integrasi  pribadi  prinsip-prinsip 
didaktis  demi  kepentingan  calon  guru/do- 
sen. 

Secara  umum  dan  nasional  perlu  diusa- 
hakan  dan  diperjuangkan  agar  LPTK  memi- 
liki  keleluasaan  untuk  mengembangkan  diri 
di  bidang 'personal  maupun  struktural  de- 
ngan  arah  perubahan  terus-menerus.  Dalam 
pengertian  itu,  IKIP  memang  memiliki  ke- 
butuhan  yang  berlainan  dengan  perguruan 
tinggi  lain,  seperti  Universitas  dan  Sekolah 
Tinggi.  IKIP  memerlukan  kedalaman  ilmu 
dan  kecakapan  mengkomunikasikan  nilai- 
nilai  dalam  proses  berilmu.  Dalam  pada  itu 
sebagai  LPTK,  IKIP  hanya  dapat  menjalan- 
kan  perannya  itu  secara  tepat  kalau  di  satu 
pihak  LPTK  mampu  menjaga  hubungan 
erat  dengan  masyarakatnya,  di  lain  pihak 
juga  mampu  menjaga  jarak  yang  cukup  agar 
tidak  tenggelam  dalam  lautan  gelora  kema- 
syarakatan  sehingga  mampu  memberi  urn- 
pan  balik  yang  kritis  dalam  loyalitas  tinggi 
pada  kemajuan  masyarakat  yang  sejati. 


Pen ii I  up 

Pembangunan  bangsa  memang  merupa- 
kan  masalah  kompleks.  Urusannya  berlapis- 
Iapis  dan  berlipat-lipat.  Semua  unsur  dan  se- 
mua  lapisan  masyarakat  perlu  terlibat  dan 
dilibatkan.  Tokoh  formal  maupun  tokoh  in- 
formal perlu  berperan  secara  serasi.  Tokoh 
informal,  khususnya  pendidik,  sejak  masa 
Kebangkitan  Nasional,  melalui  Sumpah  Pe- 
muda,  melewati  masa  Proklamasi  Kemerde- 
kaan  dan  Perjuangan  Kemerdekaan  sampai 
ke  masa  Pembangunan  sekarang  ini  telah 
dan  justru  akan  selalu  harus  memainkan 
peranan  yang  konstruktif,  sebagai  pembang- 
kit  daya  cipta,  perangsang  rasa  berbangsa, 
meneguhkan  karsa  serta  meningkatkan 
karya  dalam  membangun  diri  sendiri  dan 
bangsa. 

Maka,  LPTK  menduduki  tempat  yang 
strategis  dalam  upaya  rekayasa  nasional  me- 
nuju  perubahan  sosial  yang  seluas  bangsa. 
Melihat  peranan  semacam  itu,  mestinya 
LPTK  berbangga  diri  dan  sekaligus  juga 
tahu  diri  untuk  bekerja  sama  dengan  semua 
pihak  dan  harus  berani  menantang  semua 
pihak  guna  menuju  perubahan  sosial  yang 
positif.  Akhirnya,  perlu  dicari  struktur, 
sumber  daya  dan  sumber  tenaga  yang  mem- 
beri kemungkinan  tertinggi  untuk  mencapai 
hal  itu. 
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I.  KTT  ASEAN  IV 


A.  PERSIAPAN 


Pengamat  masalah  internasional  dari  Centre  for 
Strategic  and  International  Studies  (CSIS),  Jusuf 
Wanandi,  mengatakan  di  Jakarta  tang  gal  7  J  an  u  an 
1992  bahwa:  (1)  kerja  sama  ekonomi  yang  lebih 
subtansial  antarnegara  anggota  ASEAN  hams  men- 
dapatkan  tekanan  penting  dalam  KTT  F/  ASEAN;  (2) 
dengan  berbagai  perubahan  fundamental  yang  tcrjadi 
di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  kecenderungan  kerja 
sama  politik-keamanan  dan  ekonomi  atas  dasar  ke- 
adaan  regional  yang  scmakin  kuat,  maka  kerja  sama 


ASEAN  harus  lebih  ditingkatkan  melalui  integrasi 
ekonomi;  (3)  KTT  IV  harus  mengupayakan  agar 
pembahasan  masalah  politik  dan  keamanan  bisa  di- 
lakukan  dalam  kerangka  ASEAN.  Dengan  demikian, 
Pertemuan  Menlu  ASEAN  dengan  Negara  Mi  era 
Dialog  (Post  Ministerial  Meeting-PMC)  dapat  dijadi- 
kan  sebagai  forum  seperti  Conference  on  Security  and 
Cooperation  in  Europe  (CSCE);  (4)  keinginan  untuk 
memberi  tekanan  kepada  kerja  sama  ekonomi  yang 
lebih  subtansial  dalam  KTT  mendatang,  tidak  berarti 
bahwa  ASEAN  selama  ini  tidak  berjasa  untuk  men- 
ciptakan  kondisi  dan  lingkungan  yang  membuat  eko- 
nomi masing-masing  negara  anggota  maju  dengan 
pesat,  tcrutama  5-7  tahun  terakhir,  dan  tidak  berarti 
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bahwa  ASEAN  akan  mengubah  stTategi  pemba- 
ngunannya  yang  out-ward  looking  dan  terpukau  de- 
ngan  pembangunan  inward-looking;  (5)  kerja  sama 
ekonomi  intra-ASEAN  perlu  ditingkatkan  agar 
ASEAN  lebih  credible  dan  lcbih  mempunyai  leverage 
untuk  menghadapi  dan  berhubungan  dengan  mitra 
ekonomi,  terutama  ncgara-ncgara  lain  di  kawasan 
Asia  Pasifik;  (6)  kecenderungan  global  bcrgcrak  ke 
arah  penibentukan  kelompok-kelompok  ekonomi  re- 
gional yang  lebih  besar,  seperti  Pasar  Tunggal  Eropa 
dan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Amerika  Utara 
(NAFTA).  Kalau  ASEAN  tidak  mengimbangi  kecen- 
derungan itu  dengan  membentuk  Kawasan  Perda- 
gangan Bebas  ASEAN  (APIA)  maka  kemungkinan 
arus  perdagangan  dan  investasi  akan  beralih  ke  Eropa 
atau  Amerika  Utara;  (7)  gagasan  AFTA  yang  di- 
lontarkan  Muanglhai,  yang  merupakan  tahap  permula- 
an  dari  integrasi  ekonomi  negara-ncgara  ASEAN, 
dapat  menjadi  inti  dari  usaha  ASEAN  untuk  me- 
ningkatkan  kerja  sama  ekonominya.  Namun  pene- 
tapan  batas  waklu  15  tahun  bagi  pencapaiannya 
dirasakan  terlalu  lama,  mengingat  tantangan  dan 
kompetisi  dari  negara-negara  lain  di  kawasan  dan  di 
luar  kawasan  makin  bcsar;  (8)  pencapaian  AFTA  bisa 
dipcrcepal  melalui  Common  Effective  Preferential 
Tariff  (CEPO,  yang  diusuikan  Indonesia,  yang  me- 
ncgaskan  bahwa  penghapusan  tarif  dilakukan  per 
kclompok  atau  sektor  dan  bukan  melalui  liap-tiap 
barang;  (9)  melalui  Pcrlemuan  Menteri  Ekonomi 
ASEAN  (A EM)  kc-23  di  Kuala  Lumpur  tahun  1991 
telah  disepakati  bahwa  AFI"A  akan  dilaksanakan 
dalam  15  tahun,  dan  dilaksanakan  dengan  CEPT  yang 
akan  mcnelapkan  produk-produk  manufaktur  dengan 
basis  sektoral.  Seluruh  produk  industri  manufaktur, 
kecuali  barang  modal  dan  produk  mililer  akan  diatur 
CEPT  dan  akan  dikenakan  tarif  bca  masuk  bagi 
seluruh  negara  ASEAN.  Produk  manufaktur  itu  dapat 
diperdagangkan  di  kawasan  perdagangan  bebas 
ASEAN  dengan  prefcrensi  tarif  0-5  perscn;  (10)  Kerja 
Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC)  juga  harus  di- 
dukung.  Saling  ketcrgantungan  dalam  bidang  eko- 
nomi, mcnjadikan  kerja  sama  regional  makin  di- 
perlukan  untuk  mcngatasi  friksi-friksi  yang  terjadi, 
dan  masalah-masalah  baru  yang  akan  dihadapi  seperti 
protcksionismc,  pembcntukan  trading  blocs  regional 
dan  pengaturan  alih  tcknologi  canggih;  (11)  East  Asia 
Economic  Caucus  (EAEC)  yang  diusuikan  Malaysia 
scbaiknya  dikcmbangkan  dalam  kcrangka  APEC. 
Dalam  arti  F.AEC  tidak  dikcmbangkan  sebagai  suatu 
badan  yang  cksklusif,  mclainkan  sebagai  proses  yang 
wajar  di  mana  ncgara-ncgara  di  Pasifik  Baral  yang 
integrasi  ekonominya  begitu  crat  pcrlu  bcrdialog  dan 
bckerja  sama;  (12)  mcningkatnya  saling  ketcrgan- 
tungan di  bidang  ekonomi  berpengaruh  pada  bidang 
politik  dan  keamanan,  yang  tampak  dari  bcrhasil  di- 
sclcsaikannya    konflik-konflik    dan    kctcgangan  re- 


gional, seperti  konflik  Kamboja;  (13)  pembahasan  di 
bidang  politik  dan  keamanan  agar  dilakukan  dalam 
Pertemuan  Tahunan  Menlu  ASEAN  (AMM)  dan  Per- 
tcmuan  Menlu  ASEAN  dengan  Negara  Mitra  Dialog 
(PMC).  Setelah  PMC,  ASEAN  dapat  mcngundang 
suatu  pertemuan  ASEAN-PMC  Plus,  yang  terdiri  dari 
peserta  PMC  (AS,  Australia,  Jepang,  Kanada,  Ma- 
syarakat  Ekonomi  Eropa  dan  Selandia  Baru)  ditambah 
dengan  Commonwealth  of  Independence  States  (CIS, 
dulu  Uni  Soviet),  RRC,  Vietnam  dan  Laos;  (14)  RRC 
dan  CIS  telah  mengajukan  permintaan  untuk  menjadi 
peserta  dalam  PMC,  dan  pada  AMM  di  Kuala 
Lumpur  tahun  1991  telah  menjadi  tamu  Kctua  Panitia 
Tetap  ASEAN;  (15)  Vietnam  dan  Laos  diharapkan 
akan  menjadi  penandatangan  Treaty  of  Amity  and 
Cooperation  in  Southeast  Asia  setelah  KTT  IV 
ASEAN,  dan  akan  menjadi  peninjau  dalam  AMM  di 
Manila  1992;  (16)  sudah  waktunya  kerja  sama  per- 
tahanan  yang  hingga  kini  tcrlctak  di  luar  kcrangka 
ASEAN  dan  dilakukan  secara  bilateral  atau  trilateral 
scsuai  dengan  ASEAN  Concord  1976,  diatur  dalam 
kcrangka  ASEAN;  (17)  gagasan  ZOPFAN  (Zona 
Damai,  Bebas  dan  Nctral)  dapat  dikembangkan  ke 
dalam  tiga  segi:  (a)  ordc  regional  di  antara  negara- 
ncgara  anggota  ASEAN;  (b)  antara  negara  ASEAN 
dengan  negara  Asia  Tenggara  lainnya;  (c)  antara 
negara  ASEAN  dengan  negara  PMC  Plus.  Dengan 
demikian  PMC  dapat  dikembangkan  menjadi  lembaga 
dialog  yang  mcmbahas  masalah  politik  dan  keamanan 
berlandaskan  pada  Treaty  of  Amity  and  Cooperation 
in  Southeast  Asia,  untuk  memelihara  perdamaian  dan 
stabilitas  regional,  serta  menyelesaikan  konflik  secara 
damai  (Kompas,  13-1-1992). 

Menteri  Perdagangan  Arifin  Siregar  mcngatakan  di 
Jakarta  tanggal  15  Januari  1992  bahwa:  (1)  kerja 
sama  ASEAN  dengan  APEC,  serta  memperkuat  se- 
kretariat  ASEAN,  EAEC  dan  AFrA  akan  menjadi 
topik  pembahasan  dalam  KTT  ASEAN  di  Singapura 
tanggal  27-28  Januari  1992;  (2)  KTT  akan  didahului 
dengan  pertemuan  pejabat  senior  pada  tanggal  18-19 
Januari  1992  kemudian  disusul  dengan  pertemuan 
terpisah  antara  kclompok  Menteri  Luar  Ncgcri  dan 
Menteri  Ekonomi  tanggal  23  Januari  1992.  Pertemuan 
para  menteri  ini  akan  dilaporkan  kepada  para  kcpala 
negara  atau  pemcrintahan  dalam  KTT;  (3)  masalah 
ekonomi  yang  akan  dibahas  nanti  antara  lain  adalah 
Framework  Agreement  on  Enhancing  ASEAN  Eco- 
nomic Cooperation  dan  Common  Effective  Preferen- 
tial Tariff  (CEPT),  yang  dibentuk  untuk  mcmbuat 
suatu  kcrangka  yang  mencakup  segala  pcrjanjian  yang 
telah  ada  dan  yang  akan  dilakukan  di  masa  men- 
datang.  Dengan  demikian  akan  tcrdapat  suatu 
kcscluruhan  dari  scmua  pcrjanjian  yang  ada,  schingga 
akan  mudah  dimcngerti  dan  juga  dapat  dilihat  arah 
dan  tujuan  kerja  sama  itu;  (4)  gagasan  CEPT  dari 
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Indonesia  merupakan  cara  yang  dianggap  baik  untuk 
menuju  pasaran  bebas  ASEAN.  CEPT  dan  AFTA 
yang  telah  disetujui  oleh  para  Menteri  Ekonomi 
pelaksanaannya  akan  dilakukan  secara  bertahap 
selama  10-15  tahun,  mulai  1  Januari  1993.  Titik  berat 
CEPT  adalah  di  bidang  industri  dan  pertanian, 
sedangkan  bidang  jasa  tidak  dimasukkan.  Hal  ini 
untuk  mengurangi  segala  hambatan  tarif  maupun 
nontarif,  sehingga  kerja  sama  antar-ASEAN  dapat 
ditingkatkan;  (5)  peningkatan  dialog  kemitraan  de- 
ngan  banyak  negara  dan  sikap  ASEAN  dalam  rangka 
meningkatkan  kerja  sama  dengan  APEC  juga  akan 
dibicarakan  dalam  KTT  IV  (Kompas,  16-1-1992); 
(6)  pembentukan  East  Asia  Economic  Caucus 
(EAEC)  yang  akan  dibahas  para  Kepala  Pemerin- 
tahan,  Menteri  Ekonomi  dan  Menteri  Luar  Negeri 
ASEAN  pada  KTT  IV  tidak  berarti  mengkaji  ulang 
forum  tersebut;  (7)  pembicaraan  oleh  Menteri  Luar 
Negeri  ASEAN  tentang  EAEC  itu  karena  selama  ini 
mereka  belum  dilibatkan  pada  perundingan  pem-bent- 
ukan  EAEC;  (8)  menjelang  KTT  para  Menteri  Luar 
Negeri  dan  Menteri  Ekonomi  akan  mengadakan 
sidang  terpisah,  kemudian  mengadakan  sidang  ga- 
bungan  untuk  membahas  berbagai  masalah,  termasuk 
EAEC  dan  hasilnya  akan  disampaikan  kepada  peserta 
KTT  {Media  Indonesia,  18-1-1992). 

Asisten  Menlu  Filipina  Urusan  Asia  Pasifik, 
Romualdo  Ong  mengatakan  bahwa:  (1)  dalam  Senior 
Officials  Meeting  (SOM)  yang  berlangsung  tanggal 
18-19  Januari  1992  di  Singapura,  dicapai  suatu  ke- 
sepakatan  untuk  merekomendasikan  kepada  para 
Menlu  dan  Kepala  Negara  ASEAN  guna  menerima 
permintaan  Vietnam  dan  Laos  sebagai  penandatangan 
Treaty  of  Amity  and  Cooperation  (TAC);  (2)  sidang 
kelompok  kerja  tentang  kerja  sama  polkam  ASEAN 
di  Filipina  bulan  November  1991,  telah  sepakat  me- 
menuhi  permintaan  Vietnam  sebagai  penandatangan 
TAC.  Penandatanganan  ini  merupakan  langkah  per- 
tama  menuju  ke  keanggotaan  resmi  Vietnam  dan  Laos 
dalam  ASEAN;  (3)  ASEAN  berpendapat,  Kamboja 
dan  Myanmar  dapat  mengawali  untuk  menjadi  ang- 
gota  ASEAN  dengan  menandatangani  TAC; 
(4)  keanggotaan  negara  Asia  Tenggara  yang  lain 
penting  juga  dalam  kerangka  mendorong  gagasan 
ZOPFAN,  yang  tidak  saja  mencakup  negara-negara 
ASEAN  tetapi  juga  Laos,  Kamboja,  Vietnam  dan 
Myanmar  {Kompas,  20-1-1992);  (5)  masalah  netralitas 
dalam  konscp  ZOPFAN  masih  hams  dilihat  lagi 
relcvansinya  dalam  kontcks  situasi  dunia  setelah 
Perang  Dingin  berakhir;  (6)  masih  ada  perbedaan 
pandangan  mengenai  neutrality.  Indonesia  misalnya 
mcngartikannya  sebagai  suatu  bentuk  netralitas  polilik 
luar  negeri  semacam  nonblok,  sehingga  dipandang 
masih  rclcvan.  Ia  berpendapat  bahwa  neutrality  me- 
ngandung  arti  tidak  memihak  salah  satu  pihak  dalam 


Perang  Dingin,  yaitu  AS  dan  Uni  Soviet  {Kompas, 
21-1-1992). 

Sekjen  Departemen  Perindustrian  RI,  Ilchaidi  Elias 
mengatakan  seusai  mengikuti  Senior  Economic  Of- 
ficial Meeting  (SEOM)  yang  berlangsung  di  Singa^ 
pura  tanggal  19-20  Januari  1992  bahwa:  (1)  salah  satu 
kesepakatan  yang  dicapai  adalah  prinsip  tidak  akan 
ada  anggota  ASEAN  yang  merasa  terpaksa  harus  ikut 
dalam  skema  Common  Effective  Preferential  Tariff 
(CEPT)  yang  merupakan  usulan  Indonesia;  (2)  SEOM 
masih  berbeda  pendapat  mengenai  CEFF  dan  prinsip- 
prinsip  yang  dianut.  Dua  prinsip  yang  dianul  dalam 
CEPT,  adalah:  (a)  dua  atau  tiga  negara  dapat 
memasukkan  produknya  ke  dalam  skema  CEPT  untuk 
menuju  ke  AFTA;  (b)  bila  terdapat  negara  yang 
mengalami  kesulitan  untuk  memasukkan  produk 
tertentu  ke  dalam  CEPT  karena  terlalu  sensitif  untuk 
negara  itu,  maka  dia  diberi  kesempatan  untuk  tidak 
ikut.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  se- 
macam natural  growth,  sehingga  partisipasi  negara  itu 
dilakukan  dengan  sepenuh  hati,  tidak  merasa  dipaksa; 
(3)  seperti  diketahui,  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
dalam  pertemuan  ke-23  di  Kuala  Lumpur  7-8  Oktober 
1991  telah  menyepakati  penerapan  CEPT  dengan  tarif 
akhir  0-5%  untuk  produk  manufaktur,  dengan  penge- 
cualian  sektor  jasa,  pertanian  (tidak  termasuk  yang 
olahan),  barang  modal,  dan  yang  berkaitan  dengan 
kesehatan,  keamanan,  serta  perlindungan  terhadap 
industri  kecil;  (4)  CEPT  merupakan  mekanisme  untuk 
mencapai  AFTA,  yang  akan  dicapai  dalam  waktu  15 
tahun  {Kompas,  20-1-1992). 

Dirjen  Perdagangan  Luar  Negeri  Deperdag  Ka- 
haruzaman  Al  Gam  mar  mengatakan  seusai  sidang 
SEOM  di  Singapura  tanggal  20  bahwa:  (1)  usulan 
Indonesia  tentang  CEPT  akan  mulai  dilaksanakan 
tanggal  1  Januari  1993.  Sedangkan  jenis  barang  yang 
akan  dimasukkan  dalam  daftar  yang  sensitif  bagi 
setiap  negara  (exclusion  list)  masih  akan  dibahas 
dalam  jangka  setahun  menjelang  penerapan  CEPT; 
(2)  masih  terdapat  dua  masalah  yang  harus  di- 
pecahkan  dalam  skema  CEPT;  (3)  telah  disepakaii 
rumusan  6-x  dalam  SEOM.  Artinya  peserta  CEPT 
tidak  harus  selalu  enam  anggota  ASEAN  scluruhnya, 
melainkan  bisa  diikuti  minimal  dua  negara  yang 
kemudian  bisa  diikuti  yang  lainnya,  tcrgantung  kc- 
siapan  dan  kemampuan  masing-masing;  (4)  masalah 
yang  belum  terpecahkan  dan  akan  dibawa  ke  Per- 
temuan Tingkat  Menteri  yaitu  mengenai  jenis  produk- 
produk  yang  mcmerlukan  pengurangan  tarif  yang 
besar  atau  produk-produk  yang  tarifnya  saat  ini  di 
alas  100%  (deep  tariff  reduction);  (5)  setiap  produk 
direncanakan  dapat  mencapai  perscntase  tarif  yang 
diharapkan,  dalam  jangka  waktu  enam  tahun;  (6)  ada 
tiga  produk  yang  sudah  disepakaii  untuk  mendapatkan 
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deep  tariff  reduction,  yaitu,  semen,  pupuk  dan  pulp; 
(7)  telah  disepakati  jenis  barang  yang  dapat  men- 
dapatkan  deep  tariff  reduction  dalam  waklu  singkal, 
dan  boleh  diikuli  ncgara-negara  lainnya  yang  telah 
sepakat.  Bahkan  jika  yang  sepakal  hanya  dua  ncgara 
itu  pun  sudah  dapat  dilakukan,  dan  negara-ncgara 
lainnya  jika  sudah  siap  dapat  menyusul;  (8)  masih 
disusun  daftar  barang  manufaktur  yang  bclum  dapat 
dimasukkan  dalam  skema  CEPT;  (9)  disepakati 
kelompok  produk  manufaktur  masuk  dalam  skema 
CEPT,  namun  sejumlah  produk  manufaktur  itu  masih 
ada  yang  sensitif  bagi  masing-masing  negara.  Yang 
dimaksud  sensitif  adalah  terutama  yang  berkaitan 
dengan  masalah  keamanan  nasional,  masalah  kese- 
hatan,  dan  perlindungan  terhadap  industri  kecil.  Se- 
dangkan  produk-produk  pertanian,  kecuali  yang  sudah 
diolah,  capital  goods  sudah  dikeluarkan  dari  skema 
CEPT;  (10)  jenis  produk  yang  tidak  masuk  dalam 
skema  CEPT,  karena  dianggap  sensitif,  tidak  bersifat 
permanen.  Apabila  barang-barang  itu  sudah  tidak 
sensitif  lagi,  akan  dikeluarkan  dari  exclusion  list 
sehingga  dapat  masuk  dalam  skema  CEIT  {Kompas, 
21-1-1992). 

Prof.  Dr.  M.  Sadli  mengatakan  di  Jakarta  tanggal 
21  Januari  1992  bahwa:  (1)  gagasan  untuk  mene- 
rapkan  CEPT  guna  mewujudkan  kawasan  perdagang- 
an  bebas  ASEAN  (AFrA)  dikhawatirkan  akan 
mengalami  nasib  yang  sama  scperti  Preferential 
Tariff  Arrangement  (PTA)  di  ASEAN  yang  dinilai 
kurang  bcrhasil;  (2)  CEIT  sama  saja  dengan  PTA 
sebelumnya.  CEIT  dan  A  FT  A  akan  gagal  apabila 
terlalu  banyak  dibebani  olch  persyaralan-pcrsyaratan; 
(3)  ada  kemungkinan  Indonesia  yang  menghambat 
pelaksanaan  CEPT  yang  lebih  luas,  karena  daya  saing 
produk  dalam  negeri  masih  lemah  dibandingkan 
dengan  negara-negara  ASEAN  lainnya  {Suara  Karya, 
23-1-1992). 

Sementara  itu  Prof.  Dr.  Suhadi  Mangkusuwondo 
mengatakan  di  Jakarta  tanggal  21  Januari  1992  bah- 
wa: (1)  perlindungan  yang  bcrlcbihan  terhadap 
produk  dalam  negeri  tidak  bcrguna  dan  tidak  akan 
membuat  Indonesia  lebih  maju;  (2)  CEPT  tidak  perlu 
ada.  Biarkan  scmua  komoditi  dipcrdagangkan  sccara 
bebas.  Dengan  demikian  produk  Indonesia  akan  di- 
pacu  dengan  paksa  untuk  dapat  bcrsaing  di  ASEAN, 
tcrmasuk  produk  pertanian  dan  industri  kecil  {Suara 
Karya,  23-1-1992). 

Menteri  Pcrdagangan  Arifin  Siregar  mengatakan  di 
Singapura  tanggal  22  Januari  1992  bahwa  tidak  ada 
masalah  bagi  ASEAN  untuk  mcmbcrlakukan  CEPT 
mcnjelang  pembentukan  AFrA.  Bagi  Indonesia  pun 
tidak  ada  masalah  dalam  pencrapan  gagasan  itu 
{Media  Indonesia,  23-1-1991 ). 


Mcnlu  Ali  Alatas  mengatakan  di  Singapura 
tanggal  22  Januari  1992  bahwa:  (1)  konscp  7.one  of 
Peace,  Freedom  and  Neutrality  (ZOPFAN)  masih 
tctap  relevan.  Namun  sudah  waktunya  untuk  dikaji 
ulang,  karena  selama  ini  pembicaraan  masalah  tcr- 
sebut  tcrganggu  olch  masalah  Kamboja;  (2)  ZOPFAN 
mcmiliki  sekumpulan  prinsip,  panduan,  dan  bentuk 
kebijaksanaan  yang  didasarkan  pada  pemikiran  demi 
keuntungan  serta  kepentingan  bersama;  (3)  pelak- 
sanaan ZOPFAN  mencakup  dua  tingkat  yaitu  di- 
laksanakan  di  dalam  wilayah  Asia  Tenggara  serta 
antara  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan 
kekuatan-kekuatan  lain;  (4)  ASEAN  telah  menggaris- 
bawahi  tindakan-tindakan  yang  harus  dilakukan  olch 
kekuatan-kekuatan  di  sub-wilayah  dan  di  wilayah 
Asia  Tenggara  sebagai  kontribusi  bagi  ZOPFAN. 
Semua  ini  dimasukkan  dalam  kerangka  yang  sah 
dalam  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  (TAC),  se- 
bagai bagian  dari  penawaran  ASEAN  akan  ZOPFAN; 
(5)  negara-ncgara  besar  (major  powers)  agar  mem- 
bcrikan  kontribusinya,  dan  bukan  untuk  campur 
tangan.  Mereka  diminta  untuk  bcrada  di  kawasan 
Asia  Tenggara  guna  mcmperkuat  kerja  sama  ckonomi 
dan  perkembangan  ekonomi  ASEAN,  bukan  campur 
tangan  sccara  militer  scperti  di  Kamboja;  (6)  negara- 
negara  besar  juga  harus  membentuk  panduan,  dan 
harus  komit  pada  diri  mereka  sendiri  dalam  prinsip- 
prinsip  tertentu,  dan  kemudian  bersama-sama  akan 
membentuk  ZOPFAN;  (7)  ZOPFAN  scmula  dibentuk 
sebagai  konsep  untuk  menghadapi  ncgara-negara 
Cina,  Uni  Soviet  dan  AS;  (8)  dalam  pertemuan  para 
Mcnlcri  Ekonnmi  ASEAN  di  Kuala  Lumpur  tahun 
1991  pembicaraan  mengenai  EAEC  telah  disepakati, 
namun  bebcrapa  aspek  yang  menyangkut  EAEC 
masih  harus  dijelaskan  lagi,  sepcrli  apa  inti  sasaran, 
sistem  keanggotaannya  yang  diharapkan,  dan  bagai- 
mana  dapat  dihubungkan  dengan  organisasi-organisasi 
yang  sudah  ada  {Kompas,  23-1-1992). 

Mcnlu  Malaysia,  Abdullah  Badawi  mengatakan 
bahwa  Malaysia  menghendaki  adanya  suatu  Program 
of  Action  (POA)  bagi  EAEC.  Tanpa  POA  tidak  akan 
bisa  maju  {Kompas,  23-1-1992). 

Sementara  itu  Mcnlcri  Pcrdagangan  Intcrnasional 
dan  Industri  Malaysia,  Rafidah  A/is,  mengatakan:  (1) 
pengambilan  keputusan  EAEC  masih  dalam  proses, 
tergantung  perubahan  dan  perumusan  apa  yang  di- 
maksud; (2)  ia  telah  membcrikan  penjelasan  kepada 
para  pejabat  tinggi  ASEAN  bahwa  EAEC  merupakan 
forum  konsultasi  yang  longgar  yang  dapat  membahas 
kepentingan  bersama  ncgara-negara  di  kawasan  Asia 
Timur;  (3)  EAEC  bukan  sebuah  institusi  yang  me- 
merlukan  kcanggotaan  agar  satu  negara  dapat  bcrpar- 
tisipasi.  EAEC  hanya  merupakan  wadah  untuk  ber- 
bagai   perlemuan   antara   negara-negara   di  kawasan 
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Asia  Timur  apabila  ada  salu  masalah  yang  me- 
nyangkut  kepentingan  bersama  (Kompas,  23-1-1992). 

Pertemuan  Para  Mentcri  Ekonomi  ASEAN 
(ASEAN  Economic  Ministerial  Meeting- AEMM) 
tanggal  23  Januari  1992  di  Singapura,  sepakat:  (1) 
memandang  perlu  hadimya  scbuah  lembaga  baru  yang 
bckerja  untuk  mengawasi  pelaksanaan  skema  CEPT, 
dan  tidak  lagi  dimasukkannya  barang-barang  modal 
ke  dalam  daftar  barang  yang  tidak  akan  di- 
liberalisasikan  perdagangan nya  di  ASEAN;  (2)  lewat 
kehadiran  lembaga  baru  itu  sasaran  menjadikan 
ASEAN  scbagai  kawasan  perdagangan  bcbas  setelah 
15  tahun  sejak  1  Januari  1993,  diharapkan  dapat 
dijamin  (Kompas,  24-1-1992). 

Mentcri  Perdagangan  Arifin  Siregar  mengalakan: 
(1)  pembentukan  badan  pemantau  dan  pelaksana 
CEPT  perlu  agar  pelaksanaan  CEPT  benar-benar 
efektif;  (2)  lembaga  itu  bekcrja  alas  nama  AEMM, 
dengan  tenaga-tenaga  terpilih  yang  mengetahui  benar 
masalah  perdagangan  dan  induslri;  (3)  lembaga  baru 
itu  diperlukan  karena  posisi  Seljen  ASEAN  masih 
lemah;  (4)  dengan  makin  kualnya  slruklur  induslri 
negara-ncgara  ASEAN,  maka  peluang  kerja  sama 
semakin  tcrbuka  (Kompas,  24-1-1992). 

Sementara  itu  Mentcri  Perindustrian  Ir.  Ilartarto 
mengalakan:  (1)  dalam  konsep  CEPT,  perdagangan 
bebas  ditempuh  dengan  cara  mcliberalisasikan  secara 
bertahap  perdagangan  komoditi  manufaktur  di 
ASEAN.  Yang  lidak  termasuk  dalam  skema  ilu  ada- 
lah  komodili  pertanian  bukan  olahan,  jastf-jasa,  pro- 
duk  kerajinan  rakyat,  dan  komodili  manufaktur  yang 
berkaitan  dengan  pertahanan  keamanan;  (2)  lewal 
skema  CEPT,  tarif  bea  masuk  produk  manufaktur  di 
negara  ASEAN  menjadi  0-15  persen  setelah  15  tahun. 
Penurunan  tarif  tidak  boleh  diikuti  dengan  munculnya 
hambatan  nontarif;  (3)  guna  mencapai  sasaran  itu 
ASEAN  sepakat  mengenai  tata  cara  pengelompokan 
barang,  yaitu:  (a)  untuk  kelompok  barang  yang 
sekarang  tarifnya  di  atas  20  persen  dalam  peri  ode  7 
tahun.  Sesudah  itu,  dalam  sisa  waktu  8  tahun,  di- 
turunkan  menjadi  0-5  persen;  (b)  terbuka  kesempalan 
bagi  negara-ncgara  ASEAN  untuk  mempercepat  pe- 
nurunan bea  masuk  menjadi  0-5  persen.  Jadi  untuk 
bebcrapa  komoditi  bisa  langsung  mencrapkan  tarif 
rendah  ilu.  Konsep  yang  digunakan  adalah  6-x.  Arti- 
nya  bila  dua  diantara  cnam  negara  sudah  siap 
menurunkan  tarif  secara  draslis,  maka  dapat  melak- 
sanakan;  (4)  Indonesia  siap  mclaksanakan  setiap 
keputusan  ilu  mengingat  kondisi  induslrinya  sudah 
banyak  bcrubah  pada  bebcrapa  tahun  tcrakhir  ini; 
(5)  Indonesia  sudah  mengusulkan  1.600  komoditi 
yang  dapat  diturunkan  larifnya  bcrdasarkan  CEPT. 
Produk  ilu  scluruhnya  diekspor,  anlara  lain  produk 


yang  mcngolah  hasil  hutan,  produk  hasil  pertanian, 
hasil  petemakan,  tambang  nonmigas,  produk  yang 
mcngolah  hasil  migas,  hasil  laut,  dan  bebcrapa  jenis 
barang  elektronika;  (6)  dalam  kesepakatan  mengenai 
jenis  barang,  konsep  yang  akan  dilakukan  berbasis 
sektoral  (per  kelompok  barang).  Tctapi  di  luar  itu 
akan  terdapat  sejumlah  komoditi  yang  masuk  ke 
dalam  daftar  pengecualian  (exclusion  list)  (Kompas, 
24-1-1992). 

Menteri  Perdagangan  Internasional  Filipina,  Peter 
Garrucho,  mengalakan  bahwa  masih  perlu  negosiasi 
lanjutan  untuk  menentukan  sektor  barang  mana  saja 
yang  pertama  kali  akan  masuk  dalam  kerangka  CEPT. 

Wakil  Menteri  Kementcrian  Perdagangan  dan 
Industri  Singapura,  Lai  Seek  Khui,  mengatakan  bah- 
wa para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  sudah  menyetujui 
untuk  memasukkan  barang-barang  modal  (capital 
goods)  ke  dalam  CEIT.  Sementara  mengenai  komo- 
diti yang  akan  tercakup  dalam  CEPT  sudah  disepakali 
untuk  selanjulnya  dibahas  bcrdasarkan  klasifikasi 
barang  cnam  digit  pada  sistem  harmoni  (per  ke- 
lompok barang)  (Kompas,  24-1-1992). 

Para  Menlu  ASEAN  dalam  pertemuannya  di 
Singapura  tanggal  23  Januari  1992  tidak  mencapai 
konsensus  mengenai  cara  untuk  mcmpcrkokoh 
ZOPFAN.  Akibatnya,  usul  awal  yang  telah  direko- 
mendasikan  dalam  pertemuan  tingkat  pejabat  linggi 
(SOM)  bahwa  ZOPFAN  harus  diperkuat  mclalui 
perluasan  penandatanganan  Treaty  of  Amity  and 
Cooperation  (TAC),  dicopot  dari  rancangan  dcklarasi. 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan:  (1)  tidak  akan  ada 
lagi  paragraf  mengenai  usulan  perluasan  TAC,  meski- 
pun  dalam  arlikcl  1  alinea  3  dari  Protocol  Amending 
the  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  disebutkan, 
bahwa  "Ncgara-negara  di  luar  Asia  Tenggara  boleh 
menandatangani  traktat  itu  dengan  konsensus  seluruh 
negara  di  Asia  Tenggara  yang  menjadi  penandatangan 
traktat  ini,  termasuk  Brunei  Darussalam";  (2)  usul 
mempcrkuat  ZOPFAN  dengan  menambah  struktur 
TAC  scmula  akan  dimasukkan  scbagai  paragraf  9 
rancangan  dcklarasi,  yang  akan  disahkan  olch  para 
Kcpala  Negara  dan  Kcpala  Pemerinlahan  dalam  KTT 
27-28  Januari  1992.  Dalam  usul  itu  misalnya  di- 
jclaskan  agar  lima  anggota  DK-PBB  (AS,  Inggris, 
Cina,  Pcrancis  dan  Rusia)  diuiidang  menjadi  pe- 
nandatangan TAC;  (3)  mengingat  TAC  itu  sudah 
cukup  jelas  maka  paragraf  9  itu  dihapus;  (4)  Indo- 
nesia akan  mcnolak  setiap  usulan  agar  TAC  menjadi 
mckanisme  ulama  unluk  mcrcslruklurisasi  salu  lata 
regional  baru.  Bagaimanapun  TAC  lidak  dapat  mcng- 
ganiikan  ZOPFAN;  (5)  mengijinkan  negara-ncgara, 
khususnya   anggota   telap    DK-PBB    untuk  dengan 
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mudah  menjadi  pcnandaiangan  TAC,  merupakan 
pendekatan  yang  tidak  seirtibang  dalam  kcrangka 
menjamin  perdamaian  dan  keamanan  regional; 
(6)  ZOPFAN  merupakan  celak  biru  yang  longgar 
yang  didasarkan  atas  scrangkaian  prinsip.  ZOPFAN 
memiliki  dua  tahapan  dalam  operasionalisasinya, 
yaitu  (a)  dalam  tingkal  regional,  TAC  mcngikat 
negara-ncgara  di  kawasan  untuk  tunduk  pada  se- 
jumlah  prinsip  TAC  seperti  saling  menahan  diri  dan 
menyelesaikan  masalah  dengan  cara  damai.  Dengan 
cara  itu  kawasan  ini  mcmbcrikan  sumbangan  bagi 
suatu  lata  regional  baru;  (b)  dalam  tingkat  ekstra 
regional,  ZOPFAN  menuntul  komitmen  dari  negara- 
negara  di  luar  kawasan  untuk  mematuhi  prinsip- 
prinsip,  seperti  tidak  campur  tangan  urusan  dalam 
negeri,  dan  berupaya  meningkatkan  pengembangan 
ekonomi  ASEAN  daripada  intervensi  militer  seperti 
yang  terjadi  di  Kamboja;  (7)  pelaksanaan  kedua 
pendekatan  itu,  akan  merupakan  pelaksanaan  dari 
konsep  ZOPFAN.  Oleh  sebab  itu  jika  ada  usul  untuk 
meninggalkan  ZOPFAN  dan  mengijinkan  negara  di 
luar  kawasan  dengan  gampang  masuk  TAC  dapat 
diterima;  (8)  dengan  menandatangani  TAC  tiap  nega- 
ra harus  tunduk  pada  prinsip -prinsip  utama  seperti: 

(a)  saling  menghormati  kemerdekaan,  kedaulatan, 
persamaan,  integritas  teritorial  dan  identitas  bangsa; 

(b)  hak  setiap  negara  berdaulat  bebas  dari  campur 
tangan  asing,  subversi  dan  kekerasan;  (c)  penye- 
lesaian   perbedaan   dan   perselisihan   secara  damai; 

(d)  penghindaran  ancaman  atau  penggunaan  kekuatan; 

(e)  kerja  sama  yang  efektif  antarmereka  {Kompas, 
24-1-1992). 

Pejabat  tinggi  Kementerian  Luar  Negeri  Singa- 
pura,  Bilahah  Kausikan,  mengatakan:  (1)  secara 
keseluruhan  pcrtcmuan  para  Mcnlu  ASEAN  sukses. 
Mereka  membahas  berbagai  usulan  yang  diajukan 
dalam  pertemuan  para  pejabat  tinggi  (SOM).  Sudah 
ada  konsensus  untuk  mensahkan  laporan  yang  akan 
diserahkan  kepada  Kepala  Negara  dalam  KTT  nanti; 
(2)  para  Menlu  telah  saling  tukar  pandangan  me- 
ngenai  ZOPFAN,  tcrutama  mengenai  ketcrbukaan 
TAC  untuk  diikuti  negara-ncgara  di  luar  kawasan 
Asia  Tenggara;  (3)  meskipun  antara  traktat  dan  pro- 
tokol  tampak  mendua,  yaitu  antara  tidak  bolch  dan 
boleh  TAC  diakses  oleh  negara  di  luar  kawasan, 
namun  secara  politis  para  Mcnlu  mcnolak  mcma- 
sukkan  negara  di  luar  kawasan;  (4)  meskipun  treaty 
dan  protokolnya  secara  legal  jelas  mcmberikan  ke- 
scmpatan  kepada  negara-negara  di  luar  Asia  Teng- 
gara turut  sort  a,  namun  dalam  diskusi  itu  tcrdapat 
penolakan  secara  politis  (crhadap  masalah  ini.  Karcna 
itu,  cara  yang  praktis  untuk  mengatasi  masalah  ini 
adalah  mcnghapuskan  dari  dokumcn  dcklarasi; 
(5)  kalaupun  ada  konsensus,  maka  para  Mcnlu  tidak 
memiliki   kewenangan   untuk  mengubah  TAC  dan 


protokolnya.  Kalau  pun  itu  dipaksakan  konsensusnya, 
maka  Kepala  Negara  akan  sulit  untuk  mengambil 
keputusan  final;  (6)  berhubung  para  Menteri  tidak 
memiliki  kewenangan  mengubah  traktat  dan  proto- 
kolnya, atau  bahkan  menginlerpretasikannya  kembali, 
maka  mereka  sepakal  untuk  mencopot  item  ini  dari 
dokumen  KTT  {Kompas,  24-1-1992). 

Mcnlu  Ali  Alatas  mengatakan  seusai  mengadakan 
pertemuan  gabungan  para  Menteri  Ekonomi  dan 
Menteri  Luar  Neger  (Joint  Ministerial  Meettng-JMM) 
di  Singapura  tanggal  24  Januari  1992  bahwa:  (1)  K'lT 
ASEAN  IV  ini  tepat  waktu  dan  akan  tercatat  dalam 
sejarah  sebagai  KIT  yang  mcmilikj  nilai  seperti  KIT 
I  di  Bali  tahun  1976  dengan  berbagai  keputusan  men- 
dasar.  Seperti  diketahui  bahwa  KTT  Bali  melahirkan 
tiga  dokumen  penting,  yaitu:  Declaration  of  ASEAN 
Concord,  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in 
Southeast  Asia,  dan  Agreement  on  the  Establishment  of 
ASEAN  Secretariat.  Ketiga  dokumen  itu  diketengah- 
kan  untuk  membina  perdamaian,  kemajuan,  kemak- 
muran  dan  kesejahteraan  rakyat  negara  anggota,  me- 
mantapkan  hasil-hasil  ASEAN,  serta  memperluas 
kerja  sama  ASEAN  dalam  bidang-bidang  ekonomi, 
sosial,  kebudayaan  dan  politik;  (2)  dalam  KTT  IV 
akan  dilahirkan  kembali  tiga  dokumen  penting,  yaitu: 
Singapore  Declaration  of  1992  (Deklarasi  Singapura 
1992),  Framework  Agreement  on  Enhancing  ASEAN 
Economic  Cooperation  (Kerangka  Perjanjian  untuk 
Peningkatan  Kerja  Sama  Ekonomi  ASEAN),  dan 
Basic  Agreement  on  Common  Effective  Preferential 
Tariff  towards  ASEAN  Free  Trade  Area  (Perjanjian 
Dasar  tentang  CEPT  untuk  Menciptakan  Pasar  Bebas 
ASEAN);  (3)  Kepala  Pemerintahan  dari  enam  negara 
anggota  ASEAN  akan  mengambil  prakarsa  untuk 
memperkuat  Sckretariat  Jenderal  Sekretariat  ASEAN. 
Sekjen  Sekretariat  ASEAN  akan  diganti  menjadi 
Sekjcn  ASEAN  dengan  penambahan  wewenang  tidak 
hanya  sckadar  seorang  Kepala  Sekretariat  ASEAN; 
(4)  keseluruhan  dimensi  kerja  sama  ASEAN  telah 
menjadi  lopik  KTT  ASEAN  IV;  (5)  memasuki  dasa- 
warsa  1990-an  stabilitas  di  tiap  negara  anggota 
ASHAN  mantap.  Memasuki  usia  yang  ke-25  kerja 
sama  ASEAN  semakin  berkembang  dan  telah  me- 
nunjukkan  hasilnya;  (6)  untuk  menghadapi  kcadaan 
yang  serba  berubah  di  berbagai  kawasan  dunia, 
khususnya  di  Asia  Pasifik,  ASEAN  tetap  berpendirian 
pada  konsep  kctahanan  nasional  mcnuju  kctahanan 
regional;  (7)  kerja  sama  yang  sckarang  sudah  ada 
antarncgara  ASEAN  di  bidang  keamanan  telah  bcr- 
jalan  dengan  baik  dan  pcrlu  tcrus  dipcrkuat;  (8) 
dialog  dan  konsultasi,  baik  diantara  anggota  ASEAN 
maupun  dengan  negara  di  luar  ASEAN,  pcrlu  di- 
tingkatkan  untuk  meningkatkan  keamanan  dalam  arti 
yang  luas.  Bagi  ASEAN,  keamanan  tidak  dilafsirkan 
secara  sempit,  sepeni  terbatas  pada  soal-soal  militer; 
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(9)  dialog  dan  konsultasi  itu  disepakati  hanya  akan 
disalurkan  melalui  badan-badan  atau  jaringan  yang 
sudah  ada,  seperti  ASEAN  Ministerial  Meeting 
(Pertemuan  Para  Menlu  ASEAN),  Senior  Official 
Meeting-SOM  (Pertemuan  Politik  dan  Keamanan 
Tingkat  Pejabat  Tinggi).  Kedua  lembaga  ini  untuk 
dialog  intra-ASEAN,  sedangkan  untuk  dialog  ekstra- 
ASEAN  melalui  forum  Post  Ministerial  Conference- 
PMC  (Pertemuan  antara  Para  Menteri  Luar  Negeri 
ASEAN  dengan  mitranya,  yaitu  AS,  Jepang,  Aus- 
tralia, Selandia  Baru  dan  Masyarakat  Eropa);  (10) 
kerja  sama  ASEAN  dengan  mitra  dialog  telah  me- 
nunjukkan  manfaat  penting  dan  mekanisme  itu  perlu 
diperkuat  dan  diperluas  untuk  meningkatkan  hubung- 
an  ekonomi  yang  lebih  luas;  (11)  ASEAN  juga  se- 
pakat  agar  TAC  mendapatkan  pengakuan  interna- 
sional  melalui  resolusi  PBB.  Langkah  ini  sekaligus 
menunjukkan  komitmen  ASEAN  untuk  menjadikan 
badan  universal  ini  memainkan  peranan  sentral  guna 
menjaga  perdamaian  dan  keamanan  dunia  serta  me- 
ningkatkan kerja  sama  sosial  dan  ekonomi  (Kompas, 
25-1-1992). 

Pertemuan  gabungan  para  Menteri  Ekonomi  dan 
para  Menteri  Luar  Negeri  (Joint  Ministerial  Meeling- 
JMM)  yang  berlangsung  di  Singapura  tanggal  24 
Januari  1992,  menyepakati  kepastian  masuknya  15 
kategori  barang  (group  of  product)  kedalam  daftar 
barang  yang  untuk  pertama  kali  akan  terkena  per- 
cepatan  penurunan  tarif  bea  masuk  (accelerated  tariff 
reduction)  skema  CEPT.  Sementara  itu  jenis  barang 
yang  perdagangannya  akan  diliberalisasikan  di 
ASEAN,  tidak  hanya  produk  industri  manufaktur 
tetapi  juga  barang  modal  dan  produk  pertanian  olah- 
an.  Kelima  belas  kategori  barang  itu  meliputi  minyak 
nabati,  semen,  produk  kimia,  produk  farmasi,  pupuk, 
produk  plastik,  produk  karet,  produk  kulit,  pulp, 
tekstil,  keramik  dan  produk  dari  kaca,  barang-barang 
perhiasan  (gems  and  jewellery),  copper  cathodes, 
barang-barang  elektronika,  dan  mebel  kayu  atau 
rotan.  Seluruh  kategori  produk  itu  masuk  dalam  daftar 
produk  yang  akan  terkena  accelerated  tariff  re- 
duction, dengan  sasaran  akhir  bertarif  bea  masuk  0-15 
persen  setelah  15  tahun  mulai  1  Januari  1993.  Cara 
penurunannya,  untuk  yang  bertarif  di  atas  20  persen 
harus  sudah  menjadi  20  persen  selama  tujuh  tahun, 
dan  mulai  tahun  kedelapan  diturunkan  bertahap 
hingga  0-5  persen.  Kemudian  yang  sudah  bertarif  20 
persen,  harus  sudah  turun  menjadi  0-5  persen,  selama 
tujuh  tahun.  Dari  15  kategori  produk  itu,  apabila 
dirinci  akan  menghasilkan  ribuan  produk.  Itu  tidak 
bcrarti  seluruh  produk  harus  diturunkan  tarif  bea 
masuknya  oleh  suatu  negara  ASEAN.  Sebab  dalam 
mekanisme  CEFI\  masih  dikenal  adanya  produk  sen- 
sitif  bagi  suatu  negara.  Bagi  suatu  negara  yang 
menganggap  sebuah  produk  masih  sensitif,  dimung- 


kinkan  untuk  tidak  segera  menurunkan  tarif  sesuai 
jadwal  CEPT.  Bila  hal  itu  terjadi,  maka  keseragaman 
tarif  dapat  dilakukan  hanya  antarnegara  yang  tidak 
lagi  menganggap  produk  itu  sensitif  {Kompas,  25-1- 
1992). 

Menteri  Perindustrian  Ir.  Hartarto  mengatakan 
bahwa  barang-barang  dari  Indonesia  yang  siap  ber- 
saing  di  ASEAN  (skema  CEPT),  yaitu  industri 
pengolah  hasil  hutan,  pengolah  hasil  laut,  pengolah 
hasil  pertanian,  pengolah  hasil  migas,  hasil  tambang 
nonmigas,  tekstil,  kimia,  alat-alat  elektronika,  industri 
rekayasa  barang  modal,  dan  produk  industri  kecil. 

Dirjen  Perdagangan  Luar  Negeri  Kamarulzaman 
Algamar  mengatakan  format  CEPT  berbeda  dengan 
PTA.  Bila  dalam  CEPT  masing-masing  negara  men- 
cari  produk  yang  akan  diturunkan  tarifnya,  pada  PTA 
pendekatan  sebaliknya  yang  berlaku.  Yakni,  sektor 
tertentu  masuk  CEPT  dan  bila  ada  barang  yang  di- 
anggap  sensitif  dapat  dikeluarkan  dulu. 

Menko  Ekuin  Radius  Prawiro  mengatakan  bahwa 
KTT  ASEAN  IV  diharapkan  mampu  memberikan 
langkah  terobosan  bagi  kerja  sama  ekonomi  intra- 
ASEAN,  misalnya  dicanangkannya  AFTA.  Dengan 
cara  itu  diharapkan  peningkatan  volume  perdagangan 
intra-ASEAN  akan  berlangsung  cepat  (Kompas,  25-1- 
1992). 

PM  Muangthai,  Anand  Panyarachun,  mengatakan 
dalam  jumpa  pers  di  Singapura  tanggal  25  Januari 
1992  bahwa:  (1)  pendekatan  baru,  pemikiran  baru, 
dan  sikap-sikap  baru  ASEAN  sangat  dibutuhkan 
untuk  menghadapi  cepatnya  perubahan  yang  terjadi  di 
dunia  sekarang  ini;  (2)  jika  hal  itu  tidak  dilakukan, 
ASEAN  akan  menjadi  tidak  relevan  lagi  dalam  tata 
dunia  dan  tata  regional  yang  baru;  (3)  saat  ini 
ASEAN  menghadapi  empat  tantangan:  (a)  tantangan 
untuk  membangun  tata  regional  baru  yang  mampu 
merangkul  semua  bangsa  di  Asia  Tenggara  dalam 
kedamian,  stabilitas,  dan  kemajuan.  Asia  Tengga/a 
yang  terpecah  belah  akan  membuat  kawasan  ini  rapuh 
terhadap  munculnya  instabilitas  dari  dalam  dan  luar 
kawasan;  (b)  tantangan  akan  kompetisi  ekonomi  yang 
semakin  besar  di  dunia.  Masalah-masalah  ekonomi 
telah  menggeser  agenda  politik.  Kini,  dengan  ter- 
sendatnya  perundingan  Putaran  Uruguay,  masa  depan 
perdagangan  multilateral  yang  terbuka  menjadi  tidak  • 
pasti;  (c)  bagaimana  mewujudkan  perdamaian  dan 
kesejahteraan  di  kawasan  yang  lebih  luas  lagi,  yang 
mencakup  Asia  Pasifik  di  mana  ASEAN  menjadi  satu 
bagian  integral  dari  kawasan  itu;  (d)  tantangan  ter- 
hadap sikap  dan  arah  yang  dihadapi  ASEAN  yaitu 
regionalisme  dalam  bidang  ekonomi.  Integrasi  eko- 
nomi di  wilayah-wilayah  tertentu  telah  meningkatkan 
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daya  tank  investor  di  kawasan  ilu.  ASEAN  harus 
menciptakan  kondisi  baru  seperti  memperbcsar  pcn- 
ciptaan  pasar,  agar  ekonominya  mampu  bcrhubungan 
lebih  dckat  lagi  dengan  investor;  (4)  kerja  sama 
ekonomi  intra-ASEAN  selama  ini  lebih  banyak  lip 
service  (basa-basi);  (5)  Muangthai  mendukung  usulan 
EAEC.  Hanya  saja  konsep  tersebut  bclum  memuat 
detail-detail  yang  memadai;  (6)  masalah  keamanan 
dalam  konteks  masa  sckarang  berbeda  dengan  tahun 
1950-1960-an.  Masalah  keamanan  sckarang  ini  juga 
mencakup  masalah  ekonomi,  di  mana  ASEAN 
memegang  pcranan  yang  menonjol;  (7)  ASEAN  harus 
mempunyai  konsep  sendiri  mengenai  masalah  ke- 
amanan wilayahnya,  dan  ASEAN  harus  mcngundang 
negara-negara  di  luar  ASEAN  untuk  ikut  ber- 
partisipasi  di  dalamnya  (Kompas,  26-1-1992). 

Seusai  pembicaraan  Presiden  Soeharto  dengan  PM 
Mahathir  Mohamad,  Mensesneg  Moerdiono  mengata- 
kan  di  Singapura  tanggal  26  Januari  1992  bahwa:  (1) 
Presiden  Soeharto  menilai  gagasan  PM  Mahathir 
tentang  pembentukan  EAEC  sebagai  suatu  gagasan 
yang  baik,  tetapi  pelaksanaannya  perlu  dilakukan  se- 
cara  realistis  dan  bertahap  agar  ide  itu  dapat  mencapai 
sasaran  yang  diharapkan;  (2)  PM  Mahathir  merasa 
puas  atas  hasi]  pertemuan  para  Menteri  Ekonomi  dan 
Menteri  Luar  Negeri  ASEAN  mengenai  gagasan 
pembentukan  EAEC;  (3)  Indonesia  dan  Malaysia 
sepakat  untuk  menugasi  para  Menteri  dan  eselon- 
eselon  di  bawahnya  untuk  mempererat  dan  mem- 
peringatkan  saling  pengertian  dan  kerja  sama,  khu- 
susnya  di  daerah-daerah  perbatasan;  (4)  PM  Mahathir 
menyampaikan  gagasan  tentang  perlunya  peningkatan 
pengamanan  lalu  lintas  laut  di  Selat  Malaka; 
(5)  mengenai  kerja  sama  keamanan  regional,  Indo- 
nesia sejak  semula  sudah  menekankan  bahwa  kerja 
sama  di  bidang  keamanan  di  letakkan  dalam  konteks 
ketahanan  nasional  (Kompas,  27-1-1992). 

Sementara  itu  dalam  pembicaraan  dengan  Presiden 
Soeharto,  PM  Goh  Chok  Tong  mcngatakan  bahwa 
masalah  penyediaan  fasilitas  untuk  perbaikan  dan 
pemeliharaan  kapal-kapal  perang  AS  di  Singapura 
masih  tetap  dalam  rangka  memorandum  of  under- 
standing tahun  1990.  Kcdua  pemimpin  juga  sepakat 
untuk  melanjutkan  lagi  kerja  sama  kedua  ncgara, 
khususnya  dalam  pengembangan  dan  pembangunan 
Pulau  Bintan  di  Riau  yang  besar  manfaatnya  bagi 
kedua  pihak  (Kompas,  27-1-1992). 

Para  pemimpin  dunia,  terdin  dari  Presiden  Rusia 
Boris  Yeltsin,  PM  Jcpang  Kiichi  Miyazawa,  PM  Li 
Peng,  PM  Australia  Paul  Keating  dan  PM  Vietnam 
Vo  Van  Kiel,  menyampaikan  sclamat  atas  pelak- 
sanaan  KIT  ASEAN  IV. 


Dalam  suratnya  tanggal  26  Januari  1992  Presiden 
Rusia,  Boris  Yeltsin  mengatakan  bahwa:  (1)  Rusia 
menyampaikan  hormat  kepada  negara-negara  ASEAN 
atas  pengakuannya  terhadap  ncgara  Rusia.  Hal  itu 
merupakan  bukli  dukungan  ASEAN  atas  proses 
demokrasi  di  Rusia;  (2)  berdasarkan  kenyataan  itu 
kini  tcrbuka  kesempatan  yang  lebih  baik  bagi  ASEAN 
dan  Rusia  untuk  mcngembangkan  prakarsa-prakarsa 
baru  guna  meningkatkan  hubungan.  Prakarsa  itu  di- 
dasarkan  pada  pcnolakan  Rusia  atas  posisi  adi  daya 
dalam  hal  kepentingan  keamanan,  slabilitas  dan  pcr- 
kembangan  sosial  ekonomi  di  Asia  Pasifik;  (3)  Rusia 
sangat  mcnghormati  prinsip-prinsip  dasar  ASEAN, 
karenanya  akan  mcmelihara  dialog  politik  dengan 
ASEAN,  dan  bcrharap  dapat  meningkatkan  hubungan 
ekonomi. 

PM    Jepang,     Kiichi     Miyazawa,  mcngatakan: 

(1)  ASEAN  agar  terus  mcmainkan  peranannya  untuk 
mencapai     kemakmuran     kawasan     Asia  Pasifik; 

(2)  Jepang  siap  melangkah  bersama  dengan  negara- 
negara  ASEAN  dalam  mencapai  kemakmuran  kawas- 
an Asia  Pasifik;  (3)  perbedaan  di  antara  ncgara 
anggota  ASEAN,  baik  dalam  hal  historis,  kultur, 
populasi  penduduk,  skala  dan  kemajuan  ekonomi, 
maupun  struktur  sosial,  tcrbukti  dapat  mcmbawa 
kemajuan  berarti  bagi  ASEAN  karcna  ASEAN 
mampu  mengambil  manfaat  dari  hal-hal  yang  sifatnya 
komplemcnter  dan  adanya  semangat  untuk  bckcrja 
sama. 

PM  RRC,  Li  Peng,  mengatakan:  (1)  ASEAN  telah 
berhasil  mempiomosikan  kerja  sama  ekonomi  re- 
gional, pengembangan  sosial  dan  budaya,  scrta  ber- 
bagai  aspek  lain;  (2)  ASEAN  dinilai  mampu  men- 
dorong  ke  arah  tcrcapainya  penyclesaian  masalah 
Kamboja  sccara  adil  dan  komprchensif,  scrta  mcme- 
lihara pcrdamaian  dan  stabilitas  kawasan;  (3)  per- 
tumbuhan  ekonomi  negara-negara  ASEAN  telah  ber- 
hasil menjadikan  kawasan  ini  sebagai  kawasan  paling 
dinamis  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dunia;  (4)  Cina 
dan  negara-negara  ASEAN  adalah  sahabat  dckat; 
(5)  pemcrintah  Cina  mcngharapkan  periuasan  kerja 
sama  untuk  mcmelihara  pcrdamaian  dan  stabilitas 
kawasan  scrta  pembangunan  ekonomi. 

Sementara  itu  PM  Australia,  Paul  Keating,  mc- 
ngatakan bahwa  Australia  mcnghargai  kontribusi 
ASEAN  untuk  mcngupayakan  pcrdamaian  dan  ke- 
makmuran kawasan  Asia  Pasifik.  Australia  ingin 
mempererat  kerja  sama  dengan  ASEAN,  unluk  meng- 
hadapi  masalah  di  masa  yang  akan  datang  (Kompas, 
27-1-1992). 

I'M  Vietnam,  Vo  Van  Kiel,  menyampaikan  ucapan 
sclamat  kepada  enam  kepala  pemcrmtahan  ASEAN 
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yang  dalam  KTT  telah  mengajak  Vietnam  dan  Laos 
menandatangani  perjanjian  persahabatan  dan  kerja 
sama  (TAC).  Vietnam  menganggap  penandatanganan 
perjanjian  itu  sebagai  langkah  pertama  untuk  ber- 
gabung  dalam  ASEAN  yang  dibentuk  sejak  tahun 
1967  (Suara  Karya,  30-1-1992). 

PM  Singapura,  Goh  Chok  Tong,  mengatakan 
kepada  wartawan  di  Singapura  tanggal  26  Januari 
1992  bahwa:  (1)  KTT  ASEAN  IV  dikatakan  sukses 
apabila  mampu  melahirkan  berbagai  inisiatif  baru 
untuk  memperkuat  keyakinan  ASEAN  guna  meng- 
hadapi  masa  yang  akan  datang.  Salah  satu  inisiatif 
baru  itu  adalah  membentuk  kawasan  perdagangan 
bebas  ASEAN;  (2)  sejak  KTT  III  di  Manila  tahun 
1987,  berbagai  perkembangan  penting  terjadi  di 
dunia.  Implikasi  dari  perubahan  itu  masih  belum  jelas 
dan  sulit  diperkirakan;  (3)  ASEAN  harus  terus  me- 
lanjutkan  usaha  menciptakan  perdagangan  terbuka 
dan  akses  pasar.  ASEAN  harus  dapat  bersaing  dengan 
Pasar  Tunggal  Eropa  dan  NAFTA  (North  America 
Free  Trade  Area);  (4)  sebuah  perjanjian  tentang 
pendirian  AFTA,  akan  mendorong  kepercayaan  dan 
minat  investor  pada  kawasan  Asia  Tenggara;  (5)  ia 
tidak  menutup  kemungkdnan  adanya  pendirian  Pasar 
Tunggal  ASEAN  atau  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN; 
(6)  Singapura  tidak  keberatan  terhadap  Vietnam  dan 
Laos  untuk  masuk  dalam  TAC  (Kompas,  27-1-1992). 

B.  JALANNYA  SIDANG 

Pertemuan  Puncak  (KTT)  ASEAN  IV  yang 
dihadiri  oleh  Sultan  Brunei  Darussalam,  Hassanal 
Bolkiah,  Presiden  RI,  Soeharto,  PM  Malaysia,  Ma- 
hathir Mohamad,  PM  Muangthai,  Anand  Panya- 
rachun,  Presiden  Filipina,  Corazon  Aquino,  PM 
Singapura,  Goh  Chok  Tong  dan  hadir  sebagai 
peninjau  PM  Papua  Niugini,  Rabie  Namaliu,  ber- 
langsung  di  Singapura  tanggal  27-28  Januari  1992 
untuk  membahas  peningkatan  kerja  sama  ekonomi, 
politik  dan  bidang-bidang  lainnya. 

PM  Singapura,  Goh  Chok  Tong,  mengatakan  pada 
acara  pembukaan  KTT  itu  bahwa:  (1)  sejak  KTT  III 
di  Manila,  tatanan  dunia  berubah  tanpa  kendali.  Arti 
dan  masa  depan  dari  tatanan  dunia  bagi  negara-negara 
Asia  Tenggara,  belum  jelas  benar;  (2)  KTT  akan 
mengidentifikasi,  menemukan  dan  mencari  jawaban 
untuk  menghadapi  transformasi  dunia.  Kita  tidak 
dapat  lagi  berdiri  dengan  posisi  lama;  (3)  ASEAN 
akan  mengambil  keputusan  politik  penting  agar 
ASEAN  semakin  kuat.  ASEAN  akan  menyambut  ma- 
sa mendatang  dengan  lebih  percaya  diri  untuk  meng- 
hadapi kclompok-kelompok  ekonomi  dan  politik  se- 
perti  Masyarakat  Eropa  dan  NAFTA;  (4)  kerja  sama 
regional  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  mcn- 
jadi  kecenderungan  global.   Pasar  Tunggal  Eropa 


(Single  European  Market-SEM)  dan  NAFTA,  akan 
menyajikan  iklim  baru  bagi  ASEAN.  Kcdua  grup  itu, 
baik  terbuka  maupun  tertutup,  pasti  akan  berpengaruh 
pada  tata  ekonomi  dan  politik  dunia;  (5)  SEM  tahun 
1992  dengan  cakupan  pasar  350  juta  orang  bertotal 
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  US$4,370  milyar. 
ASEAN  berpenduduk  300  juta  tetapi  PDB-nya  hanya 
US$310  milyar. 

Pada  10-15  tahun  mendatang,  SEM  yang  kini 
beranggotakan  12  negara,  diperkirakan  akan  meluas 
menjadi  25  negara  akibat  masuknya  European  Free 
Trade  Association  (EFTA)  dan  beberapa  negara  Eropa 
Timur;  (6)  situasi  itu  akan  membuat  Eropa  kembali 
atraktif  untuk  investasi.  Persaingan  untuk  merebut 
modal  di  pasar  internasional  bakal  meningkat,  dan 
ASEAN  pasti  terkena  akibatnya;  (7)  kecenderungan 
regionalisme  ekonomi  susah  untuk  dicegah,  karena 
memang  menguntungkan  negara  pesertanya.  Sejauh 
ini  baik  ME  maupun  NAFTA  memberikan  jaminan 
bahwa  blok  ekonominya  tidak  akan  protektif.  Namun 
hal  itu  baru  bisa  terwujud  apabila  perundingan 
perdagangan  multilateral  Putaran  Uruguay  berhasil; 

(8)  ASEAN  harus  aktif  mensukseskan  Negosiasi 
Perdagangan  Multilateral  (MTN)  Putaran  Uruguay; 

(9)  meskipun  SEM  dan  NAFTA  benar-benar  terbuka, 
dampak  negatif  bagi  ASEAN  tetap  akan  ada  jika 
ASEAN  tidak  memperbaiki  daya  kompetisinya. 
Dalam  konteks  itulah  kehadiran  pasar  bebas  ASEAN 
diperlukan;  (10)  kerja  sama  ekonomi  ASEAN  melalui 
CEPT  untuk  menuju  AFTA,  akan  mampu  mening- 
katkan  daya  tarik  ASEAN  bagi  investasi;  (11) 
ASEAN  juga  harus  memperluas  kerja  sama  ekonomi 
dengan  negara-negara  tetangga.  ASEAN  akan  me- 
lakukan  hal  itu  dengan  Myanmar  dan  negara-negara 
Indocina  yang  mulai  membuka  ekonominya  (Kompas, 
28-1-1992). 

Pada  acara  yang  sama,  Presiden  Soeharto  menga- 
takan: (1)  KTT  ASEAN  IV  memiliki  arti  sangat 
penting  karena  ASEAN  berada  dalam  situasi  dunia 
yang  sedang  berubah  secara  fundamental.  Berbagai 
kecenderungan  baru  muncul  dan  saling  mengait. 
Tantangan  dan  peluang  baru  muncul.  Semua  itu 
menuntut  ASEAN  untuk  menentukan  arah  dan 
kebijaksanaan  baru;  (2)  selama  25  tahun  perjalanan 
ASEAN,  negara-negara  ASEAN  telah  mampu  mem- 
pertahankan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup 
tinggi,  yang  merupakan  sumbangan  besar  pada  ter- 
peliharanya  stabilitas  kawasan.  Namun,  ASEAN  tidak 
boleh  cepat  berpuas  diri.  Jalan  yang  masih  ditempuh 
masih  panjang,  dan  masih  banyak  yang  harus  di- 
sempurnakan;  (3)  ASEAN  dituntut  untuk  memberikan 
jawaban  yang  tepat  demi  peningkatan  kesuksesan 
yang  selama  ini  diperoleh.  ASEAN  harus  bersikap 
lebih  dinamis  dan  berpandangan  ke  depan; 
(4)  ASEAN  sebagai  salah  satu  wilayah  strategis  di 
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Asia  Pasifik,  perlu  meningkatkan  pcranan  konstruk- 
tifnya  untuk  mewujudkan  kerja  sama  dan  stabilitas 
serta  kcamanan.  Landasannya,  persamaan,  keadilan, 
dan  semangat  saling  mcnguntungkan  di  kawasan  Asia 
Tenggara  khususnya,  dan  di  Asia  Pasifik  pada  umum- 
nya;  (5)  konscp  ZOPFAN  dan  prinsip  saling  meng- 
hormati  antara  ncgara-ncgara  besar  dan  kecil,  tetap 
merupakan  jawaban  yang  tepat.  Dalam  hal  ini  Per- 
janjian  Persahabatan  dan  Kerja  Sama  di  Asia  Teng- 
gara (TAC),  dapat  pula  digunakan  sebagai  perangkat 
formal  untuk  memperluas  hubungan  yang  harmonis 
dan  kerja  sama  yang  bermanfaat  antara  ASEAN  dan 
negara  lain  di  Asia  Tenggara  serta  sebagai  tahapan 
mewujudkan  ZOPFAN.  Perjanjian  ini  juga  memberi- 
kan  kesempatan  kepada  negara-negara  di  luar  kawas- 
an untuk  ikut  menjadi  anggotanya.  Indonesia  me- 
nyambut  baik  keinginan  Vietnam  dan  Laos  untuk 
menjadi  anggota  TAC;  (6)  ASEAN  perlu  ikut  aktif 
menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  berkembang. 
Di  forum  intemasional,  ASEAN  harus  memperkuat 
posisi  untuk  menghadapi  dan  mendorong  penyele- 
saian  Putaran  Uruguay.  Di  forum  regional,  ASEAN 
harus  dapat  menarik  manfaat  yang  sebesar-besarnya 
dari  APEC  (Kerja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik); 
(7)  agar  peranan  dan  kepentingan  ASEAN  lebih 
diperhatikan,  ASEAN  terlebih  dahulu  harus  mem- 
perkuat diri.  Kerja  sama  ekonomi  intra-ASEAN  harus 
ditingkatkan;  (8)  pemikiran  untuk  mewujudkan  ka- 
wasan Asia  Tenggara  menjadi  kawasan  perdagangan 
bcbas  dalam  kurun  waktu  15  tahun  dengan  meng- 
gunakan  konsep  CEPT  sebagai  mekanisme  utamanya 
dapat  ditcrima  (Kompas,  28-1-1992). 

PM  Malaysia,  Mahathir  Mohamad,  mengatakan: 
(1)  perkembangan  tata  ekonomi  dan  politik  global 
masih  tidak  menentu,  tctapi  ASEAN  harus  siap 
menghadapi  berbagai  dampak  negatifnya;  (2)  dengan 
perkembangan  di  Kamboja  yang  men  gar  ah  pada 
penyclesaian  politik,  ASEAN  harus  mengubah  sikap 
yang  berbeda-beda  di  masa  lalu  ke  suatu  bentuk 
hubungan  yang  konstruktif;  (3)  ASEAN  harus  mcng- 
ambil  inisiatif  untuk  mercorganisasikan  hubungannya 
dengan  Indocina.  Hal  itu  dapat  dimulai  dengan  men- 
jalin  hubungan  dekat  dan  positif  dengan  mereka,  baik 
secara  individu  maupun  perhimpunan  (bersama).  Jika 
mereka  ingin  menjadi  anggota  ASEAN,  ASEAN 
harus  mcnyambutnya,  setclah  mereka  mcnandatangani 
TAC;  (4)  Malaysia  mcngusulkan  agar  ASEAN  mem- 
promosikan  ZOPFAN  dan  Kawasan  Bcbas  Scnjata 
Nuklir  (KBSN);  (5)  ia  mcmpcrtcgas  usulnya  me- 
ngenai  pembentukan  East  Asia  Economic  Caucus 
(EAEC).  Saat  masyarakat  dan  ncgara-ncgara  mcm- 
bentuk  kawasan-kawasan  tcrtcntu,  maka  tidak  ada 
salahnya  jika  ncgara-ncgara  Asia  Timur  juga  bcrsatu 
secara  regional;  (6)  jika  ncgara-ncgara  di  satu  ka- 
wasan berkonsultasi  dan  bckcrja  sama  serta  bcrbicara 


satu  suara,  status  dan  pengaruh  mereka  akan  me- 
ningkat.  EAEC  tidak  akan  menjadi  blok  perdagangan 
atau  blok  ekonomi.  Ia  hanya  scbuah  kaukus,  wadah 
informal  bagi  ncgara-ncgara  di  kawasan  Asia  Timur 
untuk  berkonsultasi  dan  mencari  konsensus  agar  dapat 
bcrbicara  satu  suara  dalam  berbagai  konferensi  per- 
dagangan; (7)  ia  juga  mengkrilik  negara-negara  maju 
yang  memboikot  ekspor  kayu  tropis.  Kekayaan  dan 
kemajuan  teknologi  negara  maju  dapat  menghijaukan 
gurun,  dan  hutan  tropis,  daripada  menyuruh  negara 
berkembang  menghentikan  menebang  kayu;  (8)  nega- 
ra maju  mengabaikan  isu  kebakaran  hutan.  Negara 
berkembang,  tidak  memiliki  kemampuan  teknologi 
dan  keuangan  untuk  menangani  kebakaran  hutan  yang 
kini  tidak  dipakai  di  negara-negara  maju  untuk 
dimanfaatkan  di  negara  tropis  yang  miskin  (Kompas, 
28-1-1992). 

Dalam  sambutannya  yang  berjudul  Unity  and 
Freedom  (Kesatuan  dan  Kebebasan)  Presiden  Cora- 
zon  Aquino  mengatakan  bahwa:  (1)  ASEAN  memiliki 
potensi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi- 
nya.  ASEAN  dapat  menjadi  pusat  suatu  jaringan 
perdagangan  dan  hubungan  politik  yang  terbentang 
dari  Wladiwostok  sampai  Sydney  dan  dari  Singapura 
sampai  San  Francisco;  (2)  partisipasi  ASEAN  di 
dalam  APEC  sangat  penting.  Kita  berharap  mampu 
menata  ulang  dan  sepakat  mengenai  konsep  EAEC 
sehingga  kaukus  tersebut  dapat  mempromosikan  kerja 
sama  ekonomi  di  kawasan  ini;  (3)  ia  mcnyambut 
gembira  atas  tercapainya  kesepakatan  mengenai  per- 
lunya  sebuah  Framework  Agreement  on  Enhancing 
ASEAN  Economic  Cooperation,  yang  akan  menjadi 
payung  dari  berbagai  bentuk  kerja  sama  ekonomi 
intra-ASEAN.  Framework  Agreement  yang  merupa- 
kan usul  Filipina  ini  berisi  arahan-arahan  dalam  kerja 
sama  ekonomi  ASEAN;  (4)  integrasi  murni  ASEAN 
tidak  mungkin  dicapai  hanya  dengan  KTT.  Berbagai 
bentuk  pertemuan  harus  ditingkatkan.  Eropa  memer- 
lukan  waktu  setengah  abad  untuk  benar-benar  bersatu; 

(5)  ia  pun  setuju  dengan  pendapat  bahwa  kesamaan 
produk  tidak  memungkinkan  tercapainya  integrasi. 
Pandangan  itu  pcrnah  dianggap  tepat  ketika  ASEAN 
tidak  memiliki  kemampuan  teknologi  untuk  mclompat 
kc  abad  21.  Tctapi  kini,  scmua  negara  ASEAN  me- 
miliki kemampuan  itu.  Hanya  satu  hal  yang  belum 
dicapai,  yakni  mcmbawa  scmua  negara  anggota 
memiliki    kemampuan    teknologi    yang  scdcrajal; 

(6)  mcskipun  kerja  sama  ekonomi  kini  memiliki  porsi 
besar,  tctapi  porsi  kerja  sama  polkam  harus  tetap 
mendapat  pcrhatian;  (7)  kebutuhan  akan  kcamanan 
bagi  masyarakat  kawasan  harus  dijaga,  tctapi  tclap 
discsuaikan  dengan  prinsip  dan  tujuan  ZOPFAN  dan 
KBSN;  (8)  ia  mendukung  pembentukan  scbuah  komi- 
tc  konsultasi  ASEAN  bagi  kerja  sama  pcrtahanan 
(Kompas,  28-1-1992). 
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PM  Muangthai,  Anand  Panyarachun,  mengatakan: 
(1)  perubahan  dunia  juga  telah  menyentuh  kawasan 
Asia  Tenggara  dan  Indocina,  terutama  dengan  pe- 
nandatanganan  perjanjian  perdamaian  Kamboja  di 
Paris  tanggal  23  Oktober  1991  dan  normalisasi  hu- 
bungan  Cina- Vietnam;  (2)  perubahan  ini  memberikan 
kesempatan  baru  bagi  semua  negara  di  Asia  Tenggara 
untuk  bekerja  sama  mencapai  perdamaian  dan  kemak- 
muran.  Ia  menyambut  baik  permintaan  Vietnam  dan 
Laos  untuk  menjadi  penandatangan  TAC;  (3)  ide 
pembentukan  suatu  kawasan  perdagangan  bebas  bagi 
ASEAN  bukan  merupakan  barang  baru.  Kondisi 
internal  dan  internasional,  sudah  cukup  matang  bagi 
ASEAN  untuk  menciptakan  suatu  bentuk  yang  pasti 
menuju  integrasi  ekonomi  yang  lebih  besar  dengan 
sepakat  untuk  mem  bentuk  AFTA;  (4)  untuk  mencapai 
AFTA,  negara-negara  ASEAN  akan  mengalami  ke- 
rugian-kerugian.  Sektor-sektor  yang  tidak  efisien  akan 
menjadi  rapuh  terhadap  kompetisi.  Restrukturisasi 
industri  akan  mengakibatkan  pengangguran  sementara 
di  beberapa  negara.  Namun  dalam  jangka  panjang, 
AFTA  akan  mampu  memberikan  kompensasi  atas 
kerugian  itu;  (5)  ia  mengajak  negara-negara  ASEAN 
untuk  mendorong  negara-negara  Indocina  dalam 
memperluas  hubungan  agar  membuka  kemungkinan 
bagi  negara-negara  Indocina  memasuki  mainstreaJn 
ekonomi  global  dan  regional;  (6)  ia  mengajak  negara- 
negara  ASEAN  untuk  memperluas  kerja  sama  ke 
wilyah  Asia  Pasifik,  terutama  dengan  konsep  EAEC 
dan  APEC;  (7)  negara-negara  ASEAN  harus  memberi 
perhatian  kepada  dimensi  kemanusiaan  dalam  pem- 
bangunannya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan 
keadilan  sosial  (Kompas,  28-1-1992). 

Sultan  Hassanal  Bolkiah  mengatakan:  (1)  perda- 
maian, saling  menghormati  hak  dan  kebebasan  se- 
sama  negara  tetangga,  perlu  dijaga  tanpa  menghi- 
raukan  perbedaan  ukuran  dan  kekuatan  masing- 
masing  negara;  (2)  situasi  damai  dan  stabil  di  ka- 
wasan Indocina  akan  merupakan  perangsang  bagi 
peningkatan  kerja  sama  ASEAN;  (3)  perlu  mengambil 
langkah  dan  inisiatif  untuk  memperkecil  kompleksitas 
situasi,  sementara  dalam  waktu  yang  sama  mendorong 
peningkatan  kerja  sama  ekonomi  dengan  mengguna- 
kan  cara-cara  ASEAN.  Peningkatan  itu  harus  men- 
cakup  hubungan  ASEAN  dengan  mitra  dialog  dan 
negara-negara  yang  maju  ekonominya;  (4)  perda- 
gangan yang  adil  dan  bebas,  sangat  dibutuhkan  bukan 
hambatan-hambatan  atau  bentuk  lain  dari  kebijak- 
sanaan  perdagangan  unilateral;  (5)  dengan  kekuatan- 
nya  sekarang,  ASEAN  optimis  untuk  menyiapkan  diri 
menghadapi  tantangan  baru  yang  terjadi  akibat  per- 
ubahan besar  di  dunia;  (6)  rekomendasi  mengenai 
terbentuknya  AFTA  dalam  kurun  waktu  15  tahun 
mendatang  dan  konsep  CEPT  merupakan  kcmajuan 
yang  sangat  pcnting  bagi  ASEAN,  AFTA  dan  CEPT 


merefleksikan  komitmen  ASEAN  pada  tata  per- 
dagangan yang  lebih  bebas  di  kawasannya  {Kompas, 
28-1-1992). 

C.  DEKLARASI  SINGAPURA 

KIT  diakhiri  dengan  penandatanganan  Deklarasi 
Singapura  1992  dan  dokumen  mengenai  Framework 
Agreement  on  Enhancing  ASEAN  Economic  Co- 
operation (Kerangka  Persetujuan  Peningkatan  Kerja 
Sama  Ekonomi  ASEAN)  serta  Basic  Agreement  on 
The  Common  Effective  Preferential  Tariff  for  the 
ASEAN  Free  Trade  Area  (Persetujuan  Dasar  Tentang 
Tarif  Preferensi  Efektif  Bersama  bagi  Kawasan 
Perdagangan  Bebas  ASEAN). 

Deklarasi  itu  menyatakan  bahwa  ASEAN  akan 
melangkah  lebih  jauh  lagi  dalam  kerja  sama  ekonomi 
dan  politik  untuk  mengamankan  perdamaian  dan 
kesejahteraan  kawasan.  ASEAN  secara  berkesinam- 
bungan  akan  mengamankan  kepentingan  kolektifnya 
guna  menanggapi  pembentukan  kelompok  ekonomi 
kuat  dan  besar  dikalangan  negara  maju,  terutama 
dengan  car  a  mempromosikan  regim  ekonomi  terbuka 
dan  merangsang  kerja  sama  ekonomi  di  kawasan  ini. 

Deklarasi  yang  meliputi  kerja  sama  politik  dan 
keamanan,  arah  kerja  sama  ekonomi  ASEAN,  kajian 
ulang  hubungan  eksternal  ASEAN,  kerja  sama  fung- 
sional  ASEAN  dan  restrukturisasi  kelembagaan 
ASEAN  itu  menyatakan  antara  lain  bahwa: 
(1)  ASEAN  harus  mengadakan  berbagai  pertemuan 
untuk  mem  bah  as  kerja  sama  baru  di  bidang  keaman- 
an; (2)  ASEAN  harus  meningkatkan  hubungan  ber- 
dasarkan  prinsip  persahabatan  dan  kerja  sama  dengan 
negara-negara  Indocina,  menyusul  penyelesaian  masa- 
lah  Kamboja;  (3)  ASEAN  sepakat  untuk  menyambut 
semua  negara  di  Asia  Tenggara  menjadi  pihak 
penandatangan  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in 
Southeast  Asia  (TAC);  (4)  ASEAN  akan  berusaha 
agar  TAC  diakui  PBB  melalui  resolusi  PBB.  Ini 
merupakan  cerminan  komitmen  ASEAN  pada  sen- 
tralitas  peran  PBB  untuk  memelihara  perdamaian  dan 
keamanan  dunia  serta  meningkatkan  kerja  sama 
ekonomi,  sosial  dan  politik  global;  (5)  ASEAN  se- 
segera  mungkin  akan  memanfaatkan  berbagai  fora 
yang  sudah  melembaga  untuk  dialog  eksternal  dalam 
rangka  kerja  sama  keamanan  regional.  Peningkatan 
dialog  akan  ditempuh  melalui  lembaga  ASEAN-PMC; 
(6)  dialog  intra-ASEAN  dilihat  sebagai  satu  wahana 
pcnting  untuk  meningkatkan  kerja  sama  keamanan 
regional  ASEAN.  Lembaga  dialog  intra  ASEAN  yang 
sudah  ada  adalah  seminar  keamanan  regional  yang 
sudah  dilaksanakan  di  Manila  dan  Bangkok,  serta 
lokakarya  mengenai  Laut  Cina  Selatan  di  Bali  dan 
Bandung;  (7)  ASEAN  akan  merealisasikan  konsep 
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Zone  of  Peace,  Freedom  and  Neutrality  (ZOPFAN) 
dan  Southeast  Asian  Nuclear  Weapon  Free  Zone 
(SEANWFZ)  melalui  konsultasi  dengan  negara  saha- 
bat;  (8)  ASEAN  akan  bekerja  sama  dengan  PBB  dan 
masyarakat  internasional  untuk  menjamin  pelaksanaan 
Persetujuan  Paris  Oktober  1991.  Dalam  kaitan  ini, 
ASEAN  mendukung  seruan  Dewan  Nasional  Ter- 
tinggi  Kamboja  (SNC)  agar  Sekjen  PBB  segera 
mengirim  UNTAC  (United  Nations  Transition  Ad- 
ministration on  Cambodia)  guna  menjaga  momentum 
proses  perdamaian  dan  melaksanakan  kesepakatan 
Paris  itu;  (9)  ASEAN  menyerukan  kepada  semua 
pihak  di  Kamboja  agar  secara  bersungguh-sungguh 
melaksanakan  proses  kerukunan  nasional  yang  sangat 
penting  bagi  perdamaian  yang  kekal  di  Kamboja; 
(10)  ASEAN  akan  berperan  aktif  dalam  program 
intemasional  untuk  rekonstruksi  Vietnam,  Laos  dan 
Kamboja;  (11)  KTT  anggota  DK  PBB  yang  akan 
datang  hendaknya  mampu  mendorong  PBB  untuk 
lebih  berperan  meningkatkan  tata  ekonomi  dan  politik 
intemasional  yang  seimbang,  dan  lebih  mendemokra- 
tiskan  PBB  dalam  proses  pengambilan  keputusan 
untuk  memungkinkan  lembaga  itu  efektif  dalam  pro- 
ses pengambilan  keputusan  untuk  memungkinkan 
lembaga  itu  efektif  dalam  memikul  tanggung  jawab- 
nya;  (12)  ASEAN  akan  meningkatkan  partisipasinya 
dalam  PBB  agar  organisasi  ini  mampu  menjadi  alat 
utama  untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan 
intemasional.  ASEAN  mendorong  cara-cara  untuk 
memperkuat  PBB,  termasuk  peran  dan  kapabilitasnya 
untuk  menjaga  dan  menciptakan  perdamaian; 
(13)  arahan  mengenai  kerja  sama  ekonomi  mencakup 
18  paragraf  (deklarasi  bidang  politik  hanya  10  para- 
graf)  ini  mencerminkan  sangat  dominannya  porsi 
ekonomi  dalam  KTT  ASEAN;  (14)  para  Kepala 
Pemerintahan  ASEAN  sepakat  menandatangani  se- 
buah  Framework  Agreement  on  Enhancing  ASEAN 
Economic  Cooperation  yang  merupakan  payung  dari 
berbagai  bentuk  kerja  sama  ekonomi  ASEAN.  Frame- 
work Agreement  ini  bertujuan  mendukung  per- 
tumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  ASEAN,  yang 
sangat  penting  bagi  stabilitas  dan  kesejahteraan  di 
kawasan  ini;  (15)  ASEAN  sepakat  mewujudkan 
Kawasan  Perdagangan  Bcbas  ASEAN  (AFFA)  me- 
lalui Skema  Tarif  Prcfcrcnsi  Efektif  Bcrsama  (CEPO 
sebagai  mekanisme  utamanya.  A  FT  A  ini  akan  dicapai 
dalam  waktu  15  tahun  scjak  1  Januari  1993  dengan 
sasaran  penumnan  tarif  sampai  0-5  persen.  ASEAN 
telah  sepakat  untuk  memasukkan  15  kategori  barang 
ke  dalam  skema  CEPT;  (16)  ASEAN  sepakat  untuk 
meningkatkan  dan  membuka  kerja  sama  dengan  ne- 
gara lain,  organisasi  ekonomi  regional  atau  multi- 
lateral, seperti  APEC  dan  EAEC.  ASEAN  mendukung 
tujuan  APEC  untuk  mcmpertahankan  pcrtumbuhan 
dan  dinamika  kawasan  Asia  Pasifik;  (17)  ASEAN 
mengakui  bahwa  konsultasi  mengenai  berbagai  isu 


ekonomi  yang  menjadi  kepentingan  EAEC  (jika  me- 
mang  diperlukan)  dapat  memperluas  kerja  sama  di 
antara  negara-negara  di  kawasan  itu,  dan  mempro- 
mosikan  perdagangan  global  yang  bcbas  dan  terbuka; 
(18)  ASEAN  mengakui  pentingnya  kerja  sama  non- 
tariff  and  border  untuk  melengkapi  liberalisasi  tarif 
dalam  perdagangan  dan  investasi  regional  yang  se- 
makin  meningkat,  ASEAN  akan  menjajagi  lebih 
lanjut  kerja  sama  di  bidang  ini  dan  menjadikannya 
sebagai  rekomendasi  bagi  KTT  V;  (19)  upaya  ber- 
sama  untuk  meningkatkan  pariwisata,  terutama  Visit 
ASEAN  Year  1992  akan  diteruskan;  (20)  kerja  sama 
di  sektor  swasta  dengan  membuat  berbagai  kebijak- 
sanaan  untuk  memperluas  investasi  intra-ASEAN 
harus  ditingkatkan;  (21)  kerja  sama  di  bidang  ke- 
amanan energi,  konservasi  dan  riset  energi  alternatif, 
alih  iptek,  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia 
perlu  ditingkatkan;  (22)  selain  akan  memegang  teguh 
prinsip  perdagangan  bebas  dan  terbuka  seperti  di- 
canangkan  GATT,  ASEAN  akan  bekerja  secara 
kolektif  untuk  memastikan  bahwa  Putaran  Uruguay 
menangani  kekhawatiran  dan  kepentingan  pereko- 
nomian  ASEAN,  serta  melakukan  pendekatan  dan 
sikap  pragmahs  dalam  menggunakan  naskah  Ran- 
cangan  Teks  Akhir  seperti  yang  ada  pada  20 
Desember  1991,  sebagai  dasar  untuk  negosiasi. 
ASEAN  menyerukan  negara  niaga  utama  untuk 
menyelesaikan  perselisihan  mereka  tentang  perda- 
gangan hasil  pertanian  dan  bidang  lain,  dengan  meng- 
gunakan Rancangan  Teks  Akhir  tersebut  agar  perun- 
dingan  Putaran  Uruguay  segera  berhasil;  (23)  ASEAN 
akan  mengintensifkan  hubungan  kerja  sama  dengan 
mitra  dialognya,  serta  melakukan  konsultasi  dengan 
negara  maupun  lembaga  intemasional  nondialog  yang 
berkepentingan.  Bila  dipandang  perlu  ASEAN  akan 
memperkuat  mekanisme  yang  sudah  ada  dan  me- 
ngembangkan  yang  baru,  khususnya  dengan  mitra 
ekonominya  yang  utama;  (24)  kesadaran  mengenai 
arti  pentingnya  semakin  dimasyarakatkan  melalui  per- 
luasan  studi  ASEAN  sebagai  bagian  dari  studi  me- 
ngenai Asia  Tenggara  di  kurikulum  sckolah  dan 
perguruan  tinggi,  termasuk  pengcnalan  program 
pcrtukaran  mahasiswa  ASEAN  di  sckolah  mencngah; 
(25)  ASEAN  harus  meningkatkan  solidaritas  dan 
identitasnya,  disamping  pengembangan  sumber  daya 
manusia  Kerja  sama  dalam  bentuk  ini  harus  di- 
arahkan  kepada  suatu  rencana  pendirian  scbuah  Uni- 
versitas  ASEAN;  (26)  negara  anggota  ASEAN  akan 
berperan  aktif  untuk  mclindungi  lingkungan  dengan 
tcrus  bekerja  sama  memperkuat  prinsip  pembangunan 
berkesinambungan  dan  mcngintegrasikannya  kc  dalam 
semua  aspek  pembangunan.  ASEAN  akan  mening- 
katkan kerja  sama  lingkungan,  khususnya  unluk 
mcngatasi  polusi  lewat  tapal  batas  negara,  bencana 
alam,  kebakaran  hutan,  dan  kampanyc  antihulan  tro- 
pis;  (27)  ASEAN  mcngharapkan  kepada  negara  maju 


214 


ANAI.ISIS  GS1S,  1992-2 


untuk  membantu  menjaga  lingkungan  internasional 
yang  sifatnya  mendukung  pembangunan  dan  per- 
tumbuhan  ekonomi.  Hal  itu  agar  tercermin  dalam 
hasil  Konferensi  Lingkungan  dan  Pembangunan  PBB 
di  Rio  de  Janeiro  tahun  1992;  (28)  ASEAN  akan 
meningkatkan  kerja  sama  untuk  mengatasi  penyalah- 
gunaan  narkotika  dan  perdagangan  narkotika  di 
tingkat  nasional,  regional,  dan  internasional.  Upaya 
terkoordinasi  juga  akan  dilakukan  untuk  membrantas 
penyakit  AIDS,  misalnya  dengan  saling  tukar  infor- 
masi  mengenai  AIDS;  (29)  restrukturisasi  kelembaga- 
an  ASEAN  perlu  diadakan  untuk  memperkuat 
ASEAN.  Dalam  rangka  ini  mereka  sepakat  untuk 
menyelenggarakan  KTT  3  tahun  sekali  dengan  per- 
temuan  informal  Kepala  Pemerintahan  pada  selang 
waktu  di  antaranya;  (30)  struktur  organisasi  Sekre- 
tariat  ASEAN  perlu  diperkuat.  Sekjen  Sekretariat 
ASEAN  akan  diganti  dengan  Sekjen  ASEAN  yang 
diberikan  mandat  untuk  mengambil  inisiatif,  memberi 
saran,  mengkoordinasikan,  dan  melaksanakan  aktivi- 
tas  ASEAN.  Sekjen  ASEAN  berstatus  Menteri.  Se- 
mentara  staf  profesional  pada  Sekretariat  ASEAN 
dipilih  berdasarkan  prinsip  rekrutmen  terbuka  dan 
jumlahnya  untuk  setiap  negara  didasarkan  pada  kuota 
dengan  sasaran  menjaga  keseimbangan  antar  semua 
negara  anggota  di  Sekretariat  ASEAN;  (31)  lima 
komite  ekonomi  ASEAN  akan  dibubarkan  dan  SEOM 
(pertemuan  pejabat  senior  bidang  ekonomi)  akan 
menangani  seluruh  kerja  sama  ekonomi  ASEAN; 
(32)  ASEAN  sepakat  untuk  mendirikan  sebuah  lem- 
baga  baru  setingkat  Menteri  yang  akan  mcngawasi, 
mengkoordinasikan,  dan  mengkaji  ulang  pelaksanaan 
perjanjian  CEPT  untuk  menuju  A  FT  A  (Kompas, 
29-1-1992). 

PM  Goh  Chok  Tong  mengatakan  pada  penutupan 
KTT  itu  bahwa  Deklarasi  Singapura  menetapkan 
agenda  baru  bagi  ASEAN  karena  deklarasi  itu 
meletakkan  tujuan  dan  pendekatan-pendekatan  yang 
merefleksikan  kepentingan  utama  masyarakat  dan 
negara-negara  ASEAN.  Bila  hal  itu  dilaksanakan  de- 
ngan baik,  maka  pada  KTT  mendatang  ASEAN  akan 
membuat  sejumlah  kemajuan  sebagaimana  telah 
dilakukan  dalam  empat  tahun  terakhir  sejak  KTT 
Manila  1987. 

Presiden  Corazon  Aquino  mengatakan:  (1)  setelah 
menyetujui  mekanisme-mekanisme  untuk  melaksana- 
kan liberalisasi  perdagangan  intra-ASEAN,  ASEAN 
perlu  segera  mempertimbangkan  langkah-langkah 
yang  tepat  untuk  melaksanakan  ketentuan-ketentuan 
yang  tercantum  dalam  Kesepakatan  Payung  Mengenai 
Peningkatan  Kerja  Sama  ASEAN;  (2)  para  pejabat 
ASEAN  agar  melihat  masalah  yang  berkembang  yang 
membantu  struktur  dan  mckanismc  yang  dituntut 
untuk  memperluas  perdagangan  intra-ASEAN,  di 
samping  perdagangan  ASEAN  dengan  negara-negara 


di  luar  kawasan;  (3)  suatu  konsensus  regional  menge- 
nai kerja  sama  keamanan  perlu  dikembangkan,  yang 
tidak  hanya  menjadi  dasar  keamanan  di  kawasan 
dalam  arti  luas,  tetapi  juga  untuk  memperkukuh  dasar 
kerja  sama  intra-ASEAN  yang  lebih  luas,  sebagai- 
mana terlihat  dalam  model-model  integrasi  ekonomi 
di  bagian  dunia  lainnya;  (4)  KTT  Singapura  adalah 
yang  terakhir  saya  hadiri  sebagai  Presiden  Filipina. 
Pada  tanggal  30  Juni  1992  saya  secara  resmi  akan 
menyerahkan  jabatan  kepresidenan  kepada  presiden 
terpilih. 

Sementara  itu  PM  Anand  Panyarachun  mengata- 
kan: (1)  meskipun  banyak  hal  yang  disepakati  dalam 
KTT  itu  namun  masih  banyak  yang  harus  dikerjakan; 
(2)  keputusan  KTT  untuk  mengadakan  pertemuan 
informal  Kepala  Pemerintahan  ASEAN  di  antara  KTT 
resmi  memungkinkan  dilakukannya  peningkatan  ko- 
ordinasi  untuk  menghadapi  berbagai  perubahan- 
perubahan  yang  terjadi;  (3)  ASEAN  perlu  membantu 
rekonstruksi  ekonomi  di  Kamboja,  Laos  dan  Vietnam, 
terutama  melalui  perluasan  hubungan  perdagangan 
dan  ekonomi  yang  akan  memperkuat  perdamaian  dan 
stabilitas  di  Asia  Tenggara  (Suara  Pembaruan,  29-1- 
1992). 

PM  Mahathir  Mohamad  mengatakan  dalam  jumpa 
pers  seusai  penutupan  KTT  bahwa:  (1)  konsep  EAEC 
kini  diserahkan  kepada  Pertemuan  Para  Pejabat 
Senior  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Jika  Jepang  dan 
Korea  tidak  ikut,  gagasan  EAEC  kurang  ideal.  Negara 
yang  mempengaruhi  pandangan  kedua  negara  itu  agar 
mengerti  tujuan  EAEC  yang  sebenarnya;  (2)  kalangan 
bisnis  di  kedua  negara  itu  telah  memberi  tanggapan 
positif  terhadap  konsep  EAEC. 

PM  Goh  Chok  Tong  mengatakan  bahwa  konsep 
EAEC  sebagaimana  tercantum  dalam  deklarasi  Singa- 
pura, apabila  dirasa  perlu  dapat  menyumbangkan 
perluasan  kerja  sama  di  antara  kekuatan-kekuatan 
ekonomi  di  kawasan  itu  bagi  peningkatan  sistem 
perdagangan  global  yang  bebas  dan  terbuka  (Suara 
Pembaruan,  29-1-1992). 

Menteri  Industri  dan  Perdagangan  Malaysia,  Datuk 
Rafidah  Aziz,  mengatakan  bahwa  dewasa  ini 
Malaysia  sudah  dapat  menawarkan  3.717  jenis  barang 
jadi  dan  295  jenis  produk  pertanian  yang  sudah  diolah 
untuk  dimasukkan  dalam  pengaturan  CEPT,  dengan 
penurunan  tarif  mencapai  0-5  pcrscn.  Selain  itu  ter- 
dapat  121  jenis  barang  jadi  dan  586  jenis  produk 
pertanian  yang  sudah  diolah  yang  siap  diturunkan 
tarifnya  menjadi  20  perscn. 

Menko  Ekuin  Radius  Prawiro  mengatakan; 
(1)  pemasukkan  barang-barang  modal  dari  negara- 
negara  ASEAN  dalam  pengaturan  CEPT  menuju 
Al-TA  mcmpunyai  arti  yang  penting;  (2)  ASEAN 
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akan  menjadi  pasaran  yang  luas  bagi  barang-barang 
yang  dihasilkan  negara-negara  anggota;  (3)  untuk 
menghadapi  pelaksanaan  AFTA,  kebijaksanaan  dere- 
gulasi  di  Indonesia  akan  terus  dilanjutkan;  (4)  para 
Kepala  Pemerintahan  telah  sepakat  mengenai  dewan 
yang  akan  mengawasi  pelaksanaan  CEPT  adalah 
tingkat  para  Menteri. 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan:  (1)  kalangan  mili- 
ter  dapat  diikutsertakan  dalam  dialog  masalah  ke- 
amanan  melalui  Post  Ministerial  Conference  (PMC), 
yang  dalam  deklarasi  Singapura  disepakati  sebagai 
tempat  untuk  melakukan  dialog  keamanan;  (2)  selama 
ini  kalangan  militer  sudah  ikut  dalam  pertemuan- 
pertemuan  ASEAN  yang  mengadakan  dialog  tentang 
keamanan  (Suara  Pembaruan,  29-1-1992). 

D.  REAKSI  DAN  KOMENTAR 

Sekretaris  FKP  DPR  B.P.  Messakh  mengatakan  di 
Jakarta  tanggal  29  Januari  1992  bahwa:  (1)  meskipun 
AFTA  mampu  mengantisipasi  kerja  sama  ekonomi 
ASEAN  di  masa  mendatang,  namun  pemerihtnh  dan 
para  pengusaha  diharapkan  mampu  mengkaji  penga- 
ruh  dari  untung  ruginya,  sebagai  akibat  dari  pem- 
berlakuan  AFTA  itu;  (2)  kebijaksanaan  itu  mwngun- 
tungkan  Indonesia,  namun  sebaliknya  tidak  tertutup 
kemungkinan  adanya  peluahg-peluang  yang  kurang 
menguntungkan  bagi  Indonesia;  (3)  negara-negara 
ASEAN  pada  umumnya  mempunyai  komoditi  per- 
tanian  yang  sama,  sehingga  sulit  untuk  memasuki 
pasaran  diantara  sesama  negara  ASEAN.  Dengan  de- 
mikian  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  menuju  spesiali- 
sasi  komoditi,  sehingga  dapat  memasuki  pasaran 
bebas;  (4)  jika  diterapkan  kebijaksanaan  bebas  bea 
masuk  maka  yang  berlaku  adalah  harga  pokok  (ong- 
kos  produksi)  yang  sangat  dipengaruhi  tingkat  efi- 
siensi.  Sedangkan  jika  masih  tetap  high  cost  meski- 
pun bebas  bea  masuk,  harga  komoditi  Indonesia  tidak 
dapat  bersaing  dengan  produk  negara  lain  yang  me- 
masuki pasaran  ASEAN. 

Wakil  Ketua  Komisi  APBN  Aberson  Marie  Siha- 
loho  mengatakan:  (1)  kesepakatan  mengenai  AFTA 
akan  membawa  pengaruh  besar  bagi  perkembangan 
industri  dan  jasa  dalam  negeri.  Industri  lata  dipaksa 
meningkatkan  efisiensi,  produktivitas  dan  kualitas. 
Tanpa  hal  itu  meskipun  ada  bebas  bea  masuk,  produk 

'  dan  jasa  dalam  negeri  tidak  dapat  memasuki  pasaran 
secara  kompetitif;  (2)  kesepakatan  itu  merupakan 
langkah  maju  yang  dilakukan  oleh  para  pemimpin 

;  negara-negara  ASEAN.  Jika  untuk  tahap  awal  bebas 
bea  masuk  tersebut  hanya  mencakup  15  jenis  komo- 

•  diti,  diharapkan  dalam  15  tahun  mendatang  sudah 

:  mencakup  semua  jenis  komoditi;  (3)  manfaat  lain 
yang  diperoleh  dari  kesepakatan  itu  adalah  semakin 


berkurangnya  bahkan  menghilangnya  berbagai  jenis 
monopoli  dan  proteksionisme  (Media  Indonesia, 
30-1-1992). 

Pengamat  masalah  ekonomi  Priasmoro  Prawiro- 
ardjo  mengatakan:  (1)  dengan  terbentuknya  AFTA, 
pemerintah  Indonesia  harus  segera  melakukan  dere- 
gulasi  di  sektor  riel  serta  meningkatkan  penanaman 
modal  asiang  di  dalam  negeri,  sebagai  antisipasi  di 
dalam  iklim  perdagangan  bebas  antarnegara  ASEAN; 
(2)  jika  deregulasi  sektor  riel  tidak  segera  dilak- 
sanakan,  maka  hanya  sedikit  produk  kita  yang  mampu 
bersaing  dalam  waktu  15  tahun  sesuai  ketentuan 
AFTA;  (3)  apabila  Indonesia  tidak  menyiapkan  stra- 
tegi  jauh-jauh  sebelumnya,  bukan  tidak  mungkin  akan 
dibanjiri  oleh  barang-barang  yang  sama  dari  negara 
tetangga.  Akibatnya  akan  merugikan  produsen  Indo- 
nesia, karena  produknya  kalah  bersaing;  (4)  untuk 
tetap  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  tidak 
menimbulkan  kondisi  yang  cepat  memanas  (over- 
heated), maka  penanaman  modal  asing  harus  diga- 
lakkan,  karena  tidak  akan  memberatkan  neraca 
pembayaran,  dan  juga  tidak  mempercepat  laju  inflasi; 
(5)  tidak  ada  masalah  bagi  usaha  perbankan  sebagai 
akibat  diberlakukannya  AFTA  (Media  Indonesia, 
30-1-1992). 

Pengamat  masalah  internasional  dari  CSIS,  Jusuf 
Wanandi  mengatakan:  (1)  KTT  ASEAN  IV  telah 
membuka  lembaran  baru  yang  penting  dalam  sejarah 
kerja  sama  ASEAN.  Untuk  pertama  kali  sejak 
ASEAN  berdiri  tahun  1967  KTT  membahas  masalah 
politik  dan  keamanan  dalam  kerangka  ASEAN,  dan 
mendorong  kerja  sama  ekonomi  antar  anggota  ke  arah 
suatu  integrasi  ekonomi  kawasan;  (2)  semua  kepu- 
tusan  KTT  menjadi  tidak  berarti,  bila  tidak  dilakukan 
secara  sungguh-sungguh.  ASEAN  sering  mengambil 
keputusan  penting,  tetapi  sering  tidak  ada  tindak 
lanjutnya;  (3)  keputusan  untuk  membahas  masalah 
politik  dan  keamanan  dalam  kerangka  ASEAN  itu 
sangat  penting.  Apabila  pern  bah asan  di  bidang  politik 
itu  tidak  hanya  dilakukan  pada  tingkat  Menlu,  yaitu 
pada  Pertemuan  Tahunan  Menlu  ASEAN  (Annual 
Ministerial  Meeting-AMM)  dan  Pertemuan  Menlu 
ASEAN  dengan  Negara  Mitra  Dialog  (Post  Minis- 
terial Conference-PMC),  melainkan  juga  pada  tingkat 
pejabat  tinggi  ASEAN  (Senior  Official  Meeting- 
SOM);  (4)  bidang  politik  dan  keamanan  diterima 
sebagai  bagian  dari  kerja  sama  yang  dipersiapkan 
sejak  pada  tingkat  SOM.  Selain  itu,  pembahasan 
bukan  hanya  dikalangan  ASEAN  sendiri  (intra- 
ASEAN),  tetapi  juga  dengan  negara  mitra  dialog  di 
kawasan,  untuk  melengkapi  dan  memantapkan  kerja 
sama  ASEAN;  (5)  keputusan  untuk  memasukkan 
pembahasan  soal  politik  dan  keamanan  dalam  kerang- 
ka ASEAN  merupakan  langkah  yang  revolusioner. 
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atau  membuka  era  baru.  Sebab  sejak  ASEAN  berdiri 
tahun  1967,  masalah  politik  dan  keamanan  selalu 
diletakkan  paling  belakang.  Malahan  pada  ASEAN 
Concord  yang  dihasilkan  pada  KTT  ASEAN  I  tahun 
1976,  disebutkan  kerja  sama  keamanan  itu  dilakukan 
di  luar  kerangka  ASEAN;  (6)  untuk  dapat  mencapai 
suatu  kerja  sama  ekonomi  yang  penting,  diperlukan 
kerja  sama  bidang  keamanan  dalam  arti  luas  (compre- 
hensive security)  sebagai  penunjang;  (7)  meskipun 
kerja  sama  bidang  pertahanan  tidak  secara  khusus 
disebut,  namun  kerja  sama  bidang  keamanan  dalam 
arti  luas  pada  akhirnya  akan  mencakup  pula  bidang 
pertahanan.  Kerja  sama  pertahanan  yang  selama  ini 
berjalan  baru  dalam  kerangka  bilateral  dan  trilateral, 
dan  apabila  nanti  akan  menjadi  kerja  sama  pertahanan 
yang  multilateral,  harus  memenuhi  beberapa  per- 
kembangan  terlebih  dahulu.  Ini  tidak  berarti  bahwa 
semua  bidang  kerja  sama  pertahanan  akan  digarap. 
Tetapi  bidang  tertentu  saja  seperti  misalnya  kerja 
sama  intelejen  dan  pengawasan  jalur  pelayaran  (sea 
lanes  of  communication)  yang  penting  untuk  me- 
nunjang  bidang  ekonomi,  tanpa  harus  menjadi  pakta 
militer;  (8)  ajakan  Kepala  Pmerintahan  ASEAN  se- 
perti yang  disebut  dalam  Deklarasi  Singapura  1992 
untuk  meningkatkan  kerja  sama  dan  mengadakan 
dialog  bidang  keamanan  dengan  negara  mitra  dialog 
merupakan  hal  yang  penting  guna  mendapatkan 
tanggapan  yang  lebih  serius  dari  negara  mitra  dialog; 
(9)  ASEAN  harus  ikut  andil  untuk  mempengaruhi 
pembentukan  orde  international  baru,  paling  tidak 
untuk  kawasan  Asia  Tenggara  (Kompas,  31-1-1992). 

Pengamat  masalah  internasional  dari  CSIS  juga, 
Hadi  Soesatro,  mengatakan:  (1)  bentuk  kesatuan  eko- 
nomi mempunyai  tingkatan  yang  berbeda-beda  kadar 
integrasinya.  Ada  kemungkinan  bahwa  dalam  15-25 
tahun  dari  sekarang  ASEAN  belum  akan  mencapai 
suatu  integrasi  yang  sangat  tinggi  kadarnya,  seperti 
yang  dicapai  oleh  Masyarakat  Eropa,  tetapi  yang 
terpenting  adalah  bahwa  dalam  KTT  IY  itu  untuk  per- 
tama  kali  ASEAN  telah  memutuskan  untuk  melang- 
kah  ke  arah  integrasi  ekonomi;  (2)  dalam  Deklarasi 
Bangkok  yang  merupakan  deklarasi  pembentukan 
ASEAN,  tujuan  kerja  sama  ekonomi  yang  dirumuskan 
waktu  itu  tidak  diarahkan  pada  suatu  integrasi  ekono- 
mi; (3)  perubahan  lingkungan  eksternal  dan  internal 
di  kawasan  ASEAN  sendiri  menjadikan  integrasi 
ekonomi  itu  suatu  keharusan.  Meskipun  AFTA  meru- 
pakan bentuk  integrasi  ekonomi  pada  tingkatan  per- 
tama,  tetapi  mempunyai  arti  penting,  karena  dengan 
demikian  ASEAN  menciptakan  suatu  identitas  eko- 
nomi. Dengan  identitas  ekonomi  diharapkan  di  satu 
pihak  ASEAN  akan  menjadi  lebih  menarik  bagi 
dunia,  dan  sekaligus  memperkuat  bargaining  leverage 
ASEAN;  (4)  apabila  pencapaian  AFTA  lebih  cepat 


maka  keadaannya  akan  lebih  baik,  mengingat 
perubahan  dunia  yang  sangat  cepat;  (5)  diperlukan 
upaya-upaya  nasional  untuk  merumuskan  kebijak- 
sanaan  Indonesia  supaya  pelaksanaan  dari  CEPT  ke 
AFTA  dapat  dipersingkat  waktunya.  Bahkan  kalau 
perlu  tahun  2000  sudah  dapat  dicapai;  (6)  apabila  15 
kelompok  komoditi  yang  akan  masuk  dalam  daftar 
CEPT  dilakukan  secara  konsisten  dan  konsekuen, 
maka  pada  akhir  tahun  1998  atau  pertengahan  1999, 
ekonomi  ASEAN  akan  mengalami  perubahan  yang 
sangat  berarti.  Tetapi  apabila  negara  anggota  ASEAN 
dalam  prosesnya  mengeluarkan  komoditi-komoditi, 
dan  memasukkan  ke  dalam  exclusion  list,  maka  tidak 
akan  terjadi  apa-apa.  Sama  keadaannya  dengan 
Preferential  Trade  Arrangement  (PTA)  yang  telah 
disepakati  dulu;  (7)  pembentukan  kantor  pada  tingkat 
Menteri  untuk  mengawasi  pelaksanaan  CEPT  dan 
merekomendasikan  kelompok  komoditi  yang  dapat 
dimasukkan  ke  dalam  CEPT  mempunyai  arti  penting 
untuk  dapat  memonitor  implementasi  kesepakatan 
yang  telah  dicapai,  dan  merekomendasikan  komoditi 
yang  bisa  masuk;  (8)  Malaysia  seharusnya  menyadari 
bahwa  semua  negara  ASEAN  sudah  setuju  bila 
EAEG  berbentuk  semacam  caucus,  sehingga  tidak 
perlu  dipersoalkan  lagi,  yang  perlu  dicari  adalah 
modus  dan  modalitasnya  agar  supaya  dapat  segera 
mulai;  (9)  salah  satu  cara  untuk  menjadikan  EAEG 
dapat  berjalan,  adalah  menamakan  caucus  dalam 
kerangka  APEC.  Hal  itu  tidak  berarti  bahwa  ada 
keterikatan  antara  caucus  dan  APEC;  (10)  penyebutan 
pembentukan  caucus  dilakukan  dalam  kerangka 
APEC,  hanyalah  suatu  taktik  agar  caucus  itu  bisa 
dilaksanakan  (Kompas,  31-1-1992). 

Direktur  Informasi  pada  Departemen  Luar  Negeri 
AS,  Joseph  Snyder,  mengatakan  dalam  jumpa  pers  di 
Washington,  tanggal  29  Januari  1992  bahwa  AS 
mendukung  pembentukan  AFTA.  AS  mendukung  usa- 
ha-usaha  peningkatan  integrasi  ekonomi  dan  kerja 
sama  di  lingkungan  ASEAN. 

Asisten  senior  pada  biro  urusan  Asia  dari  Depar- 
temen Luar  Negeri  Jepang,  Susumu  Yamagami,  me- 
ngatakan bahwa  Deklarasi  Singapura  akan  mewujud- 
kan  sistem  perdagangan  bebas  multilateral  yang 
penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  global.  Deklarasi 
itu  mengungkapkan  stabilitas  ekonomi  dan  politik  di 
wilayah  Asia  Pasifik. 

Pengamat  masalah  ekonomi  Kojira  Sakurai  juga 
mengatakan  bahwa  suatu  wilayah  dagang  bebas  akan 
mendorong  penanaman  modal  langsung  dari  luar, 
seperti  misalnya  dari  Jepang  (Suara  Pembaruan,  30- 
1-1992). 
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II.  KERJA  SAMA  EKONOMI 

A.  KERJA  SAMA  PERDAGANGAN  DAN  PARI- 
WISATA 

—  Pencanangan  Visit  ASEAN  Year  1992 

Ketika  mencanangkan  Tahun  Kunjungan  Visata 
ASEAN  1992  atau  Visit  ASEAN  Year  1992  (VAY 
'92)  yang  disiarkan  TVRI  tanggal  1  Januari  1992, 
Presiden  Soeharto  mengatakan  bahwa:  (1)  dalam 
tahun  1992  dunia  akan  terus  bergerak  makin  menjadi 
satu,  bangsa-bangsa  akan  semakin  saling  membutuh- 
kan  dan  komunikasi  yang  makin  canggih  serta  trans- 
portasi  yang  makin  cepat  dan  nyaman  makin  men- 
dorong  proses  globalisasi;  (2)  kawasan  Asia  Tenggara 
yang  damai,  tenteram,  memiliki  panorama  yang  me- 
ngagumkan  dan  kebudayaan  yang  beragam  mempu- 
nyai  peluang  besar  untuk  mengembangkan  pariwisata; 
(3)  Indonesia  dan  bangsa-bangsa  ASEAN  lainnya 
menginginkan  agar  tahun  1992  wisatawan  dari  selu- 
ruh  penjuru  dunia  berbondong-bondong  mengunjungi 
ASEAN;  (4)  ASEAN  harus  memperbaiki  kekurangan 
yang  masih  ada  dan  membuatnya  lebih  baik  laj;i  hal- 
hal  yang  telah  dianggap  baik  agar  dapat  mengejar 
ketinggalannya  dalam  memberikan  pelayanan  yang 
sejajar  dengan  bangsa-bangsa  lain  yang  telah  rr.aju  di 
bidang  kepariwisataan  (Kompas,  2-1-1992). 

Menparpostel  Soesilo  Soedarman  mengatakan 
pada  pencanangan  VAY  '92  tanggal  1  Januari  1992 
di  Silang  Monas  Jakarta  yang  dihadiri  oleh  Gubernur 
DKI  Wiyogo  Atmodarminto  dan  para  duta  besnr  dari 
ASEAN  bahwa:  (1)  VAY  '92  dimaksudkan  untuk 
menyebarluaskan  keberhasilan  ASEAN  kepada  ma- 
syarakat  dunia;  (2)  VAY  '92  merupakan  salah  satu 
wujud  pernyataan  bangsa-bangsa  ASEAN  untuk 
mcmbangun  masa  depan  yang  lebih  baik  dalam 
suasana  persahabatan,  kerja  sama,  saling  menghormati 
dan  saling  pengertian  atas  dasar  kedaulatan  masing- 
masing  negara;  (3)  VAY  '92  selain  merupakan  Tahun 
Kunjungan  Indonesia  yang  kedua,  sekaligus  merupa- 
kan kesempatan  untuk  mengatasi  kelemahan  yang 
masih  ada  dalam  menyongsong  dasawarsa  kunjungan 
Indonesia  (Antara,  2-1-1992). 

Pada  kesempatan  yang  sama,  Dirjen  Pariwisata, 
Joop  Ave  mengatakan  bahwa:  (1)  target  VAY  '92 
dapat  menjaring  25  juta  wisatawan  mancanegara  dan 
diharapkan  2,9  juta  wisatawan  itu  akan  masuk  ke 
daerah  tujuan  wisata  di  Indonesia;  (2)  jumlah  wisa- 
tawan mancanegara  yang  berkunjung  ke  ASEAN 
dalam  tahun  1990  sckitar  22  juta  orang  antara  lain 
Indonesia  2,1  juta  orang,  Filipina  1,2  juta  orang, 
Malaysia  7,4  juta  orang,  Muangthai  dan  singapura 
masing-masing  5,3  juta  orang,  dan  Brunei  Darussalam 
480.000  orang;  (3)  pangsa  pasar  utama  pariwisata 
ASEAN  adalah  Jcrman,  Jepang  dan  Australia,  sc- 


dangkan  Amerika  Serikat,  Kanada,  Masyarakat  Eropa 
kecuali  Jcrman,  negara-negara  Skandinavia,  Hong- 
kong, Taiwan  dan  Korea  Selatan  sebagai  pasar  pen- 
dukung;  (4)  program  VAY  memperoleh  dukungan 
dana  sekitar  US$3  juta  atau  sekitar  Rp6  milyar  antara 
lain  dari  iuran  anggota  sebesar  US$339,000,  Jepang 
US$500,000,  Korea  Selatan  US$140,000  dan  Masya- 
rakat Eropa  US$2,  68  juta  serta  dukungan  dari 
American  Express  berupa  kartu  krcdit  resmi  VAY  '92 
(Antara,  2-1-1992). 

Direktur  Niaga  Garuda  Indonesia,  Soenaryo 
mengatakan  bahwa:  (1)  perusahaan  penerbangan 
ASEAN  telah  menetapkan  potongan  tarif  khusus  se- 
besar 40%-50%  kepada  penumpang  selama  VAY  '92; 

(2)  ASEAN  Circle  Fair  merupakan  kesepakatan  untuk 
mempromosikan  paket-paket  wisata  khusus  yang 
terdiri  dari  unsur  hotel,  transportasi  dan  perjalanan 
wisata  ASEAN  dengan  tema  The  World  Only  6  in  1 
Tropical  Paradise  {Antara,  2-1-1992). 

Sementara  itu,  Gubernur  Jawa  Timur,  Soelarso 
mengatakan  pada  pencanangan  VAY  '92  di  Surabaya 
tanggal  2  Januari  1992  bahwa:  (1)  Jawa  Timur  ikut 
menyemarakkan  pariwisata  ASEAN  ini  sebagai 
Tahun  Kunjungan  Wisata  Indonesia  yang  kedua;  (2) 
Dati  II  kini  harus  mampu  menyelenggarakan  atraksi 
maupun  acara  wisata  dengan  menampilkan  kesenian 
daerah,  makanan  khas  daerah  dan  kerajinan  hasil 
produksinya;  (3)  sapta  pesona  di  Jawa  Timur  perlu 
ditingkatkan  agar  wisatawan  yang  berkunjung  kerasan 
dan  merasa  puas,  sebab  kepuasan  secara  tidak 
langsung  merupakan  promosi;  (4)  untuk  meningkat- 
kan  pariwisata  di  Jawa  Timur  perlu  dukungan  ber- 
bagai  pihak  termasuk  internasionalisasi  Bandara 
Juanda  yang  merupakan  pintu  gerbang  masuknya 
wisatawan  mancanegara  ke  Jawa  Timur  (Surabaya 
Post,  2-1-1992). 

Pada  kesempataan  itu,  Kepala  Dinas  Pariwisata 
Jawa  Timur,  Drs.  Soedjarwo  Soerono  mengatakan 
bahwa:  (1)  Jawa  Timur  tetap  potensial  menjadi  salah 
satu  tujuan  wisata  di  Indonesia  karena  kcberhasil- 
annya  dalam  VIY  1991;  (2)  Jawa  Timur  sebagai 
wakil  Indonesia  dalam  ASEAN  Tourism  Forum  di 
Penang  Malaysia  tanggal  20  Januari  akan  menun- 
jukkan  kebolehannya  dalam  atraksi  seni  budayanya; 

(3)  untuk  mengatasi  kekurangan  hotel  kecil  di  daerah 
obyek  wisata  yang  tersebar  dan  sulit  dijangkau 
melalui  darat,  Jawa  Timur  harus  membangun 
lapangan  terbang  perintis  di  Jember  dan  Banyuwangi; 

(4)  agcn-agen  perjalanan  wisata  dan  pemilik  hotel 
agar  lebih  gencar  mempromosikan  wisata  dalam 
ncgeri  daripada  mcngirim  wisata  domestik  ke  luar 
ncgeri  (Surabaya  Post,  2-1-1991). 

Direktur  Eksckutif  Pusat  Informasi  Pariwisata 
ASEAN,  Abdullah  Jonid  mengatakan  kepada  pcrs  di 
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Kuala  lumpur  tanggal  3  Januari  1992  bahwa: 
(1)  mcslripun  Amerika  Serikat  menolak  memberikan 
dan  a,  dan  Australia,  Selandia  Bam  seita  Kanada  tidak 
memberikan  perhatian  terhadap  VAY  '92,  namun 
Jepang,  Masyarakat  Eropa  dan  Korea  Selatan  sepakat 
untuk  membantu  mempromosikan  VAY  *92;  (2)  pro- 
gram VAY  '92  untuk  memacu  peningkatan  kunjungan 
wisatawan  mancanegara  ke  kawasan  ini  dan  men- 
jadikan  ASEAN  sebagai  daerah  tujuan  wisata  utama 
(Antara,  4-1-1992). 

Pada  resepsi  pencanangan  VAY  '92  di  Jakarta 
tanggal  3  Januari  1992,  Menparpostel  Soesilo  Soe- 
darman  mengatakan  bahwa:  (1)  ASEAN  telah  tumbuh 
menjadi  model  kerja  sama  regional  yang  berhasil 
dalam  mengembangkan  ekonomi,  sosial,  budaya  dan 
politiknya;  (2)  VAY  '92  untuk  meningkatkan  kerja 
sama  dan  memperingati  25  tahun  berdirinya  ASEAN; 
(3)  pelaksanaan  VAY  '92  perlu  memperhatikan  ke- 
orisinilan  budaya  dan  kelestarian  alam  yaitu  meng- 
bindarkan  pengaruh  dominasi  budaya  asing  terhadap 
budaya  ASEAN  serta  pengembangan  obyek  wisata 
tan  pa  merusak  kelestarian  lingkungan;  (4)  ASEAN 
harus  memperkukuh  kesatuan  budaya,  politik, 
ekonomi  mereka  untuk  menuju  masa  depan  yang 
lebih  cerah  (Kompas,  6-1-1992). 

Kepala  Manajer  Umum  PT  Pitoby  Tour  and 
Travel  Kupang,  Drs.  Yohakim  Duu  mengatakan 
kepada  pers  di  Kupang  tanggal  4  Januari  1992  bahwa: 
(1)  130  wisatawan  mancanegara  (Wisman)  dengan 
menggunakan  kapal  Caledonian  Star  berbendera 
Amerika  merupakan  wisman  perdana  yang  ber- 
kunjung  ke  Kupang:  (2)  PT  Pitoby  Tour  and  Travel 
Kupang  mempunyai  tiga  group  wisata  tetap  "yakni 
Travel  Contac  Overseas  (TCO),  Cross  Country  ke- 
duanya  dari  Belanda  dan  Nagasari  dari  Jerman,  serta 
tiga  group  tidak  tetap  yakni  Seat  Track,  Houser  dari 
Jerman  dan  Wisata  News  Paper  dari  Australia; 
(3)  group  tetap  melakukan  kunjungan  setiap  bulan 
dengan  jumlah  wisatawan  antara  60-70  orang  sedang 
group  tidak  tetap  dua  bulan  sekali  rata- rata  15 
wisman  (Pelita,  6-1-1992). 

B.  KERJA  SAMA  PANGAN,  PERTANIAN  DAN 
KEHUTANAN 

— t  Konferensi  Pangan  ASEAN 

Konferensi  Pangan  ASEAN  IV  berlangsung  di 
Jakarta  tanggal  17-23  Februari  1992  dihadiri  oleh  350 
orang  peserta  dari  negara-negara  ASEAN,  untuk 
membahas  standar  perbaikan  mutu  pangan  dan  ber- 
bagai  kriterianya. 

Presiden  Soeharto  mengatakan  dalam  pembukaan 
pertemuan  itu  bahwa:  (1)  pangan  merupakan  komoditi 
strategis  bagi  kehidupan  setiap  bangsa  sebab  mc- 


nyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  merupakan  sum- 
ber  gizi  dan  energi  utama  serta  lapangan  kerja  bagi 
penduduk  negara-negara  ASEAN;  (2)  ketidakseim- 
bangan  penyediaan  dan  permintaan  pangan,  ketidak- 
stabilan  harga  dan  penyediaan  pangan  dapat  me- 
nimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  mengganggu 
stabilitas  bangsa;  (3)  tantangan  bagi  masyarakat  dunia 
di  abad  ke-21  adalah  mencukupi  kebutuhan  pangan 
dengan  kualitas  gizi  yang  memadai  bagi  penduduk 
dunia  yang  terus  bertambah;  (4)  pengangkutan  dan 
distribusi  pangan  sangat  menentukan  bagi  pemenuhan 
kebutuhan  pangan  manusia,  sebab  surplus  pangan, 
kelaparan  dan  kekurangan  gizi  dapat  terjadi  pada 
waktu  yang  bersamaan  karena  pengangkutan  yang 
kurang  baik,  rendahnya  daya  beli  dan  kurangnya 
informasi;  (5)  pangan  cukup  penting  bagi  keberha- 
silan  pembangunan  karena  itu  pembangunan  di 
Indonesia  memberi  prioritas  utama  pada  upaya  pe- 
ningkatan produksi  pangan;  (6)  keberhasilan  Indone- 
sia dalam  swasembada  pangan  selama  dasawarsa  yang 
lalu  akan  terus  dipertahankan,  meskipun  kebutuhan 
beras  terus  meningkat;  (7)  upaya  peningkatan  pro- 
duksi beras  di  tahun  mendatang  akan  lebih  sulit, 
karena  itu  perlu  kerja  keras  dengan  mengembangkan 
cara-cara  baru  serta  kampanye  penganekaragaman 
menu  makanan  rakyat  untuk  mengurangi  ketergan- 
tungan  pada  beras  (Kompas,  18-2-1992). 

Prof.Dr.  FG.Winarno  mengatakan  dalam  perte- 
muan itu  bahwa:  (1)  perdagangan  pangan  interna- 
sional  saat  ini  selain  dikacaukan  oleh  masih  banyak- 
nya  organisasi  internasional  yang  masih  menyusun 
standar  produk  pangan  mereka,  juga  diperparah  oleh 
standar  dari  negara-negara  pengekspor  yang  lebih 
keras  yang  berlaku  di  dunia  internasional;  (2)  di 
tingkat  internasional  seharusnya  berlaku  satu  standar 
untuk  setiap  jenis  pangan  yang  diterima  oleh  semua 
negara;  (3)  sejalan  dengan  keamanan  dan  kesehatan 
pangan  pelaksanaan  standar  pangan  yang  baku  se- 
makin  penting  untuk  mengurangi  hambatan  perda- 
gangan internasional;  (4)  mutu  pangan  saat  ini  tidak 
hanya  terletak  pada  nilainya,  tetapi  juga  pada  ke- 
amanannya  untuk  dikonsumsi;  (5)  standar  pangan 
dapat  dijadikan  dasar  bagi  ditandatanganinya  suatu 
persetujuan,  karena  memungkinkan  bagi  terciptanya 
praktek  perdagangan  yang  jujur  dan  memperlancar 
perdagangan  internasional;  (6)  dari  perspektif  eko- 
nomi masalah  pangan  secara  jelas  dapat  menggam- 
barkan  pola  hubungan  saling  ketergantungan  antar- 
negara;  (7)  keamanan  pangan  yang  menjadi  masalah 
saat  ini  adalah  hama  tanaman  pangan,  pencemaran 
akibat  penggunaan  pestisida  dan  pencemaran  ling- 
kungan (Kompas,  19-2-1992). 

Pertemuan  sepakat  untuk:  (1)  meningkatkan  mutu 
kehidupan  masyarakat  luas  sebagai  konsumsi  pangan; 
(2)  meningkatkan  mutu  gizi  serta  keamanan  makanan; 
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(3)  meningkatkan  pendayagunaan  bioteknologi  pa- 
ngan  dan  perbaikan  kebiasaan  makan  masyarakat;  (4) 
konferensi  pangan  ke-4  tahun  1994  dilangsungkan  di 
Malaysia  (Angkatan  Bersenjata,  21-2-1992). 

IIL  KERJA  SAMA  KEAMANAN 

Masalah  kerja  sama  keamanan  dan  pertahanan 
antarnegara  ASEAN  menjadi  pembicaraan  hangat  di 
kalangan  para  pengamat  akhir-akhir  ini  sehubungan 
dengan  pemindahan  fasilitas  militer  AS  dari  Filipina 
ke  Singapura. 

Mantan  Menlu  Indonesia  Mochtar  Kusumaatmadja 
mengatakan  dalam  seminar  yang  diadakan  oleh  Indo- 
nesia Executive  Circle,  di  Jakarta  tanggal  22  Januari 
1992  bahwa:  (1)  kerja  sama  keamanan  dan  pertahanan 
antarnegara  ASEAN  sebaiknya  tidak  hanya  ditangani 
oleh  militer  saja,  tetapi  juga  harus  melibatkan  Depar- 
temen  Luar  Negeri,  sebab  kerja  sama  dalam  ASEAN 
harus  merupakan  kombinasi  untuk  menciptakan  me- 
kanisme  konsultasi  antarnegara  ASEAN.  Di  samping 
itu  juga  latihan  militer,  (2)  meskipun  pelaksanaannya 
tidak  mudah,  namun  kemampuan  untuk  membentuk 
mekanisme  konsultasi  itu  akan  merupakan  langkah 
besar  dalam  penentuan  politik.  Mekanisme  konsultasi 
tidak  melulu  membahas  masalah  militer;  (3)  ia  tidak 
sependapat  dengan  pernyataan  yang  mengatakan  bah- 
wa kerja  sama  keamanan,  militer  dan  pertahanan  di 
ASEAN  selalu  diidentifikasikan  dengan  pakta.  Pakta 
hanya  membantu  sesama  anggotanya  bila  ada  anggota 
terlibat  perang  atau  konflik  atau  terkena  campur  ta- 
ngan  asing  dalam  bentuk  perang  atau  konflik.  Indo- 
nesia harus  dapat  meyakinkan  bahwa  koordinasi 
militer  bukahlah  pakta  (Kompas,  23-1-1992). 

Mantan  Dubes  RI  untuk  AS,  Hasnan  Habib,  me- 
ngatakan bahwa  ASEAN  bukan  asosiasi  kemiliteran 
melainkan  telah  memasukkan  pula  unsur  kerja  sama 
bilateral  bahkan  trilateral  dalam  pengaturan  keamanan 
yang  selama  ini  tercantum  di  luar  kerangka  kerja 
sama  asosiasi  tersebut. 

Sementara  itu  Mantan  Gubernur  Lemhanas  Soebi- 
jakto  mengatakan  bahwa:  (1)  perlu  diselenggarakan 
kerja  sama  multilateral  di  bidang  keamanan  antar- 
negara ASEAN;  (2)  ASEAN  terlihat  alergis  terhadap 
kerja  sama  multilateral  di  bidang  keamanan,  karena 
khawatir  dianggap  sebagai  pakta.  Kini  pakta  sudah 
tidak  relevan  lagi;  (3)  pembentukan  kerja  sama  ke- 
amanan tidak  terlalu  sulit,  mengingat  pembentukan  itu 
memiliki  proses,  prosedur,  maupun  kerangka  yang 
hampir  sama  dengan  scbuah  pakta  (Kompas,  23-1- 
1992). 

Prof.  Dr.  Juwono  Sudarsono  mengatakan  bahwa: 
(1)  perlu  dikaji  ulang  tentang  pengaturan  keamanan  di 
Asia  Tenggara;  (2)  pemindahan  pangkalan  Subic  dan 
Clark  sebagai  tahap  mcnuju  ke  suatu  yang  mandiri 


atau  masa  transisi.  Dalam  masa  transisi  diperlukan 
adanya  MOU;  (3)  upaya  yang  ditempuh  oleh  negara 
ASEAN  selama  ini,  baik  melalui  kesediaan  menjadi 
pangkalan  logistik,  fasilitas,  maupun  cara  lain,  tetap 
melanggengkan  ketergantungan  Asia  Tenggara  ter- 
hadap AS  (Kompas,  23-1-1992). 

IV.  KERJA  SAMA  NON-PEMERINTAH 

—  LOKAKARYA  LSM  IH 

Lokakarya  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  ASEAN 
III  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  26-29  Februari 
1992,  diikuti  107  orang  peserta  dari  ASEAN  dan 
beberapa  peninjau  dari  The  Colombo  Plan  Bureau 
untuk  membahas  masalah  pelatihan  pendidikan  pen- 
cegahan,  treatment,  rehabilitasi  dan  purna  rawat  pen- 
candu  narkotika  serta  pelatihan  pengurangan  permin- 
taan  gelap  narkotika. 

Presiden  Soeharto  mengatakan  dalam  pembukaan 
Lokakarya  itu  bahwa:  (1)  penyalahgunaan  narkotika 
di  kawasan  ASEAN  cenderung  meningkat,  meskipun 
negara-negara  anggota  ASEAN  telah  banyak  melaku- 
kan  usaha  penanggulangan  terhadap  penyalahgunaan 
narkotika  baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri- 
sendiri;  (2)  bangsa  yang  generasi  mudanya  dirusak 
fisik  dan  mentalnya  oleh  narkotika  tidak  pemah 
memiliki  daya  tahan  dan  tidak  mempunyai  masa  de- 
pan,  karena  itu  negara-negara  anggota  ASEAN  harus 
memiliki  kesanggupan  untuk  mencegah  peredaran 
gelap  narkotika  dan  mencegah  masyarakatnya  me- 
nyalahgunakan  obat-obatan  yang  sangat  berbahaya 
itu;  (3)  upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  nar- 
kotika perlu  mendapat  perhatian  serius  di  ASEAN; 
(4)  perlu  disadari  bahwa  peredaran  gelap  dan  pe- 
nyalahgunaan narkotika  yang  melanda  dunia  sekarang 
ini  sangat  besar  bahayanya;  (5)  jika  kaum  muda 
ASEAN  banyak  yang  kecanduan  narkotika  dan  obat- 
obat  berbahaya  lainnya,  hal  itu  akan  menimbulkan 
ketidakstabilan  sosial  yang  pada  gilirannya  akan 
mempengaruhi  ketahanan  nasional  masing-masing  ne- 
gara dan  ketahanan  regional  ASEAN;  (6)  upaya  pe- 
nanggulangan penyalahgunaan  narkotika  dan  zat-zat 
adiktif   lainnya    harus    dilakukan    secara  terpadu; 

(7)  sejak  tahun  1971  Indonesia  telah  menetapkan 
badan  yang  bertugas  mengkoordinasikan  penanganan 
penyalahgunaan  narkotika.  Melalui  badan  ini  kegiatan 
organisasi  kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang 
penyalahgunaan  narkotika  dikoordinasikan  dan  dipa- 
dukan  dengan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah; 

(8)  Indonesia  telah  memiliki  undang-undang  tentang 
narkotika  dan  telah  mcratifikasi  konvensi  tentang 
narkotika;  (9)  meskipun  Indonesia  telah  bcrhasil  me- 
nekan  jumlah  korban  narkotika  hingga  sckitar  sc- 
tcngah  per  mil  dari  jumlah  penduduk,  namun  peme- 
rintah tetap  meningkatkan  kcwaspadaannya  terhadap 
bahaya  narkotika  tersebut  (Kompas,  27-2-1991). 
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